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PENGANTAR REKTOR 


Alhamdulillah wa syukurillah, atas segala rahmat Allah Swt. beserta 
selawat dan salam kepada Rasul-Nya Muhammad Saw., mengiringi 
aktivitas keseharian kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab 
akademik dan peran-peran kehidupan lainnya sehari-hari. 


Publikasi karya akademik adalah salah satu ruh perguruan tinggi, 
karena perguruan tinggi adalah ruang produksi ide dan gagasan yang 
harus selalu di-update dan di-upgrade. Buku adalah salah satu produk 
akademik yang kelahirannya, mesti diapresiasi setinggi-tingginya. Oleh 
karena di balik proses lahirnya, ada kerja keras yang menguras waktu, 
tenaga, dan pikiran. Kerja keras dan upaya sungguh-sungguh untuk 
menghadirkan sebuah karya akademik, adalah bukti nyata dedikasi 
serta khidmat seorang insan universitas bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan. 


Sebagai kampus yang memiliki visi menjadi pusat pencerahan dan 
transformasi ipteks berbasis peradaban Islam, kehadiran buku terbitan 
PT RajaGrafindo Persada ini, diharapkan menjadi sumbangan berharga 
bagi diseminasi ilmu pengetahuan di lingkungan kampus peradaban, 
sekaligus semakin memperkaya bahan bacaan bagi penguatan integrasi 
keilmuan. 


Buku ini tentu jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan 
masukan dari para pembaca untuk para penulis akan sangat dinantikan. 


Karena dengan itu, iklim akademik kampus akan dinamis dengan tradisi 
diskursif yang hidup. 

Akhirnya, sebagai Rektor, saya mengapresiasi setinggi-tingginya 
atas penerbitan buku yang menjadi bagian dari Program Penerbitan 
100 Buku Referensi UIN Alauddin Makassar tahun 2022 ini. Semoga 
membawa kemaslahatan bagi warga kampus dan masyarakat secara 
umum. 


Gowa, 2 Mei 2021 


Rektor UIN Alauddin Makassar 
Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. 
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PRAKATA 


Buku ini berjudul: Komunikasi Politik Perspektif Komunikasi Islam: 
Teori, Strategi dan Aplikasi memadukan dua kajian keilmuan yang 
relevan, tetapi berbeda antara komunikasi politik dan komunikasi 
Islam sehingga kekuatan karena menjadikan komunikasi Islam sebagai 
perspektif. 


Mengaktualisasikan nilai-nilai Islam yang selama ini tidak dikaji 
dalam komunikasi politik pada umumnya. Nilai-nilai Islam yang 
hendak dikaji, di antaranya, mengulas dimensi nilai-nilai keislaman 
dalam berkomunikasi, apalagi komunikasi politik. Aspek ini dianggap 
penting untuk memberi warna keislaman dalam kajian komunikasi 
politik kontemporer sehingga menjadi digagas komunikasi politik 
Islam. Dasar keilmuannya senapas dengan spirit UIN mengembangkan 
islamisasi keilmuan. 


Buku ini merupakan “buku referensi” terkait posisi penulis 
sebagai mengampuh mata kuliah Komunikasi Islam, Komunikasi 
Politik, dan Komunikasi Politik Islam untuk jenjang S-1 pada jurusan 
Jurnalistik dan Ilmu Komunikasi. Selain itu, mata kuliah yang sama 
juga diajarkan pada jenjang S-2 dan S-3 Pascasarjana UIN Alauddin 
Makassar, dalam kategori mata kuliah pilihan yang cukup diminati. 


Pokok kajian buku ini difokuskan pada perspektif komunikasi 
Islam dalam komunikasi politik. Hal ini dianggap urgen sebab selama 
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ini, komunikasi politik sedikitpun tidak dipertautkan dengan dimensi 
Islam. Sementara nilai-nilai Islam diniscayakan untuk diaktualisasikan 
dalam kehidupan umat, tidak terkecuali dalam konteks komunikasi 
politik. 

Dalam konteks komunikasi politik Islam ini, penulis menyajikan 
perlunya internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Islam bukan semata 
yang berdasar pada syar'i atau syariat. Inti dari komunikasi adalah 
pada pesan, dengan demikian penekanannya pada pesan-pesan 
keislaman dalam konteks perpolitikan. Sirkulasi komunikasi politik 
ditekankan pada pesan Islam sehingga melahirkan efek dan feed back 
yang memengaruhi pola dan perilaku politik. 


Adapun pokok-pokok bahasan buku ini, meliputi bagian pertama 
mengulas hakikat komunikasi politik Islam. Subkajiannya dibagi 
masing-masing menguraikan ihwal komunikasi dan politik Islam, 
dimensi-dimensi Islam dalam komunikasi politik, komunikasi politik 
dan ideologi Islam. 


Bagian kedua membahas paradigma komunikasi politik Islam 
dibagi dalam tiga paradigma yang selama ini dikembangkan dalam 
kajian komunikasi politik, yaitu paradigma mekanistis, paradigma 
psikologis, dan paradigma pragmatis. Berpijak dari ketiga paradigma 
itulah dikembangkan dimensi keislamannya. Bagian ketiga tentang 
tujuan komunikasi politik Islam. Pada bagian ini, dijelaskan tentang 
upaya membangun citra politik Islam, membentuk opini publik umat 
Islam, dan mengoptimalkan partisipasi politik demi kemaslahatan 
umat Islam. 


Pada bagian keempat diulas strategi komunikasi politik Islam 
yang difokuskan pada kajian mengenai upaya merawat ketokohan 
politik, memantapkan kelembagaan dan partai Islam, dan membangun 
konsensus dalam Politik Islam. Pada bagian kelima, pokok kajiannya 
ditekankan pada aplikasi dan media komunikasi politik Islam. Aspek 
yang diuraikan terkait hal itu mencakup pengelolaan dan pemasaran 
politik, memahami agenda politik media massa, serta propaganda dan 
lobi politik. 


Kajian komunikasi politik dalam perspektif komunikasi Islam pada 
dasarnya masih tergolong baru, karenanya aspek tersebut menarik dikaji. 
Sementara penekanan dimensi Islamnya justru diinternalisasikan dan 
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diaktualisasikan dalam proses komunikasi tersebut sehingga mampu 
mewarnai perilaku komunikasi politik dengan penekanan pada pesan- 
pesan keislaman dan komunikasi politik kontemporer. 


Dengan demikian, term Islam dalam komunikasi politik Islam 
ini, tidak dimaksudkan membahas Islam di Timur Tengah atau di 
negara-negara Arab. Tetapi kajian secara teoretis berusaha menafsirkan 
hubungan antara elite politik Islam dengan umat Islam dalam 
menyuarakan kemaslahatan mereka sehingga agenda-agenda umat Islam 
dapat terakomodir dan tidak semata sebagai alat politik para politisi 
seperti selama ini terjadi. 


Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. 
H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Alauddin 
Makassar, Para Warek dan keseluruhan Pimpinan UIN Alauddin. 
Terima kasih pada panitia buku referensi UIN Alauddin 2022 yang 
memberi kami kesempatan dan motivasi untuk terus melahirkan 
karya-karya sesuai bidang keilmuan kami. Semoga buku ini memberi 
manfaat. Aamiin. 


Makassar, 10 April 2022 


Dr. Firdaus Muhammad, M.A. 
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BAB 1 


KOMUNIKASI POLITIK ISLAM 


A. Komunikasi Islam dan Politik Profetik 


Perkembangan keilmuan komunikasi makin pesat, salah satunya 
melalui komunikasi Islam. Belakangan mulai dijejaki pengembangan 
komunikasi Islam sebagai bagian khazanah keilmuan komunikasi 
kontemporer sebagai bagian pengembangan keilmuan komunikasi 
berbasis keislaman, terutama melalui ilmu dakwah yang diintegrasikan 
dengan ilmu komunikasi menginspirasi lahirnya komunikasi Islam 
sebagai ikhtiar dari ikhtiar integrasi keilmuan yang dikembangkan di 
UIN Alauddin Makassar dan sejumlah PTKIN lainnya. 


Hal ini tidak terlepas dari keberadaan komunikasi sangat dibutuhkan 
dalam kehidupan manusia, tidak terkecuali bagi kalangan masyarakat 
Muslim. Tanpa komunikasi, maka hidup ini bukan kehidupan. Dalam 
berkomunikasi, komunikator membutuhkan keterampilan dalam 
memengaruhi komunikan. 


Berbagai aspek kehidupan yang ada di muka bumi ini, membutuhkan 
komunikasi, tentunya komunikasi yang baik. Terkait itu, komunikasi 
yang dibahas dalam buku ini adalah, komunikasi Islam. Dalam 
komunikasi Islam, sangat dibutuhkan seorang Muslim yang mempunyai 
keterampilan dalam memengaruhi masyarakat lainnya ke jalan 
kebaikan. Setiap Muslim tentu dalam melakukan komunikasi dengan 
sesama, mesti dengan komunikasi yang baik, agar orang lain merasa 


senang dengan adanya proses komunikasi yang efektif, terhindar dari 
kesalahpahaman. 


Keteladanan kepemimpinan politik Nabi Muhammad Saw. menjadi 
relevan di tengah kegaduhan politik yang hampir kehilangan arah. 
Kontekstualisasi kepemimpinan Rasulullah, dilakukan dalam proses 
reinventing, memulihkan atau mengembalikan spirit politik Nabi sebagai 
pemimpin negara Madinah yang menjadi prototipe masyarakat madani 
yang diidealkan dalam kepemimpinan politik Islam. 


Aspek keteladanan nabi, didasari pada peran utamanya selaku 
pemimpin agama sekaligus pemimpin negara. Posisi sebagai kepala 
negara tersebut menjadi menarik didedahkan, kaitannya dalam 
melakukan reinventing kepemimpinan politik nabi di era politik 
kontemporer, tidak terkecuali proses politik yang mengiringi pemilihan 
anggota legislatif melalui sistem kepartaian. 


Demikian halnya, pemilihan bupati, gubernur hingga presiden. 
Meskipun sistem politik di Indonesia tidak mengadopsi sistem 
perpolitikan yang sesuai sistem politik Islam, bukan negara agama. 
Namun sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, 
sejatinya, nilai-nilai Islam senantiasa mewarnai segala perilaku politisi 
yang mendedikasikan kinerjanya demi kemaslahatan umat, memberi 
manfaat bagi masyarakat luas. 


Paradigma kepemimpinan politik Rasulullah yang berpijak pada 
sifat-sifat kenabian meliputi: amanah, siddig, fathanah, dan tabligh. Hal 
itu diuraikan secara komprehensif dan kontekstual dalam buku: Politik 
Profetik: Reinveting Kepemimpinan Politik Rasulullah, yang ditulis Dr. 
Firdaus Muhammad, M.A., yang juga dosen Komunikasi Politik Islam 
UIN Alauddin Makassar, sebagai referensi yang dapat memperkaya 
wawasan dan penguatan visi politik para pemimpin yang terinspirasi 
dari kepemimpinan politik Rasulullah. 

Secara sistematis, buku ini mengulas kepemimpinan politik 
Rasulullah. Bab pertama mengulas aspek amanah sebagai prinsip dasar 
dan keteladanan kepemimpinan Rasulullah. Bab kedua, siddig modal 
sosial dan politik Rasulullah yang mengedepankan kejujuran untuk 
membangun kepercayaan publik diikuti dengan etika dan moralitas 
politik yang turut mendukung partisipasi politik umat. Bab ketiga, 
tablig sebagai strategi komunikasi politik profetik yang mencakup 
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merawat ketokohan dan penguatan institusi, terutama terkait supremasi 
hukum. Bab keempat, fathanah kunci keberhasilan politik Rasulullah 
karena kecerdasan politiknya membangun strategi untuk ekspansi 
Islam. Bab kelima, partisipasi politik umat dan dimensi ketaatan 
pada pemimpin. Tentunya keteladanan politik nabi tersebut, terlalu 
ideal untuk diimplementasikan, tetapi setidaknya menjadi pedoman 
berpolitik yang menjunjung tinggi akhlak dengan visi sebagai pelayan 
umat sebagaimana dicontohkan nabi sepanjang hidupnya. 

Keberhasilan kepemimpinan Nabi Muhammad Saw., tidak terlepas 
dari aspek keteladanan dan kepribadiannya. Karakteristik kepemimpinan 
politik Nabi sebagai negarawan berpijak pada sifat-sifat kenabian yang 
melekat pada dirinya. Maka aspek terpenting diteladani dari Nabi dalam 
konteks politik adalah kepemimpinan politiknya yang didasarkan pada 
empat sifat kenabian yang meliputi: amanah (tanggung jawab), Siddigh 
(terpercaya), fathonah (cerdas), tabligh (penyampai). 


Substansi kepemimpinan politik Nabi tersebut, yang kemudian 
penulis redaksikan sebagai politik profetik, yakni konsep perpolitikan 
yang berdasar pada nilai-nilai kenabian. Politik profetik atau politik 
kenabian meniscayakan sosok pemimpin yang bertanggung jawab atas 
kepemimpinannya, dapat dipercaya dan memiliki kecakapan, serta 
mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik. 


Politik profetik yang merujuk pada sifat kenabian Nabi Muhammad 
Saw. itu, dapat dinarasikan sebagai berikut. Pertama, amanah. Seorang 
pemimpin harus memiliki komitmen amanah yang diharuskan 
bertanggung jawab atas masyarakat atau negara yang dipimpinnya. 
Kedua, sosok pemimpin politik profetik diniscayakan memiliki sifat 
siddig atau terpercaya. Kegagalan para pemimpin belakangan ini karena 
hilangnya rasa kepercayaan publik terhadap dirinya. Selain amanah dan 
siddig, seorang pemimpin politik profetik mesti memiliki kecakapan, 
terutama cakap bertindak cepat dalam mengatasi masalah. Selama ini, 
sejumlah pimpinan negara lamban dalam bertindak ketika negaranya 
menghadapi krisis, bahkan lebih dominan pemimpin yang kaku dalam 
aturan birokratis yang dibuatnya sendiri. 


Sikap pemimpin yang cakap diwariskan Nabi melalui sifat fathanah. 
Seorang pemimpin harus cerdas secara intelektual juga memiliki 
kesigapan bertindak yang benar demi kemaslahatan umat. Kunci 
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keberhasilan kepemimpinan politik Nabi karena memiliki kemampuan 
bertabligh. Nabi memiliki kefasihan beretorika, sangat komunikatif, 
baik komunikasi secara verbal maupun nonverbal. Kepemimpinan 
politik Nabi berpijak pada kepemimpinan politik profetik, politik yang 
menginternalisasikan sifat kenabian dalam kepemimpinan politiknya. 

Proses komunikasi yang baik terukur dari kemampuan memengaruhi 
khalayak, dengan pengaruh yang baik. Komunikasi yang paling signifikan 
dalam bermasyarakat. 


Dari zaman dahulu hingga sekarang komunikasi mempunyai 
strategi dalam melakukan aksinya. Dalam komunikasi politik dikenal 
dengan teori-teori komunikasi yang dapat digunakan dalam aplikasi 
komunikasi Islam, yang akan dibahas pada pembahasan berikutnya. 


Teori dapat diartikan sebagai sejumlah gagasan yang status 
dan asalnya bervariasi dan dapat dipakai untuk menjelaskan atau 
menafsirkan fenomena. Sehubungan dengan penjelasan ini, berdasarkan 
paradigma komunikasi Islam telah dipaparkan, dapat diturunkan 
beberapa teori dasar dan beberapa model dasar yang telah lama dikenal. 
Teori-teori tersebut juga telah lama diaplikasikan dalam kegiatan 
komunikasi politik. Pada dasarnya, teori-teori tersebut berbeda satu 
sama lain, karena memang bersumber dari perspektif atau paradigma 
komunikasi yang berbeda. 


Berdasarkan keempat perspektif atau paradigma komunikasi 
politik yang diuraikan di atas, menurut Anwar Arifin! ada empat teori 
yang dapat digunakan dalam aplikasi komunikasi politik, yaitu sebagai 
berikut. 


1. Teori Jarum Hipodermik 


Model ini muncul selama dan setelah Perang Dunia 1. Dalam bentuk 
eksperimen. Penelitian dengan model ini dilakukan Hovlan dkk. Untuk 
meneliti pengaruh propaganda sekutu dalam mengubah sikap. Model 
ini boleh dikatakan sebagai model penelitian komunikasi yang paling 
tua (tetapi anehnya sangat populer di Indonesia). Model ini mempunyai 


'Anwar Arifin, Komunikasi Politik: Paradigma, Teori, Aplikasi, Strategi Komunikasi 
Politik di Indonesia (Jakarta: Balai-Pustaka, 2003), hlm. 41-46. 
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asumsi bahwa komponen-komponen komunikasi (komunikator, pesan, 
media) amat perkasa dalam memengaruhi komunikasi. 


Model teori ini dikatakan jarum hipodermik, karena dalam model 
ini dikesankan seakan-akan komunikasi “disuntik” langsung ke dalam 
jiwa komunikan. Sebagaimana obat yang disimpan dan diserapkan 
ke dalam tubuh sehingga terjadi perubahan sistem fisik, begitu pula 
pesan-pesan persuasi mengubah sistem psikologi. Model ini sering 
disebut “bullet theory” (teori peluru) karena komunikan dianggap 
secara pasif menerima berondongan pesan-pesan komunikasi. Bila kita 
menggunakan komunikator yang tepat, pesan yang baik, atau media 
yang benar, komunikan dapat diarahkan sesuai kehendak kita. Karena 
behaviorisme amat memengaruhi model ini, De Fleur menyebutnya 
sebagai “the mechanistic SR theory” ? 


Model ini umumnya diterapkan ke dalam penelitian eksperimen. 
Peneliti memanipulasi variabel-variabel komunikasi kemudian 
mengukur variabel-variabel antara dan efek. Variabel komunikator 
ditunjukkan dengan kredibilitas, daya tarik, dan kekuasaan. 


Kredibilitas terdiri dari dua unsur: keahlian dan kejujuran. 
Keahlian didorong dengan sejauh mana komunikan menganggap 
komunikator mengetahui jawaban yang “benar”, sedangkan kejujuran 
dioperasionalisasikan sebagai presepsi komunikan tentang sejauh mana 
komunikator tidak memihak dalam menyampaikan pesannya. Daya 
tarik diukur dengan kesamaan familiaritas, dan kesukaan. Kekuasaan 
(power) dioperasionalisasikan dengan tanggapan komunikan tentang 
kemampuan komunikator untuk menghukum atau memberi ganjaran 
(perceired control), kemampuan untuk memperhatikan apakah komunikan 
tunduk atau tidak (perceired concern), dan kemampuan untuk meneliti 
apakah komunikan tunduk atau tidak (perceired secrutiny). 


Variabel pesan terdiri dari struktur pesan, gaya pesan, appeals 
pesan. Struktur pesan ditujukkan dengan pola penyimpulan (tersirat 
atau tersurat), pola urutan argumentasi (mana yang lebih dahulu, 
argumentasi yang disenangi atau tidak disenangi), pola objektivitas 
(satu sisi atau dua sisi). Gaya pesan menunjukkan variasi linguistik 
dalam penyampaian pesan (perulangan, kemudah dimengertian, 


?De Fleur, Theories of Mass Communication (New York Logman, 1975). 
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perbendaharaan kata). Appeals pesan mengacu pada motif-motif 
psikologi yang dikandung pesan (rasional-emosional, fear appeals, reward 
appeals). 

Variabel media boleh berupa media elektronik (radio, televisi, 
video, tape recorder), media cetak (majalah, surat kabar, buletin), atau 
saluran interpersonal (ceramah, diskusi, kontak, dan sebagainya). 
Variabel antara ditunjukkan dengan perhatian dan pengertian (oleh 
Mc Guire disebut receptivity factor, 1968), serta penerimaan seperti 
diurai Mc Guire ke dalam yielding, retention, dan action. Dalam buku ini, 
perhatian diukur sejauh mana komunikan menyadari adanya pesan, 
pengertian diukur dengan sejauh mana komunikan memahami pesan. 
Penerimaan dibatasi pada sejauh mana komunikan menyetujui gagasan 
yang dikemukakan komunikan. 


Variabel efek diukur dari segi kognisi (perubahan pendapat, 
penambahan pengetahuan, perubahan kepercayaan), segi efektif (sikap, 
perasaan, kesukaan), dan segi behavioral (perilaku atau kecenderungan 
perilaku). 


Variabel tak bebas yang diukur adalah pendapat dan respons- 
respons kognisi. Pendapat diukur dengan skala respons 15 butir. 
Respons kognisi diukur dengan memberikan subjek 12 paragraf pendek, 
yang diambil dari pesan yang disampaikan. Analisis respons kognisi 
menunjukkan bahwa sumber berkredibilitas rendah. Pengukuran 
pendapat menunjukkan segera setelah terpaan komunikasi, respons 
setuju lebih banyak pada sumber yang berkredibilitas tinggi daripada 
berkredibilitas rendah. 


Patterson dan McClure meneliti pengaruh iklan politik pada 
perubahan sikap peneliti yang dilakukan empat gelombang penelitian. 
Ingin diketahui efek kampanye pada sikap dan kepercayaan khalayak. 
Data dianalisis dengan tes-tes korelasional. Hasilnya menunjukkan 
bahwa subjek yang tinggi terpaan televisinya. Jadi ada korelasi antara 
terpaan televisi dengan perubahan sikap. Patterson dan Mc Clure ada 
juga menyebut variabel-variabel lain yang memengaruhi sikap. Prisuta 
meneliti Mass Media Exposure and political Bebarior. Dalam analisis 


3Kraus dan Davis, The Effects of Mass Communication on Political Behavior (The 
Pennsylvania University, 1980), hlm. 100. 
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data, dia menggunakan koefisien korelasi dan chi kuadrat. Beberapa 
penemuan penelitiannya antara lain: (1) terpaan surat kabar berkolerasi 
dengan variabel-variabel politik, (2) dibandingkan dengan media 
lain, surat kabar adalah satu-satunya media yang berkolerasi sangat 
siignifikan dengan hasil pemilu.“ 


Sementara itu, Jhon Abdjul (1979) melakukan penelitian di 
Indonesia tentang pengaruh televisi pada masyarakat Minahasa. Ia 
mengorelasikan terpaan televisi (televisionexposure) dengan pengetahuan 
tentang dalam program-program pembangunan. Abdjul hanya 
menemukan satu koefisien korelasi yang signifikan, yakni antara terpaan 
televisi dengan pengetahuan tentang penyuluhan pertanian. 


Teori peluru, atau dikenal sebagai teori “Hypodermic Needle” atau 
teori “Sti-mulus-Respons” yang mekanistis. Teori ini menyatakan 
komunikasi massa memiliki kekuatan yang besar (great power: all- 
powerful) atas mass audience. Pandangan ini antara lain ditimbulkan oleh 
pengaruh propaganda yang sangat efektif yang dipancarluaskan melalui 
media radio selama perang dunia yang lalu, ketika dunia dicekam 
“ketakutan” karena dilanda propaganda Nazi-Jerman.s 


Berdasarkan paradigma mekanistis dan unsur-unsur yang 
terkandung dalam proses komunikasi tersebut, secara sederhana Laswell 
merumuskan ke dalam formula: “siapa berkata apa, kepada siapa, 
melalui saluran apa, dan bagaimana efeknya?”. Kemudian, formula 
Laswell tersebut oleh Dan Nimmo (1999) dijadikan sebagai dasar dalam 
menganalisis komunikasi politik. 


Tampaknya, model mekanistis tersebut menghasilkan dua asumsi 
dasar. Pertama, penerima (komunikan) atau khalayak tidak berdaya 
ketika menerima pesan dari komunikator. Artinya, komunikator dengan 
mudah memengaruhi komunikan (penerima) atau khalayak. Kedua, 
media massa sangat perkasa dan bahkan kekuatannya mendekati 
gaib. Artinya semua pesan yang disalurkan oleh media massa dengan 
mudah memengaruhi khalayak. Bahkan, oleh McLuhan dalam Anwar 


“Ibid., hlm. 101. 

sWiryanto, Teori Komunikasi Massa (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 51. 

'Dan Nimmo, Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan dan Media (Bandung: 
Rosdakarya, 1999), hlm. 36. 
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Arifin, menyebut bahwa media itu sendiri adalah pesan (the medium is 
the massage).” 


Berdasarkan teori tersebut, komunikator politik (politisi, 
profesional, dan aktivis) selalu memandang bahwa pesan politik apa 
pun yang disampaikan kepada khalayak, apalagi melalui media massa, 
pasti menimbulkan efek positif berupa citra yang baik, penerima, 
atau dukungan. Itulah sebabnya kegiatan komunikasi politik banyak 
dilakukan melalui pidato pada rapat umum atau media massa. 


Ternyata, asumsi tersebut tidak benar seluruhnya, karena efek 
sangat tergantung pada situasi dan kondisi khalayak, selain daya tarik 
isi, dan kredibilitas komunikator. Bahkan, berbagai hasil penelitian 
membuktikan bahwa media massa memiliki pengaruh lebih dominan 
dalam tingkat kognisi (pengetahuan) saja, tetapi kurang mampu 
menembus pengaruh pada sikap dan perilaku. Wilbur Schraman 
sendiri setelah 20 tahun mencetuskan teorinya di atas, akhirnya 
menyanggahnya sendiri karena berdasarkan penelitian para pakara 
psikologi dan sosiologi, ditemukan bahwa sesungguhnya khalayak itu 
tidak pasif dalam menerima pesan. 


Tiap-tiap individu ternyata sangat aktif dalam menyaring, 
menyeleksi, dan bahkan memiliki daya tangkap atau daya serap terhadap 
semua pengaruh yang berasal dari luar dirinya. Tiap-tiap itu, tidak 
mengalami pengaruh secara pasif, melainkan aktif. Jiwa individu sendiri, 
memiliki potensi dinamis dalam mewujudkan sikap atau kelakuan. 


2. Teori Khalayak Kepala Batu 


Dengan gugurnya asumsi khalayak tidak berdaya dan media perkasa. 
Berkembanglah asumsi baru, bahwa khalayak justru sangat berdaya 
dan sama sekali tidak pasif dalam proses komunikasi politik. Bahkan, 
khalayak memiliki daya tangkap atau daya serap terhadap semua 
rangsangan yang menyentuhnya. Dalam hal ini para pakar Wilbur 
Schramm dan Roberts (dalam Arifin, 2003: 46) mengoreksi teorinya 
dari mengakui adanya teori baru yang dikenal dengan nama teorinya 
khalayak kepala batu (the obstinate audience theory). 


7Anwar Arifin, Komunikasi Politik: Paradigma, Teori, Aplikasi, Strategi Komunikasi 
Politik di Indonesia (Jakarta: Balai-Pustaka, 2003), hlm. 42. 


8 Komunikasi Politik Perspektif Komunikasi Islam 


Teori khalayak kepala batu itu dikembangkan pakar psikologi- 
Raymond Bauer (1973). Bahkan, telah diperkenalkan oleh LA.Richards 
sejak 1936, dan telah dipublikasikan oleh ahli-ahli retorika pada zaman 
Yunani dan Romawi 2000 tahun yang lalu. Raymond Bauer, mengkritik 
potret khalayak sebagai robot yang pasif. Khalayak hanya bersedia 
mengikuti pesan bila pesan itu memberikan keuntungan atau memenuhi 
kepentingan dan kebutuhan khalayak. Komunikasi, tidak lagi bersifat 
linier, tetapi merupakan transaksi. Media massa memang berpengaruh, 
tetapi pengaruh itu disaring, diseleksi dan diterima atau ditolak oleh 
filter konseptual atau faktor-faktor pribadi yang memengaruhi reaksi 
mereka. 


Dengan teori khalayak kepala batu itu, fokus penelitian bergeser 
dari komunikator ke komunikan atau khalayak. Para pakar, terutama 
pakar psikologi maupun sosiologi mencurahkan perhatian ke faktor 
individu. Mereka mengkaji faktor-faktor yang membuat individu itu mau 
menerima pesan komunikasi. Salah satu di antaranya adalah lahirnya 
teori atau model uses and gratifications (kegunaan dan kepuasan). 


Katz, Blumler, dan Gurevitch dalam Ardinato dan Erdinaya, 
menjelaskan mengenai asumsi dasar dan teori uses and gratifications, 
yaitu: 1. Khalayak dianggap aktif, artinya khalayak sebagai bagian 
penting dari penggunaan media massa diasumsikan mempunyai 
tujuan, 2. Dalam proses komunikasi massa, inisiatif untuk mengaitkan 
pemuasaan kebutuhannya. Kebutuhan dengan pemilihan media terletak 
pada khalayak, 3. Media massa harus bersaing dengan sumber-sumber 
lain untuk menuaskan kebutuhannya. Kebutuhan yang dipenuhi media 
lebih luas. Bagaimana kebutuhan ini terpenuhi melalui konsumsi media 
sangat bergantung pada perilaku khalayak yang bersangkutan, 4. Tujuan 
pemilihan media massa disimpulkan dari data yang diberikan anggota 
khalayak. Artinya, orang dianggap cukup mengerti untuk melaporkan 
kepentingan dan motif pada situasi-situasi tertentu, 5. Penilaian tentang 
arti budaya dari media massa harus ditangguhkan sebelum diteliti lebih 
dahulu orientasi khalayak. 


Kemudian uses and gratification model meneliti asal mula kebutuhan 
manusia secara psikologis sosial, yang menimbulkan harapan tertentu 


8Ardinato dan Erdinaya, Komunikasi Massa, Suatu Pengantar (2004), hlm. 71. 
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dari media massa atau sumber-sumber lain (atau keterlibatan pada 
kegiatan lain) dan menimbulkan pemenuhan kebutuhan. Penelitian yang 
menggunakan uses and garifications model memusatkan perhatian pada 
penggunaan isi media untuk memperoleh gratifikasi atau pemenuhan 
kebutuhan McOuail menyatakan ada dua hal utama mendorong 
munculnya pendekatan penggunaan model uses and gratifications. 
Pertama, ada oposisi terhadap pandangan deterministis tentang efek 
media. Sikap ini merupakan bagian dari “penemuan kembali manusia” 
yang terutama terjadi pada Sosiolog di Amerika. Kedua, ada keinginan 
untuk lepas dari debat yang berkepanjangan tentang selera media massa. 
Dalam persoalan ini pendekatan uses and gratifications model menyajikan 
alternatif lain dalam memandang hubungan antara isi media dengan 
komunikan, dan dalam pengkategorian isi media menurut fungsi.” 


Reaksi yang diberikan khalayak terhadap terpaan media, didasarkan 
kepada memberi reaksi berdasarkan kegunaan dan kepuasan individu. 
Hal itu tidak sama antara satu dengan orang lain, individu, tertarik 
untuk mengikuti sajian media massa karena ada kegunaannya dan 
karena dapat terpenuhi kebutuhannya. Sering juga terjadi bahwa 
seseorang menggunakan media massa untuk menghilangkan rasa tidak 
enak, seperti kesepian, marah dan kecewa. Bahkan, kadang-kadang 
media digunakan tanpa mempersoalkan isi dan programnya. 


Berdasarkan hal tersebut DeFleur dan Ball-Rokeach (1975) 
menyatakan bahwa pertemuan khalayak dengan media massa dapat 
didasarkan kepada tiga kerangka teori. Pertama, teori perbedaan 
individu, memandang bahwa setiap orang memiliki potensi biologis 
yang berbeda, pengalaman dan lingkungan yang tidak sama sehingga 
menimbulkan adanya pengaruh media massa yang tidak sama terhadap 
khalayak. Kedua, teori kategori sosial, memandang bahwa golongan 
sosial berdasarkan usia, jenis kelamin, agama, suku, tingkat pendapatan, 
pendidikan, dan tempat tinggal, akan menampilkan kategori respons 
tertentu yang tidak sama antara satu kategori dengan kategori lainnya. 
Ketiga, teori hubungan sosial, melihat pentingnya, peranan hubungan 
sosial informal dalam memengaruhi individu terhadap media massa 
yang oleh Lazarfeld disebut sebagai pengaruh pribadi. 


“Ibid., hlm. 71. 
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Pada dasarnya teori khalayak kepala batu dan teori uses and 
gratifications, serta teori lainnya dapat dimasukkan ke dalam kelompok 
besar perspektif atau paradigma psikologi komunikasi politik. Meskipun 
individu menerima pesan karena kegunaan atau untuk memenuhi 
kepuasan dirinya berdasarkan perbedaan individu, kategori sosial atau 
hubungan sosial, namun yang terpenting dalam perspektif psikologi 
inilah semua pesan politik itu boleh diolah secara internal pada diri 
individu. 

Perspektif ini dapat diadaptasi dan dikembangkan dalam komunikasi 
Islam, meskipun tidak digambarkan seperti proses ban berjalan antara 
komunikator dengan penerima, melainkan dikonseptualisasi sebagai 
penerimaan dan pengelolaan pesan atau informasi pada diri individu. 
Pusat pengajiannya pada diri individu, baik sebagai pengirim pesan 
maupun sebagai penerima pesan. 

Dengan demikian, komunikasi politik dalam perspektif ini 
berlangsung secara internal dalam diri individu, yang juga dikenal 
dengan nama komunikasi interpersonal. Artinya, komunikasi berjalan 
hanya pada satu orang. Hal ini berbeda dengan komunikasi politik 
yang berjalan antara dua orang yang dikenal dengan komunikasi 
antarpersonal. 


Dalam komunikasi intrapersonal, pada dasarnya proses komunikasi 
itu berjalan secara mekanis dalam diri individu, dengan menggunakan 
proses berpikir sebagai dasarnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan 
berpikir adalah berkomunikasi. Jadi, berpikir tentang kekuasaan, 
kewenangan otoritas, konflik, dan konsensus, berarti telah melakukan 
komunikasi politik secara interpersonal. 


Dengan demikian, di pihak komunikator dalam komunikasi Islam 
(ulama, aktivis, dan profesional) dituntut kemampuannya untuk 
mensugesti khalayak dan menciptakan situasi agar khalayak itu mudah 
terkena sugesti. Secara sederhana, sugesti adalah proses mental sebagai 
penerimaan yang tidak kritis dan diwujudkan dengan perbuatan. Itulah 
sebabnya persuasi semacam ini, sering disebut sebagai metode persuasi 
negatif. 


Perspektif ini menunjukkan persuasi positif dikembangkan tanpa 
menggunakan sugesti tanpa suasana yang mudah terkena sugesti. 
Hal ini dilakukan dengan cara terlebih dahulu memahami kerangka 
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pemikiran dan lapangan pengalaman khalayak. Dengan pemahaman 
tersebut, pendapat dan perilaku khalayak dapat diubah secara rasional 
dan sistematis. Model semacam ini, dikembangkan dalam agenda 
setting. 


Selain persuasi negatif dan persuasi positif, Doob menambahkan 
adanya persuasi yang disengaja (intentional) dan persuasi yang tidak 
disengaja (unintentional). Demikian juga dapat dibedakan antara persuasi 
yang bersifat purposif (bertujuan atau kepentingan) dengan persuasi 
yang bersifat dialektikal (pengaruh dan hubungan timbal balik) dalam 
semua bentuk komunikasi Islam seperti retorika, narasi, agitasi, dan 
public relations, memiliki persamaan, yaitu disengaja, bertujuan, dan 
dialektikal. 


3. Teori Empati dan Homotfili 


Persuasi yang positif berkaitan dengan teori empati dan teori homofili 
yang dikembangkan oleh pakar ilmu komunikasi, psikologi dan sosiologi. 
Teori empati seperti dikutip oleh Anwarv Arifin, dikembangkan oleh 
Berlo dan Daniel Marner, sedangkan teori homofili diperkenalkan oleh 
Everet M. Rogers dan F. Shoemaker.'? 


Dapat dipahami, empati merupakan kemampuan menempatkan 
diri pada situasi dan kondisi orang lain. Empati merupakan kemampuan 
seseorang untuk memproyeksikan dirinya ke dalam peranan orang 
lain. Apabila sumber dan penerima atau keduanya berada dalam 
situasi heterophilious atau mampu mengantisipasi satu terhadap 
yang lain, maka kemungkinan komunikasi yang efektif lebih besar 
terjadi. Jika seseorang dapat melihat bagaimana orang lain merasa dan 
menyampaikan perasaannya, ada pula kemungkinan yang lebih baik 
baginya untuk menyesuaikan pesan-pesannya kepada penerima. Apabila 
sumber memiliki empati yang tinggi dengan penerima yang heterophilous, 
sumber dan penerima sebenarnya adalah homophilious. 

Dalam hal ini, Berlo (1960) memperkenalkan teori yang dikenal 


nama influent theory of empathy (teori penurunan dari penempatan diri ke 
dalam diri orang lain). Artinya, komunikator mengendalikan diri, di saat 


10Anwar Arifin, Komunikasi Politik: Paradigma, Teori, Aplikasi, Strategi Komunikasi 
Politik di Indonesia (Jakarta: Balai-Pustaka, 2003), hlm. 52. 
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ia berbeda dengan posisi komunikasi. Dalam hal ini, individu memiliki 
pribadi khalayak sehingga individu berinteraksi dapat menemukan dan 
mengidentifikasikan persamaan dan perbedaan masing-masing, yang 
kemudian menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian. 


Dalam pandangan lain, Daniel Larner mengartikan empati sebagai 
kesanggupan seseorang melihat diri sendiri ke dalam situasi orang 
lain, dan kemudian melakukan penyesuaian. Dalam hal ini, individu 
harus memiliki kepribadian mobil, yaitu kepribadian yang mudah 
menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi orang lain." 


Kemudian Anwar Arifin menyebutkan bahwa empati adalah 
kemampuan orang lain, yang tidak mempunyai arti emosional, 
bagi kita. Menurut Scotland (1978), empati adalah keadaan ketika 
pengamat bereaksi secara emosional karena ia menanggapi orang lain 
yang mengalami atau siap mengalami emosi tertentu. Bennet (1979) 
memberi contoh empati, kami memperlakukan orang lain itu berbeda 
dengan cara kami memperlakukan diri sendiri. 


Dalam komunikasi politik, kemampuan memproyeksikan diri 
sendiri ke dalam titik pandang dan empati orang lain memberi peluang 
ke politikus untuk berhasil dalam pembicaraan politiknya. Akan tetapi, 
menempatkan diri sendiri sebagai orang lain itu memang sangat tidak 
mudah. Justru itu, empati dapat ditingkatan dan dikembangkan oleh 
politikus melalui komunikasi politik yang sering dilakukan. 


Dengan demikian,empati dalam komunikasi politik adalah sifat 
yang sangat dekat dengan citra politikus tentang diri dan tentang orang 
lain. Itulah sebabnya empati dapat dinegosiasikan atau dimantapkan 
melalui komunikasi interpersonal. 


4. Teori Informasi dan Nonverbal 


Para pakar ilmu komunikasi mengembangkan teori informasi yang 
banyak digunakan dalam kegiatan komunikasi Islam. Teori informasi 
(dan teori sistem sosial) telah digunakan oleh B. Aubrey Fisher dalam 


"Daniel Larner, Meleburnya Masyarakat Tradisional (Yogyakarta: UGM Press, 
1979), hlm. 34. 

2Anwar Arifin, Komunikasi Politik: Paradigma, Teori, Aplikasi, Strategi Komunikasi 
Politik di Indonesia (Jakarta: Balai-Pustaka, 2003), hlm. 34. 
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menggagas dan menjeaskan paradigma pragmatis, yang intinya adalah 
bertindak politik dapat dipandang sebagai komunikasi politik yang 
bersifat nonverbal. Sering juga dikatakan bahwa tidak ada komunikasi 
(verbal), tetapi ada komunikasi (nonverbal). Para komunikator secara 
aktif mengendalikan informasi yang mereka olah. Taktik pengontrolan 
yang paling penting yang miliki rupanya adalah selektivitas, dimana 
individu dapat memilih bagi dirinya informasi apa yang ingin 
diterimanya, informasi apa yang diingatnya, dan informasi apa yang 
akan disalurkan kepada orang lain." 


Selektivitas dijelaskan sebagai alat pertahanan ego, di mana individu 
mencari informasi yang konsisten dengan keyakinan sebelumnya 
dan menyimpan (mengingat) informasi yang juga konsisten dengan 
keyakinan semula, sehingga dengan cara itu melupakan informasi 
yang berbeda. Produk dari prinsip terpaan dan ingatan yang selektif 
ini adalah penghindaran selektif, yaitu menyatakan bahwa seseorang 
akan cenderung menghindari atau mengabaikan informasi yang ada di 
lingkungannya yang tidak konsisten dengan keyakinan yang ada. 


Dengan demikian, dapat disebut bahwa informasi politik dalam 
teori informasi pada hakikatnya adalah komunikasi Islam yang 
bersifat nonverbal (tidak terucapkan). Menurut Mehrabian, ada 
sekitar 939Yo dampak komunikasi diakibatkan oleh pesan nonverbal. 
Sementara Birdwhistel, mengatakan bahwa hanya sekitar 30-35Y6 
makan sosial yang terucapkan, sedangkan sisanya dilakukan dengan 
pesan nonverbal. 


Komunikasi nonverbal, menurut Mark L. Knapp (1972 adalah (1) 
repetisi, mengulang kembali gagasan yang sudah disampaikan secara 
verbal, misalnya memuji sambil mengangkat jempol, (2) subtitusi, yaitu 
tanpa ucapan dengan menggelengkan kepala: (3) kontradiksi, yakni 
memberi makna yang lain terhadap pesan verbal, misalnya bersalaman 
tetapi melihat ke tempat lain: (4) komplemen, yakni melengkapi atau 
memperkaya pesan verbal, bersorak sambil meloncat-loncat, dan (5) 
aksentuasi, yaitu lebih menegaskan kesan verbal, misalnya menegaskan 
tekad dengan mengepalkan tinju. 


BB.Aubrey Fisher, Teori-teori Komunikasi (Bandung: Rosdakarya,1990), hlm. 
218. 
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Sesungguhnya, komunikasi Islam nonverbal merupakan tindakan 
dalam peristiwa komunikasi yang dapat ditafsirkan secara berbeda-beda 
oleh khalayak. Justru itu, tindakan tersebut harus diamati polanya. Jika 
pesan nonverbal itu berlangsung berulang-ulang, terbentuklah pola 
tindakan (misalnya setiap hari politikus di senayan memakai pakaian 
sipil lengkap, atau rapat selalu dimulai terlambat). Pola itu kemudian 
menjadi pedoman untuk melakukan prediksi pada masa depan. Artinya, 
prediksi dilakukan berdasarkan pola. 


Menurut teori ini setiap tindakan dipelajari pola-polanya 
(kebiasaan). Berdasarkan kebiasaan atau pola yang dimiliki seseorang, 
masyarakat akan memberi gelar, misalnya pendiam (selalu diam), 
penjilat (kebiasaannya menjilat untuk memperoleh jabatan), 
pendobrak (selalu mendobrak), pemimpin (selalu memimpin), 
pengikut (selalu mengikut) dan seterusnya. Berdasarkan pola tersebut, 
dapat dibuat prediksi atau ramalan yang mengacu pada pola atau 
kebiasaan tersebut. Jika tindakan yang muncul tidak sesuai dengan 
pola (kebiasaan), dapat disebut kejutan. Misalnya ada seseorang yang 
menurut polanya adalah yang dikenal amat jujur, namun tiba-tiba 
melakukan tindakan korupsi. 


5. Teori Media Kritis 


Teori ini berkembang di Eropa khususnya di Jerman. Menurut 
Hollander sebagaimana dikutip Anwar Arifin, adalah teori media 
yang menempatkan konteks kemasyarakatan sebagai titik tolak dalam 
mempelajari fungsi media massa. Dalam hal ini, dapat diketahui 
fungsi media massa dipengaruhi oleh politik, ekonomi, kebudayaan 
dan sejarah. 4 


Dengan demikian, selain bagaimana berfungsi permasalahan 
yang sentral dalam teori media kritis, juga fungsi-fungsi apa yang 
seharusnya dilakukan oleh media dalam masyarakat. Dengan kata lain, 
kajian tentang peranan media massa dalam memengaruhi masyarakat 
tidaklah begitu penting sehingga teori jarum suntik hipodermik atau 
teori peluru tidak berlaku. 


WAnwar Arifin, Komunikasi Politik: Paradigma, Teori, Aplikasi, Strategi Komunikasi 
Politik di Indonesia (Jakarta: Balai-Pustaka, 2003), hlm. 61. 
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Bertolak dari aspek kemasyarakatan, para pendukung teori media 
kritis seperti Ardono dan Horkheimer dalam Arifin, memandang bahwa 
media massa merupakan produsen utama dari kebudayaan massa. 
Dalam hal ini, media massa berusaha agar bukan lagi individu yang 
menentukan apa saja yang termasuk ke dalam kebudayaan itu untuk 
dikonsumsi. Hal itulah yang berkembang menjadi pandangan media 
massa merupakan industri kebudayaan.' 


Penganut teori komunikasi kritis, sama sekali tidak lagi 
memberikan tekanan efek komunikasi massa terhadap khalayak, 
melainkan memusatkan perhatian pada pengertian kontrol terhadap 
sistem komunikasi. Pertanyaan sentral pada pengikut aliran ini ialah: 
“siapa yang mengontrol komunikasi massa?” Hal ini diusahakan 
dengan menaruh minat pada penguasa dan pemilikan, serta kontrol 
media massa. 


Mempelajari komunikasi massa dalam konteks kemasyarakatan, 
pers selalu mengambil bentuk dan warna struktur-struktur sosial 
politik, di mana beroperasi, media massa-Siebert mengartikan pers 
sama dengan media massa. 


Teori media kritis bertolak belakang dengan teori media massa 
yang lain, seperti teori perseptual dan teori fungsional, kedua teori 
itu memberikan tekanan pada akibat apa yang dilakukan oleh media 
terhadap orang. Teori fungsional mengalami sedikit pergeseran, 
memusatkan kajiannya ke pertanyaan tentang apa yang diperoleh 
khalayak dari media massa, dan mengapa hal itu dapat diperoleh.'$ 


B. Dinamika Perkembangan Komunikasi Politik 


Perkembangan dan wacana tentang dunia perpolitik sampai 
kapanpun akan selalu menarik untuk di kaji secara lebih lanjut. Sebab 
bagaimanapun juga, dunia perpolitik merupakan salah satu jalan 
yang paling efektif yang biasa digunakan oleh elit penguasa untuk 
mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan yang lebih tinggi 
tersebut. Entah perpolitakan yang digunakan itu melalui politik yang 


5Arifin, Ilmu Komunikasi, Krisis dan Revolusi (Makassar, UVRI, 1997), hlm. 52. 
Anwar Arifin, Komunikasi Politik: Paradigma, Teori, Aplikasi, Strategi Komunikasi 
Politik di Indonesia (Jakarta: Balai-Pustaka, 2003), hlm. 62. 
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kotor maupun politik yang bersih. Namun yang jelas, dunia perpolitikan 
selalu menjadi sorotan seluruh masyarakat dan dunia publik. 


Apalagi bila yang dikaji dan diperbincangkan terkait dengan 
berbagai dinamika dan perkembangan politik yang terjadi di arus 
bawah (Politik lokal). Tentunya akan mempunyai kesan tersendiri. 
Hal ini akan mempunyai daya tarik tersendiri dan unik dibandingkan 
dengan membicarakan politik elit pemerintah pusat. Mengingat politik 
yang terjadi di arus bawah sepanjang masa pemerintahan otoriter di 
bawah rezim orde baru dan reformasi, pemilihan kepala daerah selalu 
saja dikuasai dan di-setting oleh sekelompok elit Jakarta maupun di 
daerah-daerah. Sehingga para arus bawah tidak dapat mengetahui 
dan mengerti tentang bagaimana proses dan seleksi yang dilakukan 
pemerintah pusat. 


Memang Sejak proses reformasi digulirkan delapan tahun terakhir 
ini, terjadi pergeseran pendulum politik pasca Orde Baru yang 
merambah hingga ke ranah politik lokal. Pasca masa Orde Baru, kondisi 
dan dinamika politik yang terjadi di arus bawah, sangat tampak lebih 
sering sekali menggejolak dan selalu menjadi sorotan dunia Publik. 


Keadaan semacam ini, setidaknya dapat dijelaskan oleh tiga 
faktor yang paling monumental. Yaitu: Pertama, konflik politik lokal 
berpeluang lebar muncul sebagai konflik terbuka, dan tak bisa ditutup- 
tutupi lagi, misalnya oleh kekuatan politik tingkat pusat. Sebab pada 
zaman Orde Baru, jangankan konflik politik, konflik sosial pun ”tidak 
sampai ke permukaan”. Itu disebabkan kuatnya ”negara” dalam 
mengontrol segala hal (tetek bengek) urusan politik dari tingkat lokal 
hingga nasional, dengan pola kebijakan yang amat sentralistik. Dengan 
demikian memunculkan kebebasan yang belum pernah dialami. 


Kedua, akibat ledakan politik yang belum bisa lepas sepenuhnya 
dari fenomena eforia. Hakikat berpolitik pun rata-rata belum bisa 
dipahami secara benar. Menjadi politisi masih dianggap sama dengan 
profesi lain. Mochamad Basuki, misalnya, bahkan terang-terangan 
mengatakan, kalau mau kaya jadilah politisi. Tentu saja ungkapan ini 
agak aneh, mengingat profesi politisi, berbeda dibanding pengusaha. 


Ketiga, bisa dijelaskan dengan teori "desentralisasi korupsi”. 
Meminjam sinyalemen mantan Ketua Indonesian Corruption Watch 
(ICW) Teten Masduki, pasca-Orde Baru, tak hanya struktur kebijakan 
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sentralistik yang berubah, seiring otonomi daerah (desentralisasi), 
tetapi juga pola korupsinya. Bila dulu korupsi terpusat, itu bisa dipilah 
ke lingkup "istana” (Cendana), kini polanya menyebar dan merata dari 
tingkat pusat dan daerah. Setidaknya lebih ekspresif. 


Dalam perjalannya, pergulatan politik di arus bawah panca 
otonomi, memiliki banyak persoalan yang cukup pelik. Hal ini 
disebabkan karena banyaknya elemen masyarakat yang ingin menduduki 
roda kepemimpinan, meskipun dalam ranah arus bawah. Sehingga 
banyak menimbulkan konflik dan pertumpahan darah yang tak pernah 
terselesaikan. Ironisnya, dalam keadaan semacam ini, maka kekuatan 
dan kekayaanlah yang menentukan. Meskipun orangnya cerdas dan 
mempunyai jiwa kepemimpinan, serta komitmen yang tinggi, akan 
dengan mudahnya tersingkirkan dalam pertarungan. Jika orang tersebut 
tidak mempunyai kekayaan untuk menyogok dalam pemilihan tersebut. 
Dan hal semacam ini, akan tetap saja terus terjadi akibat dari kebebasan 
yang mereka miliki. 


1. Definisi Komunikasi Politik dan Sejarahnya 


Definisi komunikasi politik menurut beberapa pakar, menurut beberapa 
bahan yang saya temukan, maka ada banyak pendapat tentang apakah 
Komunikasi politik itu, Blake dan Haroldsen (1975) menggolongkan 
Ilmu Komunikasi Politik sebagai suatu bentuk komunikasi di samping 
Sembilan bentuk lain, yaitu: Komunikasi Intra Pribadi, Komunikasi 
Organisasional, rumor, Komunikasi Massa, Komunikasi Media Massa, 
Telekomunikasi dan Komunikasi nonverbal. 


Fagen (1966) dalam bukunya Politics and communication Boston: Little 
Brown Company, mendefenisikan lain dia mengatakan bahwa: Komunikasi 
Politik sebagai segala komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem 
komunikasi politik dan antara sistem tersebut dengan lingkungannya, 
cakupannya meliputi studi mengenai jaringan komunikasi (Organisasi, 
Kelompok Media Massa, dan saluran-saluran khusus) dan determinan 
sosial ekonomi dari pola-pola komunikasi yang ada pada sistem yang 
dimaksud. 


Mueller (1973) merumuskan komunikasi politik sebagai suatu 
“hasil komunikasi yang bersifat politik (politik outcomes) dari kelas 
sosial pola bahasa dan pola sosialisasi. Galnor (1980) komuniksi politik 
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merupakan infra struktur politik, yakni suatu komunikasi dari berbagai 
interaksi sosial, di mana informasi yang berkaitan dengan usaha bersama 
dan hubungan kekuasaan masuk ke dalam peredaran. Almond dan 
Powell (1966) komunikasi politik sebagai suatu sistem yang mendasar 
(basic function key) dengan konsekuensi yang banyak untuk pemeliharaan 
ataupun perubahan dalam kebudayaan politik dan struktur politik. 


Komunikasi politik merupakan proses penyampaikan pesan politik 
tertentu kepada audiens atau sasaran yang sudah diidentifikasi secara 
luas dengan menggunakan banyak cara dan saluran yang ke semunya 
bertujuan untuk menghasilkan efek: diketahui, dikenal, disukai dan 
dipilih. 


2. Perkembangan Sejarah Ilmu Komunikasi Politik 


Pada dasarnya, komunikasi politik merupakan gabungan dari dua ilmu 
yang sama sama berasal dari tradisi ilmu sosial, yaitu ilmu komunikasi 
dan politik yang mana dalam perkembangannya tak dapat dinafikkan 
bahwa di dalam ranah politik proses komunikasi menempati posisi 
yang penting. 

Dengan pendekatan komunikasi dapat membantu memberikan 
pandangan yang mendalam dan lebih halus mengenai perilaku politik 
(Pye 1963) Tak dapat dipungkiri bahwa perkembangan komunikasi 
politik tak lepas dari peranan dari beberapa tokoh di antaranya adalah 
Harold D. Lassweel (1902-1980) semasa hayatnya Lasswell banyak 
menulis buku yang mencakup bidang politik dan komunikasi di antara 
karyanya paling terkenal ialah The structure and Functions of communication 
society, di mana di sana ia mengajukan sebuah rumus yang sangat banyak 
dipakai oleh mereka yang berkecimpung dalam dunia ilmu Komunikasi 
yaitu: Who says what, to whom, with what channel and with what effect. 
Pengaruh rumus ini dalam para pengkaji ilmu politik hingga kini, masih 
dapat terlihat yang kemudian dikenal sebagai Lasswellian framework dan 
juga salah satu karya dari Lasswell, yaitu: politics: who gets what, when, 
how dipengaruhi oleh rumus ini juga. 


Ithiel seSola Pool, V.O. Key dan Gabriel A. Almond yang juga 
merupakan Murid dari Lasswell.Pool (1917-1984) adalah seorang 
Profesor dan pernah mengepalai Departemen Ilmu Politik dan direktur 
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program Riset mengenai Komunikasi Internasional di Massachussetts 
Institute of Technology (MIT) ia juga pernah menjabat direktur proyek 
penelitian komunikasi pada Hoover Institute, Stanford University 
karya-karyanya yang dianggap penting dalam kajian komunikasi 
politik adalah: The People look at educational television: candidates, issues 
and strategies: a computer simulation 1960 election campaign dan Trends in 
Content analysis. 


Key adalah tokoh yang mempertemukan pembahasan komunikasi 
dan disiplin ilmu politik melalui bukunya Public opinion and democracy 
(New York: Alfred A. Knopf , 1961) di sana ia membentangkan 
bagaimana berautnya prinsip-prinsip komunikasi dengan suatu sistem 
politik demokratis. 


Almond adalah Professor Ilmu Politik di Stanford University ia 
merupakan penyumbang yang bermakna dalam rangka pemahaman 
komunikasi Politik dalam suatu sistem politik melalui tulisannya 
bersama dengan Tokoh lain seperti Coleman (1960) Verba (1966), 
Powell (1963 dan 1978) ia telah meletakkan dasar dasar konseptual 
untuk menganalisis dan memahami fungsi komunikasi dalam tatanan 
suatu sistem politik. Kemudian Pye merupakan tokoh yang patut 
dicatat sebagai pelopor dalam menjembatani pemahaman komunikasi 
dalam konteks pembangunan politik. Karyanya yang terkenal adalah: 
Communication and Political Development, (Princeton University Press, 
1963) dan Communication and Political Power in Indonesia (sebagai Editior 
bersama dengan Karl D. Jackson, Berkeley. CA: University of California 
Press, 1978) yang merupakan batu tapal yang penting dalam perjalanan 
pengkajian komunikasi politik. 

Selain itu beberapa tokoh di tas di bawah ini, terdapat beberapa 
tokoh sejak zaman Yunani yang tak dapat dikesampingkan sumbangsih 
dalam perkembangan Komunikasi Politik melalui karya-karyanya, yaitu: 
Gorgias oleh Plato yang membahas masalah moralitas dalam propaganda, 
Rhetoric oleh Aristoteles, System of logic oleh John Stuart Mill (1946) 
yang menganalisis struktur suatu argumentasi yang persusasif, Lenin 
yakni what is to be done yang cukup banyak membahas peranan surat 
kabar rusia dalam politik revolusioner di masa Bolshevik, Milton, 
Areopagitica dan on liberty oleh Mill (1885) yang membahas efek sistemasi 
dibolehkannya kebebasan ekspresi dalam komunikasi. Dicey (1905) 
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yaitu The development of law opinion in England in the nineteenth century yang 
mengkaji efek dari konteks ideologi terhdap tindakan politik. german 
ideology oleh Marx (1832), reflection on Violence oleh Sorel serta The Mind 
and Society Oleh Pareto yang membedakan fungsi sosial dengan nilai 
hakikat kepercayaan. 


3. Perkembangan Komunikasi Politik Kontemporer 


Minat terhadap pertautan antara komunikasi politik bukanlah hal yang 
baru. Kajian sistematik mengenai hal ini, telah dimulai sejak karya 
karya kaum sophist dan pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh 
Aristoteles dalam karyanya Politics and Rhtoric dan melangkah ke depan 
lagi warisan komunikasi politik haruslah mencatat karya-karya klasik 
dalam hal bidang seni persuasi yang ditulis oleh Sun Tzu, St. Thomas 
Aguinas, Shakespeare, Machivelli dan lain-lain. 


Dari filsafat, lahirlah aliran-aliran pemikiran yang bersifat 
eksistensial, fenomenistik, yang menghasilkan penekanan-penekanan 
pada teori kritikal dalam komunikasi politik. Secara keseluruhan, diikat 
oleh sumber-sumber subtansif yang beraneka, terdapat unsur-unsur 
yang memberikan suatau karakter disiplin yang distink bagi kajian 
komunikasi politik. 


Menurut Nimmo dan sanders (1981) tumbuhnya komunikasi 
politik sebagai suatu bidang yang bersifat lintas disiplin dapat ditelusuri 
sejak tahun 1950-an. Sebagaimana yang dikemukakannya bahwa pada 
tahun 1956 adalah merupakan usaha yang pertama untuk menampilkan 
“Komunikasi Politik” sebagai salah satu dari tiga proses Intervening 
(yang dua lagi adalah: kepemimpinan politik dan struktur kelompok) 
yang mana pengaruh politik dimobilisasikan dan ditransmisikan antara 
lembaga pemerintahan formal di satu pihak, dengan perilaku voting 
warga di lain pihak. 

Namun, Nimmo menyayangkan bahwa penelitian-penelitian 
komunikasi politik sangatlah ketinggalan dibanding dengan penelitian 
di bidang bidang ilmu sosial yang lain. Pernyataan yang diungkapkan 
oleh Nimmo, dapat dipandang sebagai suatu yang bersifat instruktif 
dan profetik. Pertama, karena hal itu telah mengangkat komunikasi 
politik sebagai suatu lapangan ilmu sosial yang subtansif. Kedua, 
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bahwasanya ilmu komunikasi politik merupakan suatu ilmu yang 
terbelakang. Dan yang ketiga, pernyataan tersebut telah merumuskan 
framing dari lapangan komunikasi politik, yakni sebagai suatu proses 
intervening antara institusi pemerintahan yang formal dengan perilaku 
voting warga negara. 


Dan saat ini, tentunya komunikasi politik bukan lagi merupakan 
suatu ilmu yang ketinggalan dia telah mengejewantah menjadi suatu 
bidang studi yang lebih subtansif dan merupakan suatu bidang disiplin 
ilmu yang terus tumbuh dan bidang cakupannya semakin meluas. Kritik 
yang ditujukan bagi penelitian di bidang komunikasi politik di masa 
lampau yang menyatakan bahwa penelitian di bidang ini, cukup banyak 
ketinggalan dibanding dengan penelitian di bidang ilmu sosial lainnya, 
mulai terbantahkan. 


4. Pengajaran Komunikasi Politik 


Di masa lampau, jarang sekali ada mata kuliah yang mengajarkan 
komunikasi politik, baik sebagai suatu subjek yang berdiri sendiri 
maupun yang yang diliput dalam mata kuliah lain. Namun pada tahun 
1973, International communication Association secara formal mengakui 
komunikasi politik sebagai suatu bidang kajian pengajaran, dan 
penelitian yang distinktif yang melintasi batas batas beberapa disiplin 
akademis dan menegakkan divisi komunikasi politik dalam organisai 
tersebut. 


Dengan disajikannya kuliah komunikasi politik sebagai suatu subjek 
spesialisasi, maka tumbuh pula paduan paduan bibliografis dan buku 
buku untuk keperluan tersebut. Sebagai contoh, publikasi American 
political science Association yang khusus mengkonsentrasikann diri pada 
bidang pengajaran komunikasi politik, News For teachers of political science 
telah mempublikasikan sejumlah artikel yang menggambarkan hasil- 
hasil survei mengenai jenis kuliah komunikasi politik yang disajikan 
berikut bahan-bahan yang digunakannya. Demikian pula dengan 
kerangka kuliah mengenai politik Amerika dan media massa. 


Studi komunikasi politik merupakan bantuan yang besar dengan 
adanya berbagai macam studi. Masalahnya adalah dampak komunikasi 
terhadap alam pikiran dan tingkah laku anggota masyarakat juga 
mencakup bidang politik. Oleh karena itu, dampak komunikasi dalam 
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bentuk perubahan sikap dan tingkah laku di berbagai bidang kehidupan 
masyarakat (ekonomi dan pendidikan umpamanya )juga relevan untuk 
menjelaskan perubahan sikap dan tingkah laku politik. 


Studi tentang propaganda dan perang urat syaraf merupakan salah 
satu unsur studi komunikasi politik. Studi Propaganda termasuk dalam 
bidang ilmu komunikasi. Karena praktik propaganda pada hakikatnya 
adalah penyampaian pesan secara sistematis dan intensif oleh elit 
atau pengusaha politik kepada masyarakat sehingga tujuan politik 
tertentu yang dianut oleh elit/penguasa politik dapat dicapai. Guna 
mencapai tujuan tersebut, penguasa politik tentu saja menghadapi 
banyak hambatan. Dalam kaitan ini, menurut Sumarno, propaganda 
dapat dilakukan untuk menguasai berbagai hambatan tersebut.'” 


5. Ciri Studi Komunikasi Politik dalam Ilmu Politik 


Ada tiga ciri studi komunikasi politik dalam ilmu politik: Ciri pertama, 
perhatian yang sama besarnya terhadap “arus komunikasi ke atas” 
(berasal dari masyarakat, ditujukan kepada penguasaa politik) dan 
“arus komunikasi ke bawah” (berasal dari penguasa politik, ditujukan 
kepada masyarakat). Kedua, jenis komunikasi tersebut adalah sama 
pentingnya. 

Ciri kedua, ketidakjelasan dan ketumpangtindihan konsep 
komunikasi politik dengan fungsi-fungsi sistem politik lainnya ataupun 
konsep-konsep yang lain seperti partisipasi politik. Hal ini menyebabkan 
“bendera” studi komunikasi politik sering tidak terlihat nyata dalam 
kajian-kajian ilmu politik, meskipun objek yang dipelajari adalah 
komunikasi politik. 

Ciri ketiga, kurang menggunakan metode dan pendekatan yang 
biasa dipakai ilmu komunikasi dalam mengkaji proses komunikasi. Oleh 
karena itu, untuk memperjelas eksistensi studi komunikasi politik, para 
ilmuan perlu menggunakan bantuan dari ilmu komunikasi yang telah 
berhasil menciptakan berbagai pendekatan, metode, dan konsep yang 
bermanfaat bagi para ilmuan politik. 


“Sumarno, Dimensi-dimensi Komunikasi Politik (Bandung: Citra, 1989), hlm. 
144. 
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6. Lingkup Kajian Komunikasi Politik 


Ruang lingkup kajian komunikasi politik yang menjadi key areas of'inguiry 
dari komunikasi politik, di antaranya adalah: Analisis retorika, analisis 
propaganda, riser perubahan sikap dan mental , studi pemberian suara, 
studi hubungan pemerintah dan media pemberitaan, analisis sistem 
dan fungsional, dan perubahan teknologis. 


a. Analisis Propaganda 


Analisis propaganda ini dimulai ketika pecahnya perang dunia I dan 
berlanjut ketika perang dunia II pecah dan menghasilkan suatu fokus 
kajian kembar, yaitu: (a) mengenai motif motif komunikator dan (b) 
simbol-simbol kunci yang menjadi isi pesan. Keduanya menjadi kunci 
bagi siapa saja yang ingin mengkaji tentang “teknik teknik propaganda”. 


b. Studi tentang Perubahan Sikap 


Studi perubahan sikap ini selalu fokus pada efek media massa bagi 
perubahan sikap dan mental. Dalam hal ini pertama kali diuji cobakan 
kepada para prajurit perang dunia II yang menyaksikan film-film tentang 
peperangan dan latihan Militer. Jadi studi tentang perubahan sikap lebih 
banyak memfokuskan diri pada kajian tentang pengaruh media massa 
terhadap perubahan sikap khalayak. 


C. Studi Voting 


Studi ini memfokuskan diri pada mengkaji hubungan antara komunikasi 
politik dengan perilaku voting. Yang beraneka ragam dan tergantung 
bagaimana para komunikator menggunakan media kampanye. Juga 
mengkaji bagaimana informasi menyebar melalui suatu kampanye, 
peran agenda setting media massa, dan bagaimana masyarakat 
mengkonstruksikan pandangan politi mereka. Singkatnya, studi ini 
merupakan kajian tentang efek langsung komunikasi pada pemilih. 
Dan bagaimana pengaruh komunikasi terhadap para pemilih yang 
dihubungkan dengan tempat di mana komunikasi tersebut berlangsung. 


Pemberitaan dengan pemerintah, telah lama menjadi perhatian 
ilmu ini. Relations of Media and Government, hubungan pers dan politik 
dan antara media. Adapun perhatian mengenai hubungan antara 
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pemerintah dan media dimulai pada abad 18 karena saat itu di Inggris 
kekuatan dari pers telah hampir menyamai kekuatan dari pemerintah. 
Bahkan diyakini merupakan sebuah kekuatan yang tak terkendali dan 
membahayakan bagi pemerintah dan patut dicatat sebagai pilar ke 
empat dari demokrasi. 


Perubahan teknologis perkembangan teknologi media dalam hal 
ini, perubahan dalam media cetakan dan majunya media elektronik, 
juga berimplikasi pada perubahan gaya komunikasi politik. Tiga 
faktor yang ditekankan dalam hal ini adalah: perubahan dalam difusi 
informasi politik, perkembangan teknik teknik kampanye professional 
dan meningkatnya kecanggihan teknologi riset. 


C. Karakteristik Gerakan Politik Islam 


Salah satu fenomena yang disadari oleh sebagian pengkaji teori-teori 
politik secara umum, adalah: adanya hubungan yang erat antara 
timbulnya pemikiran-pemikiran politik dengan perkembangan 
kejadian-kejadian historis. Jika fenomena itu benar bagi suatu jenis 
atau madzhab pemikiran tertentu, dalam bidang pemikiran apa pun, 
hal itu bagi pertumbuhan dan perkembangan teori-teori politik Islam 
amatlah jelas benarnya. Perbincangan mengenai Islam dan politik dalam 
pemikiran politik Islam merupakan isu sentral yang selalu menarik 
untuk dibicarakan, terutama di era modernisasi saat ini. Sebab, di 
kalangan para ahli sendiri, masih terdapat perbedaan pendapat dalam 
melihat Islam dan politik atau negara. 


Karenanya, permasalahan krusial yang dihadapi umat Islam setelah 
wafatnya Nabi Muhammad Saw. adalah masalah kepemimpinan, siapa 
yang akan menggantikan kedudukan beliau sebagai pemimpin umat. 
Hal ini terjadi karena baik Al-Our'an maupun sunnah nabi sendiri 
tidak secara tegas dan rinci menjelaskan bagaimana sistem dan bentuk 
pemerintahan yang harus dilakoni oleh umat Islam setelah beliau. Hal 
ini menimbulkan berbagai penafsiran dan perbedaan pendapat yang 
pada giliran berikutnya akan memengaruhi substansi pemikiran mereka 
mengenai politik atau negara. 


Maka di sisi lain, dalam perkembangan sejarah Islam, keragaman 
pemikiran politik ini melahirkan pula berbagai praktik ketatanegaraan 


BAB 1 | Komunikasi Politik Islam 25 


yang berbeda di kalangan umat Islam. Perbedaan tersebut, semakin 
mengental ketika Islam menghadapi kolonialisme Barat pada abad ke-19 
M. Barat di samping menguasai daerah-daerah Islam, juga melakukan 
ekspor terhadap pemikiran dan ideologi-ideologi politik mereka. Hal 
ini mendapat respons dari kalangan umat Islam sendiri, baik dengan 
cara menerima bulat-bulat, menolak mentah-mentah, maupun 
mengapresiasikannya secara kritis dengan mengambil nilai-nilainya 
yang dipandang positif dan membuang nilai-nilainya yang negatif. 


Tampaknya, polarisasi dari ketiga sikap ini lahir dari tiga pandangan 
yang berbeda tentang Islam dan ketatanegaraan atau politik. Sikap 
pertama lahir dari pemikiran bahwa Al-Our'an tidak membawa konsep 
tentang negara yang baku dan Nabi Muhammad Saw. juga tidak 
dimaksudkan oleh Allah untuk menciptakan kekuasaan politik. Tugas 
Nabi Muhammad Saw. hanyalah sebagai pembawa wahyu bukan sebagai 
pemimpin politik atau untuk mendirikan negara. Karena itu, umat Islam 
harus meniru Barat untuk mencapai kemajuan mereka." 


Sementara itu, sikap kedua lahir dari pandangan bahwa Islam adalah 
agama yang serba lengkap dalam mengatur seluruh aspek kehidupan 
manusia. Al-Our'an ibarat supermarket telah menyediakan sistem politik 
yang mesti diikuti oleh umatnya. Hal demikian diimplementasikan 
pula oleh Nabi Muhammad Saw. dalam membangun Madinah sebagai 
negara dan pemerintahan pertama dalam sejarah Islam, yang kemudian 
dilanjutkan oleh khalifah-khalifah sesudah beliau. Inilah yang mesti 
diteladani dan diikuti oleh umat Islam." 


Sikap ketiga, menyatakan bahwa Islam memang tidak menyediakan 
konsep negara yang baku untuk dijadikan acuan dalam pengelolaan 
negara dan pemerintahan. Tetapi, Islam juga tidak membiarkan 
umatnya tanpa petunjuk dan pedoman dalam mengelola negara dan 
pemerintahan. Islam hanya memberikan seperangkap tata nilai yang 
mesti dikembangkan oleh umatnya sesuai dengan tuntutan situasi, 
masa dan tempat, serta permasalahan yang mereka hadapi. 


8Muhammad Igbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, cet. 1 
(Jakarta: Rader Jaya Pratama, 2001), hlm. 31. 

MAl-Maududi, A'la Abu, The Islamic Law and Constitution, diterjemahkan 
oleh Asep Hikmaht dengan Judul, Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam, cet. 1 
(Bandung: Mizan, 1990 ), hlm. 236. 
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Karena itu, Islam tidak melarang umatnya untuk mengadopsi 
pemikiran-pemikiran dari luar, termasuk dari Barat sejauh tidak 
bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam itu sendiri. Sehingga 
dari berbagai kesamaan dan perbedaan tentang negara yang lebih dikenal 
di dunia Timur agar terjadi perpaduan di antara keduanya yang secara 
saksama mempunyai sumber yang satu yakni dari Islam itu sendiri. 


Memperbincangkan Islam dengan politik dewasa ini, tentu saja 
tidak bisa hanya merujuk pada masa awal Islam, masa Rasul dan Al- 
Khulafa Al-Rasyidun, sekalipun selalu dipandang “ideal” untuk saat 
itu, tidak terlalu tepat untuk dijadikan sebagai satu-satunya cermin 
dalam menghadapi modernitas saat ini. Dengan luasnya hamparan 
ruang dan memanjangnya rentang waktu kehadiran Islam, kita tidak 
bisa mengasumsikan Islam begitu saja. Islam yang diterima sekarang 
ini, tidak lain adalah Islam yang telah menjelma melalui proses 
pergumulan sejarah manusia dalam segala dimensinya. Islam yang 
telah mensejarah (Islam historis). Karena itu, realitas pluralisme, 
modernisme, sekularisme, dan hegemoni Nation State, sebagai realitas 
kepolitikan kontemporer — harus menjadi agenda dalam diskursus 
sosial politik Islam kontemporer. Bukan sekadar itu, seluruh ranah 
kebudayaan dan peradaban, termasuk roh dari setiap perkembangan 
zaman, penting untuk menjadi pertimbangan dalam memahami dan 
merumuskan Islam pada zamannya. 


Dalam konteks yang disebutkan terakhir itu, Abdullah Ahmed An- 
Na'im mengatakan bahwa jika kita ingin memahami semua yang terjadi 
di masa lalu dan sedang terjadi sekarang di dunia Muslim, seyogianya 
kita mengapresiasi watak universalitas dan posisi sentral agama sebagai 
suatu faktor dalam kehidupan Islam. Berbeda dengan agama-agama 
besar dunia lainnya. “Islam sejak masa hidup pendirinya, identitas 
agama dan pemerintahan melekat tak terhapuskan dalam angan-angan 
umat Islam, yang dibentuk oleh teks-teks suci, sejarah, dan pengalaman 
mereka”. Lebih dari itu, tidak mengherankan jika kebanyakan gerakan 
sosial dan politik dalam sejarah modern umat Islam dijadikan sebagai 
kekuatan pemersatu dan pemberi dorongan.2 


2A bdullah Ahmed An-Na'im, Demokrasi Syari'ah, Terjemahan Ahmad Sunedi 
dan Amrullah Arrani dari Toward Islamic Reformation Civil Liberties, Human Right and 
International Law (Yogyakarta: LKIS, 1994), hlm. 7-8. 
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Perspektif di atas, dapat dipahami jika para pemikir Islam merasa 
kesulitan dalam menentukan hubungan “sosial politik” yang sesuai 
dengan kehendak ajaran Islam. Termasuk dalam kesulitan ini adalah 
melakukan respons terhadap wujud negara yang telah berubah 
sedemikian rupa dewasa ini. Selain tidak ada nash (teks) Al-Our'an 
yang secara tegas-eksplisit menentukan bentuk negara sebagai klaim 
Islam, juga bukti-bukti historis-sosiologis di dalam masyarakat Muslim 
menunjukkan ketiadaan (nilai) bentuk tunggal negara, apalagi dalam 
metamorfosis negara sekarang. Itulah sebabnya kita menyaksikan dalam 
sejarah politik umat Islam, relasi agama-negara (din-dawlah) menjadi 
demikian plural. 


Sebagaian pendapat yang meyakini agama, dalam hal ini Islam dan 
negara, serta politik tidak dapat dipisahkan (Integrated), seperti yang 
dianut oleh kalangan Syi'ah. Ada yang memandang agama dan negara 
harus berhubungan secara simbiotik, berhubungan secara timbal balik 
dan saling memerlukan, seperti yang dikemukakan oleh Al-Mawardi 
(w.450 H/1058 M), Ibn Taimiyah (w. 728 H/1328 M), dan Ibn Khaldum 
(w. 808 H/1406 M). Sementara, ada juga yang memahami bahwa agama 
dan negara bersifat sekularistik, seperti yang dikemukakan oleh Ali 
Abd Razig (w. 1966 M). Masing-masing dari penganut paradigma ini, 
mengklaim dan berdasarkan pada sumber ajaran Islam.4 


Bertolak dari apa yang dikemukakan di atas, kajian ini mencoba 
untuk melihat kembali tentang “Islam dan politik” dengan membuka 
kembali kandungan Al-Our'an, kemudian menelusuri sejarah 
ketatanegaraan dalam dunia Islam, khususnya praktik ketatanegaraan 
yang dilakoni oleh Nabi Muhammad Saw. dan empat khalifah Al-Khulafa 
Al-Rasyidun, dan secara sepintas melakukan pengamatan terhadap 
pola pemerintahan di negara-negara yang mengklaim dirinya sebagai 
negara Islam. 


Berdasarkan perspektif yang telah dikemukakan di atas, pembahasan 
studi ini akan dimulai dengan mengajukan satu persoalan utama, yaitu 
bagaimana dinamika pemikiran politik para juris Islam terhadap Islam 
dan politik yang berkembang dalam dunia Islam. 


21M. Din Syamsuddin, “Usaha Pencaharian Konsep Negara dalam Sejarah 
Pemikiran Politik Islam”, Jurnal Ulumul Gur'an, No. 2, Vol. IV Th. 1993, hlm. 4-9. 
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Namuan sebelum mendiskusikan persoalan utama di atas, ada 
baiknya dibicarakan terlebih dahulu beberapa catatan berkaitan dengan 
penggunaan istilah, “Islam” dan “Politik” dalam kajian ini. Ini perlu 
dilakukan, karena kedua istilah itu mengandung beberapa “masalah”, 
baik ditinjau dari sudut asal-usul penggunaannya, maupun kontroversi 
penggunaannya di masa kini. 


Tentunya “Islam” dan “Politik” bukanlah istilah yang berasal dari 
perbendaharaan kata dalam bahasa masyarakat Muslim. Kedua istilah 
itu dimunculkan oleh para juris-juris Islam masa lalu yang diadopsi 
dari bahasa Al-Our'an, sebagai sumber ajaran Islam. Islam, dipahami 
sebagai agama, tidak hanya menganjurkan atau memerintahkan 
umatnya untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi juga memberikan 
petunjuk dan bimbingan dalam pengelolaan kehidupan bersama atau 
dalam bermuamalah. 


Dalam konteks inilah, Al-Our'an dan Sunnah Nabi Muhammad 
Saw. mengisyaratkan adanya praktik pemerintahan yang dilakukan 
oleh Nabi dalam rangka melaksanakan syiasah syar'iyah dan tugas-tugas 
yang dilakukan Nabi dalam bidang muamalah dipandang sebagai tugas- 
tugas negara dan pemerintahan. Hal ini jika diukur dari sudut pandang 
teori-teori politik dan ketatanegaraan.2 Kontroversi penggunaan istilah, 
“Islam” dan “Politik” adalah istilah yang acapkali digunakan secara 
terpisah dan berlawanan secara diametral sehingga keduanya dipandang 
tidak mempunyai hubungan sama sekali. Pemikiran seperti itu, 
memang bisa saja terjadi, jika pihak yang memandangnya menggunakan 
pendekatan parsial dan dikotomis ajaran Islam. Pemikir-pemikir dan 
penulis-penulis yang biasa digolongkan sebagai pemikir yang membawa 
pandangan parsial dan dikotomis tersebut adalah pemikir-pemikir 
sekuler di Barat dengan grand teory utamanya Max Weber dan di dunia 
Islam Ali Abd. Razig, Mustafa Kemal Attatur, dan Toha Husain dari 
Mesir. Tokoh-tokoh ini membangun pemikiran sekularisme, dengan 
memandang bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan kekuasaan 
atau politik atau sebuah gagasan tentang pemisahan agama dari negara. 
Teori-teori tersebut, berkaitan amat erat dengan kejadian-kejadian 


2Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, cet. ke 2, edisi 
1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 77. 
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sejarah Islam. Hingga hal itu harus dilihat seakan-akan keduanya adalah 
seperti dua sisi dari satu mata uang. 


Ada dua bagian yang saling melengkapi satu sama lain. Sifat 
hubungan di antara keduanya berubah-ubah: terkadang pemikiran- 
pemikiran itu tampak menjadi penggerak terjadinya berbagai kejadian, 
dan terkadang pula kejadian-kejadian itu menjadi pendorong atau rahim 
yang melahirkan pendapat-pendapat itu. Kadang-kadang, suatu teori 
hanyalah sebuah bias dari kejadian yang berlangsung pada masa lalu. 
Atau suatu kesimpulan yang dihasilkan melalui perenungan atas suatu 
pendapat yang telah diakui pada masa sebelumnya. Atau bisa pula 
hubungan itu berbentuk lain. 


Karena adanya hubungan antara dua segi ini, segi teoretis dan 
realistis, maka jelaslah masing-masing dari kedua hal itu tidak 
dapat dipahami tanpa keberadaan yang lain. Metode terbaik untuk 
mempelajari teori-teori ini adalah dengan mengkajinya sambil diiringi 
dengan realitas-realitas sejarah yang berkaitan dengannya. Secara 
berurutan sesuai dengan fase-fase perkembangan historisnya, yang 
sekaligus merupakan runtutan alami dan logisnya. Sehingga dapat 
dipahami hakikat hubungan yang mengkaitkan antara dua segi, dapat 
memperjelas pendapat-pendapat, dan dapat menunjukkan bumi yang 
menjadi tempat tumbuhnya masing-masing pemikiran hingga berbuah, 
dan mencapai kematangannya. Inilah metode yang akan kami gunakan. 
Era ini merupakan era pertama dalam sejarah Islam. Yaitu dimulai 
semenjak Rasulullah Saw. memulai berdakwah mengajak manusia untuk 
menyembah Allah Swt. hingga meninggalnya beliau. 


Era tersebut, paling baik jika kita namakan sebagai era “kenabian” 
atau “wahyu”. Karena era itu memiliki sifat tertentu yang membedakannya 
dari era-era yang lain. Ia merupakan era ideal yang padanya ideal-ideal 
Islam terwujudkan dengan amat sempurna. Era ini terbagi menjadi 
dua masa, yang keduanya dipisahkan oleh hijrah. Kedua fase itu, tidak 
memiliki perbedaan dan kelainan satu sama lain, seperti yang diklaim 
oleh beberapa orientalis. 


Fase yang pertama merupakan fase yang menjadi titik tolak bagi 
fase kedua. Pada fase pertama, embrio “masyarakat Islam' mulai 
tumbuh, dan telah ditetapkan kaidah-kaidah pokok Islam secara general. 
Kemudian pada fase kedua bangun “masyarakat Islam' itu, berhasil 
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dibentuk, dan kaidah-kaidah yang sebelumnya bersifat general selesai 
dijabarkan secara mendetail. Syari'at Islam disempurnakan dengan 
mendeklarasikan prinsip-prinsip baru, dan dimulailah pengaplikasian 
dan pelaksanaan prinsip-prinsip itu seluruhnya. Sehingga tampillah 
Islam dalam bentuk sosialnya secara integral dan aktif, yang semuanya 
menuju kepada tujuan-tujuan yang satu. 


Dalam sejarahnya, pandangan politik itu, lebih terpusat pada fase 
kedua dibandingkan dengan fase pertama. Karena saat itu jemaah Islam 
telah menemukan kediriannya, dan telah hidup dalam era kebebasan 
dan independensi. Ia juga telah meraih “kedaulatan'nya, secara penuh. 
Sehingga prinsip-prinsip Islam sudah dapat diletakkan dalam langkah- 
langkah praksis. Namun, dalam pandangan sejarah, ciri terbesar yang 
menandai kedua fase itu adalah sifatnya sebagai fase “pembentukar', 
dan fase pembangunan dan permulaan.2 


Sehingga fase ini memiliki urgensitas yang besar dalam menentukan 
arah kejadian-kejadian historis selanjutnya, dan sebagai peletak rambu- 
rambu yang diikuti oleh generasi-generasi berikutnya sepanjang sejarah. 
Sementara dari segi pemikiran teoretis, pengaruhnya terbatas pada 
kenyataannya sebagai roh umum yang terus memberikan ilham terhadap 
pemikiran ini, memberikan contoh atau teladan ideal yang menjadi 
rujukan pemikiran-pemikiran itu, meskipun pemikiran-pemikiran itu 
berbeda satu sama lain, dan memberikan titik pertemuan bagi pendapat- 
pendapat dan mazhab-mazhab yang berbeda. 


Sementara itu, ia tidak memiliki hubungan dengan tumbuhnya 
pendapat-pendapat parsial yang memiliki kekhasan masing-masing. 
Terutama jika objek kajiannya adalah analisis terhadap sistem umum 
yang menjadi platform kenegaraan ummat, atau tentang hubungan- 
hubungan yang terdapat di dalamnya, atau analisis terhadap salah satu 
sifatnya. Atau dengan kata lain, analisis terhadap masalah-masalah yang 
dinamakan sebagai 'politik'. Karena pendapat-pendapat personal itu, 
tidak tumbuh dalam satu atmospir. 


Namun, pendapat-pendapat itu tampil seiring dengan terjadinya 
perbedaan pendapat dan kecenderungan-kecenderungan. Yang 
mendorong timbulnya pendapat-pendapat itu juga adalah adanya 


2Liddle, William., Islam, Politik dan Modernisasi (Jakarta, Sinar Harapan, 1997). 
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perasaan kurang sempurna yang ada di tengah masyarakat, dan 
keinginan untuk mengoreksi sistem atau perilaku-perilaku yang sedang 
berlangsung. Sementara itu, jika suatu sistem telah sempurna, yang 
mencerminkan prinsip-prinsip agung yang diamini oleh seluruh anggota 
jama'ah (umat), dan adanya persatuan yang terwujud di antara individu- 
individu, kemudian mereka menyibukkan diri mereka untuk berbicara 
dan berdebat tentang agenda-agenda kerja yang besar, niscaya tidak 
diperlukan sama sekali tumbuhnya pendapat-pendapat individu atau 
tampil “teori-teori”. Demikianlah, era Rasulullah Saw. mencerminkan era 
persatuan, usaha dan pendirian bangunan umat. Serta menampilkan roh 
yang mewarnai kehidupan politik, dan mewujudkan replika bangunan 
masyarakat yang ideal untuk diteladani dan ditiru oleh generasi-generasi 
yang datang kemudian. Namun, “pemikiran teoretis' saat itu belum 
dimulai. Hal ini tentu amat logis dengan situasi yang ada. Yang jelas, 
belum ada kebutuhan terhadap hal itu. 


Namun demikian, belum lagi era tersebut berakhir, sudah 
timbul faktor-faktor fundamental yang niscaya mendorong timbulnya 
pemikiran ini, dan membentuk “teori-teori politik' secara lengkap. Di 
antara faktor-faktor yang terpenting ada tiga hal: pertama, sifat sistem 
sosial yang didirikan oleh Rasulullah Saw. Kedua, pengakuan akan 
prinsip kebebasan berpikir untuk segenap individu. Ketiga, penyerahan 
wewenang kepada umat untuk merinci detail sistem ini, seperti tentang 
metode manajerialnya, dan penentuan beberapa segi formatnya. Kami 
perlu menjelaskan lebih lanjut tentang faktor-faktor ini. Sistem yang 
dibangun oleh Rasulullah Saw. dan kaum mukminin yang hidup bersama 
beliau di Madinah, jika dilihat dari segi praksis dan diukur dengan 
variabel-variabel politik di era modern, tidak disangsikan lagi dapat 
dikatakan bahwa sistem itu adalah sistem politik par excellence. 


Dalam waktu yang sama, juga tidak menghalangi untuk dikatakan 
bahwa sistem itu adalah sistem religius, jika dilihat dari tujuan- 
tujuannya, motivasinya, dan fundamental maknawi tempat sistem 
itu berpijak. Dengan demikian, suatu sistem dapat menyandang dua 
karakter itu sekaligus. Karena hakikat Islam yang sempurna merangkum 
urusan-urusan materi dan ruhani, dan mengurus perbuatan-perbuatan 
manusia dalam kehidupannya di dunia dan akhirat. Bahkan filsafat 
umumnya merangkum kedua hal itu, dan tidak mengenal pemisahan 
antara keduanya, kecuali dari segi perbedaan pandangan. 
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Sementara itu, kedua hal itu sendiri, keduanya menyatu dalam 
kesatuan yang tunggal secara solid, saling beriringan dan tidak mungkin 
terpisah satu sama lain. Fakta tentang sifat Islam ini amat jelas, sehingga 
tidak membutuhkan banyak kerja keras untuk mengajukan bukti-bukti. 
Hal itu telah didukung oleh fakta-fakta sejarah, dan menjadi keyakinan 
kaum Muslimin sepanjang sejarah yang telah lewat. Namun demikian, 
ada sebagian umat Islam sendiri, yang mengklaim diri mereka sebagai 
“kalangan pembaru', dengan terang-terangan mengingkari fakta ini!. 
Mereka mengklaim bahwa Islam hanyalah sekadar “dakwah agama', 
Islam hanyalah sekadar keyakinan atau hubungan rohani antara individu 
dengan Rabb-nya. 


Dengan demikian tidak memiliki hubungan sama sekali dengan 
urusan-urusan yang kita namakan sebagai urusan materi dalam 
kehidupan dunia ini. Di antara urusan-urusan ini adalah: masalah- 
masalah peperangan dan harta, dan yang paling utama adalah masalah 
politik. Di antara perkataan mereka adalah: “agama adalah satu hal, dan 
politik adalah hal lain”. Tampaknya perlu argumen membantah pendapat 
tersebut bahwa, tidak ada manfaatnya jika kami mendedahkan pendapat- 
pendapat ulama Islam, karena mereka tidak mau mendengarkannya. 
Juga kami tidak memulainya dengan mengajukan fakta-fakta sejarah, 
karena mereka dengan sengaja telah mencampakkannya!. 


Oleh karena itu, cukuplah kami kutip beberapa pendapat orientalis 
dalam masalah ini, dan mereka telah mengutarakan hal itu dengan 
redaksi yang jelas dan tegas. Hal itu kami lakukan karena para “pembaru- 
pembaru' itu, tidak dapat mengklaim bahwa mereka lebih modern 
dari para orientalis itu, juga tidak dapat mengklaim bahwa mereka 
lebih mampu dalam menggunakan metode-metode riset modern, 
dan penggunaan metode-metode ilmiah.2 Selain itu, ada sekelompok 
orientalis menyebutkan Islam bukanlah semata agama (a religion), 
namun ia juga merupakan sebuah sistem politik (a political system). 
Meskipun pada dekade-dekade terakhir ada beberapa kalangan dari 
umat Islam, yang mengklaim diri mereka sebagai kalangan 'modernis', 
yang berusaha memisahkan kedua sisi itu, namun seluruh gugusan 
pemikiran Islam dibangun di atas fundamental bahwa kedua sisi itu 


“Saiful Mujani, Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik 
di Indonesia Pasca Orde Baru (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007). 
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saling bergandengan dengan selaras, yang tidak dapat dapat dipisahkan 
satu sama lain”. Misalnya, C. A. Nallino berkata: “Muhammad telah 
membangun dalam waktu bersamaan: agama (a religion) dan negara (a 
state). Dan batas-batas teritorial negara yang ia bangun itu terus terjaga 
sepanjang hayatnya”. 

Demikian halnya, Schacht berkata: “ Islam lebih dari sekadar agama: 
ia juga mencerminkan teori-teori perundang-undangan dan politik. 
Dalam ungkapan yang lebih sederhana, ia merupakan sistem peradaban 
yang lengkap, yang mencakup agama dan negara secara bersamaan”. 
Selain itu, R. Strothmann juga berpendapat “Islam adalah suatu 
fenomena agama dan politik. Karena pembangunnya adalah seorang 
Nabi, yang juga seorang politikus yang bijaksana, atau “negarawan”. 
Islam bukanlah sekadar kepercayaan agama individual, namun ia 
meniscayakan berdirinya suatu bangun masyarakat yang independen. 
Ia mempunyai metode tersendiri dalam sistem kepemerintahan, 
perundang-undangan dan institusi”. Seluruh pendapat-pendapat tadi 
diperkuat oleh fakta-fakta sejarah: di antara fakta sejarah yang tidak 
dapat diingkari oleh siapapun adalah, setelah timbulnya dakwah Islam, 
kemudian terbentuk bangunan masyarakat baru yang mempunyai 
identitas independen yang membedakannya dari masyarakat lain. 
Mengakui satu undang-undang, menjalankan kehidupannya sesuai 
dengan sistem yang satu, menuju kepada tujuan-tujuan yang sama, dan 
di antara individu-individu masyarakat yang baru itu terdapat ikatan 
ras, bahasa, dan agama yang kuat, serta adanya perasaan solidaritas 
secara umum. 


Bangunan masyarakat yang memiliki semua unsur-unsur tadi itulah, 
yang dinamakan sebagai bangunan masyarakat 'politik'. Atau yang 
dinamakan sebagai “negara”. Tentang negara, tidak ada suatu definisi 
tertentu, selain hanya fakta terkumpulnya karakteristik-karakteristi 
yang telah disebutkan tadi dalam suatu bangunan masyarakat. Di antara 
fakta-fakta sejarah yang tidak diperselisihkan juga adalah, bangunan 
masyarakat politik ini atau “negara”, telah memulai kehidupan aktifnya, 
dan mulai menjalankan tugas-tugasnya, dan mengubah prinsip-prinsip 
teoretis menuju dataran praksis. Setelah tersempurnakan kebebasan 
dan kedaulatannya, dan kepadanya dimasukkan unsur-unsur baru dan 
adanya penduduk. 
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Setelah pembacaan bai'at Agabah satu dan dua, yang dilakukan 
antara Rasulullah Saw. dengan utusan dari Madinah, yang dilanjutkan 
dengan peristiwa hijrah. Para faktanya, kedua bai'at ini, yang tidak 
diragukan oleh seorangpun tentang berlangsungnya kedua bai'at ini, 
merupakan suatu titik transformasi dalam Islam. Dan peristiwa hijrah 
hanyalah salah satu hasil yang ditelurkan oleh kedua peristiwa bai'at 
itu. Pandangan yang tepat terhadap kedua bai'at tadi adalah dengan 
melihatnya sebagai batu pertama dalam bangunan “negara Islam'. Dari 
situ akan tampak urgensitas kedua hal itu. 


Kedua peristiwa bai'at itu dengan kontrak-kontrak sosial yang 
dideskripsikan secara teoritis oleh sebagian filosof politik pada era- 
era modern. Dan menganggapnya sebagai fondasi bagi berdirinya 
negara-negara dan pemerintahan. Namun bedanya, “kontrak sosial 
yang dibicarakan Roussou dan sejenisnya hanyalah semata ilusi dan 
imajinasi, sementara kontrak sosial yang terjadi dalam sejarah Islam 
ini berlangsung dua kali secara realistis di Agabah. Dan di atas kontrak 
sosial itu negara Islam berdiri. Ia merupakan sebuah kontrak historis. 
Ini merupakan suatu fakta yang diketahui oleh semua orang. Padanya 
bertemu antara keinginan-keinginan manusiawi yang merdeka dengan 
pemikiran-pemikiran yang matang, dengan tujuan untuk mewujudkan 
risalah yang mulia. Dengan demikian, negara Islam terlahirkan dalam 
keadaan yang amat jelas. 


Dalam pembentukannya, terjadi dalam tatapan sejarah yang jernih. 
Karena tidak ada satu tindakan yang dikatakan sebagai tindakan politik 
atau kenegaraan, kecuali dilakukan oleh negara Islam yang baru tumbuh 
ini. Penyiapan perangkat untuk mewujudkan keadilan, menyusun 
kekuatan pertahanan, mengadakan pendidikan, menarik pungutan 
harta, mengikat perjanjian atau mengirim utusan-utusan ke luar negeri. 
Ini merupakan fakta sejarah yang ketiga. Tentunya mustahil seseorang 
mengingkarinya. Kecuali jika kepadanya dibolehkan untuk mengingkari 
suatu fakta sejarah yang terjadi di masa lalu, dan yang telah diterima 
kebenarannya oleh seluruh manusia. 


Berdasar pada fakta-fakta yang tiga ini, yang telah kami sebutkan, 
terbentuk bukti sejarah yang menurut kami dapat kami gunakan 
sebagai bukti, di samping pendapat kalangan orientalis yang telah disitir 
sebelumnya, atas sifat politik sistem Islam. Jika telah dibuktikan, dengan 
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cara-cara yang telah kami gunakan tadi, bahwa sistem Islam adalah 
sistem politik. Dengan demikan, maka terwujudlah syarat pertama yang 
mutlak diperlukan bagi keberadaan pemikiran politik. Karena semua 
pemikiran tentang hal ini: baik tentang pertumbuhannya, hakikatnya, 
sifat-sifatnya atau tujuan-tujuannya, niscaya ia menyandang sifat ini, 
yaitu sifatnya sebagai suatu pemikiran politik. Syarat ini merupakan 
faktor yang terpenting dalam pertumbuhan pemikiran ini. Bahkan 
ia merupakan landasan berpijak bagi kerangka-kerangka teoretis 
dan aliran-aliran pemikiran yang beragam. Oleh karena itu, amatlah 
logis jika kami curahkan seluruh perhatian ini untuk meneliti dan 
menjelaskannya. 


D. Basis Pemikiran dan Gerakan Politik Partai Islam 


Dalam mengkaji basis pemikiran dan gerakan politik islam, maka 
lebih awal perlu penjelasan mengenai istilah “politik” dalam literatur 
Islam dan kajian fikih klasik disebut “siayasah” berasal dari bahasa 
Arab “siyasat”. Kata ini diambil dari sasa - yasusu - siyasah yang berarti 
mengurus, mengatur, dan memerintah.? Kata “siyasah”, selanjutnya 
disebut politik atau ketatanegaraan. Kata politik berasal dari kata 
politic (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan.? Yang 
diserap ke dalam bahasa Indonesia. “Politik” berarti segala urusan dan 
tindakan yang meliputi kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya mengenai 
pemerintahan suatu negara.” Kata politik merupakan istilah yang 
dipergunakan dalam konsep pengaturan masyarakat. 


Konsep ini membahas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan 
masalah bagaimana pengelolaan pemerintahan dijalankan dalam rangka 
mewujudkan sebuah tatanan masyarakat politik yang lebih kondusif. 
Dalam konteks ini, Muin Salim mengatakan bahwa politik adalah 
perilaku manusia, baik berupa aktivitas maupun sikap, yang bertujuan 
memengaruhi atau pun mempertahankan tatanan sebuah masyarakat 


2Lois Ma'luf, Al-Munjid, terbitan 21 (Bairut: Dar Masyrik, 1973 M), hlm. 
362, dan lihat pula Abu al-Fadhl al-Din Muhammad bin Mukram bin Manzhur, 
Lisan al-Arab, jilid enam (Bairut: Dar Shadir, 1386/1968 M), hlm. 108. 

2CAbd. Muin Salim, Figh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Gur'an, 
cet. Ketiga (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 3.4 

2'Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. Cit., hlm. 780. 
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dengan menggunakan kekuasaan.? Sementara Moh. Oasim Mathar, 
mengemukakan bahwa politik berhubungan dengan kekuasaan dan 
susunan masyarakat. Kekuasaan sebagai bagian yang teramat penting 
dalam politik, yaitu kemampuan untuk memengaruhi tingkah laku 
pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku pelaku terakhir 
menjadi sesuai dengan keinginan pelaku yang mempunyai kekuasaan, 
atau kemampuan pelaku untuk menetapkan (secara mutlak) alternatif- 
alternatif bertindak atau alternatif-alternatif memilih bagi pelaku lain. 
Maka, siapa atau pihak mana yang paling memengaruhi itulah yang 
memiliki kekuasaan. 


Pemikiran kedua tokoh di atas, mempunyai persamaan. Sebab 
keduanya melihat politik sebagai bagian dari perilaku manusia atau 
sikap untuk memengaruhi orang lain dengan menggunakan kekuasaan 
yang dimiliki. Namun, Moh. Oasim Mathar lebih menekankan 
pada pentingnya pengaturan dan pengurusan manusia dalam hidup 
bermasyarakat dan bernegara, serta pengambilan kebijakan yang bersifat 
politis untuk mencapai tujuan negara, yaitu kemaslahatan. 


Dalam pengertian, tujuan negara akan semakin didekati 
dan dicapai bila ada kekuasaan politik yang digunakan dalam 
menyelesaikan berbagai persoalan yang mungkin timbul dalam 
proses itu. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan sebagaimana yang 
disebutkan di atas, maka perlu ditentukan sebuah kebijakan-kebijakan 
umum (public policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian 
(distribution) atau alokasi dari sumber-sumber dan resources yang ada. 
Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan itu, maka perlu dimiliki 
kekuasaan (power) dan kewenangan (authority) yang akan digunakan, 
baik melakukan kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang 
mungkin timbul dalam proses itu. 


Cara-cara yang dipakainya dapat berupa persuasif (meyakinkan) 
atau jika perlu bersifat paksaan. Tanpa unsur paksaan, maka kebijakan 
ini hanya merupakan perumusan keinginan belaka. Oleh karena itu, 
lembaga politik berupa negara hendaknya diberdayakan secara sungguh- 


2A bd. Muin Salim, Op. Cit., hlm. 37. 

2?Moh. @asim Mathar, Politik Dalam Sorotan: Ketegangan antara Pemikiran dan 
Aksi, cet. Pertama (Jakarta: MelaniaPress, 2004), hlm. 106. 

30Jbid. 
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sungguh untuk melaksanakan fungsinya. Berdasarkan analisis dan 
keterangan yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa politik 
adalah kewenangan atau kewajiban untuk melaksanakan berbagai 
urusan berkaitan dengan pengelolaan kehidupan bersama termasuk 
pengelolaan pemerintahan dengan cara yang benar dan adil. 


Pengertian tersebut memperlihatkan bahwa wewenang membuat 
segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan 
dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat dalam 
mewujudkan kemaslahatan umum itu terletak pada pemegang 
kekuasaan yakni pemerintah. Oleh karena itu, segala bentuk hukum, 
peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan 
bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama semua produk 
itu secara substansial tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan 
keadilan, karena pemerintah telah diberi hak olek Allah untuk dipatuhi 
(O.S. Al-Nisa, 4: 59). Politik pada dasarnya memiliki bermacam-macam 
kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses 
dalam menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh suatu sistem 
itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. 


Pengambilan keputusan-keputusan (decisonmaking) mengenai 
apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu, atau menyangkut 
seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari 
tujuan-tujuan yang telah dipilih. Unsur-unsur yang diperlukan sebagai 
konsep pokok yang digunakan dalam meneropong kegiatan-kegiatan 
politik adalah: 

1. negara (state): 
kekuasaan (pawer): 


2 
3. pengambilan keputusan (decisonmaking): 
4. kebijaksanaan (policy, beleid): 

5 


pembagian (distribution) atau alokasi (allocation). 


1. Unsur Negara 


Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai 
kekuasaan tertinggi yang legal formal dan ditaati oleh rakyatnya. 
Para intelektual telah menekankan negara sebagai inti dari politik 
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telah memusatkan perhatiannya pada lembaga-lembaga atau institusi 
kenegaraan dalam bentuk formilnya. Pemahaman seperti ini bersifat 
terbatas hanya pada tataran ruang lingkupnya. Pendekatan serupa ini 
dinamakan pendekatan institusional (institutional approach). Pendekatan 
seperti ini berimplikasi pada pemahaman terhadap negara, bahwa 
politik itu mempelajari kehidupan negara yang merupakan bagian dari 
kehidupan masyarakat, atau mempelajari negara-negara itu dalam 
melaksanakan tugas-tugasnya dalam mewujudkan kemaslahatan rakyat 
secara umum." 


Negara dalam melaksanakan fungsinya, di kalangan para ahli 
memberikan pengertian yang beraneka ragam, baik dipandang dari 
sudut kedaulatan (kekuasaan) maupun negara dinilai dari sudut 
peraturan-peraturan yang mengikat (sudut hukum). Seperti tanpa 
dari pengertian yang dikemukakan para ahli ilmu ketatanegaraan. 
Aristoteles (384-322 SM), salah seorang pemikir negara dan hukum 
zaman Yunani misalnya, memberikan pengertian negara, yaitu suatu 
kekuasaan masyarakat (persekutuan dari pada keluarga dan desa/ 
kampung) yang bertujuan untuk mencapai kebaikan yang tertinggi 
bagi umat manusia.? Sementara Marsilius (1280-1317), seorang 
pemikir negara dan hukum abad pertengahan, memandang negara 
sebagai suatu badan atau organisme yang mempunyai dasar-dasar 
hidup dan mempunyai tujuan tertinggi, yaitu menyelenggarakan dan 
mempertahankan perdamaian." 


Ibnu Khaldum (1332-1406), sebagai seorang pemikir Islam tentang 
masyarakat dan negara, merumuskan bahwa negara adalah masyarakat 
yang mempunyai wasi” dan mulk, yaitu memiliki kewibawaan dan 
kekuasaan. Sementara Al-Mawardi (w. 1058), seorang pemikir politik 
pada masa klasik mengemukakan bahwa negara adalah sebuah lembaga 
politik sebagai pengganti fungsi kenabian guna melaksanakan urusan 
agama dan mengatur urusan dunia.? Pengertian demikian sejalan 


31J. Barents, Ilmu Politika: Suatu Perkenalan Lapangan, terjemahan L.M. Sitorus 
(Jakarta: PT. Pembangunan, 1965), hlm. 23. 

2G.S, Diponalo, Ilmu Negara, jilid 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 23. 

8Suhino, Ilmu Negara Yogyakarta: Liberty, 1980), hlm. 64. 

4Deliar Nur, Pemikiran Politik di Negara Barat (Jakarta: Rajawali Press, 1982), 
hlm. 54. 

3AI-Mawardi, Al-Ahkamus Sulthaniyyah wal-Wilaayaatud-diniyyah, diterjemahkan 
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dengan yang dikemukakan Al-Maududi (w. 1979), yang juga seorang 
pemikir politik Islam dan pembaharu dalam dunia Islam mengatakan 
bahwa negara merupakan sebuah lembaga politik yang mempunyai 
fungsi keagamaan.” 


HJ. Laski, seorang pemikir negara dan hukum zaman berkembangnya 
teori kekuatan abad ke-20, mengatakan bahwa negara adalah suatu 
masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang 
bersifat memaksa dan secara sah lebih agung dari pada individu atau 
kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat 
merupakan negara yang harus ditaati baik oleh individu maupun 
oleh asosiasi-asosiasi, ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat 
memaksa dan mengikat.” Selain yang dikemukakan di atas, negara 
dalam pandangan para sarjana terkenal lainnya pada abad ke-20, 
yakni: Logemen, mengatakan bahwa negara adalah suatu organisasi 
kemasyarakatan yang bertujuan dan dengan kekuasaannya mengatur 
dan mengurus suatu masyarakat tertentu.” Sementara Mac. Ivar, 
merumuskan bahwa negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan 
penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah yang 
berdasarkan pada sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu 
pemerintahan dengan maksud memberikan kekuasaan memaksa.” 


Jika diperhatikan, beberapa pengertian negara yang dikemukakan 
para ahli di atas, ternyata terdapat keragaman pemikiran mereka, baik 
di kalangan pemikir politik Islam maupun di kalangan sarjana ilmu-ilmu 
kenegaraan lainnya sejak beberapa abad sebelum masehi sampai detik 
ini, menunjukkan adanya perbedaan persepsi. Perbedaan tersebut dapat 
disebabkan pada perbedaan sudut pandang mereka dalam melihat istilah 
negara. Perbedaan lingkungan di mana mereka hidup, perbedaan situasi 
zaman dan keadaan politik yang dialaminya, serta pengaruh keyakinan 


oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Kamaluddin Nurdin, dengan judul Hukum Tata 
Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 
2000), hlm. 15. 

36Abu A'la Al-Maududi, The Islamic Law And Constitution, diterjemahkan oleh 
Asep Hikmaht dengan judul, Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam, cet. 1 
(Bandung: Mizan, 1996), hlm. 104. 

Muhammad Kusnadi dan Bintang Saragi, Ilmu Negara (Jakarta: Perintis 
Press, 1985), hlm. 48. 

88Muchtar Affandi, Ilmu-ilmu Kenegaraan (Bandung: Alumni, 1971), hlm. 93. 

39Mac.Ivar, Negara Modern (Jakarta: Aksara Baru, 1984), hlm. 28. 
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agama yang dianutnya, juga salah satu faktor yang memengaruhi 
perbedaan persepsi mereka dalam melihat negara itu sendiri. 


Ada yang memandang negara sebagai institusi sosial, kenyataan 
sosial, ada yang memandang secara organis, yakni memandang negara 
sebagai organisasi yang hidup dan mempunyai kehidupan sendiri 
yang dalam berbagai hal menunjukkan adanya persamaan dengan 
manusia sebagai mahluk hidup, serta ada pula yang memandang negara 
sebagai ikatan kehendak dan golongan-golongan, negara dipandang 
sebagai sejumlah besar kehendak yang diikat menjadi satu kehendak. 
Selanjutnya, ada yang memandang dari aspek kekuasaan, sehingga 
negara dipahami sebagai organisasi kekuasaan. Bagi mereka yang 
memandang negara dari segi yuridis atau ajaran hukum, maka negara 
dipandang sebagai institusi atau lembaga hukum yang tersusun dalam 
suatu tertib hukum, negara dipandang identik dengan hukum, organ 
negara adalah organ hukum. Sehingga negara merupakan personifikasi 
dari hukum. Sementara, pemikir politik Islam memandang negara 
sebagai instrumen politik yang berorientasi kepada penegakkan agama 
dan pengaturan dunia. Bahkan ada pula yang memandang negara 
dikaitkan dengan kepemimpinan, sehingga negara dipandang sebagai 
sebuah lembaga untuk melaksanakan kepemimpinan menyeluruh 
sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menegakkan agama dan 
mengatur urusan dunia. 


Perbedaan pendapat di kalangan para ahli di atas, tentu saja 
akan menambah wawasan dan khasanah pemikiran kita, akan saling 
melengkapi dan menyempurnakan, sehingga persepsi kita tentang 
negara akan menjadi semakin dinamis dan berkembang. Pada sisi lain, 
meskipun tidak terdapat kesepakatan mereka dalam melihat pengertian 
tentang negara, namun mereka tetap sepakat akan perlunya sebuah 
negara, sebab negara merupakan instrumen politik untuk mewujudkan 
kebaikan dan kesejahteraan bersama. Untuk maksud itu, maka negara 
diperlukan untuk mengimplementasikan fungsi dan perangnya dalam 
mengawal pencapaian tujuan tersebut, yaitu untuk mewujudkan 
kemaslahatan dan kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, negara 
memerlukan pemberlakuan hukum (law enforcement) .“ 


“Din Samsuddin, “Usaha Pencaharian Konsep Negara dalam Sejarah 
Pemikiran Politik Islam”, Ulumul Gur'an, No. 2, Vol. IV, Tahun 1993, hlm. 45. 
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2. Unsur Kekuasaan 


Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok 
yang memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai 
dengan keinginan dari pelaku tersebut. Di kalangan para ahli melihat 
kekuasaan sebagai inti dari politik, beranggapan bahwa politik 
merupakan keseluruhan kegiatan yang menyangkut masalah perebutan 
dan mempertahankan kekuasaan. Hal ini biasanya dianggap bahwa 
memperjuangkan kekuasaan (power struggle) ini, mempunyai tujuan 
yang menyangkut kepentingan publik. Pendekatan ini, lebih luas ruang 
lingkupnya karena mencakup seluruh gejala-gejala sosial seperti serikat 
buru, organisasi-organisasi keagamaan, organisasi kemahasiswaan dan 
kaum militer. Dia lebih dinamis daripada pendekatan institusional 
karena lebih menekankan atau lebih memperhatikan proses. 


Pendekatan ini berimplikasi pada pemahaman bahwa politik 
berkaitan dengan kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat hakiki, 
dasar, proses-proses, ruang lingkup dan hasil-hasilnya. Para ahli 
ketatanegaraan atau politik menitik beratkan perhatiannya pada tujuan 
perjuangan dalam mewujudkan tujuannya atau mempertahankan 
kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, atau memengaruhi orang lain, 
atau bahkan menentang pelaksanaan kekuasaan itu." 


3. Unsur Pengambilan Keputusan 


Unsur keputusan (decision) adalah membuat pilihan di antara beberapa 
alternatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan (decisionmaking) 
menekankan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. 
Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut 
keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan mengikat 
seluruh masyarakat. Keputusan-keputusan itu dapat menyangkut tujuan 
masyarakat, dan dapat pula menyangkut kebijaksanaan-kebijaksanaan 
untuk mencapai tujuan itu. Setiap proses membentukan kebijaksanaan 
umum atau kebijaksanaan pemerintah, merupakan hasil dari suatu 
proses pengambilan keputusan, yaitu memilih antara beberapa 
alternatif, yang akhirnya ditetapkan sebagai kebijaksanaan pemerintah. 


“IMiriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 
Utama, 1977), hlm. 10. 
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Aspek-aspek tersebut, juga banyak menyangkut mengenai 
pembagian kekuasaan, pemilihan pengambilan keputusan kolektif 
atau pembuatan kebijaksanaan yang bersifat umum untuk masyarakat 
secara keseluruhan. 


4. Unsur Kebijaksanaan Umum (Public Policy, Beleid) 


Kebijaksanaan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang 
diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam 
usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan- 
tujuan itu. Pada prinsipnya, para pihak membuat kebijaksanaan- 
kebijaksanaan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. 


Di kalangan intelektual menekankan aspek kebijaksanaan umum 
ini menganggap bahwa setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan 
bersama. Cita-cita bersama ini ingin dicapai melalui usaha bersama, 
dan untuk itu perlu ditentukan rencana-rencana yang mengikat, yang 
dituangkan dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan (policies) oleh pihak 
yang berwewenang, dalam hal ini pemerintah. 


Pemahaman demikian ini, karena politik itu berkaitan dengan 
kebijaksanaan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya. 
Yang dimaksud kebijaksanaan umum itu adalah membangun masyarakat 
secara terarah melalui pemakaian kekuasaan. 


5. Unsur Pembagian dan Alokasi 


Pembagian (distribution) dan alokasi (allocation) adalah pembagian dan 
penjatahan dari nilai-nilai dalam masyarakat. Para ahli menekankan 
pembagian dan alokasi beranggapan bahwa politik merupakan 
pembagian dan pengalokasian nilai-nilai secara mengikat. Yang 
ditekankan oleh mereka adalah, bahwa pembagian ini sering tidak 
merata dan karena itu menyebakan konflik. Masalah tidak meratanya 
pembagian nilai-nilai perlu diteliti dalam hubungannya dengan 
kekuasaan dan kebijaksanaan pemerintah. 


Dalam ilmu sosial, suatu nilai (value) adalah sesuatu yang dianggap 
baik atau benar, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang mempunyai harga 
dan karena itu dianggap baik dan benar, sesuatu yang ingin dimiliki oleh 
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manusia. Nilai ini dapat bersifat abstrak seperti penilaian atau suatu 
azas seperti misalnya kejujuran, kebebasan berpendapat, kebebasan 
mimbar, dan sebagainya. Dia juga bersifat konkrit (material) seperti 
rumah, kekayaan dan sebagainya. Oleh karena itu, menurut David 
Easton bahwa “sistem politik adalah keseluruhan dari interaksi-interaksi 
yang mengatur pembagian nilai-nilai secara autoritatif (berdasarkan 
wewenang) untuk dan atas nama masyarakat”. 


Akumulasi dari unsur-unsur pokok yang digunakan dalam 
meneropong kegiatan-kegiatan politik sebagaimana yang dikemukakan 
di atas, hendaknya diarahkan pada penciptaan urusan yang berkaitan 
dengan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan 
kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan 
dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan 
kemaslahatan umat. Prinsip utama dalam pemenuhan politik warga 
negara adalah terlibatnya warga negara, baik langsung maupun 
melalui perwakilan dalam setiap pengambilan kebijakan yang bersifat 
politis sebagai bagian dari kesepakatan mereka dalam pengelolaan 
pemerintahan. Oleh karena itu, untuk mendukung pelaksanaan 
hak-hak politik tersebut, peranan pemerintah perlu diatur melalui 
perundang-undangan, agar campur tangannya dalam kehidupan warga 
negara tidak melampaui batas-batas tertentu. Tujuan ini menjadi 
sangat penting karena secara substantif hak-hak politik tersebut 
mempunyai sifat melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan 
oleh pihak penguasa atau untuk membatasi kekuasaan penguasa atau 
melindungi orang dari penindasan penguasa." 


Cara pandang seperti ini, menurut Moh. Oasim Mathar, akan 
terlihat dengan jelas bagaimana pentingnya hak-hak politik warga 
negara itu diberdayakan dan dilindungi oleh hukum. Karena politik 
menyangkut semua hal yang berkaitan dengan kekuasaan dan susunan 
masyarakat. Oleh karena itu, perlu diatur berdasarkan hukum. Dan 
hukum intinya adalah keadilan. Sebab corak dan tujuan-tujuan politik 


2David Easton, The Political Sistem, edisi ke-2 (New York: Alfred A. Knopf, 
Inc, 1971), hlm. 128. 

8Jbid., dan lihat pula Merian Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, cet. dua puluh 
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 123. 

“John L. Esposito, Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern, jilid dua (Bandung: 
Mizan, 2002 ), hlm. 136 dan lihat pula Mujar Ibn Syarif, Loc. Cit.. 
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yang ingin dicapai selanjutnya adalah memberi pengaruh terhadap 
hubungan timbal balik antara hukum dan politik, yang dalam 
kenyataannya terkadang berakibat adanya warga atau kelompok yang 
merasa teraniaya dan kehilangan hak-haknya, termasuk dilanggar hak 
asasinya. Di sini lanjut Moh. Gasim Mathar, perlu ada perlindungan 
hukum yang adil terhadap warga negara. Untuk mengikuti prinsip ini, 
maka perlu ada kekuasaan politik yang mengatur semua kepentingan 
masyarakat dan negara termasuk pengakuan dan pemberian hak-hak 
politik warga negara. Dan setiap warga negara sudah seharusnya 
mengetahui hak-haknya, sedangkan sosialisasi pengetahuan tentang 
hak-hak warga negara merupakan usaha pemberdayaan warga negara 
menjadi bagian yang tidak saja penting, tetapi juga sensitif, dalam 
politik. Islam boleh jadi merupakan agama yang paling kaya dengan 
pemikiran politik. 

Antony Black dalam buku Pemikiran Politik Islam menjabarkan bahwa 
pemikiran politik Islam terentang mulai masalah etika politik, filsafat 
politik, agama, hukum, hingga tata negara. Black juga mengungkapkan 
bahwa pemikiran politik Islam dipengaruhi oleh pemikiran politik Plato, 
Aristoteles, dan Iran kuno. Tapi keragaman khazanah pemikiran politik 
Islam itu bisa dikatakan bermuara pada pemikiran tentang hubungan 
agama dan negara. Bolehlah kita sebut pemikiran para pemikir Muslim 
yang menginginkan pemisahan Islam dan politik sebagai pemikiran 
politik Islam dan pemikiran yang menghendaki penyatuan Islam dan 
politik sebagai pemikiran Islam politik. Ketika sejak Revolusi Prancis 
agama Kristen relatif telah selesai membahas hubungan gereja dan 
negara—bahwa gereja harus terpisah dari Negara Islam masih berkutat 
pada persoalan yang satu ini, sejak zaman Nabi hingga zaman kini. 


Dalam sejarahnya, Nabi membentuk sebuah komunitas, yang 
diyakini bukan hanya komunitas agama, tetapi juga komunitas politik. 
Nabi berhasil menyatukan berbagai komunitas kesukuan dalam Islam. 
Di Madinah, tempat hijrah Nabi, beliau berhasil menyatukan komunitas 
sosial, yakni kaum pemukim dan kaum pendatang. Lebih dari itu, 
di Madinah, Nabi juga berhasil mengatur kehidupan kaum Muslim 
, Nasrani, serta Yahudi dalam komunitas “Negara Madinah” atau 
“masyarakat Madinah”. Komunitas yang dibentuk Nabi di Madinah 


“Moh. Oasim Mathar, Op. Cit., hlm. 105. 
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inilah yang belakangan acap dirujuk oleh para pemikir Muslim, baik 
yang liberal maupun yang fundamentalis, sebagai masyarakat Islam 
ideal. Pemikir liberal lebih suka menyebut komunitas yang dibentuk 
Nabi di Madinah sebagai “masyarakat madani”, sedangkan mereka yang 
fundamentalis lebih nyaman menyebut “Negara Madinah”. 


Di masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyyah (661-850 Masehi), 
pemikiran politik Islam didominasi oleh perdebatan tentang sistem 
pemerintah atau lebih tepatnya hubungan khalifah dan negara. Kedua 
dinasti Islam ini,cenderung menganut sistem pemerintah atau sistem 
politik yang tidak memisahkan agama dan negara. Bahkan agama yang 
direpresentasikan oleh khalifah cenderung mensubordinasi negara atau 
kehidupan politik di kedua dinasti. 


Tapi, sejak kira-kira 850 M, pemikiran dan praktik politik yang 
dominan di dunia Muslim adalah yang memisahkan agama dan negara. 
Kekuasaan dibagi antara sultan yang mengatur urusan militer, serta 
menegakkan hukum dan ketertiban dan ulama yang mengatur urusan 
sosial dan keluarga. Sejak 1000-1200 M, para pemikir Muslim, seperti 
Al- Mawardi, Nizam al-Mulk, Al- Gazali, Ibn Rusyd, serta Al-Razi, 
menawarkan pemikiran politik jalan tengah atau pemikiran politik 
keseimbangan. 


Di masa-masa tersebut, sultan dan ulama saling bekerja sama 
dan saling tergantung. Namun, pada 1220-1500 M, ide penyatuan 
agama dan politik kembali mendominasi pemikiran para pemikir 
Muslim. Pemikir Muslim yang paling menonjol pada masa itu, yang 
menganjurkan pemerintahan berdasarkan syariat, adalah Ibn Taimiyah. 
Black sendiri dalam buku ini menyebut masa itu sebagai masa “syariat 
dan pedang”. Puncak pemerintahan berdasarkan syariat berlangsung 
pada masa kerajaan-kerajaan modern yang meliputi Dinasti Utsmani, 
Dinasti Safawi, dan Dinasti Mogul. Tentu saja Dinasti Utsmani, yang 
berpusat di Turki, menjadi dinasti paling terkemuka. Dinasti ini disebut 
Khilafah Islamiyah. 


Namun, dinasti ini mengalami kemunduran dan dibubarkan pada 
1924. Kemunduran ini menandai mulai berpengaruhnya pemikiran 
politik Barat. Para pemikir yang diidentifikasi sebagai pemikir liberal 
bermunculan. Mereka antara lain Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad 
Abduh , yang menganut paham pemisahan agama dan politik. Berpijak 
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pada kemajuan Barat, para pemikir Muslim ini menawarkan pemikiran 
modernisme. Black menyebut masa ini sebagai abad modernisme. Akan 
tetapi, kemajuan Barat dewasa ini memunculkan reaksi di kalangan 
pemikir Islam fundamentalis.“ 


Pemikir Islam fundamentalis paling terkemuka adalah tokoh 
Ikhwanul Muslim, Al- Maududi, serta Sayyid Outb. Mereka 
menginginkan kehidupan masyarakat Muslim dewasa ini mencontoh 
kehidupan di masa Nabi atau setidaknya masa kejayaan dinasti-dinasti 
di masa awal Islam. Itu berarti mereka menginginkan tidak adanya 
pemisahan agama dan politik. Jika kita perhatikan materi pemikiran 
Islam sejak masa Nabi hingga masa kini seperti disajikan oleh Black 
dalam buku ini, nyaris tiada yang baru di situ. Tapi, bagaimanapun, 
pemetaan pemikiran Islam secara kronologis, sebagaimana yang 
dilakukan oleh Black, sangat membantu kita dalam memahami alur 
serta dinamika khazanah pemikiran politik dunia Islam. Melalui buku 
ini pula, kita tahu bahwa yang terjadi sesungguhnya adalah pertarungan 
antara pemikiran politik Islam dan pemikiran Islam politik dapat diurai 
untuk mencari titik temu. 


“Noer, Deliar., The Modernist Muslim Movement in Indonesia, (Kuala Lumpur: 
Oxford University, 1982), dan edisi Indonesianya, Gerakan Modern Islam di Indonesia 
(Jakarta: LP3ES, 1994). 


BAB 1 | Komunikasi Politik Islam 4 


(Halaman ini sengaja dikosongkan) 


BAB 2 


SISTEM POLITIK PERSPEKTIF 
KOMUNIKASI ISLAM 


A. Sistem Politik dan Artikulasi Komunikasi Islam 


Dalam khazanah Islam, komunikasi Islam merupakan ilmu baru 
dikembangkan dan diadaptasi sebagai perspektif dalam sistem politik 
dan komunikasi politik elite yang patut menjadi rujukan bagi umat 
Islam dalam mengambil sikap politik. Perspektif komunikasi Islam 
belum dikenal di Barat. 


Dalam komunikasi Islam diatur ragam bahasa komunikasi misalnya 
gaul karima, gaul syadidan, gaul baligha, gaul layyinan. Pola komunikasi itu, 
menjadi rujukan dalam artikulasi komunikasi politik, yakni seorang 
komunikator menyajikan bahasa-bahasa diulas dalam retorika yang 
beretika. 


Sementara Barat membuat kesalahan alam di pemahaman mereka 
tentang tradisi Islam, dengan asumsi bahwa agama berarti sama bagi 
Muslim seperti yang telah dimaksudkan untuk sebagian besar pemeluk 
agama lain sejak revolusi industri, dan untuk beberapa masyarakat, 
bahkan sebelum itu, yaitu: seksi kehidupan disediakan untuk hal-hal 
tertentu, dan terpisah dari bagian lain kehidupan. Ini bukan pandangan 
dunia Islam. Ini tidak pernah terjadi di masa lalu, dan upaya modern 
sehingga sehingga dipandang sebagai penyimpangan.! 


1Ben Anderson, “Religion and Politics in Indonesia since Independence”, 
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Islam adalah “cara hidup yang total.” Ini telah memberikan 
bimbingan dalam setiap bidang kehidupan, dari kebersihan individu, 
aturan perdagangan, dengan struktur dan politik masyarakat. Islam 
tidak pernah dapat dipisahkan dari kehidupan sosial, politik, atau 
ekonomi, karena agama memberikan bimbingan moral untuk setiap 
tindakan yang seseorang mengambil. Tindakan utama iman adalah 
berusaha untuk menerapkan kehendak Tuhan baik dalam kehidupan 
pribadi dan publik. Muslim melihat bahwa mereka, diri mereka 
sendiri, serta dunia di sekitar mereka, harus dalam penyerahan total 
kepada Allah. Selain itu, mereka tahu bahwa konsep aturan-Nya harus 
ditegakkan di bumi dalam rangka menciptakan masyarakat yang adil. 
Seperti Yahudi dan Kristen sebelum mereka, kaum Muslim telah 
dipanggil ke dalam suatu hubungan perjanjian dengan Allah, membuat 
mereka sebuah komunitas orang percaya yang harus menjadi contoh 
bagi negara-negara lain dengan menciptakan tatanan moral sosial. 
Sepanjang sejarah, menjadi seorang Muslim berarti tidak hanya milik 
sebuah komunitas religius sesama orang percaya, tetapi juga hidup di 
bawah Hukum Islam. Hukum Islam diyakini menjadi perpanjangan 
dari kedaulatan mutlak Allah. 


Maka patut dimaknai, Allah Swt. adalah Penguasa Hanya Allah 
adalah berdaulat mutlak dalam Islam. Dan karena itu, Tuhan hanya 
langit dan bumi. Sama seperti Dia adalah Tuhan alam semesta fisik, 
orang yang beriman Muslim sejati, Allah adalah Pemberi Hukum untuk 
setiap bidang kehidupan manusia. Sama seperti Dia adalah Master 
dari dunia fisik, Allah adalah Penguasa urusan manusia dalam ajaran 
Islam. Jadi, Allah adalah Pemberi Hukum tertinggi, Hakim Mutlak, dan 
legislator yang membedakan benar dari yang salah. Sama seperti dunia 
fisik pasti tunduk kepada Tuhan dengan mengikuti “alami' hukum alam 
semesta, manusia harus tunduk kepada ajaran moral dan agama Tuhan 
mereka, yang benar terpisah dari yang salah bagi mereka. 


Dengan kata lain, Allah sendiri memiliki kewenangan untuk 
membuat hukum, menentukan ibadah, memutuskan moral, dan 
menetapkan standar interaksi dan perilaku manusia. Pemisahan 
agama kelembagaan dan negara menjadi wacana dalam Islam, dalam 
hal ini dipahami bahawa Allah adalah mengakui kedaulatan tunggal 


dalam Religion and Sosial Ethos in Indonesia (Clayton: Monash University, 1997). 
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urusan manusia, sehingga tidak pernah ada perbedaan antara otoritas 
agama dan negara. Dalam Kristen, perbedaan antara dua otoritas 
dikatakan berdasarkan catatan dalam Perjanjian Baru Yesus, meminta 
pengikutnya untuk membuat Kaisar apa dan kepada Allah apa yang 
Nya. Oleh karena itu, sepanjang sejarah Kristen sampai masa sekarang, 
selalu ada dua otoritas: “Tuhan dan Kaisar, “atau' gereja dan negara.” 
Masing-masing punya hukum sendiri dan yurisdiksi, setiap struktur 
dan hierarki sendiri. 


Dalam dunia pra-Islam kebarat-baratan tidak pernah ada dua 
kekuatan, dan pertanyaan tidak pernah muncul pemisahan. Perbedaan 
begitu mendalam berakar dalam Kristen antara gereja dan negara tidak 
pernah ada dalam Islam. Sementara itu, visi sebuah negara Islam dan 
tujuan dari otoritas politik adalah untuk menerapkan hukum ilahi. 
Dengan demikian, negara Islam yang ideal adalah sebuah komunitas 
diatur oleh UU diwahyukan oleh Allah. Ini tidak berarti bahwa 
keadaan seperti ini, tentu suatu teokrasi di bawah kekuasaan langsung 
dari orang terpelajar agama, juga bukan sebuah otokrasi yang rompi 
kekuasaan absolut dalam penguasa. Fungsi negara Islam adalah untuk 
memberikan keamanan dan ketertiban sehingga umat Islam dapat 
melaksanakan tugas mereka, baik agama dan duniawi. Khalifah adalah 
penjaga iman dan masyarakat. Perannya tidak begitu banyak diperiksa 
oleh para ulama (ulama), namun disempurnakan oleh mereka karena 
mereka memberikan kepadanya agama dan penasihat hukum. Dia juga 
menunjuk hakim yang menyelesaikan sengketa sesuai dengan Hukum 
Islam. 


Ada tingkat tertentu fleksibilitas dalam hal sistem pemerintahan 
dan berdirinya dalam Islam, bagaimanapun, agama harus dilaksanakan 
sepenuhnya ke negara dan masyarakat. Barat membuat kesalahan alam 
di pemahaman mereka tentang tradisi Islam, dengan asumsi bahwa 
agama berarti sama bagi Muslim seperti yang telah dimaksudkan 
untuk sebagian besar pemeluk agama lain sejak revolusi industri, 
dan untuk beberapa masyarakat, bahkan sebelum itu, yaitu: seksi 
kehidupan disediakan untuk hal-hal tertentu, dan terpisah dari bagian 
lain kehidupan. Ini bukan pandangan dunia Islam. Ini tidak pernah 
terjadi di masa lalu, dan upaya modern sehingga dipandang sebagai 
penyimpangan. 
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Islam adalah cara hidup yang total. Ini telah memberikan 
bimbingan dalam setiap bidang kehidupan, dari kebersihan individu, 
aturan perdagangan, dengan struktur dan politik masyarakat. Islam 
tidak pernah dapat dipisahkan dari kehidupan sosial, politik, atau 
ekonomi, karena agama memberikan bimbingan moral untuk setiap 
tindakan yang seseorang mengambil. Tindakan utama iman adalah 
berusaha untuk menerapkan kehendak Tuhan baik dalam kehidupan 
pribadi dan publik. Muslim melihat bahwa mereka, diri mereka 
sendiri, serta dunia di sekitar mereka, harus dalam penyerahan total 
kepada Allah. Selain itu, mereka tahu bahwa konsep aturan-Nya 
harus ditegakkan di bumi dalam rangka menciptakan masyarakat 
yang adil. Seperti Yahudi dan Kristen sebelum mereka, kaum Muslim 
telah dipanggil ke dalam suatu hubungan perjanjian dengan Allah, 
membuat mereka sebuah komunitas orang percaya yang harus 
menjadi contoh bagi negara-negara lain dengan menciptakan tatanan 
moral sosial. Tuhan mengatakan bangsa Visi Negara Islam.? Visi 
sebuah negara Islam dan tujuan dari otoritas politik adalah untuk 
menerapkan hukum ilahi. 


Dengan demikian, negara Islam yang ideal adalah sebuah komunitas 
diatur oleh UU diwahyukan oleh Allah. Ini tidak berarti bahwa 
keadaan seperti ini tentu suatu teokrasi di bawah kekuasaan, langsung 
dari orang terpelajar agama, juga bukan sebuah otokrasi yang rompi 
kekuasaan absolut dalam penguasa. Fungsi negara Islam adalah untuk 
memberikan keamanan dan ketertiban sehingga umat Islam dapat 
melaksanakan tugas mereka baik agama dan duniawi. Khalifah adalah 
penjaga iman dan masyarakat. Perannya tidak begitu banyak diperiksa 
oleh para ulama (ulama), namun disempurnakan oleh mereka karena 
mereka memberikan kepadanya agama dan penasihat hukum. Dia juga 
menunjuk hakim yang menyelesaikan sengketa sesuai dengan Hukum 
Islam. Ada tingkat tertentu fleksibilitas dalam hal sistem pemerintahan 
dan berdirinya dalam Islam, bagaimanapun, agama harus dilaksanakan 
sepenuhnya ke negara dan masyarakat. 


2Andi Faisal Bakti, "Good Governance Dalam Islam: Gagasan dan Pengalaman", 
dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed.), Islam, Negara dan Civil 
Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer (Jakarta: Paramadina, 2005). 
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B. Bahasa Partai dan Komunikasi Islam 


Partai politik menjadi pintu seorang kader meniti karier politik. 
Kemampuan kader menggunakan Bahasa yang sistematis teratur 
dan terukur menjadi kunci retorika yang dapat memengaruhi orang 
lain. Dalam konteks inilah, gaul kariman, gaul layyinan, gaul baligha 
menjadi relevan agar menjadi daya tarik dalam berinteraksi. Kecakapan 
bertutur menjadi keharusan bagi setiap orang partai sebagai pencitraan 
politiknya. 

Kemudian kelanjutan dari demokrasi tersebut memiliki konsekuensi 
yang antara lain perlu adanya partai politik. Dalam demokrasi setiap 
aspirasi tidak dimatikan, demikian pula dalam esensi syura. Partai- 
partai politik merupakan manifestasi atau jendela demokrasi, terlebih 
dalam konsep kesepakatan bangsa-bangsa di dunia. Ia merupakan 
bagian dari Hak-hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin dalam UUD 
45 khususnya Pasal 28. Partai-partai berkembang pertama di Barat, 
semula sangat ditentang oleh rakyat karena dipandang akan membawa 
gap atau persoalan di tengah-tengah masyarakat. Namun demikian 
sedikit demi sedikit hal itu diterima oleh masyarakat dan dijadikannya 
sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasinya. 


Di dunia Islam, partai baru dikenal dan dikembangkan di Turki 
oleh Kemal Ataturk dan setelah itu bermunculanlah partai-partai 
Islam di sana.“ Di Mesir terdapat pula partai-partai yang juga partai 
yang berlabelkan Islam bermunculan, setelah mereka bersentuhan 
dengan dunia Barat.” Di Indonesia, partai-partai Islam mengalami 
perjalanan yang berliku-liku. Untuk menghadapi penjajah yang 
diskriminatif, muncul Serikat Islam (SI), tahun 1912 menjadi sebuah 
partai. Pada masa penjajahan Jepang - penguasa Jepang, untuk menarik 
simpati kaum Muslim - mendirikan sebuah Majelis Syura. Kemudian 
dimasa kemerdekaan RI, partai-partai Islam tumbuh dan kemudian 
mereka menyatakan diri bersatu dalam sebuah partai yang dikenal 
dengan Masyumi, meskipun kemudian mengalami perpecahan dengan 
jalan mengambil jalan masing-masing. 


3Bambang Cipto, Partai Politik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 36. 

“Syafig Mugni, Sejarah Kebudayaan Islam di Turki (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 
141. 

Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: LSIK, 1997), hlm. 186. 
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Jatuhnya Soekarno dan munculnya Soeharto selaku presiden 
ke-2, partai Islam tetap eksis dengan dinamika perpecahan dan 
kepentingan masing-masing. Partai-partai Islam tersebut bertarung 
dengan sesamanya, sehingga membuat citra Islam sebagai agama yang 
membawa kedamaian atau membawa rahmat bagi seluruh alam sering 
dipertanyakan. Sejak era reformasi, partai Islam semakin banyak 
bermunculan dan bahkan melebihi partai-partai Islam yang muncul pada 
masa dekade lama puluhan.” Islam sebagai agama yang penuh dengan 
ajaran-ajaran yang santun dan damai serta pemihakannya terhadap 
nilai-nilai kebenaran, kembali lagi dipertaruhkan. Mampukah mereka 
menyelesaikan agenda yang bersifat substansi dan bukan semata-mata 
mengamalkan “ayat kursi” yang memang tanpak nikmat rasanya, dengan 
mengorbankan “cap” suka dan senang bertikai dengan sesamanya 
— sebagaimana streotipe Barat terhadap dunia Islam. Gelombang 
reformasi politik memang telah melahirkan kegairahan masyarakat 
untuk mengartikulasikan kepentingan politiknya yang tidak tersalurkan 
selama Orde Baru. 


Dalam konteks umat Islam, ekspresi kebebasan politik yang baru 
dinikmati itu adalah antusiasme dalam mendirikan partai politik Islam, 
baik yang secara langsung dan formal berasaskan Islam maupun yang 
memperjuangkan nilai-nilai Islam secara substansial. Kegairahan itu 
bagaikan “balas dendam” sejarah, setelah selama Orde Baru, kekuatan 
Islam politik ditekan habis-habisan melalui perekayasaan korporatisme 
negara. Lalu, dalam tempo kurang dari setahun, kita menyaksikan 
puluhan partai Islam berdiri. Maraknya partai-partai politik Islam 
tersebut tanpaknya bukan sekadar pesta perayaan jatuhnya rezim Orde 
Baru. 


Munculnya partai-partai itu akan mempunyai kecenderungan jauh 
kedepan. Setidaknya dapat diasumsikan, di antara partai-partai Islam 
tersebut, akan muncul salah satu partai yang kuat yang menentukan 
masa depan Indonesia. Kecenderungan ini tidaklah mengada-ada, 
karena gerakan Islam politik sesungguhnya mempunyai akar yang 
sangat kuat di Indonesia, termasuk tatkala mereka diredam oleh Orde 


SDeliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1980), hlm. 
6, juga Partai Islam Nasional (Jakarta: Temprin, 1987), hlm. 44. 
Bahtiar Effendi, “Fenomena Partai Islam”, Tempo, 12-18 Januari 1999, hlm. 50. 
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Baru. Mampukah partai-partai Islam tersebut menjadi pilar kehidupan 
demokrasi ke depan? membutuhkan waktu panjang untuk menjawab 
pertanyaan ini. Di samping itu, terasa berat, mengingat trauma sejarah 
yang panjang mengenai ketegangan hubungan Islam dan negara. 


Oleh sebab itu, tugas yang diemban oleh para tokoh partai Islam 
tersebut sebenarnya ganda. Pertama, menuntaskan hubungan Islam dan 
Negara yang selama Indonesia merdeka belum mampu terumuskan dan 
terinstitusionalisasikan secara final. Kedua, bertanggung jawab terhadap 
terciptanya sistem baru yang demokratis dan stabil. !? Menjawab 
pertanyaan pertama, partai-partai Islam sesungguhnya telah mempunyai 
modal yang cukup. Gerakan pembaruan teologis dimotori oleh Nurcholis 
Madjid dan kawan-kawannya memberikan landasan teologis yang kuat 
dalam menuntaskan hubungan Islam dan negara. Wacana intelektual 
tersebut, belum menemukan praksisnya yang utuh selama Orde Baru. 
Jadi, sudah sewajarnya bila para aktivis partai Islam menurunkan wacana 
pemikiran itu dalam tingkat praksis politik. Terjemahan nyata dari hal 
itu adalah kerelaan para tokoh partai politik Islam untuk menanggalkan 
perjuangan Islam secara formalistik dan legalistik. Kehidupan politik 
bukanlah medan pertikaian ideologi yang kaku. 


Dalam konteks ini, mereka juga harus mampu merumuskan makna 
secara lebih substansial dari kata “partai Islam”. Penempatan kata 
“Islam” dalam formulasi partai adalah dalam konteks menjadikan Islam 
sebagai (1) sumber motivasi dan inspirasi dalam kehidupan politik, dan 
(2) cita-cita partai Islam dirumuskan dalam konteks seluas-luasnya. 
Dengan strategi ini, parpol Islam dapat mengikis cap yang seram dari 
parpol yang dikembangkan oleh Orde Baru. Argumentasi peminggiran 
Islam politik pada masa Orde Baru adalah diasosiasikannya partai Islam 
sebagai partai yang keras, yang melulu memperjuangkan secara legal 
formal dasar Negara Islam, bersifat eksklusif dan otoritarian, yang 
karenanya dianggap cenderung suversif. 


Oleh karena itu pengembangan platform perjuangan Islam yang 
lebih substansial adalah keharusan. Di sini medan perjuangan nilai- 
nilai Islam diwujudkan dalam bentuk yang paling konkret, yang 
menyentuh langsung kehidupan masyarakat, seperti pentingnya 


8Abu Zahra, Politik Demi Tuhan, Nasionalisme Religius di Indonesia, cet. 1 
(Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 296. 
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politik kesejahteraan, pengembangan ekonomi rakyat, dan dicapainya 
keadilan hukum dan politik. Pada medan perjuangan seperti ini, 
mudah dipertemukan kepentingan masing-masing partai. Dengan 
konsentrasi perjuangan pada hal-hal tersebut, kehadiran partai Islam 
semata-mata merupakan representasi dari pluralisme sosio-politik dan 
ekonomi masyarakat. Garis perbedaan antara parpol Islam seharusnya 
teridentifikasi sebagai perbedaan kultur politik, basis sosial, dan 
penekanan program. Dengan demikian, pluralisme parpol tidak lebih 
dari pada representasi pluralisme masyarakat. 


C. Komunikasi, Islam, Demokrasi, dan Negara 


1. Relasi Islam dan Demokrasi 


Aspek terpenting dalam karier politisi adalah kecakapan mereka 
berkomunikasi. Komunikasi yang dapat memikat dan berpengaruh 
adalah melalui komunikasi Islam yang menganturkan berkata baik, 
Bahasa yang menghargai dan memuliakan. Aspek ini penting dalam ulas 
diskursus mengenai demokrasi merupakan sesuatu yang sangat penting 
karena ia merupakan pondasi utama politik suatu pemerintahan. Yang 
menjadi persoalan apakah demokrasi itu merupakan sebuah konsep yang 
Islami atau bukan. Menjawab persoalan ini, perlu dilihat demokrasi itu 
sendiri. Demokrasi dalam perkembangannya dewasa ini, bukan atau 
paling tidak belum merupakan sebuah konsep yang Islami. Akan tetapi, 
dalam Islam atau dalam Al-Our'an terkandung prinsip-prinsip dasar 
yang sejalan dengan “demokrasi” yang kita kenal itu. 


Konsep dan istilah demokrasi yang kita kenal itu sudah lama 
dikenal jauh sebelum Islam datang, karena istilah itu telah berkembang 
di Yunani semenjak zaman Plato dan Aristoteles (300-400 M), ketika 
Al-Our'an dan ajarannya belum diturunkan oleh Allah Swt. kepada 
manusia di dunia.? Oleh karena itu, perkembangan paham dan konsep 
demokrasi sering dikaitkan dengan pola perkembangan pandangan 
sekularisme Barat. Untuk pemikiran demokrasi liberal yang berkembang 


“Teuku May Rudy, Politik Islam dalam Pemerintahan Demokrasi, dalam “Politik 
Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia”, cet. pertama (Bandung: Pustaka 
Hidayah, 1999), hlm. 361. 
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bersama liberalisme, kapitalisme, dan individualisme, tampaknya benar 
bila ia dikategorikan kurang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. 
Namun bukan berarti tidak ada demokrasi Islam, dalam arti prinsip dan 
pelaksanaan demokrasi secara Islami. 


Terdapat pandangan yang mengatakan bahwa demokrasi belum 
lama dipraktekkan dalam dunia pemikiran Islam, meskipun secara 
substantif sesungguhnya inheren dan sejalan dengan ajaran Islam. 
Namun, terdapat pula yang berpandangan bahwa ajaran Islam 
sebenarnya bertumpu pada konsep kedaulatan Tuhan. Sehingga dengan 
demikian demokrasi,'? yang bermakna “kedaulatan sepenuhnya di 
tangan rakyat” kurang sesuai dengan pemikiran politik Islam. 


Pertanyaan tentang ada tidaknya demokrasi dalam Islam. 
Jawabannya adalah bahwa prinsip-prinsip demokrasi dan sistem 
pemerintahan demokrasi terkandung di dalam ajaran Islam dan bukan 
sebaliknya. Di dalam Al-Our'an dan Sunnah Rasulullah memang tidak 
terdapat kata demokrasi, tetapi bukan berarti konsep dan prinsip 
semacam itu tidak dikenal dalam ajaran Islam. Dalam konteks ini, 
May Rudy mengatakan, terdapat tiga macam pandangan dan persepsi 
tokoh-tokoh Islam mengenai konsep dan kegiatan yang berkaitan 
dengan demokrasi. Kelompok pertama, berpandangan bahwa konsepsi 
ajaran Islam sejalan dengan konsepsi paham demokrasi. Bahwa konsep 
demokrasi sebenarnya melekat dalam ajaran Islam. Kelompok kedua 
melihat demokrasi sebagai paham dan konsep yang mulia, tetapi 
mengakui kenyataan bahwa demokrasi kontemporer mengandung 
bias pemikiran sekuler Barat, sehingga masih perlu di isi serta diberi 
jiwa Islami. Dalam arti, perlu dikembangkan pola “teodemokrasi” 
(demokrasi yang berketuhanan). 


Dalam pengertian lain, pelaksanaan kedaulatan rakyat yang 
tidak keluar dan tidak menyimpan dari ajaran Islam. Kelompok ketiga 
menentang dan menolak demokrasi. Karena demokrasi menurut 
kelompok ini, merupakan pemikiran sekuler yang berprinsip bahwa 


'Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos (rakyat) dan kratos 
(kekuasaan) yang berarti kekuasaan oleh rakyat atau di tangan rakyat. Lihat Sukran 
Kamil, Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis, cet. pertama (Jakarta: 
Gaya Media, 2002), hlm. 16. 

Teuku May Rudy, Loc. Cit., 
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hukum dan undang-undang ditetapkan oleh perwakilan rakyat (DPR dan 
pemerintah) dan bukan oleh Allah. Artinya, Allah di mata demokrasi 
hanya sebagai Zat yang diakui keberadaan-Nya, tetapi ditolak peranan- 
Nya dalam mengatur hidup bermasyarakat dan bernegara. Sementara 
itu dalam konsepsi ajaran Islam, diyakini bahwa manusia tunduk 
kepada hukum Tuhan yang diwahyukan Allah Swt. melalui Al-Our'an 
dan Sunnah Rasulnya.'? 


Bagi Penulis, kurang tepat untuk membuat penggolongan seperti 
itu dan untuk memandang “demokrasi” hanya dari sisi sebagai pola 
pemikiran Barat saja. Demokrasi sesungguhnya adalah suatu konsep 
mengenai sistem pemerintahan (politik) atau pola yang mengatur 
hubungan antara pemerintah dengan rakyat dan menempatkan rakyat 
sebagai subjek dan bukan sebagai objek. 


Dalam konteks ini, tidak tertutup kemungkinan tumbuhnya 
demokrasi yang berciri, berjiwa, dan bernapaskan ajaran Islam atau 
demokrasi Islam. Prinsip-prinsip dan ciri-cirinya bisa berbeda, seperti 
antara Demokrasi Liberal dan Demokrasi Sosial yang sudah lebih 
dahulu dikenal. Bahkan bisa saja bahwa “Demokrasi Islam” itu sudah 
ada secara implisit dalam ajaran Islam, hanya belum dikenal secara 
eksplisit dalam perkembangan kenegaraan, serta pemikiran politik 
Islam, atau berhubung prinsip yang diterapkan bukan diberi pengertian 
atau istilah “demokrasi”. 


Kekurangsetujuan sebagian tokoh Islam terhadap sistem demokrasi 
tanpaknya ditujukan terhadap bentuk pemerintahan demokrasi, 
bukan terhadap sistem demokrasi dalam kehidupan bernegara dan 
bermasyarakat. Demokrasi dalam pengertian bentuk pemerintahan - 
seperti dalam siklus pergeseran kekuasaan pemerintahan, yang pertama 
kalinya dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles, yaitu monarki, 


'2Jbid., hlm. 362. 

8Monarki, yaitu sebuah pemerintahan yang berbentuk kerajaan di bawah 
pimpinan seorang raja serta penguasa tunggal, Aristokrasi yaitu pemerintahan yang 
berada di tangan sekelompok kecil orang-orang pilihan atas dasar keturunan atau 
kedudukan, Oligarki, yaitu pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok kecil 
orang kaya, sedang Demokrasi, yaitu negara diperintah langsung oleh seluruh warga 
negara, dan para warga negaranya memanfaatkan hak-hak politiknya yang diberikan 
oleh demokrasi secara tidak bertanggung jawab, yang kemudian menimbulkan 
kekacauan atau anarki. Lihat H. Munawir Sjadzali, Op. Cit., hlm. 46. 
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aristokrasi, oligarki, demokrasi, memang bukan hal yang dikehendaki 
dalam ajaran Islam. Namun, yang ditentang bukanlah demokrasi dalam 
arti sistem pemerintahan demokrasi yang “mengikut sertakan rakyat 
dalam menentukan jalannya pemerintahan dan memengaruhi kebijakan 
pemerintah”. 


“Demokrasi” dalam arti pola hubungan yang sejajar dan saling 
mengisi antara pemerintah dengan rakyat, bisa saja berlangsung 
di dalam bentuk pemerintahan monarki, oligarki, dan aristokrasi. 
Sebaliknya, bentuk pemerintahan republik belum tentu menerapkan 
sistem pemerintahan demokrasi, bentuk khilafah (khalifah Islam) di 
masa lampau pun, belum tentu pula menerapkan sistem “demokrasi” 
Islam. Dari segi bahasa, lawan kata demokrasi adalah tirani (penindasan). 
Sementara dari telaah atau kajian politik, lawan kata pemerintahan 
demokrasi adalah pemerintahan totalitarian (totaliter) dan authoritarian 
(otoriter). Islam jelas tidak menghendaki adanya pemerintahan totaliter 
atau otoriter. Dengan demikian, Islam cenderung kepada sistem 
pemerintahan yang demokratis. 


Jadi “demokrasi” bukan untuk menetapkan kebijakan yang 
bertentangan dengan wahyu Ilahi atau akidah Islam, walau pun hal itu 
dapat berlangsung pada negara-negara sekuler. Di Amerika, misalnya 
suara Paus (pemimpin agama Katolik) di Vatikan ternyata dapat 
memengaruhi pilihan rakyat, serta kebijakan pemerintah. Apalagi 
untuk negara-negara Islam, tentunya demokrasi tidak diarahkan untuk 
membenarkan lahirnya kebijakan-kebijakan publik yang bertentangan 
dengan Al-Our'an dan Sunnah Rasulullah. 


Demokrasi atau lengkapnya sistem pemerintahan demokrasi 
berkaitan erat dengan adanya sistem perwakilan, adanya lebih dari 
satu partai politik, berlangsungnya pemilihan umum secara berkala, 
keterbukaan politik dalam merumuskan kebijakan, manajemen 
pemerintahan yang transparan, dan efektivitas pengawasan sosial 
(social control) oleh masyarakat. Dapat pula dikatakan bahwa demokrasi 
berkaitan dengan kondisi yang kondusif bagi pemberdayaan masyarakat 
dan terdapatnya kondisi keseimbangan di antara suprastruktur politik 
(pemerintah) dengan infrastruktur politik (rakyat). 


4May Rudy, Op. Cit., hlm. 364. 
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Dalam konteks ini, untuk memahami persoalan demokrasi, dapat 
dikemukakan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu hak memberikan suara 
untuk mengarahkan kebijakan pemerintah, termasuk mengenai hak 
pilih (memilih atau dipilih): tanpa diskriminasi berdasarkan agama, 
kelompok atau golongan, kecuali bagi yang belum cukup umur dan 
yang tidak waras. Kemudian, representatif government, pemerintah 
yang dipilih oleh rakyat dan menjalankan pemerintahan mewakili 
kepentingan rakyat, partai-partai politik yang saling bersaing guna 
memperjuangkan aspirasi kelompok/golongan masing-masing. Lebih 
dari itu, ada pula yang menambahkan prinsip-prinsip lainnya yang 
lebih rinci, seperti adanya sistem peradilan yang bebas dari pengaruh 
kekuasaan pemerintah, kepastian hukum dan penerapan aturan hukum 
(rule of law): pemerintahan mayoritas dengan pengakuan hak-hak 
minoritas, kebebasan individu (misalnya: kebebasan berbicara, mencari 
nafkah, dan kebebasan berserikat): perlindungan hak-hak asasi manusia, 
serta prinsip penilaian terhadap keahlian dan penentuan jabatan. 


Perspektif ini, menunjukkan bahwa demokrasi itu terdapat dalam 
ajaran Islam. Meskipun demokrasi yang berasal dari kata demos dan 
krtein (dalam bahasa Yunani Kuno) muncul sebelum lahirnya Islam. 
Namun bukanlah berarti bahwa gagasan dan konsep yang sejalan 
demokrasi itu tidak muncul dalam ajaran Islam. Bahkan, pengangkatan 
pejabat pemerintahan melalui pemilihan, bukan secara turun temurun, 
yang merupakan salah satu prinsip utama dalam demokrasi, ternyata 
untuk pertama kalinya di dunia diterapkan dalam pola pemerintahan 
khilafah Islam. Hari Zamharir mengatakan bahwa pemilihan dan 
pengangkatan khalifah al-khulafa al-Rasyidin, sarat dengan praktik 
demokrasi yang dikenal dengan syura atau musyawarah. Yang melaui 
prosedur: pemilihan secara rasional, sumpah setia (baiat). Pemikiran 
yang menyertai hal ini adalah kriteria bahwa kepala negara itu berasal 
dari klaim yang reputasinya bagus dan terhormat demi “integrasi bangsa 
dan negara”. Abu Bakar dipilih karena berasal dari klaim terhormat, 
Ouraisy dan bagus reputasinya, karena selalu mengganti Nabi dalam 
segala hal jika Nabi berhalangan. Seperti menjadi imam shalat dan 
sebagainya. 


Muhammad Hari Zamharir, Agama dan Negara: Analisis Kritis Pemikiran 
Nurcholish Madjid, cet. pertama (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 12. 
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Islam menggunakan demokrasi dengan istilah syura atau 
musyawarah sebagai pondasi utama dalam kehidupan politik. Al- 
Our'an dengan tegas menyatakan betapa pentingnya musyawarah, dan 
bagi orang yang mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, 
sedang segala perkara mereka diselesaikan melalui sistem musyawarah 
di antara sesama mereka.!8 Nurcholish Madjid, mengatakan bahwa 
musyawarah merupakan kata kunci yang harus ditempuh oleh seorang 
dalam berbagai urusan, dan prinsip ini sepenuhnya dilaksanakan 
oleh Nabi Muhammad dalam kehidupan beliau, baik sebagai peribadi 
maupun sebagai bagian dari anggota masyarakat, dan prinsip ini juga 
sepenuhnya diikuti oleh para penguasa Islam pada masa awal Islam 
(masa nabi dan masa al-Khulafa al-Rasyidin)." 


Proses dan prosedur demokrasi di atas menjadi dasar bagi banyak 
modernis untuk membuat generalisasi bahwa yang inti atau prinsip 
adalah musyawarahnya, bukan prosedurnya. '8 Prosedur demokrasi dapat 
bervariasi, mungkin bisa elitis'? vis-a-vis populis? atau sebaliknya sesuai 
dengan kondisi dan situasi yang mengitarinya. Prinsip dibolehkannya 
perbedaan pendapat, dalam hal-hal yang bukan menyangkut akidah 
juga terdapat dalam Islam, seperti halnya dalam demokrasi. Demikian 
pula prinsip mengakui hak mayoritas dengan tidak menindas dan 
mengabaikan kepentingan minoritas, seperti yang terdapat pada 
demokrasi, juga terkandung dalam ajaran Islam. 


Berdasarkan paparan di atas, demokrasi merupakan sistem politik 
yang mengontrol terhadap pmerintahan, serta kewajiban untuk 
memberikan pertanggungjawaban (accountibility) kepada rakyat melalui 
sebuah sistem perwakilan. Demokrasi modern adalah dua hal sekaligus. 
Ia hendak membuat nyata kedaulatan rakyat dan ia melakukannya 
lewat suatu sistem kompleks kelembagaan dan mekanisme politik 


160.5. Al-Syurah, 42: 38. 

WNurcholish Madjid, Islam Doktrin Dan Peradaban (Jakarta: Paramadina, 1992), 
hlm. 24. 

BJbid., 

#Elitis maksudnya memilih orang-orang yang terbaik atau terpandang dalam 
suatu kelompok dalam masyarakat. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua, 
cet. empat (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 258. 

20Populis maksudnya penganut paham populisme. Populisme adalah paham 
yang mengakui dan menjunjung tinggi hak, kearifan, dan keutamaan rakyat kecil. 
Ibid., hlm. 782. 
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serta hukum yang mengoperasionalisasikan kedaulatan rakyat 
tersebut. yaitu pemilihan umum yang jujur, adil, dan kompetitif, 
lembaga perwakilan rakyat, lembaga eksekutif atau birokrasi, lembaga 
peradilan yang independen, pers dan media yang bebas, dan lain- 
lain. Jadi pertama, demokrasi merupakan suatu paket politik yang di 
dalamnya terdapat nilai, mekanisme, dan kelembagaannya. Kedua, dalam 
demokrasi sebagaimana telah dikemukakan, elite-elite diharuskan 
untuk memperlihatkan diri kepada warga negara sebagai elite yang 
bertanggung jawab dalam melaksanakan mandat yang diberikannya. Bila 
tidak, rakyat akan memilih elite lain yang dikehendaki mereka. Oleh 
karena itu, salah satu komponen nilai pada demokrasi sebagaimana 
dikatakan Nurcholish Madjid adalah adanya kebebasan. 


Namun kebebasan itu harus pula dibarengi tanggung jawab. 
Pada isu ini lanjut Hari, yaitu: 1) identitas individu harus dijamin, 
2) pekerjaan yang dilakukan individu adalah (hasil) dari diri sendiri, 
bukan paksaan, 3) berakal, dan 4) individu sebagai agensi moral.“ 
Orang-orang yang berdedikasi kepada pandangan hidup demokrasi, 
mampu bergerak ke arah tujuan yang dicita-citakan bukan sebaliknya. 
Atas dasar itu prinsip-prinsip dasar demokrasi menurut Muhammad As 
Hikam adalah: 1) kedaulatan berada ditangan rakyat, 2) jaminan hak-hak 
dasar warga negara, 3) sistem perwakilan, 4) partisipasi warga negara 
dalam proses pengambilan keputusan, 5) persamaan di depan hukum 
bagi warga negara, 6) rule of law, 7) pertanggungjawaban penguasa 
kepada warga negara.2 


Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, setiap penyelenggara negara 
yang gagal memenuhinya berarti kehilangan legitimasinya, baik 
legitimasi yuridis, politis, maupun etis. Rezim-rezim yang berkuasa 
pada suatu pemerintahan termasuk di Indonesia ini, seharusnya 
diukur kesuksesan dan kegagalannya di dalam melaksanakan praktik 
ketatanegaraan dengan parameter yang ditetapkan seperti itu. Oleh 
karena itu, pula struktur dan format politik yang dikembangkan di 
dalam masyarakat juga harus secara konsisten mengejawantakan 
prinsip-prinsip tersebut. Jika tidak, maka sudah pasti bahwa praktik 


21Nurcholish Madjid, Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat (Jakarta: Tabloit 
Tekad — Paramadina, 1999), hlm. 139-142. 
2Muhammad As Hikam, Op. Cit., hlm. 126. 
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ketatanegaraan yang akan dimunculkannya tidak mungkin bisa 
mengklaim sebagai demokrasi, baik secara prosedural apalagi secara 
substantif. 


2. Membincang Islam dan Negara 


Maraknya perbincangan mengenai agama dan negara telah berkembang 
semenjak berkembangnya pemikiran politik sekular di dunia Islam 
termasuk di Indonesia. Perbincangan ini semakin mengemuka setelah 
penghapusan sistem kekhilafahan Turki Usmani oleh Mustafa Kemal 
al-Tattur pada tanggal 3 Maret 1924 dan diikuti dengan pencabutan 
Islam sebagai agama resmi negara, serta penghapusan syari'at sebagai 
sumber hukum tertinggi negara. Pemisahan agama dan negara yang 
dilakoni Mustafa Kemal di Istambul merupakan sebuah perwujudan 
atas keinginan yang kuat untuk mengikuti dan mengadopsi pemikiran 
politik sekuler dari Barat dengan grand teory utamanya Max Weber. 
Sekularisme menjadi sesuatu yang dianggap baik oleh Barat karena 
secara historis ia terlahir dari perlawanan atas kejumudan pemikiran 
gereja pada abad pertengahan. Di Indonesia misalnya, relasi agama dan 
negara masih bersifat problematis. Persoalan ini berpusat dan berakar 
pada bagaimana “menghadirkan” peran Islam dalam lingkup negara 
bangsa atau nation state. 


Ketika konstituante berupaya menyusun UUD yang baru, 
persoalan pilihan muncul: Pancasila atau Islam. Karena tarik-menarik 
kepentingan yang demikian kuat dari golongan nasionalis sekuler dan 
nasionalis Islam tersebut. Akhirnya terjadilah kompromi politik dengan 
dikeluarkannya Dekrit Presiden yang menetapkan kembali ke UUD 
1945. Begitupun ketika masa Orde Baru, Islam — terutama di masa- 
masa awal Orde Baru - dalam taraf tertentu, identik dengan ekstrem 
kanan, oposisi, anti-Pancasila, dan lain-lain sejenisnya. Tesis di atas 
merupakan sebuah realitas emperis yang menjelaskan bahwa terdapat 
ketidakmampuan untuk mendialogkan visi sekuler dengan visi yang 
menginginkan warna agama dalam dasar negara sehingga negara dalam 
realitas politik terkadang melakukan penyimpangan dari etika dan 
moralitas agama. Pasca era Masyumi dan Muhammad Natsir, muncul 
Nurcholish Madjid sebagai pemikir dan cendekiawan Muslim dengan 
julukan “penarik” gerbong gerakan pembaharuan Islam sejak dekade 
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70-an mengajukan gagasan pemikiran alternatif dalam hubungan Islam 
dan negara. 


Perkembangan mutakhir politik Indonesia, menunjukkan 
bahwa agama merupakan suatu institusi politik yang paling penting 
dalam sistem Pancasila. Sebab, dari agamalah para politisi mencoba 
memusatkan perhatian dalam pengertian mencari legitimasi mereka, 
baik secara langsung ataupun tidak. Agama dipergunakan sebagai 
sumber legitimasi bagi ketajaman-ketajaman moral dan keputusan- 
keputusan terhadap rakyat, yang merupakan basis dari masyarakat 
Indonesia. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai hubungan antara 
agama dan negara dalam pemikiran politk Islam, khususnya jika 
masalah ini dilihat dari konteks keindonesiaan, maka dirasa perlu 
dikaji pandangan dan sikap-sikap politik atau pemikiran politik umat 
Islam terkemuka di Indonesia. Pandangan mereka dianggap sebagai 
representasi pemikiran dan mengikat dalam berbagai masalah, tidak 
hanya menyangkut masalah keagamaan, tetapi juga dalam masalah- 
masalah lain. 


Hubungan agama dan negara secara umum terdapat tiga polarisasi 
pemikiran yang berkembang di sekitar wacana tersebut. Polarisasi itu 
meliputi: (1) pemikiran yang menghendaki keterpisahan agama dari 
sistem ketatanegaraan atau sekularisme, (2) wacana yang melihat 
hubungan agama dan negara bersifat komplementer, dan (3) wacana 
yang bercorak integralistik.8 Sebelum ketiga arus utama di atas 
dikemukakan, perlu diuraikan secara singkat mengenai latar belakang 
konseptual tentang agama. Karena konsepsi dan definisi membawa 
implikasi pada perbedaan wacana tentang hubungan agama dan negara. 
Konsepsi yang dimaksud adalah konsep agama yang berisi (1) ajaran 
moralitas, (2) pranata sosial politik dan hukum, bahkan mungkin (3) 
doktrin atau ajaran tentang metode hidup bidang ekonomi, dan juga 
doktrin tentang kehidupan politik. 


Adapun ketiga macam wacana sintesis antara agama dan negara 
yang dikemukakan di atas, yakni: pertama, pola pemisahan. Dilihat dari 
segi legitamsi kekuasaan, bahwa kekuasaan yang diabsahkan secara 
agama dinilai tidak sesuai lagi dengan etika politik suatu negara modern. 


2Muhammad, Hari Zamharir, Agama dan Negara: Analisis Kritis Pemikiran Politik 
Nurcholis Madjid, cet. pertama (Jakarta: PT. RajaGrafindo, Persada, 2004), hlm. 74. 
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Karena, kelemahan utama ligitimasi jenis ini terletak pada inti paham 
tentang kekuasaan agama, yaitu bahwa “hakikat kekuasaan tersebut 
berasal dari alam gaib atau Ilahi. Paham ini tidak menuntut legitimasi 
etis, dan legitimasi moral yang datang dari agama.? Muhammad Hari 
Zamharir yang mengutip pendapat Suseno mengatakan bahwa dalam 
zaman sekarang ini, kebudayaan modern menolak keyakinan agama 
sebagai sumber kekuatan kehidupan nyata. Lebih lanjut ia mengatakan, 
“Kekusaan politik dilihat sebagai realitas yang menusiawi, tanpa 
kekerabatan apa pun”. 


Menyimak pola pemisahan agama dengan negara ini, menolak 
eksistensi “negara agama”, juga kaitan hukum keagamaan. Negara 
tidak mungkin dikuasai oleh agama pada umumnya, dan oleh karena 
itu, agama tidak memengaruhi penyelenggaraan negara. Dan tidak 
mungkin negara diagamakan. Pandangan ini mencoba memisahkan 
antara urusan agama dan urusan negara. Pandangan serupa ini juga 
datang dari pemikir politik sekular yang mengajukan pemisahan antara 
agama dan negara dalam arti menolak pendasaran negara kepada Islam, 
atau paling tidak menolak determinasi Islam akan bentuk tertentu dari 
pada negara. Salah seorang tokoh yang terkenal membawa pandangan 
ini adalah Ali Abd al-Razig. Issu sentral yang diajukan adalah bahwa 
Islam tidak mempunyai kaitan sedikit pun dengan sistem pemerintahan, 
termasuk sistem pemerintahan kekhilafahan al-khulafa' al-rasyidun, 
bukan sebuah sistem politik keagamaan atau keislaman, tetapi sebuah 
sistem yang bersifat duniawi.” 


Dinamika dan wacana kedua, adalah hubungan agama dan negara 
bersifat komplementer. Konsepsi “nasionalisme Islam” Soekarno, 
mungkin contoh terbaik di Indonesia. Dengan pendekatan sejarah, 
Soekarno yang menghendaki pemisahan agama Islam dari negara, 
dengan argumen: (1) penyatuan itu bertentangan dengan prinsip 
demokrasi, (2) hal itu dimungkinkan oleh watak hukum Islam yang 
lentur, dan (3) tidak ada konsensus ahli agama tentang bersatunya 


“Frans Magnis-Suseno, Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan 
Modern (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. 34. 

2bid., hlm. 32. 

2Jbid., hlm. 78. 

2?Muhammad Imaa, Al-Islam wa ushul al-Ahkam li Ali Abd al-Razig (Bairut: 
Tpn,1972), hlm. 92. 
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agama dan politik. ?8 Meskipun Soekarno mengemukakan demikian, 
namun beliau tetap memberi peluang bagi umat Islam untuk berjuang 
melalui jalan politik, yakni berjuang di parlemen, dan jika menguasai 
kursi di parlemen, dapat menentukan kebijakan dan hukum-hukum 
negara. Jika proses konstitusional ini dapat dilalui umat Islam, maka 
persatuan agama dan negara adalah sah. Ini berarti bahwa meskipun 
Soekarno memisahkan Islam dari negara, namun pandangan ini 
tidak mendasar, karena sesungguhnya pandangan beliau bersifat 
“lunak”, seperti dapat dilihat dari pernyataannya bahwa “Ini bukan 
berarti penghapusan aturan-aturan Islam. Karena peraturan itu bisa 
dimasukkan ke dalam undang-undang dan peraturan dari negara, asal 
sebagian besar dari wakil-wakil rakyat di dalam perwakilan itu terdiri 
dari wakil-wakil Islam.? Pandangan Soekarno ini, dalam penilaian 
Nurcholish Madjid menunjukkan bahwa negara memberi peluang bagi 
masuknya nilai-nilai Islam ke dalam undang-undang dan peraturan 
negara.” Wacana yang ketiga, dari hubungan agama dan negara yang 
tergolong dalam pola hubungan yang bersifat integratif. Pada bagian 
ini ada tiga variasi wacana, yakni: (1) integrasi total dan ideologis, (2) 
integrasi dalam konsepsi negara Pancasila adalah negara Islam, dan (3) 
integrasi nonideologis dan nonformal, yang mirip dengan komplementer 
“nasionalisme Islam” Soekarno. 


Dalam hal integrasi total ideologi, gagasannya sudah mengkristal di 
masa awal kemerdekaan, dengan rumusan konstitusi yang berkekuatan 
hukum. Yakni dalam konsep yang tertuang dalam dasar negara Pancasila, 
22 juni 1945, yang dikenal dengan tujuh kata, Yakni “Dengan kewajiban 
menjalangkan syari'at Islam bagi para pemeluknya”.? Kemudian 
melalui kompromi setelah berlangsung alot, akhirnya rumusan tersebut 
dihilangkan, sebagaimana tertera pada Pancasila. Wacana ini kemudian 
mendapat ruang kembali diperdebatkan pada masa konstituante tentang 
dasar negara. Mengenai integrasi dalam konsep negara Pancasila sebagai 


2Muhammad Hari Zamhari, Op., Cit., hlm. 81. 

2Paliar Noer, Pengantar ke Pemikiran Politik (Jakarta: Rajawali Press, 1983), 
h1lm.189-195. 

2Nurcholish Madjid, Khasanah Intelektual Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 
hlm. 12-13. 

'IMuhammad Hari Zamhari, Op., Cit., hlm. 84. 

2Anwar Haryono, Dibalik Lahirnya Suatu Bangsa dan Negara (Jakarta: UI Press, 
1997), hlm. 28. 
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negara yang Islami dapat diterima, dan oleh karena itu pemerintah 
memiliki keabsahan dalam mengelola zakat, karena zakat yang 
merupakan urusan keagamaan ditangani oleh negara. 


Di sini dapat dilihat hubungan antara agama dengan negara 
secara integrasi yang demikian kuat melalui negara yang berdasarkan 
Pancasila. Kedudukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 menurut 
Nurcholish Madjid, sama dengan kedudukan dan fungsi dokumen 
politik pertama dalam sejarah Islam, yaitu piagam Madinah, dan umat 
pada masa Rasulullah menerima konstitusi Madinah tersebut dalam 
rangka menyetujui kesepakatan bersama dalam membangun masyarakat 
politik bersama. 


Atas pemikiran tersebut, tampaknya tidak merasa risau ketika 
pemerintah orde baru memberlakukan Undang-Undang Keormasan 
(UU No. 8/1985) antara lain menetapkan keharusan mencantumkan 
Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi kemasyarakatan, ia 
hanya memfilterisasi kekhawatiran sebagian umat Islam yang melihat 
pemberlakuan undang-undang tersebut, dapat mereduksi peranan 
agama Islam yang justru memanfaatkan simbolisme formal agama 
menjadi kurang dan pada waktu itu Nurcholish Madjid memunculkan 
idenya pada tahun 1970-an dengan slogan Islam yes, partai Islam no. 
meskipun tidak ada kewajiban membentuk negara Islam, namun sebagai 
masyarakat yang bernegara hendaknya dapat membentuk masyarakat 
yang Islami, karena itu masyarakat Islam adalah masyarakat yang 
mengikuti perkembangan zaman di bidang politik, ekonomi, dan sosial 
budaya.” 


Variasi lain yang bersifat integrasi nonideologis dan nonformal, 
yang mirip dengan komplementer “nasionalisme Islam” Soekarno, 
dapat dilihat melalui sintesis ajaran Islam dan demokrasi yang dapat 
disimbolkan dengan pemikiran Muhammad Natsir yang menampilkan 
sintesis yang rasional-logis. Dalam pengertian bahwa prinsip demokrasi 
adalah menghargai keadilan, persamaan, maka perpaduan Islam dan 
demokrasi dapat saja menghasilkan partai Islam yang demokratis, atau 
ideologi Islam yang terbuka dan toleran. Jadi, keberadaan partai Islam 


8Nurcholish Madjid, “Cita-cita Politik Kita”, dalam Basco Carillo dan Dasrizal 
(Penyunting), Aspirasi Umat Islam Indonesia (Jakarta: Lappanas, 1983), hlm. 11. 
'4Syafii Maarif, Membumikan Islam (Yogyakarta: Pusta Pelajar, 1995), hlm. 94. 
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seperti Masyumi dan aspirasi suatu negara Islam yang demokratis adalah 
sebagai representasi dari sintesis antara Islam dan negara secara logis- 
rasional. Termasuk Pancasila yang di dalamnya terkandung nilai-nilai 
ajaran Islam. 


Dengan melihat polarisasi hubungan antara agama dan negara 
yang dikemukakan di atas, maka yang disebutkan terakhir lebih 
memperlihatkan hubungan yang sangat kuat dan tak terpisahkan, 
meskipun tidak mengabaikan begitu saja hubungan yang disebutkan 
kedua, yaitu hubungan yang bersifat komplementer. Atas dasar itulah, 
argumen fundamental wacana kedua dan ktiga di atas, memperlihatkan 
ajaran Islam yang prinsipnya masuk ke dalam sila Pancasila. Dan oleh 
karena itu, perjuangan tokoh-tokoh Islam seperti Muhammad Natsir 
bukan mendirikan negara Islam, tetapi yang penting adalah isinya, yakni 
kemakmuran dan keadilan bagi rakyat. 


Dari sinilah Nurcholish Madjid menolak Islam sebagai ideologi, 
karena akan merendahkan dan akan mendiskriditkan agama sebagai 
suatu yang setara dengan ideologi. Negara Islam bagi beliau merupakan 
sesuatu yang terjadi secara otomatis, sebagai akibat fakta bahwa 
orang Indonesia yang mayoritas adalah orang Muslim. Tanpaknya 
bagi Nurcholish Madjid, bila penduduk suatu negara sebagian besar 
beragama Islam, sudah cukup untuk menyebutnya negara Islam.” 


Mencermati akar perdebatan tentang hubungan Islam dan negara 
Indonesia, sebagaimana yang dikemukakan di atas, sebenarnya berpusat 
di sekitar perbedaan paradigma dan grand teory. Perpolitikan “sekuler” 
yang menjadi trend di Barat (dengan grand teory utama Max Weber, yakni 
gagasan tentang pemisahan agama dari negara) berhadapan dengan 
“teori emansipatoris” dan pemikiran lain yang bersifat antitesis terhadap 
perpolitikan sekuler. 


Mengingat bahwa para pendiri Republik Indonesia sudah membuat 
sintesis yang kurang lebih “jalan tengah”, tanpaknya di masa kini, 
hubungan Islam dan negara Indonesia tetap dimungkinkan. Indikator 
“jalan tengah” itu di masa kini adalah, antara lain, adanya output politik 


Muhammad Hari Zamharir, Op. Cit., hlm. 167. 
'6Deliar Noer, Op. Cit., hlm. 136. 

“7Ibid., hlm. 203. 

38Jbid., hlm. 173. 
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bidang perpajakan, yang telah menerima eksistensi pembayaran zakat 
sebagai bagian atau komponen yang sah dari “pengeluaran untuk pajak”. 
Dan eksistensi bank syariah sebagai bagian dari sistem perbankan 
nasional. Menurut Nurcholish Madjid, ini adalah bentuk konkret 
hubungan Islam dengan negara Indonesia yang berdasar Pancasila, dan 
indikator penghargaan sistem politik Indonesia atas apa yang terdahulu 
disebut sebagai identitas peradaban. ?? 


Tampaknya, “jalan tengah” yang disebutkan di atas, dapat 
dielaborasi bahwa jika sekularisasi pemikiran politik dari Barat dalam 
arti memisahkan agama dan negara secara total, dan proses politik 
menutup rapat bagi “ruang” agama dan “ruang” politik, sedangkan 
Bung Karno di Indonesia memisahkan antara agama dan negara secara 
“Iunak”, dalam arti proses politik demokratis dapat membuka corak 
Islam pada negara, maka pada Nurcholish Madjid, ada pembatasan 
yang fundamental, yakni menolak proses mengideologikan Islam 
karena penerimaan: konsep Islam sebagai agama sipil dan penerimaan 
pluralisme berbasis nilai agama untuk menumbuhkan demokrasi. 


Bagi Nurcholish Madjid, “jalan tengah” itu memposisikan agama 
sebagai roh negara, atau dengan kata lain bersifat “komplementer”, 
dalam pengertian bersifat saling mengisi atau bersifat saling melengkapi. 
“0 Dalam konteks ini, maka pemikiran Ali Abdul Razig yang membangun 
sekularisme di dunia Islam, seperti dikemukakan di atas, jelas berbeda 
dengan pemikiran politik Nurcholish Madjid. Pemikiran Nurcholish 
Madjid berada pada spektrum yang lebih “dekat” dengan poros atau 
“jalan tengah”, sedangkan pemikiran Ali Abdul Razig cukup jauh dari 
poros atau jalan tengah. Dinamika pemikiran di atas, sistem politik 
Indonesia tidak mengadopsi secara dogmatis asumsi-asumsi dasar pada 
perpolitikan modern yang menjadi trend di Amerika Utara dan Eropa 
Barat, tetapi mengadopsi dari nilai-nilai budaya dan agama. 


Dalam konteks ini bagi kalangan Neo-Modernis Islam, memandang 
bahwa demokrasi dipandang sebagai aturan politik yang paling 
layak, sementara agama diposisikan sebagai wasit moral dalam 
mengaplikasikan demokrasi. Hubungan Islam dengan demokrasi, 


39Tbid., hlm.174. 
“0Nurcholish Madjid, Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat (Jakarta: Tabloit 
Tekad-Paramadina, 1999), hlm. 139-142. 
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terdapat dua problem, pertama problem filosofis, yakni jika klaim agama 
terhadap pemeluknya sedemikian total, maka akan menggeser ekonomi 
dan kemerdekaan manusia yang berarti juga menggeser prinsip-prinsip 
demokrasi. Kedua problem historis sosiologis, yakni ketika kenyataannya 
peran agama tidak jarang digunakan oleh penguasa untuk mendukung 
kepentingan politiknya." 


Menurut Abdurrahman Wahid, bahwa nilai demokrasi ada yang 
bersifat pokok dan ada yang bersifat derivasi atau lanjutan dari yang 
pokok. Menurutnya, ada tiga nilai pokok demokrasi yaitu, keadilan, 
kebebasan dan musyawarah.” Keadilan merupakan landasan demokrasi 
dan peluang bagi semua orang untuk mengatur kehidupannya sesuai 
dengan keinginannya. Kebebasan yang dimaksudkan adalah kebebasan 
individual di hadapan kekuasaan negara, atau hak-hak individu 
sebagai warga negara dan hak kolektif dari masyarakat, sedangkan 
musyawarah merupakan suatu bentuk cara memelihara kebebasan 
dan memperjuangkan keadilan lewat jalur permusyawaratan. Dalam 
Al-Our'an tentang keadilan lihat O.S. Al-Maidh (5): 58 tentang 
musyawarah O.S. Ali Imran (3): 59 dan tentang kebebasan O.S. 
Al-An'am (6): 94. Gagasan demokrasi pada intinya menganut dasar 
kesetaraan manusia, sehingga hak-hak individu dapat terjamin 
kebebasannya. Menurut Nurcholish Madjid, demokrasi sebagai suatu 
ideologi, tidak hanya karena pertimbangan-pertimbangan prinsipil, 
yaitu karena nilai-nilai demokrasi itu dibenarkan dan didukung 
semangat ajaran Islam, tetapi juga karena fungsinya sebagai aturan 
permainan politik yang terbuka." 


Dalam hubungan ini, Muhammad Hari Zamharir, mengekspresikan 
aksi politik Nurcholish Madjid di Era Reformasi di Indonesia. 
Menurutnya, Nurcholish Madjid mengatakan bahwa pemerintah belum 
reformis. Dalam hal budaya demokrasi secara umum, khususnya 
lembaga kepresidenan. Beliau melihat bahwa kita masih belum memiliki 


“Tarmizi Thahir, Demokrasi Politik, Budaya dan Ekonomi (Jakarta: Paramadina, 
1994), hlm. 192. 

2Abdurrahman Wahid, Pergulatan Negara dan Kebudayaan (Depok, Desentara, 
2001), hlm. 90. 

8Nurcholish Madjid, “Agama dan Negara dalam Islam: Telaah atas Figh 
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mentalitas demokrat, kita masih bersandar pada invidu, belum pada 
sistem dan prosedur demokrasi. “kita harus siap menerima siapa 
pun yang menang, setan gundul sekalipun”.# Pandangan demikian, 
berimplikasi bahwa hubungan Islam dan kenegaraan Indonesia akan 
lebih bercorak nonideologis, demikian juga pada pemikiran politik 
Munawir Sjadzali, yaitu menerima sistem kenegaraan Pancasila yang 
demokratis menerapkan keadilan, persamaan. Oleh karena itu, tidak 
penting ekspresi politik yang bersifat simbolis atau menjadikan ideologi 
Islam. 


Menyinggung soal perjuangan dan pemikiran tokoh-tokoh yang 
dikemukakan di atas, secara tersirat menggunakan pendekatan 
pemikiran substantif. Dalam arti melakukan substansiasi agama ke 
dalam proses politik dengan menawarkan nilai-nilai Islam yang ideal 
berupa etika dan moral sebagai refleksi dari sintesis antara agama dan 
negara. Pemikiran yang selalu memformalkan institusi politik seperti 
istilah Darul Islam (negeri Islam) dan Darul Harb (negeri kafir) atau 
sebut saja “Negara Islam”, bagi Nurcholish Madjid tidaklah tepat, sebab 
negara Islam yang formalistik itu tidak pernah digunakan, baik oleh 
Nabi sendiri maupun penggantinya selama berabad-abad lamanya, dan 
jelas sekali bahwa ia muncul di kalangan umat hanya sebagai gejala di 
zaman modern ini saja. Kemunculannya itu, bisa dikaji dalam kaitannya 
dengan bentuk interaksi umat dengan golongan-golongan lain, dan akan 
jelas bahwa ide itu, apalagi sebutan formalnya, adalah suatu variabel 
historis sosiologis, bukan esensi agama Islam itu sendiri. 


Dalam konteks ini, istilah dar al-Islam dan dar al-harb tersebut, lebih 
melihat pada tataran substantif penyelenggaraan sistem pemerintahan 
dan proses politik yang berlangsung, yakni suatu kondisi politik dalam 
sistem politik yang memberikan jaminan kebebasan menjalankan 
agama, dengan kekuasaan politik di tangan orang lain. Paham senada 
ini juga dikemukakan oleh Marcel A. Boisard, bahwa “suatu negara 
yang (penguasanya) bukan Muslim, yang tidak mengancam masyarakat 
Islam dan mempunyai lembaga-lembaga yang mengajarkan sikap 
hormat kepada keadilan yang menjamin kemerdekaan beragama, negara 


“Muhammad Hari Zamhari, Op. Cit., hlm. 168. 
“SIbid., hlm. 203 dan lihat juga Suara Pembaharuan, 13 Mei 1999. 
“Muhammad Hari Zamharir, Op. Cit., hlm. 259. 
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tersebut akan dianggap di luar “kawasan perang” dalam pengertian 
bukan tergolong dar al-harb dan oleh karena itu hubungan damai 
yang didasarkan atas kejujuran dan pengakuan timbal balik dapat 
berkembang”. Lebih lanjut dikatakan bahwa, konsep darul Islam versus 
darul harb bukan berdasarkan wilayah geografisnya, melainkan indikator 
kualitatif, yaitu keadilan, keselamatan dan kemerdekaan beragama 
untuk umat Islam." 


Dalam perspektif ini, baik Nurcholish Madjid maupun A. Boisard, 
lebih mengutamakan sebuah kondisi kualitatif dalam kehidupan 
politiknya, bukan penguasanya atau wilayahnya. seandainya pun 
penguasa beragama Islam, tetapi jika output politiknya tergolong pada 
produk-produk dar al-harb, maka sistem politiknya dapat tergolong 
dalam “kawasan perang” (darul harb). 


Pandangan serupa ini juga yang dianut oleh Muhammad Natsir. 
Ia lebih mengutamakan sebuah tatanan politik yang berkeadilan, 
damai dan demokratis. “Politik Islam” bagi beliau pada intinya adalah 
perjuangan untuk diselenggarakannya sistem politik yang demokratis 
dan pluralis, secara khusus diterimanya kemajemukan agama-agama. 
Jadi di sini secara imflisit ditolak kategori “negeri Islam” vis-a-vis 
“negeri kafir”. 


Jadi, menggunakan konsep dan pendekatan “substantif, secara 
logis dapat dipahami dan diterima. Yakni pentingnya kondisi-kondisi 
perpolitikan yang secara kultural bersifat damai, adil dan bebas 
dalam beragama, hubungan antara bangsa cukup terbuka dengan 
tidak membuat kontradiksi antara masyarakat Muslim maupun 
nonmuslim. Dengan demikian, sistem kenegaraan Pancasila yang 
normatif menjunjung tinggi pluralisme, keadilan dan demokratis 
— jika digunakan konsep dan pendekatan substantif untuk melihat 
pemikiran politik tokoh-tokoh di atas- dapat diterima oleh masyarakat 
muslim Indonesia. Karena konsep dan pendekatan substantif demikian 
ini agaknya lebih dapat dipertanggungjawabkan. Kekuatan penting 


“Marcel A. Boisard, Humanisme dalam Islam terjemahan HM. Rasjidi (Jakarta: 
Bulan Bintang, 1980), hlm. 228-240. 

“bid., hlm. 139. 

Muhammad Hari Zamharir, Op. Cit., hlm.256 dan lihat pula Marcel A. 
Boisard, Ibid., hlm. 235. 
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pendekatan ini adalah dinamikanya dalam melihat segi politik suatu 
darul-Islam atau darul harb. 


Merujuk pada khasanah ilmu hubungan internasional, yaitu 
adanya model-model hubungan, yakni kerja sama antarnegara, 
kompetisi antarnegara dan konflik, serta model campuran, maka 
model hubungan yang bersifat konflik atau bersifat memusuhi kaum 
muslimin, mungkin dinamakan darul harb. Jika suatu negeri tidak 
memiliki perangkat penegak keadilan dan kebebasan beragama, negeri 
itu disebut darul harb. Jadi, indikatornya bukan kafir atau wilayah 
negara itu, tetapi kualitas sistem politiknya. Cara pandang seperti 
inilah, yang dianut tokoh-tokoh di atas dalam memandang inti suatu 
“politik atau negara” menurut citra Islam.8' Kata kuncinya pada 
idealisme pemikiran ini adalah etika politik demokrasi pluralistik, 
yakni bahwa perpolitikan Indonesia dalam konteks pluralisme 
dengan mayoritas penduduk Muslim hendaknya membudayakan 
politik demokratis yang berbasis etika dan moralitas agama sebagai 
perwujudan sintesis antara agama dan negara. 


D. Integrasi Syurah, Demokrasi, dan Partai Politik Islam 


Sejumlah kajian tentang syura, demokrasi dan partai politik Islam, 
merupakan kelanjutan dari kajian sebelumnya, yakni musyawarah 
(syurah) dan demokrasi. Pada kajian ini, bernuansa klasik dan 
kontemporer. Hal ini dimaksudkan untuk menemukan benang merah 
di antara kedua nuansa tersebut sebagai suatu kontinuitas dari 
perkembangan sebuah konsep. Syura sebagai konsep yang sangat tua 
dan bahkan telah ada sebelum masa pra-Islam dilegitimasi oleh agama 
yang di bawah oleh Nabi Muhammad Saw. di tengah-tengah bangsa 
Arab Jahiliyah, kemudian pada masa Muhammad dan seterusnya masa 
Khulafa al-Rasyidin mengalami perkembangan yang signifikan, baik 
dalam bentuk maupun dalam peristiwa yang mengitarinya. 


Namun sangat diPenulisngkan konsep kemasyarakatan, maupun 
kenegaraan itu mengalami kemandekan, baik dalam das solen maupun 


Muhammad Hari Zamharir, Op. Cit., hlm. 258 dan lihat pula Syafii Anwar, 
Pemikiran dan Aksi Islam di Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim 
Orde Baru (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 76, 197-193 dan 203-204. 
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das seinnya disebabkan karena pemerintahan Muslim, kemudian 
membentuk pemerintahan yang bersifat kerajaan dan itu berlangsung 
berabad-abad lamanya. Bentuk pemerintahan semacam itu, sedikit demi 
sedikit memberi peluang untuk mengembangkan konsep syura yang 
pada dasarnya memang suara rakyat yang harus lebih banyak didengar. 
Kondisi tersebut berlangsung dalam waktu yang cukup lama. 


Meskipun muncul sejumlah pemikir politik Islam pada masa 
pemerintahan Abbasiyah hingga beberapa waktu kemudian, namun 
setelah itu pemikiran-pemikiran mereka tidak mengalami elaborasi 
lebih lanjut. Malahan elaborasi terhadap konsep yang pernah 
dibicarakan para pakar Muslim itu lebih berkembang di dunia Barat yang 
nonmuslim dan pernah menjadi pengagung kejayaan dan peradaban 
Islam. Seharusnya konsep-konsep itu perlu dielaborasi oleh kalangan 
Muslim sendiri. Berkenaan dengan apa yang dikemukakan di atas, 
kajian ini dimaksudkan untuk membahas beberapa persoalan penting 
dan mendasar bertalian dengan konsep syura, demokrasi dan partai 
politik Islam. Benarkah bahwa demokrasi dan partai politik Islam itu 
merupakan elaborasi lebih lenjut dari konsep syura yang telah ada dan 
berkembang pada awal-awal perkembangan Islam. 


Dinamika syura atau musyawarah dalam bahasa Arab merupakan 
bentuk mashdar dari saawara, yang mempunyai pengertian meminta 
pendapat dari orang yang bisa dimintai pendapat.?! Dapat pula 
bermakna “mengeluarkan madu dari sarang lebah” itu juga sinonim 
dengan kata syura yang berarti dirundingkan, permusyawaratan, hal 
bermusyawarah atau konsultasi. Bentuk lain dari kata itu adalah 
asyara (memberi isyarat) syawir (mintaklah pendapat).” Jadi, syura 
berarti saling merundingkan atau bertukar pendapat mengenai suatu 
masalah atau meminta pendapat dari berbagai pihak untuk kemudian 
dipertimbangkan dan diambil yang terbaik demi kemaslahatan 
bersama. Para pihak yang berpendapat itu adalah perwakilan dari 


51Abu al-Husain Ibn Faris Ibn Zakaria, Mu'jam Magaiyis al-Lughat, jilid NI 
(Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1972), hlm. 226. 

22Ibid., 227, dan lihat pula Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawir, 
(Jakarta: Pustaka Progresif, t, th.), hlm. 803. 

23bid., hlm. 392. 

Abdul Hamid Ismail al-Anshori, As-Syura wa Asaruhu fi al-Demokratiyah 
(Kairo: al-Matba'ah al-Salafiyyah wa Maktabatuha, 1980), hlm. 23. 
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kelompok dan dipandang mampu menyampaikan aspirasi mereka. 
Sehingga semua pendapat yang dikemukakan mempunyai argumentasi 
logis dan diperhitungkan. 


Secara umum syura bukan saja dilakukan oleh kelompok yang 
berdampak luas, tetapi berlaku juga antara individu seperti suami 
isteri. Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz (bersifat keras dari 
pihak suami kepada isteri) atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka 
tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar- 
benarnya dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia 
itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu menggauli isterimu dengan 
baik dan memelihara darimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka 
sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 
Kata perdamaian di atas, mengandung arti musyawarah untuk mencapai 
mufakat antara keduanya. Permufakatan dapat tercapai setelah 
setelah masing-masing pihak mengeluarkan pendapatnya berdasarkan 
argumentasi logis untuk kepentingan bersama. Jika dilihat dari aspek 
fighi siyasi, maka menurut Abdurrahman Abdul Khalig bahwa syura 
adalah meminta pendapat dari para ahli ikhtiyar untuk mencapai hal- 
hal yang mendekati kepada kebenaran. 


Syura sebenarnya telah berjalan paling tidak pada masa pra-Islam 
yang mengambil bentuk yang sangat sederhana. Bentuk syura semacam 
ini, memang menjadi tradisi dalam suatu masyarakat untuk mengambil 
suatu keputusan.” Datangnya agama Islam dengan ajaran-ajarannya 
menjustifikasi tradisi bangsa Jahiliyah tersebut. Islam menganjurkan 
untuk melaksanakan musyawarah dalam semua masalah. Masalah- 
masalah yang dibicarakan bila mengalami kebuntuan dikembalikan 
kepada Allah. Untuk menunjukkan betapa pentingnya mekanisme itu 
dilalui dalam rangka memecahkan masalah, dapat dilihat dari beberapa 
peristiwa berikut ini. 


55Al-Our'an Surat an-Nisa: 128. 

56Abdurrahman Abdul Khalig, Syura fi Dilli Nidlam al-Hukmi al-Islami (Kuwait: 
ad-Darussalafiyah, 1975), hlm. 14. 

57Pada waktu itu memang belum dikenal istilah syura, tetapi dilihat dari tata 
cara pelaksanaannya merupakan kegiatan syura, yaitu meminta pendapat kepada 
para pihak yang berkepentingan, lihat Muhammad Rafat Usman, Riyasatul Daulah 
fil Fighi Islam (Kairo: Dar KlItab al-Jami, 1975), hlm. 356. 
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Pertama, Para pembuat shahifah (Piagam Madinah) Nabi 
menyelipkan satu pasal tentang prinsip musyawarah, hal ini tercermin 
pada pasal 17 yang berbunyi “sesungguhnya perdamaian orang-orang 
mukmin itu satu, tidak dibenarkan seseorang mukmin membuat 
perjanjian damai sendiri, tanpa mukmin yang lain dalam keadaan perang 
di jalan Allah, kecuali atas dasar persamaan dan adil di antara mereka”. 
Secara eksplisit perkataan musyawarah tidak disebutkan, akan tetapi 
kalimat “harus atas dasar persamaan dan adil di antara mereka”. Dalam 
pasal ini menghendaki adanya pelaksanaan musyawarah. 


Kedua, Setelah Perang Badar tahun 2 H, Nabi melaksanakan 
musyawarah untuk menentukan nasib tawanan Perang Badar. Dalam 
musyawarah itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat 
mengenai tawanan perang tersebut. Abu Bakar berpendapat bahwa 
mereka tawanan perang itu dilepaskan saja. Sementara Umar Ibn 
Khattab berpendapat sebaliknya. Nabi setelah melakukan musyawarah, 
condong kepada pendapat Abu Bakar. 


Ketiga, Nabi juga melakukan musyawarah dengan Yahudi ketika bani 
Oainuga' melakukan penghiatan terhadap perjanjian Piagam Madinah, 
hasil musyawarah dengan mereka, lalu mereka hanya dihukum untuk 
meninggalkan kota Madinah dan tidak boleh tinggal disuatu tempat yang 
dekat dengan Madinah.” Begitu pula pada masa Khulafa al-Rasyidin, 
musyawarah berkembang dalam bentuk yang bersifat kenegaraan. 
Terpilihnya Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali sebagai khalifah, adalah 
hasil dari proses musyawarah. 


Di era pemikir-pemikir kenegaraan Islam pada masa Khulafa 
al-Rasyidin, konsep syura tidak cukup menarik untuk dibicarakan. 
Mereka lebih banyak dan tertarik membicarakan asal-usul negara, 
mandat kepala negara, syarat-syarat kepala negara dan lain-lainnya.S! 
Tidak adanya pembicaraan tentang syura pada masa itu, karena bentuk 


8Suyuthi Pulungan, Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau 
dari Pandangan al-Gur'an, (Jakarta: Rajawali Press, 1994), hlm. 208, lihat pula Ahmad 
Sukarja, Piagam Madinah dan UUD 1945) Jakarta: UI Press, 1995). 

Muhammad Husain Haekal, Hayatu Muhammad, terjemahan Ali Audah 
(Jakarta: Antanusa, 1990), hlm. 278. 

6@Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek (Jakarta: UI Press, 1985), 
hlm. 26. 

SlMunawir Sjadzali, Islam dan Tatanegara (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 55. 
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pemerintahannya bersifat turun-temurun. Pada hal syura seperti 
yang diungkapkan adalah realitas alami atau katakanlah merupakan 
“sunnahtullah” yang harus dilakukan dalam hampir semua aspek 
kehidupan. Syurah sebagai mekanisme untuk mempertemukan pihak- 
pihak yang berbeda pendapat dalam suatu masalah, baik pihak-pihak 
yang berbeda dalam satu kubu, maupun pihak yang sama sekali berbeda 
kubu dan keyakinannya. Dalam syura, harkat manusia ditinggikan dan 
dihargai, dan di dalam syura potensi yang dimiliki oleh setiap orang 
didengar dan mereka memiliki hak-hak untuk menyatakan pandangan 
dan sikapnya yang berbeda. Di dalam syura, tercipta tantangan bagi 
setiap orang untuk menggunakan kemampuan dan potensi yang ada 
dalam dirinya secara maksimal untuk memperjuangkan pendapatnya.” 


Dari gambaran tentang esensi syura, sesungguhnya yang sangat 
berperan adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang. Orang 
bisa berbeda pendapat atau ber ikhtilaf, dengan kata lain, di dalam 
syura harkat dan potensi manusia sangat dihargai dan diberi tempat. 
Demikian dalam konteks kenegaraan, rakyat sangat didengar suaranya, 
dan itulah esensi demokrasi. Demokrasi dikembangkan di Barat, baik 
dalam bentuk konsep maupun dalam bentuk aplikasinya. Dalam sejarah 
Barat, di samping mereka pernah bersentuhan dengan daerah-daerah 
Islam, juga sejarah sosial mereka diwarnai oleh otoriteisme, baik dari 
pihak penguasa maupun pihak gereja. Tampaknya berbeda dengan 
kondisi kaum Muslimin, mereka lebih radikal dalam merespons kondisi 
sosialnya, sehingga dalam mengangkat harkat dan martabat manusia 
serta menghapuskan kemiskinan yang melanda masyarakat mereka 
membalikkan keadaan, di mana rakyat menjadi pemilik kedaulatan. Di 
samping itu, di Barat pemikiran sosialis atau dalam bentuk radikalnya 
komunisme atau paham anti Tuhan berkembang di sana. Berbeda dengan 
sejarah daerah Muslim yang tidak memiliki pandangan seperti itu. 
Itulah kemudian konsep syura yang diukenal dalam Islam mengalami 
perkembangan yang sangat pesat.. 


Syurah dalam Islam dan demokrasi dalam konsep Barat, menurut 
hemat Penulis adalah dua konsep yang saling bergandengan: demokrasi 


82Nurcholish Madjid, Tradisi Islam, Peran dan Fungsi dalam Pembangunan Indonesia, 
(Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 244 lihat pula Pintu-pintu Menuju Tuhan (Jakarta: 
Paramadina, 1995), hlm. 252. 
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merupakan kelanjutan syura dalam Islam. demokrasi diperkaya 
dengan konsep-konsep yang lebih komprehensif dan hampir setiap 
mekanisme bernegara telah ada elaborasi di dalamnya. Meskipun, 
tidak identik antara keduanya, dan keduanya selalu diperhadapkan. 
Misalnya pandangan bahwa demokrasi bernuansa liberal dan sekularis, 
demokrasi tidak memiliki dimensi transendensi, kemauan rakyat 
sangat dijunjung tinggi, seperti bila rakyat menginginkan perjudian 
dilegalkan, homoseks diberi tempat. Contoh semacam ini, sering kali 
kita dengar dalam sebuah pemerintahan demokrasi yang supermasi 
kekuasaannya berasal dari rakyat. Apa maunya rakyat itulah terjadi. 
Pada hal bagi Penulis kasus-kasus demikian hanyalah out put dari 
berjalannya sebuah demokrasi. 


Konteks Indonesia mengenai demokrasi, ternyata dikembangkan 
dalam bentuknya yang khas. Demokrasi di Indonesia diberi embel- 
embel demokrasi terpimpin, terakhir dengan penyebutan demokrasi 
Pancasila. Demokrasi terpimpin yang dikembangkan pada masa 
Soekarno dipandang oleh pengamat politik sebagai demokrasi otoriter. 
Soekarno sebagai pememipin negara pada waktu itu, memiliki wewenang 
yang tak terbatas. Sementara demokrasi Pancasila, tampaknya lebih 
santun. Kekuasaan telah dibagi-bagi kepada eksekutif, legislatif, dan 
yudikatif sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 45. Namun, 
eksekutif tetaplah kekuasaan yang dominan, setiap undang-undang 
yang dikeluarkan maupun Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 
selalu berasal dari pihak eksekutif. 


8Ahmad Sukardja, Kontribusi Islam bagi Demokrasi, (Jakarta: IAIN, 1997), hlm. 
3, lihat pula Hazairin, Demokrasi Pancasila Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 40. 
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BAB 3 


STRATEGI KOMUNIKASI 
POLITIK ISLAM 


A. Strategi Komunikasi Politik 


Hakikat strategi dalam komunikasi politik adalah keseluruhan keputusan 
kondisional pada saat ini tentang tindakan yang akan dijalankan guna 
mencapai tujuan politik pada masa depan. Justru itu, keberadaan 
pemimpin politik sangat dibutuhkan di setiap aktivitas kegiatan 
komunikasi politik. Setelah itu, merawat ketokohan dan memantapkan 
kelembagaan politiknya, yang akan merupakan keputusan paling tepat 
bagi komunikator politik untuk mencapai tujuan politik ke depan.! 


Ketika komunikasi politik berlangsung, justru yang berpengaruh 
bukan saja pesan politik, melainkan terutama siapa tokoh politik 
(politikus) atau tokoh aktivitas dan profesional dan dari lembaga mana 
yang menyampaikan pesan politik itu. Dengan kata lain, ketokohan 
seorang komunikator politik dan lembaga politik yang mendukungnya 
sangat menentukan berhasil atau tidaknya komunikasi pilitik dalam 
mencapai sasaran dan tujuannya. 

Dalam kegiatan sehari-hari, erat kegiatan dengan kegiatan politik,. 


Oleh karena itu, makalah ini ditulis dengan inisiatif atau tujuan agar 
pembaca dapat lebih mengetahui strategi komunikasi politik itu apa 


1Anwar Arifin, Komunikasi Politik: Paradigma, Teori, Aplikasi, Strategi Komunikasi 
Politik di Indonesia (Jakarta: Balai-Pustaka, 2003), hlm. 145. 
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dan dapat mengaplikasikannya dalam kegiatan sehari-hari karena 
komunikasi politik sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. 


Salah satu tipe aktor politik yang memiliki pengaruh dalam proses 
politik adalah pemimpin politik dan pemerintahan. Dalam masyarakat, 
terdapat stratifikasi kekuasaan yang dimiliki. Yang memiliki kekuasaan 
disebut elit (pemimpin), dan yang tidak memiliki kekuasaan, dan 
karena itu mematuhi pemilik kekuasaan disebut massa rakyat. 
Stratifikasi kekuasaan ini, dapat ditemukan dalam masyarakat macam 
apa pun. 

Kepemimpinan menjadi bagian dari kekuasaan, tetapi tidak 
sebaliknya. Mirip dengan kekuasaan, kepemimpinan merupakan 
hubungan antarpihak yang memiliki pengaruh dan orang yang 
dipengaruhi, dan juga merupakan kemampuan menggunakan sumber 
pengaruh secara efektif. Berbeda dengan kekuasaan yang terdiri atas 
banyak jenis sumber pengaruh, kepemimpinan lebih menekankan pada 
kemampuan menggunakan persuasi untuk memengaruhi pengikut. 
Selain itu, tidak seperti kekuasaan yang belum tentu menggunakan 
pengaruh untuk kepentingan bersama antarpemilik kekuasaan dan yang 
dikuasai, kepemimpinan merupakan upaya untuk melaksanakan tujuan 
yang menjadi kepentingan bersama pemimpin maupun para pegikut. 

Oleh karena itu, kepemimpinan politik juga berbeda dengan elit 
politik, karena seperti ditemukan oleh Pareto, dalam Surbakti, elite 
adalah orang- orang yang memiliki nilai-nilai yang paling dinilai tinggi 
dalam masyarakat, seperti prestise, kekayaan, ataupun kewenangan. 
Memiliki kekuasaan politik berbeda dengan memiliki kepemimpinan 
politik, karena dua hal, yaitu jenis sumber pengaruh yang digunakan 
dan tujuan penggunaan pengaruh.? 


Sebutan politik dalam kepemimpinan politik menunjukkan 
kepemimpinan berlangsung dalam suprastruktur politik (lembaga- 
lembaga pemerintahan), yang berlangsung dalam infrastruktur politik 
(partai politik dan organisasi kemasyarakatan). Oleh karena itu, 
pemimpin politik juga berbeda dengan kepala instansi pemerintahan 
karena yang terakhir ini lebih mengguanakan kewenangan dalam 
memengaruhi bawahannya. Tidak seperti kepala instansi yang cenderung 


?Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia, 1999), hlm. 134. 
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menggunakan hubungan-hubungan formal dan impersonal dalam 
menggerakkan bawahannya, pemimpin politik lebih menggunakan 
hubungan-hubungan informal dan personal dalam menggerakkan 
pengikutnya untuk mencapai tujuan tertentu. 


Orang yang secara formal menjadi elit politik atau kepala 
instansi dapat saja memainkan peran sebagai pemimpin politik kalau 
memiliki karakteristik kepemimpinan tersebut. Penyelenggara politik 
dan pemerintahan yang sukses, biasanya adalah orang yang dapat 
menggunakan berbagai tipe penggunaan sumber pengaruh sesuai 
dengan konteks dan jenis permasalahannya. 


Selanjutnya, yang dapat dinyatakan pemimpin adalah pihak yang 
membuat sejarah atau peristiwa-peristiwa penting yang menciptakan 
pemimpin. Realitas tertentu lebih kompleks dari pada jawaban yang 
diberikan dengan kedua pandangan tersebut. Melihat sejarah sebagai 
produk perbuatan pemimpin yang luar biasa, mungkin lebih mudah 
daripada melihat sejarah sebagai produk berbagai faktor sosial, ekonomi 
dan politik. Namun, tepat kalau dikatakan sejarah merupakan hasil 
interaksi antarkedua faktor tersebut, dan tentu hal ini lebih sukar untuk 
memahaminya. 


Subarki mengemukakan sejumlah pandangan dari berbagai pihak 
mengenal peran pemimpin dan peristiwa. Pertama, sejarah merupakan 
cerita tentang hal-hal yang sudah dicapai oleh orang-orang besar. Hal ini 
didasarkan pada anggapan dasar bahwa sebagian kecil orang memiliki 
keunggulan atas banyak orang lainnya, dan sebagian kecil orang itulah 
yang menjadi pemimpin masyarakat. 

Pandangan ini mirip dengan gambaran yang dikemukakan oleh 
Nietzche yang memandang sejarah sebagai massa yang dipimpin oleh 
beberapa orang yang memiliki kualitas luar biasa, dan memandang apa 
yang dicapai di dunia ini merupakan produk beberapa orang tersebut. 
Contoh yang diberikan atas individu yang mempunyai dampak besar atas 
perubahan masyarakat, ialah kebijakan teror dalam negeri dan kebijakan 
agresi ke luar negeri di Jerman maupun di Uni Sovyet pada tahun 1930- 
an dan 1940-an merupakan produk langsung dari kepribadian paranoid 
Aldof Hitler dan Joseph Stalin. 


3Ibid., hlm. 135-136. 
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Kedua, memandang sejarah masyarakat sebagai perkembangan 
secara uniform, gradual, dan progresif melibatkan banyak orang. Menurut 
pandangan ini, tidak ada individu yang mampu mengubah proses 
perkembangan tersebut. Menurut Herbert Spencer, pengkajian atas 
sejarah secara mendalam, akan membuktikan perubahan sosial dan 
politik merupakan produk kumpulan kondisi (the aggregate conditions). 
Seperti yang diutarakan oleh Spences (1984: 30-37) terdapat tiga 
keyakinan yang keliru atas peran penting yang dimainkan oleh pemimpin: 
(1) Cinta universal atas pribadi-pribadi: (2) “berita menggembirakan” 
bahwa untuk memahami sejarah hanya perlu mengaji kehidupan 
orang-orang besar, (3) relatif mudah untuk melakukan interpretasi 
atas peristiwa-peristiwa sejarah melalui tindakan beberapa pemimpin." 


Ketiga, pandangan yang menegahi kedua pandangan yang ekstrem di 
atas. Pandangan ini melihat perubahan sosial dan kepemimpinan hanya 
dapat terjadi apabila terdapat kesesuaian antara individu dan lingkungan 
sosial. Hal ini didasarkan pada anggapan tidak setiap kepemimpinan 
cocok dengan jenis dan tingkat perkembangan permasalahan dalam 
masyarakat. 


Pandangan lain yang senada dengan jawaban kedua berupa 
pendapat yang menggambarkan pencarian kekuasaan sebagai sarana 
kompensasi terhadap penilaian diri sendiri yang rendah. Seperti 
dipaparkan Alexander L. George, ada enam perilaku yang dianggap 
sebagai indikator kepribadian pencari kekuasaan demi konspirasi. 


Pertama, ketidaksediaan mengizinkan orang lain mengambil bagian 
dalam bidang kekuasaannya. Kedua, ketidaksediaan menerima nasihat 
mengenai fungsi yang seharusnya dalam bidang kekuasaannya. Ketiga, 
ketidaksediaan mendelegasikan kewajiban kepada pihak yang lain, 
kewajiban yang menjadi bagian utuh dari bidang kekuasaannya. Keempat, 
ketidaksediaan berkonsultasi dengan orang lain yang menyatakan diri 
memiliki kekuasaan, mengenai peran dalam bidang kekuasaan. Kelima, 
ketidaksediaan memberi informasi kepada orang lain mengenai peranan 
dalam bidang kekuasaannya. Keenam, keinginan untuk membentuk dan 
mengenakan sistem yang tertata kepada orang lain dalam arena politik. 


“Herbert Spencer, The Study of Sociology (New York, 1984), hlm. 67. 
5Alexander L. George (dalam Journal of Social Issues, Juli 1968: 29-49.) 
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Apabila manfaat kepemimpinan bagi pemimpin mudah diungkapkan, 
seperti kekuasaan, status dan kekayaan, maka manfaat bagi pengikut 
agak sukar dikemukakan. Oleh karena itu, pertanyaan yang muncul, 
mengapa warga masyarakat menaati kewenangan pemimpin? 
Jawabannya ada dua, yaitu: (1) kebutuhan individu (termasuk di dalam 
untuk menghindari penderitaan): dan (2) kebutuhan kolektif untuk 
menghindari kesimpangsiuran dan kekacauan dalam masyarakat. 


Yang termasuk kebutuhan individu tersebut, dijelaskan sebagai 
berikut. Pertama, kebutuhan akan pahlawan yang memberikan arti 
hidup bagi orang yang tidak memiliki makna hidup (Campbell, 1978). 
Kedua, mayoritas anggota masyarakat memerlukan figur kewenangan 
yang dikagumi dan yang kepadanya mereka menyerahkan diri. Seperti 
yang diutarakan oleh Sigmund Freud, figur kewenangan ini memuaskan 
kerinduan akan figur bapak yang ada pada setiap individu sejak lahir. 
Pemimpin yang kuat akan menjadi akan menjadi tempat perlindungan 
seperti yang diberikan oleh seorang bapak. Ketiga, tipe kepribadian 
otoriter yang ditandai dengan adanya kebutuhan menyerahkan diri 
kepada kewenangan, tetapi juga tidak segan menyerang pihak yang 
lemah dan pihak-pihak yang dalam definisi masyarakat pantas menjadi 
“korban.” Jadi, kepribadian otoriter ditandai oleh sikap-sikap menjilat 
keatas (pihak yang berwenang) dan menendang ke bawah (pihak yang 
lemah). 


Kategorisasi kepemimpinan dapat dilakukan atas tiga kriteria, 
yaitu: (1) proses kepemimpinan dan karakter pemimpin, (2) hasil 
kepemimpinan, dan (3) sumber kekuasaan. Pertama, berdasarkan proses 
kepemimpinan. Artinya kepemimpinan demokratis yang menganggap 
kekuasaan dibagi dengan orang lain dan dilaksanakan untuk 
menghormati martabat pribadi manusia5. Keberadaan demokrasi tidak 
hanya berlangsung pada mekanisme penentuan pemimpin, tetapi juga 
bergantung pada adanya pemimpin yang berkepribadian demokratis. 
Dalam hal ini, pemimpin yang mempertahankan dan menyempurnakan 
nilai-nilai dan lembaga-lembaga demokrasi, termasuk di dalamnya 
kemampuan menahan diri dalam menggunakan kekuasaan. Demokrasi 


SHarold Laswell, Politics, Who get What When and How (London: Mc Graw Hill 
Book, 1948), hlm. 108. 
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bukanlah pemerintahan oleh beberapa orang elit, tetapi pemerintahan 
oleh beberapa pemimpin. 


Kedua, masi berkaitan dengan proses kepemimpinan. Kepemimpinan 
dapat juga diklasifikasikan berdasarkan karakter pemimpin. Karakter 
politik yang dimaksud berupa seberapa aktif pemimpin dalam 
menunaikan tugasnya, dan seberapa tinggi pemimpin menilai tugasnya. 
Berdasarkan karakter politik ini, kepemimpinan dibagi menjadi empat, 
yaitu: pasif-positf, aktif-negatif, pasif-negatif dan aktif-positif (Barber, 
19720. Kepemimpinan yang pasif-positif berarti pemimpin secara 
aktif melaksanakan tugas, tetapi sangat menilai tinggi pekerjaannya. 
Kepemimpinan pasif-negatif ialah pemimpin yang tidak aktif 
dalam melaksanakan tugas dan juga dan juga kurang menilai tinggi 
pekerjaannya. Lalu, kepemimpinan aktif-positif berarti pemimpin aktif 
melaksanakan pekerjaannya, juga menilai tinggi pekerjaannya. 


Hasil proses kepemimpinan dibagi mejadi dua, yaitu ekstremis 
dan moderat. Kepimpinan semacam ini muncul manakala rezim 
lama berhasil ditumbangkan. Pemimpin yang moderat masih 
mempertahankan sebagian unsur-unsur rezim lama baik sistem nilainya 
maupun para pemimpinnya, khususnya yang masi dianggap masih 
masi disesuaikan dengan rezim baru. Organisasi pemimpin moderat 
tidak terlalu kuat dan para pengikut tidak terlalu patuh dan disiplin, 
dan lebih banyak menggunakan dialog daripada tindakan kekerasan 
dalam mencapai tujuan. Sebaiknya, pemimpin yang ekstrem berupaya 
menghancurkan seluruh rezim lama dan menggantikannya dengan 
sistem yang baru sama sekali. Hal ini dicapai karena organisasi politik 
yang dimiliki oleh ekstremis ini sangat kuat, memiliki para pengikut 
yang patuh dan disiplin, dan menggunakan kekerasan dalam mencapai 
tujuannya.” 


Tipe kepemimpinan lain yang masih berdasarkan hasil proses 
kepemimpinan, terdapat dalam tipe pemimpin wiraswasta (publik 
enterpreneurship). Pengertian tipe pemimpin wiraswasta ialah orang yang 
memciptakan atau mengelaborasikan secara luas organisasi publik 
sehingga mengubah pola alokasi sumber-sumber yang jumlahnya 
terbatas." 


7'Brinton, Crane, The Anatomy of Revolution (Englewood, 1965), hlm. 140-160. 
SEugene Lewis, Public Enterpreneurship (Blomington: Indiana University, 
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Berdasarkan sumber kekuasaan, kepemimpinan dibagi tiga, yaitu: 
kepemimpinan rasional, tradisional dan kharismatik. Kepemimpinan 
rasional yang bersumberkan kewenangan legal berasal dari legalitas pola- 
pola peraturan normatif, dan hak orang-orang yang terpilih memiliki 
kewenangan berdasarkan peraturan tersebut untuk mengeluarkan 
perintah. Kepemimpinan tradisional bersumberkan kewenangan tradisiona, 
yang beranjak dari kepercayaan yang sudah mapan terhadap tradisi 
dan legitimasi orang yang memiliki kewenangan berdasarkan tradisi 
yang dianggap keramat tersebut. Sebaliknya, kepemimpinan kharismatik 
berpegang pada kekaguman masyarakat terhadap pemimpin yang 
memiliki kelebihan yang luar biasa, dan karena itu juga terdapat 
peraturan ataupun perintah yang dikeluarkannya.” 


Tipe pemimpin lain dapat pula dikemukakan berdasarkan motif dan 
keterampilan pemimpin menggunakan paksaan dan lebih mengandalkan 
diri pada manipulasi dan tawar-menawar dalam mencapai. Pemimpin 
tipe singa ialah pemimpin yang memiliki kekuatan dan integritas yang 
bersedia menggunakan paksaan dalam mengejar tujuan. 


Pemimpin yang secara jelas menggambarkan hubungan antara 
pemimpin dan yang dipimpin dikemukakan oleh Burns. Kepemim- 
pinan dibagi menjadi dua, yakni kepemimpinan transaksional dan 
kepemimpinan transformatif. Kepemimpinan transaksional terjadi ketika 
pemimpin mengambil prakarsa dalam melakukan kontak dengan pihak 
lain untuk tujuan pertukaran nilai-nilai yang dianggap penting. Yang 
dipertukarkan itu, mencakup bidang-bidang politik seperti suara (rotes) 
dan kekuasaan, ekonomi seperti uang dan bentuk kekayaan lainnya, 
dan psikologi seperti kesediaan mendengarkan keluhan orang lain. 
kepemimpinan macam ini tidak menunjukkan kesamaan tujuan antara 
pemimpin dan yang dipimpin sehingga mereka dapat saja berjalan 
sendiri. Kontak antara mereka hanya terjadi karena kedua pihak 
menganggap transaksi itu penting untuk mencapai tujuan mereka yang 
belum tentu sama. 


1980), hlm. 9. 
?'Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization (New York: The 
Free Press, 1947), hlm. 328. 
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Kepemimpinan tranformatif terjadi ketika seseorang atau lebih 
terlibat dengan orang lain sedemikian rupa sehingga mengangkat 
pemimpin dan yang dipimpin ke tingkat moral, motivasi dan kegiatan 
yang lebih tinggi. Tujuan mereka yang tadinya berpisah menjadi satu, 
dan sumber kekuasaan digunakan tidak untuk tawar-menawar, tetapi 
digunakan bersama untuk mencapai tujuan bersama pula. 


Sejalan dengan itu, Burns juga membedakan antara pemimpin dan 
pengguna kekuasaan (power wilde). Yang pertama, dalam berbagai cara 
berupa memuaskan motif-motif pengikutnya, sedangkan hanya berupa 
mengejar tujuan tanpa peduli apakah tujuan itu didukung atau tidak, 
oleh orang-orang yang dikenakan kekuasaan. 

Hubungan pemimpin dengan yang dipimpin acap kali pula 
dilukiskan ibarat singa sebagai raja hutan dengan hutan sebagai tempat 
singa hidup dan berlindung, atau bagaikan keris dengan sarungnya, 
dalam bahasa Jawa disebut Manunggaling Kawula Lan Gusti. Hubungan 
kepemimpinannya dengan pengikut ini bersifat saling melindungi, 
saling mendukung, dan saling menghormati. Senada dengan hubungan 
yang semacam ini berupa hubungan patron dengan klien, yang 
merupakan pertukaran antara sumber-sumber ekonomi dan politi, 
kesetiaan dan dukungan. Dengan demikian, agar kepemimpinan itu 
tetap diakui publik, maka perlu merawat atau menjaga ketokohan serta 
memantapkan kelembagaan. 


B. Merawat Ketokohan dan Memantapkan Kelembagaan 


Langkah kedua dalam strategi komunikasi politik ialah merawat 
ketokohan dan memantapkan kelembagaan. Artinya, ketokohan 
politikus dan kemantapan lembaga politiknya dalam masyarakat akan 
memiliki pengaruh tersendiri dalam berkomunikasi politik. Selain itu, 
juga diperlukan kemampuan dan dukungan lembaga dalam menyusun 
pesan politik, menetapkan metode dan memilih media politik yang 
tepat. 

Ketokohan adalah orang yang memiliki kredibilitas (al amin), 
daya tarik, dan kekuasaan, Jalaluddin Rakhmat menyebutnya sebagai 
ethos. Dengan kata lain, ketokohan sama dengan ethos, yaitu gabungan 
antara kredibilitas, atraksi dan kekuasaan. Dimensi ethos yang paling 
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relevan di sini ia kredibilitas, yaitu keahlian komunikator (pemimpin) 
atau kepercayaan kita kepada beliau. Identifikasi terjadi bila individu 
mengambil perilaku yang berasal dari orang atau kelompok lain kerena 
perilaku itu berkaitan dengan hubungan dengan mendefinisikan 
diri secara memuaskan dengan orang atau kelompok itu. Misalnya, 
identifikasi terjadi ketika anak berperilaku mencontoh ayahnya, murid 
meniru tindak tanduk gurunya, atau penggemar bertingkah dan 
berpakaian seperti bintang yang dikaguminya. Dimensi ethos yang paling 
relevan dengan identifikasi ialah atraksi (attraktiveness), yaitu daya tarik 
komunikator atau pemimpin." 


Selanjutnya, ketundukan (compliance) terjadi bila individu menerima 
pengaruh dari orang lain atau kelompok lain karena ia berharap 
memperoleh reaksi yang menyenangkan dari orang atau kelompok 
tersebut. Ia ingin memperoleh ganjaran atau menghindari hukuman 
dari pihak yang memengaruhinya. Dalam ketundukan, orang menerima 
perilaku tersebut sehingga membantunya untuk menghasilkan efek 
sosial yang memuaskan. Di masa rezim Orde Baru, PNS masuk golkar 
karena khawatir diberhentikan atau digeser kedudukannya, petani 
petani menanam sawahnya karena ancaman pamong desa, keduanya 
merupakan contoh ketundukan. Dimensi ketokohan atau atau ethos yang 
berkaitan dengan ketundukan ini, disebut dengan kekuasaan. Apabila 
pemimpin memilki tiga hal ini (kredibilitas, atraksi dan kekuasaan), 
maka ketokohannya dapat disebut juga sebagai tokoh utama pemimpin 
politik. 

Secara ringkas dapat disebutkan bahwa keahlian komunikator 
politik itu tergantung pada (1) kemampuan dan keahlian mengenai 
pesan-pesan yang disampaikan, dan (2) kemampuan dan keterampilan 
menyajikan pesan-pesan dalam arti memilih tema, metode dan media 
politik, yang sesuai dengan situasi dan kondisi khalayaknya. 


Kepercayaan (al amin) adalah kesan yang terbentuk pada diri 
khalayak terhadap komunikator politik yang berkaitan dengan karakter 
atau wataknya. Dalam hal ini, politikus, aktivis atau profesional, dinilai 
oleh rakyat dari segi moralitas, seperti kejujuran, kesopanan, ketulusan 
dan sebagainya. 


“Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi (Bandung: Rosdakarya, 1996), 
hlm. 256. 
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Kedua hal tersebut dapat membangun kharisma, yaitu sifat luar 
biasa yang melekat pada diri tokoh yang menarik dan mengendalikan 
khalayak. Tokoh yang kharismatik memiliki pesona mendekati gaib, 
dan tumbuh dalam waktu lama. Kharisma dapat juga terbangun melalui 
keturunan atau keluarga atau kerena berkuasa. Dengan demikian, faktor 
keahlian dapat dikalahkan oleh faktor keturunan itu, terutama dalam 
masyarakat yang berpendidikan rendah. 


Dapat disimpulkan bahwa ketokohan dalam politik, kemudian 
melahirkan kepahlawanan politik dan kharisma diperoleh karena 
kredibilitas, yaitu dapat dipercaya karena karakter dan moralitas yang 
terpuji dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Kepercayaan itu 
juga tumbuh karena adanya keahlian atau kemampuan dan keterampilan 
dalam menyampaikan substansi pesan yang dikuasainya. Keahlian 
diperoleh dalam waktu yang lama, melalui proses pembelajaran atau 
pendidikan formal maupun informal. 


Citra diri komunikator politik bagi khalayak, dapat terbentuk 
melalui pengalaman langsung, yaitu melalui pergaulan dan aktivitas 
yang lama dengan tokoh politik atau pahlawan politik, yang menjadi 
komunikator politik itu. Melalui pergaulan itu, khalayak mengenal 
kemampuan dan keahliannya, berikut karakter dan integritas 
kepribadiannya. 


Selain itu, citra diri pahlawan politik itu dapat juga terbentuk 
melalui pengalaman wakilan, yaitu mendengar melalui cerita banyak 
orang atau melalui radio atau membaca buku, majalah dan surat kabar, 
serta menyaksikan sendiri aktivitas dan penampilan tokoh politik itu 
melalui layar televisi. Memang media massa mempunyai pengaruh 
dalam bentuk citra dan mengangkat status seseorang. 


Citra diri komunikator politik (politikus) bagi khalayak dapat juga 
terbentuk melalui dukungan lembaga tempat berkiprah atau dukungan 
lembaga lain yang sudah memiliki nama atau citra yang baik. Selain 
itu, citra diri bagi khalayak itu dapat juga timbul bila diperkenalkan 
oleh seseorang yang sudah populer atau oleh orang yang memiliki 
kekuasaan dan kharisma. 


Ketokohan dapat juga terbangun melalui daya tarik fisik tubuh, 
busana dan dukungan fisik lainnya, yang bersifat nonverbal dalam 
komunikasi. Beberapa hasil studi, menunjukkan bahwa laki-laki yang 
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tampan atau perempuan yang cantik, memiliki daya tarik tersendiri 
sebagai komunikator politik yang efektif. Demikian juga faktor suara, 
yaitu volume suara merdu bagi perempuan atau serak-serak basah bagi 
laki-laki, sangat kuat persuasifnya bagi khalayak. 


Kemudian, faktor homofili atau kebersamaan komunikator 
(politikus) dengan khalayak (rakyat) merupakan faktor yang tidak 
dapat diabaikan. Dalam teori homofili, persamaan-persamaan yang 
dimiliki antara para peserta komunikasi politik, akan mempermudah 
interaksi dan akan menimbulkan efek yang positif. Oleh karena itu, 
dalam upaya merawat ketokohan, maka menciptakan kebersamaan 
itu harus terus diupayakan. 


Keakraban atau hubungan baik antarkomunikator politik dan 
khalayak, merupakan hal yang penting dalam proses dan efektivitas 
komunikasi politik. Keakraban ini bisa dicapai jika komunikator dengan 
khalayak dapat hidup bersama, bekerja bersama, dan bermain bersama. 
Hal ini dapat terjadi jika antara komunikator dan khalayak, memiliki 
banyak persamaan, terutama dalam hal nilai-nilai, pendidikan, status 
dan sebagainya. Persamaan antara komunikator dan khalayak seperti ini, 
oleh Rogers dan Shoemaker, disebut dengan istilah homofili. Sebaliknya, 
jika komunikator dan khalayak terdapat banyak perbedaan, disebutnya 
dan istilah heterofili. 


Dalam kehidupan sehari-hari, memang pemindahan gagasan 
paling banyak terjadi pada sumber (komunikator) dengan penerima 
(komunikan) yang serupa, sama dan seragam, terutama dalam hal 
bahasa, nilai-nilai, watak, pendidikan dan sebagainya. Justru itu, 
komunikasi akan lebih efektif jika sumber (komunikator) dengan 
penerima (khalayak) adalah homofili. Artinya, antara komunikator dan 
khalayak memiliki pengertian yang sama, bahasa daerah yang sama, 
dan sebagainya. Sebaliknya, komunikasi akan mengalami hambatan 
jika antara komunikator dan khalayak mengalami banyak perbedaan. 


Tingkat perbedaan antara komunikator dan khalayak itu memang 
merupakan masalah yang paling menonjol dalam komunikasim inovasi atau 
komunikasi yang mengharapkan perubahan atau pembaharuan. Hal ini 


"Rogers dan Shoemaker, Communication of Innovation (New York: The Free 
Press, 1978), hlm. 49. 
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misalnya, dapat dilihat bahwa para juru kampanye sebagai komunikator 
politik dalam banyak hal jauh lebih pintar dari pada khalayaknya, yang 
mungkin para peteni yang masih buta huruf. Perbedaan yang paling 
menonjol adalah pada pengetahuan mengenai pesan politik, karena 
komunikator politik memiliki pengetahuan yang lebih banyak dan ingin 
dipindahkan kepada khalayak yang belum mengetahuinya dan belum 
mengamalkannya. 


Untuk mengatasi hal tersebut, komunikator politik harus 
mempelajari kerangka acuan dan kerangka pengalaman khalayak 
yang dikenal sebagai filter konseptual dan berusaha menciptakan 
sebanyak mungkin persamaan. Dalam hal ini, komunikator harus 
mengembangkan kemampuan empati, yaitu kemampuan menempatkan 
diri pada diri orang lain. Empati merupakan kepribadian mobil (mobile 
personality) saat seseorang dengan mudah menyesuaikan diri dengan 
kondisi, situasi, dan kepibadian orang lain. Jika antara komunikator 
politik dan khayalak terdapat heterofili, dan kedua pihak masing-masing 
melakukan empati terhadap pihak lain, maka komunikasi yang efektif 
dapat tercipta. Jadi, komunikator harus memiliki kamampuan empati 
dalam usaha mencapai homofili (kebersamaan) dengan khalayaknya 
dalam usaha komunikasi politik yang efektif. 


Kekuasaan polik yang melekat pada diri komunikator politik, 
merupakan kekuasaan yang sangat prima dalam komunikasi politik. 
Kekuasaan yang dimiliki itu merupakan sumber daya politik, yang sangat 
penting, dalam usaha merebut pengaruh politik melalui komunikasi 
politik yang intensif. Selain kekuasaan politik itu, dikenal juga kekuasaan 
lain seperti kekuasaan keahlian, kekuasaan informasional, kekuasaan 
rujukan dan kekuasaan legal. 


Kini dapat disimpulkan bahwa komunikator yang mampu 
memengaruhi khalayak adalah komunikator yang memiliki ketokohan 
dan memiliki kepemimpinan (leadership) dengan memiliki keseluruhan 
syarat yang dikemukakan di atas. Kepemimpinan berarti kemampuan 
menggerakkan dan memengaruhi orang banyak. Dengan demikian, 
komunikator politik (politikus, aktivitas dan profesional) yang memiliki 
kepemimpinan akan mudah dan cepat memengaruhi khalayak. Selain 
memelihara ketokohan, langkah strategis utama dan pertama yang 
harus dilakukan ialah memantapkan kelembagaan atau membesarkan 
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lembaga. Hal ini sangat penting sebagai faktor yang mendasar dalam 
komunikasi politik, terutama yang berkaitan dengan kampanye dan 
memberikan suara dalam pemilihan umun. 


C. Partai Politik Islam di Indonesia 


Sistem multi partai pada pemilu tahun 1955, nampak sekali 
pengelompokkon ideologis partai-partai yang ada yang dapat 
dikelompokkan pada dua kelompok besar, yaitu kelompok nasionalis 
sekuler dan nasionalis Islam. Hal ini terlihat pada terbelahnya pandangan 
terhadap negara di antara partai-partai politik dalam konstituante. Pada 
kelompok nasionalis sekuler, terdapat nasionalis yang tergabung dalam 
Partai Nasional Indonesia yang memiliki kekuatan sangat besar sebagai 
hasil pemilu 1955, Kelompok komunis yang tergabung dalam Partai 
Komunis Indonesia, kelompok agama non-Islam, yaitu Partai Katolik 
dan Parkindo, serta kelompok yang lain dari kelompok fungsional, serta 
kedaerahan. Sementara dari kalangan Islam, terdapat Partai Masyumi 
yang mendapat dukungan dari kalangan Islam modernis, Nahdatul 
Ulama (NU) dari kalangan Islam tradisional, serta dari Partai Syarikat 
Islam. 


Sepanjang Orde Baru Partai Komunis dibubarkan dan paham 
Komunis dihancurkan di Indonesia, sehingga kekuatan politik komunis 
dalam kancah politik Indonesia hingga saat ini dapat dikatakan tidak ada. 
Dengan demikian, tinggal dua kekuatan partai politik yang bertahan, 
yaitu partai politik kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Sepanjang 
pemerintahan Orde Baru, dilakukan rasionalisasi partai politik dengan 
hanya ada dua partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan 
Partai Demokrasi Indonesia, serta Golongan Karya. Karena Golkar 
merupakan kendaraan politik Pemerintahan Orde Baru yang didukung 
oleh militer dan birokrasi, maka pemilu selama Orde Baru tidak 
menunjukkan kekuatan riil aliran-aliran politik yang ada. Pada masa 
ini, muncul ABRI sebagai kekuatan politik yang sangat menentukan 
dalam penentuan kebijakan-kebijakan Negara. 


2Kacung Marijan, Respon terhadap Pembangunan Politik Orde Baru (Jakarta, 
Jurnal Ilmu Politik, 1995). 


BAB 3 | Strategi Komunikasi Politik Islam 31 


Pemilu tahun 1999, masih menunjukkan kecenderungan politik 
aliran yang sama seperti pada pemilu tahun 1955. Seperti dikatakan 
oleh Paige Johnson (Panduan Parlemen Indonesia 2001: 142), ada 
kesinambungan dari sifat aliran-aliran dari periode terdahulu. Partai 
dikatakan mempunyai pendukung kebijakan dalam masyarakat. Muslim 
modernis cenderung mendukung partai politik jenis tertentu, Muslim 
tradisionalis pada pihak lain dan Muslim nasionalis abangan (lebih 
sekuler) dan minoritas mendukung pihak lain. Pendapat ini dalam 
kenyataannya, mengandung kebenaran karena melihat komposisi 
perolehan suara pada pemilu tahun 1999 yang lalu, walaupun ada sedikit 
pergeseran, karena politik kekuasaan Orde Baru yang sangat kuat. 


Sepanjang sejarahnya setelah kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 
1945, Indonesia telah melaksanakan 8 kali pemilu. Dari seluruh pemilu 
tersebut, tidak pernah ketinggalan diikuti juga oleh partai-partai 
Islam. Pemilu pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 
1955 pada masa pemerintahan kabinet Perdana Menteri Burhanuddin 
Harahap (Masyumi), diikuti oleh 118 peserta dari organisasi partai 
politik, organisasi kemasyarakatan maupun perorangan. Untuk 
memperebutkan 257 kursi DPR dan 514 kursi Konstituante. Dari 
seluruh peserta pemilu tersebut terdapat 5 partai Islam, yaitu Majelis 
Suro Muslimin Indonesia (Masyumi), Nahdatul Ulama (NU), Partai 
Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Tharekat Islam Indonesia (PTII), 
Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI). 


Hasil Pemilu tahun 1955, partai-partai Islam memperoleh hasil 
yang cukup baik walaupun masih kalah suara dibanding dengan partai- 
partai nasionalis sekuler. Masyumi dan PNI memenangkan pemilu 
DPR dengan memperoleh masing-masing 57 kursi, sedangkan di 
Konstituante Masyumi memperoleh 112 kursi dan PNI memperoleh 119 
kursi. Urutan selanjutnya, ditempati oleh NU dengan 45 kursi DPR dan 
91 kursi di Konstituante, PKI 39 kursi DPR dan 80 kursi Konstituante, 
PSII memperoleh 8 kursi DPR dan 16 kursi Konstituante. Total kursi 
yang diperoleh partai-partai Islam di DPR adalah 116 kursi dari 257 
kursi DPR yang diperebutkan atau sebesar 45,13 Yo. Sementara di 
Konstituante memperoleh 230 kursi dari 514 kursi Konstituante yang 
diperebutkan dalam pemilu atau sebesar 44,74 Yo. 
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Isu politik yang paling menonjol yang dibawa oleh partai-partai 
Islam hasil pemilu tahun 1955 dan mereka mempunyai suaru yang sama 
untuk itu, adalah persoalan ideologi, yaitu Islam sebagai dasar negara, 
berhadapan dengan kelompok lain yang menginginkan Pancasila, serta 
sosial ekonomi sebagai dasar negara. Hal itu terjadi karena memang 
pada saat itu sedang diperdebatkan tentang Konstitusi Indonesia 
di Konstituante. Namun perdebatan mengenai dasar negara tidak 
membuahkan hasil karena kekuatan Islam dan nasionalis memiliki 
kekuatan yang seimbang. 


Pada saat itu, seluruh partai Islam memandang bahwa Islam dan 
poltik tidak bisa dipisahkan dan politik adalah bagian dari syariat, hal 
ini nampak jelas dalam rancangan Mukaddimah Undang-Undang Dasar 
yang disusun oleh kelompok Islam yang berbunyi “ ... maka untuk 
memelihara kemerdekaan itu, kami bangsa Indoesia berketetapan 
hati untuk menyusun Negara Indonesia menjadi republik berdaulat 
berdasarkan Islam”. Pikiran-pikiran dan dasar pertimbangan memilih 
Islam sebagai dasar negara, dapat dilihat dalam pidato-pidato pemimpin- 
pemimpin fraksi Islam pada saat itu, yang pada intinya berkeyakinan 
bahwa Islam di samping mengatur masalah-masalah akidah, ibadah dan 
akhlak juga mengatur hubungan individu dan masyarakat, serta negara, 
di samping alasan demokratis, di mana bagian terbesar masyarakat 
Indonesia adalah beragama Islam. 


Pemilu kedua dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 1971, pada masa 
awal Orde Baru. Pemilu kedua ini, diikuti oleh sepuluh Partai Politik, 
di antaranya ada 4 partai Islam yaitu PSII memperoleh 10 kursi, NU 
58 Kursi, Parmusi 26 kursi dan Partai Islam Perti mendapat 2 kursi. 
Jumlah total perolehan kursi partai-partai Islam adalah 96 kursi dari 
362 kursi DPR yang diperebutkan atau sebesar 26,5 Yo. Sejak pemilu 
tahun 1977 sampai dengan tahun 1997, yaitu selama 20 tahun terjadi 
rasionalisasi partai politik oleh pemerintah Orde Baru yaitu hanya ada 
3 partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan sebagai partai 
Islam, Golongan Karya, serta Partai Demokrasi Indonesia. Partai Islam 
semakin pudar dengan perolehan suara yang terus menurun, yaitu pada 
pemilu 1977 memperoleh kursi sebesar 27,590 dari 360 kursi DPR, 
Pemilu tahun 1982, memperoleh 26,190 dari 360 kursi DPR, Pemilu 
1987 memperoleh 15,25 Yo dari 400 kursi yang diperebutkan, pemilu 
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1992 memperoleh 15 Yo dari 400 kursi yang diperebutkan dan pemilu 
terakhir Orde Baru, yaitu pemilu 1997 memperoleh 1690. 


Pemilu sepanjang Orde Baru, dilaksanakan di bawah dominasi 
Golongan Karya yang selalu memperoleh kursi di atas 62 Yo sampai 
7590 yang merupakan alat politik pemerintah Orde Baru. Karena itu 
perolehan suatu partai Islam pada masa ini bukan merupakan indikasi 
sebenarnya atas sikap pemilih yang dilakukan secara terbuka dan 
demokratis dalam pemilu. Orde Baru memanfaatkan seluruh kekuatan 
politiknya, yaitu Golongan Karya, Birokrasi dan ABRI untuk mendukung 
dan mempertahakan kekuasaannya. Kemenangan Golkar didukung 
penuh oleh kekuatan birokrasi. 


Lahirnya Masa Reformasi ditandai dengan tumbangnya 
pemerintahan Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, yang disebabkan 
oleh demonstrasi massa yang sangat besar yang menuntut perubahan 
dalam segala bidang termasuk bidang kebebasan politik, kebebasan 
pers, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Presiden 
B. J. Habibie yang menggantikan Soeharto pada masa itu membuka 
keran demokrasi ini dengan seluas-luasnya, yaitu dengan membuka dan 
menjamin kebebasan pers, serta membebaskan berdirinya partai-partai 
politik yang baru. Era baru ini disambut dengan gegap gempita, dengan 
tuntutan perubahan-perubahan radikal dalam politik. 


Kebijakan Presiden B. J. Habibie yang membebaskan berdirinya 
partai politik itu, disambut dengan lahirnya ratusan partai politik baru 
di Indonesia, yaitu paling tidak 181 partai politik, yang dilanjutkan 
dengan pelaksanaan pemilu yang dipercepat pada bulan Juni 1999. 
Dalam pemilu pertama masa reformasi itu, tidak seluruh partai politik 
yang terdaftar bisa ikut pemuli, karena setelah dilakukan verifikasi oleh 
Komisi Pemilihan Umum pemilu tersebut, hanya diikuti oleh 48 partai 
Politik. Pemilu ini, dianggap sebagai pemilu paling demokratis yang 
dilasanakan oleh bangsa Indonesia sepanjang sejarahnya setelah Pemilu 
pertama pada tahun 1955. Dari seluruh partai politik peserta pemilu 
tersebut, paling tidak terdapat 8 partai politik Islam, sebagaimana yang 
telah diuraikan dalam bagian awal tulisan ini. 


Hasil Pemilu tahun 1999, menunjukkan bahwa ternyata perolehan 
partai politik Islam sangatlah kecil dibanding dengan perolehan 
suara partai politik yang tidak berdasarkan Islam. Partai Persatuan 
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Pembangunan yang telah berumur hampir V4 abad hanya memperoleh 58 
kursi DPR, yaitu 12,6 Yo dari 462 kursi yang diperebutkan. Partai Bulan 
Bintang memperoleh 13 kursi atau 290, Partai Keadilan memperoleh 
7 kursi atau 1,590, Partai Nahdatul Ummah memperoleh 5 kursi atau 
190, serta 3 partai Islam lain yang memperoleh kursi masing-masing 
1 kursi, yaitu Partai Kebangkitan Ummat, Partai Syarikat Islam, serta 
Partai Masyumi sehingga berjumlah 3 kursi atau 0,6490. 


Sementara itu, kedua partai yang berbasiskan massa Islam, 
memperoleh kursi yang juga tidak begitu besar, yaitu Partai Kebangkitan 
Bangsa memperoleh 51 kursi atau 11Yo dan Partai Amanat Nasional 
memperoleh 34 kursi atau 7,36 Yo. Sehingga total perolehan kursi kedua 
partai ini adalah 85 kursi atau 18,36$o. Jumlah ini seimbang dengan 
perolehan kursi partai-partai Islam. Sementara, total perolehan kursi 
partai Islam dan partai barbasis massa Islam adalah 171 kursi atau 3796. 


Peranan dan kedudukan parlemen hasil pemilu tahun 1999, 
menempati posisi yang sangat strategis bagi masa depan Indonesia, 
karena dalam masa inilah kebijakan-kebijakan strategis dan mendasar 
bagi masa depan Indonesia diletakkan, antara lain dengan adanya 
perubahan yang sangat besar pada Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia. 


Hal yang menarik diamati bahwa pandangan dan posisi partai- 
partai Islam dan partai-partai yang berbasiskan massa Islam, berbeda 
pandangan dalam perdebatan tentang Pasal 29 UUD 1945. Partai-Partai 
Islam yang dimotori oleh Partai Bulan Bintang dan Partai Persatuan 
Pembangunan, mengusulkan penambahan 7 kata dari Piagam Jakarta 
dalam Pasal 29 ayat 1, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban 
menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pada sisi lain, 
usulan ini tidak mendapatkan dukungan dari kedua partai yang berbasis 
massa Islam di Majelis Permusyawaratan Rakyat. 


Hal ini dipahami karena kedua partai ini mengklaim dirinya sebagai 
partai terbuka dan inklusif. Sangat berbeda dengan posisi perdebatan 
dalam konstituante hasil pemilu tahun 1955, di mana seluruh partai 
Islam memperjuangan Islam sebagai dasar Negara, baik dari NU yang 


8Komaruddin Hidayat, dan Ahmad Gaus AF (ed.), Islam, Negara dan Civil 
Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer (Jakarta: Paramadina, 2005). 
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duduk dalam Konstituante maupun dari basis Muhammadiyah sebagai 
anggota luar biasa Masyumi. Perkembangan ini, mengindikasikan 
adanya perubahan yang signifikan dalam cara pandang para politisi 
Islam mengenai hubungan negara dengan agama (Islam). 


Pada sisi lain, jika menyangkut politik praktis dalam hal penentuan 
dan pemilihan kepemimpinan, partai-partai Islam dan partai yang 
berbasiskan massa Islam dapat bersatu dan memiliki pandangan yang 
sama. Hal ini dapat dilihat pada saat terpilihnya Presiden Abdurrahman 
Wahid pada Sidang Umum MPR tahun 1999. Hal ini juga nampak pada 
proses politik dan berbagai pengambilan putusan mengenai penentuan 
pejabat publik oleh DPR, hamper dapat dipastikan bahwa partai-partai 
tersebut dapat bersatu dan memiliki pandangan yang sama. Gejala ini 
menunjukkan adanya sikap pragmatis para politisi Islam di parlemen 
dalam berpolitik. 


D. Partai Islam dalam Peta Politik di Indonesia 


Partai politik Islam yang menjadi objek pembahasan ini adalah partai 
politik yang secara tegas mencantumkan asanya adalah Islam. Pada 
pemilu tahun 1999, paling tidak ada delapan partai yang berasaskan 
Islam, antara lain yang mendapatkan kursi di DPR pada saat ini adalah 
Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai 
Keadilan (PK), Partai Nahdatul Ummat (PNU), Partai Kebangkitan 
Ummat (PKU), Partai Masyumi, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 
dan lain-lain. Di samping partai yang berasaskan Islam, di Indonesia 
pada saat ini, ada juga partai yang berbasiskan massa Islam, yaitu 
antara lain Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional. 
Kedua partai yang terakhir ini, massa pendukungnya terutama berasal 
dari para anggota dan simpatisan Ormas Islam Nahdatul Ulama dan 
Muahammadiyah, walaupun tidak seluruhnya anggota kedua organisasi 
tersebut menjadi anggota kedua partai itu. 


Lahirnya partai berasaskan Islam dan partai yang berbasiskan massa 
Islam, sejak tahun 1998, yaitu setelah tumbangnya Orde Baru adalah 
perkembangan yang menarik untuk dibicarakan. Paling tidak, ada dua 
hal yang menjadi pertimbangan. Pertama, pada masa sebelumnya baik 
pada masa Orde Lama maupun pada masa Orde Baru, tidak ada gejala 
pembedaan yang demikian. Pada masa Orde Lama, partai-partai islam 
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berasaskan Islam bersatu padu memperjuangkan ideologi Islam sebagai 
dasar negara. 


Pada masa Orde Baru, yaitu yang dimulai pada pemilu tahun 1971 
(pada saat itu ada 4 partai politik Islam, yaitu Partai NU, PSII, PARMUSI 
dan PERTI), serta Partai Persatuan Pembangunan untuk pemilu 
selanjutnya sampai dengan pemilu tahun 1997, tidak menunjukkan 
pembedaan yang demikian. Kedua, artikulasi politik partai Islam 
pada era reformasi ini, menunjukkan perbedaan yang cukup tajam, 
terutama tentang sifat partai dan perjuangan ideologi dalam Majelis 
Permusyawaratan Rakyat. Partai yang berasaskan Islam lebih tertutup, 
terutama dalam kepemimpinan partai dibanding dengan partai yang 
berbasis massa Islam. Walupun kedua partai yang berbasis massa islam 
mengklaim sebagai partai terbuka, namun tidak dapat dipungkiri bahwa 
pemilih kedua partai tersebut adalah massa tradisional pendukung dan 
anggota ormas Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. 


Hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah bagaimana 
partai-partai Islam ini, berperan dalam politik Indonesia, dan sejauh 
mana kemungkinannya untuk bisa memenangkan pemilu-pemilu 
berikutnya. 


Dalam kepustakaan Islam, telah lama dikenal Figh Politik (Fighis 
Siyasah), yang mendasari pandangannya bahwa Syari'at Islam di samping 
mengatur tentang ketuhanan, hubungan antara manusia dengan 
Tuhannya (masalah-masalah ibadah), serta akhlak, tetapi juga mencakup 
hubungan individu dengan daulah (negara dan pemerintah), atau 
hubungan pemimpin dengan rakyat, hubungan hakim dengan terdakwa, 
hubungan pejabat dengan penduduk, yang diatur dalam figh daulah. 


Politik menurut perspektif syariat, ialah yang menjadikan 
syariat sebagai pangkal tolak, kembali dan bersandar kepadanya, 
mengaplikasikannya di muka bumi, menancapkan ajaran-ajaran dan 
prinsip-prinsipnya di tengah manusia, sekaligus sebagai tujuan dan 
sasarannya, sistem dan jalannya. Tujuannya berdasarkan syariat dan 
sistem yang dianut juga berdasarkan syariat. Islam adalah akidah 
dan syari'ah, agama dan daulah, kebenaran dan kekuatan, ibadah dan 
kepemimpinan, mushaf dan perang. Dalam kepustakaan modern, 
bidang-bidang ini termasuk dalam bidang kenegaraan dan kebijakan 
publik, dan hukumnya adalah masuk dalam bidang hukum publik, 
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yaitu hukum tata negara, administrasi negara, hukum pidana dan 
hukum acara. 


Telah banyak para fugaha terdahulu yang membahas masalah ini, 
yang dimasukkan dalam pembahasan figh secara umum, dan bahkan 
ada yang mengupasnya dalam kitab-kitab tersendiri, seperti Al-Ahkam 
As-Sulthaniyah, karangan Al-Mawardy Asy Syafi'y (wafat 450 H), 
Abul Ya'la Al-Farra' Al-Hambali (wafat 458 H.), Ghayyatsul-Umam, 
karangan Al Imam Al Haramain Asy Syafi'y (wafat 476 H). Kitab As- 
Siyasah Asy- Syar'iyah fi Ishlahir Ra'yu war Ra'iyyah karangan Ibnu 
Taimiyah (wafat 728 H), serta karangan dari murid dan sahabat Ibnu 
Taimiyyah, yaitu Ibnu Oayyim yang mengarang kitab Ath-Thurug 
Al-Hukmiyah. Termasuk kitab klasik Al-Kharaj yang dikarang oleh 
Abu Yusuf (wafat 181 H), salah seorang sahabat Imam Abu Hanifah, 
serta banyak lagi kitab-kitab lainnya termasuk yang ditulis pada awal 
abad ke-20." 


Pandangan dan pendapat para fugaha dan ulama klasik tentang 
politik tidak dipisahkannya politik dengan syariat Islam. Politik adalah 
bagian dari syariat Islam yang diatur oleh syariat dan tujuannya untuk 
tegaknya syariat itu. Politik dalam pandangan para ulama salaf, diartikan 
dalam dua makna, yaitu, pertama, dalam makna umum, yaitu untuk 
menangani urusan manusia dan masalah kehidupan dunia mereka 
berdasarkan syariat agama. Kedua, politik dalam makna khusus, 
yaitu pendapat yang dinyatakan pemimpin, hukum dan ketetapan 
yang dikeluarkannya untuk menangkal kerusakan yang akan terjadi, 
mengatasi kerusakan yang telah terjadi atau untuk memecahkan 
masalah-masalah khusus. 


Politik harus didasarkan pada figh Islami, yang berasal dari segala 
mazhab figh yang ada, serta praktik para sahabat dan tabi'in. Dalam 
pelaksanaannya, figh Islami itu berinteraksi dengan realitas kehidupan, 
serta berbuat untuk memecahkan berbagai problem dengan merujuk 
kepada syariat. Syariat tidak menutup mata terhadap realitas kehidupan. 
Oleh kerena itu, realitas juga adalah alat untuk memecahkan masalah- 
masalah yang timbul. 


MAzyumardi Azra, Reposisi Hubungan Agama dan Negara (Jakarta: Penerbit 
Kompas, 2004). 
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Banyak contoh dan tuntunan yang diberikan Rasulullah Saw., 
tentang kelenturan syariat Islam yang dihadapkan dengan realitas, 
dan inilah bidang politik, yaitu antara lain saat Rasululah pernah 
memerintahkan untuk memenjarakan seorang tersangka, padahal pada 
sisi lain, Rasulullah Saw. bersabda tidak akan menghukum seseorang 
kecuali dengan dua saksi. Begitu juga dengan sikap Rasulullah Saw. 
yang meringankan hukuman bagi pencuri yang diganti dengan hukum 
dera, karena memperhatikan kondisi kehidupan pencuri itu. Serta 
mengambil zakat dan mengembalikan sebagian kepada mereka sebagai 
keringanan. Khalifar Umar r.a. juga pernah menangguhkan hukum bagi 
pencuri karena kemiskinan. 


Setelah runtuhnya khilafah islamiyah mulai berkembang 
perbedaan pandangan di antara umat Islam tentang Islam dan politik. 
Terutama dimulai dengan pandangan seorang ulama Al-Azhar, yaitu 
Ali Abdurrazig, dengan tulisan Islam wa wa Ushulul Hukmi (tahun 
1925), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Islam adalah agama 
yang tidak memiliki daulah, negara. Islam adalah risalah rohani 
semata. Muhammad tidak bermaksud mendirikan negara dan ini 
tidak termasuk risalah beliau. Beliau hanyalah seorang rasul yang 
bertugas melaksanakan dakwah agama secara murni, tidak dicampur 
kecenderungan terhadap kekuasaan dan seruan mendirikan negara, 
karena memang beliau tidak memiliki kekuasaan dan pemerintahan. 
Beliau bukan raja dan bukan pula seorang pendiri daulah, serta tidak 
mengajak kepada pembentukan negara. 


Pandangan Ali Abdurrazig ini, ditentang oleh seluruh ulama Al- 
Azhar dan putusan dalam pertemuan format Saikh Al-Azhar beserta 
24 anggota tetap, dan memutuskan bahwa buku Al Abdurrazig 
tersebut telah memuat berbagai masalah yang bertentangan dengan 
agama. Pengarangnya dianggap telah melalui jalan yang sama sekali 
tidak layak dilakukan seorang Muslim, terlebih lagi seorang yang 
berilmu. Pengarangnya dikeluarkan dari ulama Al-Azhar dan dicabut 
kepakarannya, serta diberhentikan dari jabatannya. 


Tuntunan Al-Our'an mengenai kehidupan bernegara, tidaklah 
menunjuk suatu model tertentu. Karena itu, Haikal menyimpulkan 


Bachtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik 
Islam di Indonesia (Jakarta: Paramadina, 1998). 
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bahwa soal negara dan pemerintahan lebih banyak diserahkan kepada 
ijtihad ummal Islam. Islam hanya menggariskan prinsip-prinsip dasar 
yang harus dipedomani dalam mengelola negara. Prinsip-prinsip 
tersebut, mengacu pada prinsip-prinsip dasar Islam bagi pengelolaan 
hidup bermasyarakat, yaitu prinsip persaudaraan, persamaan dan 
kebebasan. 


Perbedaan pandangan di antara umat Islam mengenai hubungan 
antara Islam dan politik tersebut, berkembang hingga saat sekarang ini, 
dan membawa kepada perbedaan aliran politik yang dianut umat Islam 
di seluruh dunia, termasuk yang terjadi di Indonesia. 


Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir 
secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan 
penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan 
berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya 
kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.'8 Ia adalah organisasi 
artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam 
masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada 
pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk 
memperoleh dukungan rakyat dengan kelompok lain yang mempunyai 
pandangan yang berbeda-beda. Dengan demikian, partai politik 
merupakan perantara yang menghubungkan kekuatan-kekuatan 
dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan 
yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik di dalam 
masyarakat politik yang lebih luas. 


Partai politik sengaja didirikan untuk memperoleh kekuasaan, 
serta memerintah atau memengaruhi kebijakan pemerintahan. Partai 
Politik adalah alat yang sah yang ditimbulkan dalam masyarakat 
modern untuk mengelompokkan berbagai kelompok dan kepentingan 
dalam masyarakat untuk diartikulasikan dalam kebijakan-kebijakan 
negara. Partai politik merupakan alat bagi sekelompok orang yang 
tergabung secara terorganisir yang memiliki landasan ideologis dan 
cita-cita yang sama tentang sebuah masyarakat dan negara yang 
dicita-citakan. Dengan demikian partai politik adalah sarana formal 
bagi berbagai kelompok masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan 


16Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 161. 
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pandangan politiknya tentang kehidupan masyarakat dan negara 
yang dicita-citakan. 

Pembentukan partai politik, didasarkan atas kesamaan ideologi, 
visi, serta misinya untuk membangunan dan memecahkan masalah- 
masalah bangsa dan negara. Karena itu dilihat dari visi, misi, serta 
ideologi partai, maka ada yang disebut partai konservatif dan ada 
partai liberal. Pada sisi lain, ada partai yang berdasarkan agama dan 
ada yang berlandaskan sosialisme, kerakyatan dan lain-lain. Dalam 
kenyataannya, tidak selalu hanya ada satu partai politik yang menganut 
ideologi dan dasar yang sama dalam suatu negara. Karena walaupun 
menganut dasar, prinsip dan visi, serta misi yang sama bisa lahir 
beberapa partai politik. Karena itu, pembentukan partai politik juga 
sangat dipengaruhi oleh pandangan dan kemauan yang lebih personal 
dari para tokoh atau pimpinan partai politik, hal ini biasanya terjadi 
perbedaan kecil pada gaya kepemimpinan dari pimpinan partai politik 
yang bersangkutan. 

Menurut Klingermann (Klingermann 1994: 432), di Jerman, 
Belanda, Belgia dan Austria pertentangan partai yang dominan terus 
berlanjut menjadi lebih bercorak tradisional daripada modern. Dalam 
hal ini, dari keempat negara tersebut, kelompok yang dinyatakan sebagai 
partai Kristen tetap mempertahankan peranan yang menonjol hingga 
saat ini. Perdebatan yang muncul di negara-negara tersebut adalah 
ke arah moralitas keluarga dan negara kesejahteraan. Partai politik 
memiliki fungsi yang bermacam-macam, antara lain dikemukakan oleh 
Miriam Budiarjo (1991: 163) sebagai berikut. 


Partai sebagai sarana komunikasi politik. 

Partai sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan. 
Partai sebagai sarana sosialisasi politik. 

Partai sebagai sarana rekruitmen politik. 


Partai sarana pembuatan kebijaksanaan. 


Or On ae Dt 


Partai sebagai sarana pengatur konflik." 


Muhtadi., Asep Saeful, Pemikiran dan gerakan politik Nahdlatul Ulama: 
Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif Jakarta: LP3ES, 2004). 
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Memperhatikan berbagai fungsi partai politik tersebut, kedudukan 
dan peran partai politik adalah sangat penting bagi sebuah negara 
demokrasi, baik dalam penyusunan berbagai kebijakan yang demokratis 
maupun sebagai alat yang efektif untuk melakukan sosialisasi politik 
(kebijakan), rekruitmen politik, serta sarana pengatur konflik, walaupun 
tidak seluruh fungsi ini dapat diperankan oleh partai-partai politik, 
karena di internal partai politik sendiri bisa terjadi konflik dan tidak 
mampu melaksanakan sosialisasi dan komunikasi politik dengan baik. 
Hal ini sangat tergantung pada kualitas dan kesadaran politik dari para 
pimpinan yang menggerakkan partai itu. 

Dalam teori, demokrasi modern menjadikan partai-partai 
politik dipandang sebagai sarana kelembagaan yang utama untuk 
menjembatani hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. 
Partai-partai dianggap memainkan peranan menyeluruh sebelum, 
selama dan sesudah pemilu. Berbeda dengan kelompok-kelompok 
kepentingan, partai-partai menjangkau suatu lingkup kepentingan 
manusia secara luas. Mereka mengidentifikasi, memilah menentukan 
dan mengarahkan pelbagai kepentingan tersebut menuju cara-cara 
bertindak yang dapat dipilih oleh para pemilih dan pemerintah. 
Pemilu merupakan ajang menyampaikan kehendak kebijakan yang 
disampaikan oleh para pimpinan partai dalam konteks memperebutkan 
persaingan memperebutkan pemerintahan. 


Idealnya, partai pemenang akan mengendalikan pengambilan 
keputusan kebijakan pemerintahan sesuai dengan program-program 
partainya. Namun menurut Klingermann bahwa partai yang berkuasa 
harus juga memperhatikan berbagai tuntutan yang nyata dalam 
masyarakat. Karena itu partai pecundang tidak harus kehilangan 
perannya dalam kehidupan politik modern, karena ternyata penentuan 
kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh rangkaian proses demokratis 
dalam proses pengambilan keputusan. Tekanan-tekanan yang 
disampaikan oleh kelompok fungsional dan partai-partai kecil sangat 
besar pengaruhnya dalam penentuan kebijakan publik. Apalagi kalau 
tidak ada pemenang mutlak dalam proses pemilu sehingga pengambilan 
keputusan mengutamakan akomodasi daripada konfrontasi. 


Partai Islam dan Pemilih Islam. Secara historis, fenomena agama 
dalam kehidupan politik muncul ketika akan digelar Pemilu 1955. 
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Saat itu bermunculan partai-partai yang berlabel agama seperti Partai 
Masyumi, Partai Sarekat Islam Indonesia dan Partai Katolik. Padahal, 
waktu Pemilu pertama pasca kemerdekaan itu dilaksanakan, maka 
partai-partai nonagamalah yang memenangkan 61 persen suara di 
lembaga perwakilan, Islam menguasai 30 persen dan yang berorientasi 
Kristen 0,29 persen. Artinya, meskipun mayoritas Bangsa Indonesia 
adalah Islam, tetapi tidak serta merta partai Islam memperoleh suara 
yang signifikan. 


Berdasarkan historis singkat di atas, semakin menunjukkan 
bahwa agama dan pemeluknya telah memainkan peran penting dalam 
kehidupan politik di Indonesia. Bahkan tidak jarang agama mempunyai 
posisi tawar yang cukup “menggiurkan” bagi oknum yang mengambil 
keuntungan. 


Pada Pemilu Pertama tahun 1955 suara Partai Islam yang diwakili 
Partai Masyumi dan Partai NU masing-masing memperoleh 57 dan 
45 kursi dari jumlah total kursi 257 di Parlemen atau masing-masing 
memperoleh 20,9 Yo dan 18,440 dari seluruh total suara. Dan pada 
pemilu-pemilu selanjutnya suara gabungan Partai Islam tidak pernah 
lebih baik dari perolehan dalam Pemilu 1955 tersebut. 


Beberapa survei lain juga menunjukkan bahwa massa pendukung 
partai-partai politik yang berbasis Islam yang menyatakan diri netral, 
seperti PAN dan PKB, terbukti lebih banyak memberikan suaranya 
kepada partai-partai yang tidak berbasis Islam. Hasil survei pada pemilu 
2004-2009, mencatat bahwa partai-partai yang berbasis Islam tidak 
sebanding dengan rasio pemilih umat Islam. Hal ini bisa dilihat hasil 
pemilihan umum 2009 DPR RI. P Demokrat 148, P. Golkar 107, PDIP 
94, PKS 57, PAN 46, PPP 37, PKB 28, P Gerindra 26, PB Hanura 17 kursi. 
Terdiri dari 29 partai yang tidak lolos PT, karena itu tidak memperoleh 
kursi di DPR pusat.' 


Dari data yang ada di atas, terlihat bahwa pemilu 2009 sebenarnya 
tidak jauh berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu ini 
diikuti oleh 38 partai nasional dan enam partai lokal. Hasilnya, seperti 
yang terlihat dari data di atas, hanya sembilan partai yang memperoleh 
suara lumayan. Dari sembilan partai ini, tujuh di antaranya adalah 


18Sumber: KPU.2009. 
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partai-partai yang sudah ada sebelumnya. Hanya dua partai baru yang 
masuk di dalamnya, yaitu Partai Gerindra dan Partai Hanura. Sebagian 
besar partai-partai (baru) lainnya, tidak memperoleh suara yang berarti. 
Dengan kata lain, distribusi perolehan suara di dalam pemilu pada 
dasarnya lebih terkonsentrasi pada sejumlah partai dan tidak kepada 
semua partai termasuk di dalamnya adalah partai-partai Islam, seperti 
PKS, PAN, PPP dan PKB. 


Meskipun secara alamiah hanya partai-partai tertentu saja yang 
memperoleh dukungan riil dari para pemilih, tetap yang menjadi sorotan 
adalah partai-partai yang berbasis dukungan massa riil Islam justru kalah 
dengan jumlah suara yang signifikan oleh partai-partai yang notabene 
bukan partai Islam. Tentu hal ini menjadi tanda tanya besar apakah 
massa pemilih Islam sudah mengalami pergeseran perilaku dalam 
memilih, atau perilaku politik Islam secara umum sudah mengalami 
polarisasi tertentu yang tidak terlalu mengedepankan fanatisme 
keagamaan mereka atau bahkan umat Islam sebagian besar tidak ikut 
terlibat atau berpartisipasi dalam politik dengan alasan-alasan tertentu. 
Bahwa yang jelas fenomena seperti ini adalah persoalan serius yang 
harus ditemukan jawabannya. 


Pada sisi yang lain, Lembaga Survei Indonesia (LSI) ketika 
merilis Moslem Youth Survey antara tanggal 18-26 November 2010, 
yang mensurvey tingkat ketertarikan umat Islam dalam politik 
(Interested in Politics) dengan sampel 1496 responden di 33 Propinsi 
dengan sistem multistage random sampling dengan hasil sebagai 
berikut. Highly Interested: 5,5 Yo. Interested: 23,1 Yo. Litle Interested: 
41,490. Not All Interested: 28,9 Yo. Hasil survei di atas, semakin 
mempertegas bahwa tingkat partisipasi politik umat Islam selama 
ini kurang begitu bagus. Hal ini merupakan persoalan tersendiri di 
kalangan internal umat Islam terkait perilaku politik mereka. Lebih 
lanjut, LSI juga melakukan survei tentang Pemilih Mengambang dan 
Prospek Perubahan Kekuatan partai Politik, hasilnya adalah bahwa 
hubungan antara pemilih dengan partai sangat lemah. Setelah 12 
tahun mengalami pemilihan umum, pemilih semakin merasa jauh 
dengan partai. Akibatnya, tingkat partisipasi dalam tiga Pemilu 
sebelumnya menurun tajam (sekitar 2096), dan perubahan pilihan 
dalam tiap pemilihan umum semakin besar. Kalaupun warga memilih 
sekarang, pilihan mereka mengambang, dan mudah berubah kembali, 
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seperti dalam Pemilu 1999, 2004, dan 2009. Pemilih yang loyal 
sangat kecil (2090). 


Persoalannya sekarang adalah, apakah pergeseran perilaku pemilih 
semacam ini sehat bagi perkembangan kehidupan politik Indonesia 
ke depan? Apakah dengan rendahnya minat dan partisipasi politik, 
merupakan preseden buruk dalam proses demokratisasi di Indonesia? 
Lalu bagaimana dengan umat Islam sebagai penduduk mayoritas 
menanggapi fenomena politik seperti ini? Tentu hal ini harus dijawab, 
khususnya umat Islam sebagai penduduk mayoritas di negeri ini. Tak 
terkecuali masyarakat di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari warga 
negara Indonesia yang ikut bertanggung jawab dalam perkembangan 
kehidupan politik (demokratisasi) negara ini ke depan. 


'9Hasil survey LSI yang dilakukan antara tanggal 15-25 Mei 2011. 


BAB 3 | Strategi Komunikasi Politik Islam —— 105 


(Halaman ini sengaja dikosongkan) 


BAB 4 


APLIKASI NEGOSIASI DALAM 
KOMUNIKASI POLITIK ISLAM 


A. Negosiasi dalam Komunikasi Politik 


Negosiasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai keadaan 
yang dapat diterima kedua belah pihak. Negosiasi diperlukan ketika 
kepentingan seseorang atau kelompok tergantung pada perbuatan orang 
atau kelompok lain yang juga memiliki kepentingan lain. Kepentingan 
tersebut, harus dicapai dengan jalan mengadakan kerja sama. 


Negosiator hendaknya secara aktif mengusahakan hasil yang 
diinginkan atau dengan kata yang lebih sederhana berkomunikasi 
politik. Essensi dari negosiasi yang efektif terletak pada persiapan yang 
matang, upaya menciptakan suasana yang akrab dan dengan menerapkan 
komunikasi antarpribadi, daya pikir secara analis kritis. 


Jika para negosiator mampu mencapai kepuasan pribadi dalam 
situasi negosiator yang ada, jika mereka dapat memadukan tujuan 
demi mendapatkan hasil terbaik bersama, maka terdapat dasar untuk 
mencapai keberhasilan. Sama dengan banyak aspek komunikasi lainnya, 
keberhasilan dalam negosiasi pada intinya dapat ditingkatkan dengan 
pandangan pendekatan human approaching. 
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1. Dasar dan Lingkup Negosiasi 


Komunikasi itu bisa mudah bisa juga sulit. Hal ini tergantung pada 
orang yang akan mengkomunikasikan sesuatu, dalam kehidupan 
komunikasi politik, negosiasi merupakan bagian yang selalu muncul 
dalam aktivitas komunikasi politik. Dengan alasan ini, negosiasi bisa 
dijadikan salah satu strategi komunikasi politik. Karena dalam negosiasi 
penuh dengan berbagai gaya dan seni, sehingga negosiasi bisa berjalan 
lancar. Negosiasi sangat terkait dengan komunikasi persuasif atau 
komunikasi yang membujuk. 


Saat mau melakukan negosiasi, maka lebih dahulu analisislah 
lebih rinci lagi tentang yang akan dinegosiasikan. Pihak negosiator 
perlu merancang kerangka beberapa kemampuan dasar dan membuat 
ikhtisarnya. Sebab, negosiasi sebagai salah satu strategi komunikasi 
politik, merupakan dimensi untuk melengkapi komunikasi. Keduanya 
memiliki proses yang berbeda, dan tidak memungkinkan untuk saling 
berkaitan. 


Dalam berbagai bentuknya, komunikasi bisa menimbulkan 
masalah, karena samar-samar, tidak tepat atau penuh jargon. Banyak 
risiko yang mengintip di sini, mulai dari hilangnya “benang merah”. 
Argumentasi Anda, sampai tidak didengar oleh lawan bicara Anda. Jika 
maksud Anda tidak dipahami oleh lawan bicara Anda, jangan berharap 
untuk beralih ke langkah berikutnya, apalagi meyakinkannya untuk 
melekukan sesuatu. 


Komunikasi yang jelas merupakan tingkat pertama dari seluruh 
proses. Komunikasi yang jelas lebih memungkinkan berkembang 
menjadi komunikasi persuasif. Hal ini tergantung pada cara pendekatan 
yang tepat. Selain itu, harus berdasar pada sudut pandang dan cara 
berpikir orang lain. Dengan demikian, komunikasi persuasif sangat 
mendukung komunikasi politik, karena: pertama, komunikasi persuasif 
yang berhasil merupakan dasar kedua bagi terciptanya negosiasi yang 
berhasil, hanya apabila seorang dapat diyakinkan tentang bentuk 
tindakan tertentu, setidak-tidaknya secara prinsip, ia akan berminat 
melakukan bentuk transaksi tertentu. Kedua, jika Anda telah 
berkomunikasi dengan jelas dan memperoleh pemahaman, jika Anda 
sendiri sudah bersikap persuasif dan ada kesepakatan penting yang akan 
ditindak lanjuti, maka Anda bisa beralih ke proses negosiasi. 
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2. Pokok Masalah yang Dinegosiasikan 


Semua masalah yang timbul, dapat dipahami bahwa dalam bernegosiasi 
kebebasan mengeluarkan pikiran dan integritas kedua belah pihak, 
mutlak menjadi syarat utama. Penempatan kedua pihak yang akan 
bernegosiasi dalam posisi “menang-menang”, menjadi pemanfaatan 
dalam bernegosiasi. Hal ini tentu akan lebih dipermudah dengan adanya 
persamaan kepentingan dari kedua pihak. 


Penandatanganan perjanjian nonagresi antara Nazi Jerman dan 
Rusia di ambang PD II, merupakan contoh bagaimana dua pihak 
sampai pada pengertian dalam dua hal yang sangat bertentangan, untuk 
mengedepankan kepentingan nasional mereka. Nazi Jerman menerima 
perjanjian ini dengan harapan bahwa ia akan bisa terlebih dahulu 
melakukan agresi terhadap polandia dan kemudian eropa barat tanpa 
khawatir akan front timurnya. 


Dengan demikian, tujuan pokok dari negosiasi adalah untuk 
mencegah negara-negara lain bergabung melawan negara tertentu. 
Tujuan ini bisa dicapai melalui berbagai cara seperti melakukan saling 
pengertian yang menunjukkan iktikad baik. Beberapa kendala saat 
negosiasi dilaksanakan, pada saat itu Anda harus mewaspadai beberapa 
konteks negosiasi tidak dapat dilakukan. Minimal menurut Ludlow dan 
Panton, ada empat hal yang harus diwaspadai, yaitu: a). Saat syarat- 
syarat negosiasi ditentukan sepihak. Ketentuan yang dibuat mengenai 
cara berorganisasi ditetapkan dengan kaku dan otoriter. Dalam 
hal ini, beswar kemungkinan kedua pihak tidak bisa berorganisasi 
dengan lancar, disebabkan ketatnya peraturan yang telah ditetapkan. 
Posisi “menang-kalah” sangat mungkin terjadi dan ini tentunya akan 
merugikan pihak yang merasa dikalahkan, b). Bernegosisi dapatlah 
dikatakan sebagai seni. Persoalan baru muncul dalam berorganisasi 
saat Anda terpaksa harus mengabaikan diskriminasi ras, jenis 
kelamin, atau diskriminasi lainnya, c). Persoalan lain yang bakal harus 
diwaspadai dalam negosiasi adalah saat menegosiasikan prosedur dan 
tata tertib perusahaan, d). Saat menegosiasikan keputusan perusahaan 
yang telah diumumkan dan ketika tak ada pihak yang hadir dalam 
negosiasi tersebut. ! 


'Ludlow dan Panton, Komunikasi Efektif (Yogyakarta: Andi,1996), hlm. 143. 
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3. Mempersiapkan Negosiasi 


Persiapan yang efektif sangat penting jika ingin mencapai hasil terbaik. 
Para negosiator yang sukses memiliki tujuan umum maupun khusus 
dan telah menyusun rencana bagaimana mencapai tujuan tersebut 
sebelum mereka berada di meja negosiasi. Dengan demikian, mereka 
menjadi produktif dan mengarah para negosiator ke arah tercapainya 
tujuan mereka dan bukan semata-mata bereaksi terhadap proposal 
pihak lain.? 


Waspadalah untuk tidak terlalu memperhatikan tujuan dan strategi. 
Usahakan memahami dengan jelas bidang-bidang kesepakatan, bidang- 
bidang yang berpotensi menyebabkan terjadinya konflik. Kerja sama 
dan kompromi dapat digunakan untuk mencapai persetujuan. Jika tidak 
demikian, ruang gerak Anda dalam negosiasi menjadi sempit dan akan 
membuat anda maupun pihak lain merasa dipojokkan atau merasa 
frustasi. Hal ini menimbulkan sikap yang negatif yang berkembang 
menjadi antipati terhadap kerja sama atau bahkan menolak untuk 
mencapai kesepakatan kerena argumentasi atau perasaan pihak lain 
kurang dipertimbangkan. 


B. Strategi, Gaya, dan Taktik Negosiasi 


Strategi yang paling baik diterapkan dalam negosiasi menurut Ludlow 
dan phantom (1996: 146) adalah keefektifan dari konteks strategi yang 
berlangsung dan jika gagal dalam menemukan strategi yang tepat, 
maka mungkin akan menemukan kesulitan dalam mencapai hasil yang 
diharapkan. 


Jika tidak dapat mengubah harapan pihak lain untuk tetap 
bernegosiasi, lantas karena strategi negosiasi yang salah Anda tidak 
dapat informasi dari mereka. Jika Anda memperhatikan liputan media 
massa tentang negosiasi, Anda akan menangkap kesan bahwa negosiasi 
merupakan istilah lain untuk mengatakan keterlibatan dalam konflik. 
Jadi, negosiasi adalah pertemuan dua pihak dengan tujuan mencapai 
kesepakatan atas pokok-pokok masalah yang: 


2Ibid., hlm. 144. 
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1. penting dalam kedua pihak, 
2. dapat menimbulkan konflik di antara dua pihak, 


3. membutuhkan kerja sama dua pihak untuk mencapainya.” 


Namun, bukan semata-mata menyangkut teknik, sekalipun teknik 
ini penting juga. Negosiasi juga tergantung pada kemampuan “menjaga” 
orang lain yang terkait. Kenalilah tujuan Anda, faktor-faktor yang sangat 
penting dan hal-hal yang dapat Anda relakan dalam kondisi tertentu. 
Hanya setelah menentukan sasaran, maka dapat mempersiapkan 
negosiasi. 


1. Berbagai Kepentingan dalam Negosiasi 


Berkali-kali laporan media massa dipenuhi dengan berita emosional, 
seperti jalan buntu, untuk berbagai tuntutan dan lain-lain. Situasi- 
situasi semacam itu sebagian terjadi karena pihak-pihak yang 
bernegosiasi berisi keras menyatakan dan mempertahankan posisi 
mereka. Dalam situasi demikian, negosiasi sama sekali tidak akan 
mencapai kemajuan. Pendirian ini lebih sering disertai kepentingan 
pihak-pihak yang dilarikan, dengan hasil kesepakatan akhir yang tidak 
memuaskan pihak manapun. 


Negosiasi sering gagal karena memang tidak ada negosiasi di 
dalamnya. Orang takut karena prosesnya, kita cenderung mencari jalan 
pintas. Ini melekat dalam proses negosiasi, ketika kedua belah pihak 
merasa puas karena mencapai kesepakatan yang sesuai. Negosiasi 
merupakan proses yang rumit karena adanya sejumlah unsur di 
dalamnya yang harus diingat jika memang menginginkan kemajuan 
yang memuaskan. Negosiasi adalah proses mengenali, menata dan 
menyepakati “ syarat-syarat” transaksi. Proses tersebut, mengawali 
komunikasi persuasif. Selama proses itu berlangsung, pihak pertama 
menyampaikan kasusnya dan pihak kedua dalam pikirannya menerima 
kasus tersebut. 


Ludlow dan Panton menegaskan (1996: 149) menegaskan tiga 
dasar yang saling terkait agar negosiasi berhasil. 


3Ibid., hlm. 141. 
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a. Apa yang Anda lakukan menyangkut semua proses dan teknis, 
sehingga ada hubungan yang mendukung antara teknik, proses 
dalam negosiasi. 


b. Bagaimana anda melakukannya beserta perilaku yang ditampilkan 
berdampak pada teknik, serta proses di atas bagi lawan Anda. 


c. Persiapan. Pada persiapan proses dasar, yang pertama dan kedua, 
mau tak mau saling bergantung. 


Pertimbangan persiapan terlebih dahulu. Persiapan negosiasi 
tampaknya masuk akal. Namun, tidak adanya persiapan yang memadai 
di luar alasan lainnya, menjadi penyebab kegagalan beberapa negosiasi. 
Pertama sekali, kita harus mempertimbangkan dengan siapa kita akan 
bernegosiasi, baik dengan seseorang, kelompok ataupun jika mungkin 
dengan organisasi yang mereka wakili. Negosiasi berlangsung dengan 
semua jenis orang mulai dari pelanggan, pemasok, rekan bisnis, 
pimpinan, karyawan dan sebagainya. 


Saat negosiasi berlangsung di dalamnya ada dua faktor yang 
terpisah, yang patut dipertimbangkan secara terpisah pula. Faktor 
yang pertama dalam semua proses saat negosiasi. Faktor yang kedua 
menyertai proses adalah sikap dan perilaku antarpribadi. Kekuatan 
terakhir yang perlu dicatat ialah rasa percaya diri yang muncul dari 
adanya sikap persiapan. 


2. Menciptakan Suasana yang Tepat 


Suasana negosiasi berpengaruh besar terhadap ke arah hasil-hasil yang 
positif. Berusahalah menciptakan suasana yang Anda inginkan. Suasana 
yang Anda inginkan bukanlah suasana yang sesuka hati Anda, namun 
suasana dapat mendukung keberhasilan negosiasi. 


Suasana diciptakan dalam waktu yang sangat singkat: beberapa 
detik atau menit. Suasana dipengaruhi oleh hubungan antara pihak- 
pihak pada waktu lampau, harapan mereka saat ini, sikap persepsi dan 
keahlian yang mereka miliki dalam bernegosiasi. Suasana dipengaruhi 
oleh konteks pertemuan, lokasi penataan tempat duduk, tingkat 
formalitas, penataan domestic. Suasana yang harus mendasari semua 
negosiasi adanya sikap dan lingkungan yang positif dan konstruktif 
untuk membahas permasalahan yang ada dengan tujuan mencari 
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pemecahan pada periode ice breaking, hendaknya berupaya menciptakan 
suasana yang hangat, bersahabat, penuh kerja sama dan praktis. 
Komunikasi formal dan nonverbal yang bersahabat dapat membantu 
menciptakan kondisi yang membuat orang-orang termotivasi unyuk 
bekerja sama. 


3. Berbagai Gaya Negosiasi 


Perlu diperhatikan berbagai gaya negosiasi yang ditawarkan pada diri 
sendiri, yaitu: a. Harus dapat memetakkan masalah dan harus tahu 
dengan jelas setiap permasalahan yang ada dan akan terjadi, serta harus 
peka terhadap signal yang dibaca satu atau dua bulan sebelumnya. b. 
Harus tahu dengan jelas siapa saja sasaran setiap permasalahan dan apa 
saja yang dibutuhkan. c. Harus tahu siapa saja pihak yang dirangkul 
atau pihak yang haruus dilokalisir, bila timbul permasalahan. 4. Harus 
tahu teknik persuasif yang biasa dilakukan dengan mengkombinasikan 
berbagai elemen dalam komunikasi, yaitu source (sumber), massage 
(pesan yang ingin disampaikan), serta keadaan sebagai berikut. 


a. Manusia tidak luput dari kesalahan apalagi dalam hal gaya 
bernegosiasi. Jika kesalahan itu terjadi, maka hendaknya cepat 
memberikan reaksi untuk menyelesaikannya. 


b. Menganalisis kesalahan dan dampaknya pada negosiasi. 
c. Menjelaskan kesalahan dari dalam negosiasi. 
d. Memperbaiki kesalahan dalam bernegosiasi. 


e. Mencegah agar tidak terulang lagi negosiasi yang salah. 


Untuk mencegah agar tidak terjadi kesalahan yang sama, catatlah 
langkah yang telah dilakukan untuk memperbaikinya. Melalui kesalahan 
itu, Anda dapat melihat titik-titik rawan, di mana kesalahan sering 
terjadi. Mengantisipasi banya kesalahan sebagai negosiator perlu percaya 
diri. Untuk melaksanakan hal itu jadikanlah kesalahan sebagai tindakan 
yang belum terlaksana. Siapapun dapat menjadi negosiator yang efektif 
bila sikap hidupnya, (1) optimis, (2) meyakini adanya kekuasaan yang 
lebih tinggi, (3) berpikir yang baik tentang orang, (4) berpikir tentang 
masa depan bukan masa lalu, (5) bisa dipercaya, dan (6) berpikir untuk 
mengembalikan kehidupan. 
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Negosiasi merupakan bentuk kemitraan yang di dalamnya terdiri 
dari tiga bentuk kemitraan, yakni (1) produksi, (2) pemasaran, (3) 
permodalan dan sumber daya manusia (SDM). 


4. Tarik-menarik (Bargaining Strategi) 


Tarik-menarik atau tawar-menawar (bargaining strategi) dalam negosiasi 
di seputar inti permasalahan, adalah seperti tawar-menawar dalam 
pemainan joker, Anda menawarkan kartu atau informasi yang terbuka 
beserta penilaian Anda pada pihak lain, serta presepsi atau perkiraan 
Anda mengenai arti penting hasil positif bagi mereka. Tawaran dapat 
tinggi maupun rendah. 


Tawaran yang tinggi mempunyai keuntungan, Anda dapat berhasil 
dan melepaskan diri dengan baik. Tawaran yang tinggi memberitahu 
pihak lain berapa banyak yang anda inginkan, sekaligus memberikan 
ruang untuk bergerak. Tawaran yang tinggi selalu memiliki risiko. 


Tawaran denda memberikan Anda penyelesaian yang cepat. Pihak 
lain merasa bisa bekerja sama karena mereka melihat tawaran Anda 
realistis (menurut persyaratan mereka). Akan tetapi, sekali tawaran 
rendah itu diajukan, selanjutnya Anda akan mengalami kesulitan untuk 
menaikkannya. 


Ada lima keahlian memantau (control skills) yang perlu dimiliki 

disat bernegosiasi adalah sebagai berikut. 

a. Mengaji kemajuan. Sudah sampai di mana kita menuntut tujuan- 
tujuan yang dikemukakan pada bagian awal. 

b. Menjelaskan persoalan. Pastikan bahwa setiap orang menyadari 
perbedaan-perbedaan yang sebenarnya. 


C. Memperlihatkan persetujuan. Pelihara suasana kerja sama dengan 
mengetahui atau menyetujui pokok-pokok yang diajukan pihak 
lain. 


d. Membuat kesimpulan. Apa yang telah disepakati sejauh ini. 
Bagaimana perasaan Anda sekarang? 


e. Memantau kemajuan sejauh waktu yang telah dilalui. Usahakan 
untuk mencapai kesepakatan untuk mengenai pokok-pokok atau 
tahap-tahap negosiasi sebelum konsentrasi buyar, jika perlu 
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ambilah rehat atau penundaan setelah menyimpulkan di mana 
Anda berada, lalu mulai lagi. 


5. Proses Negosiasi 


Negosiasi berbicara tentang kekuasaan dan pengaruh, serta upaya 
mencapai kesepakatan mengenai pokok-pokok yang menimbulkan 
konflik antarpihak. Negosiasi merupakan proses yang rumit karena 
ada sejumlah unsur di dalamnya yang harus dingat, jika memang 
menginginkan kemajuan yang memuaskan. Proses negosiasi tersebut, 
mengawali komunikasi persuasif. Selama proses itu berlangsung, pihak 
pertama menyampaikan kasusnya dan pihak kedua dalam pikirannya 
menerima kasus tersebut. 


Dalam proses negosiasi terhadap presepsi yang sama, atau 
berbeda-beda kedua belah pihak harus mengetahui, apa yang menjadi 
permasalahan terhadap persepsi mereka. Pendekatan yang tepat atau 
pendekatan yang keras terhadap hak yang lunak, pendirian yang keras 
terhadap pendirian yang luwes atau percaya terhadap ketidakpercayaan 
merupakan proses negosiasi yang positif. Dalam bernegosiasi, 
keseimbangan waktu antara berbicara dan mendengar, bersedia untuk 
berkompromi/menukar/membuat konsesi, haruslah diperhatikan kedua 
belah pihak untuk mengejar hasil "menang-kalah” versus “menang- 
menang”. 


6. Mencari Penyelesaian 


Penyelesaian hanya dapat diperoleh apabila kita bisa bernegosiasi 
dengan baik agar kedua pihak beersiap untuk berbisnis. Ini berarti kedua 
pihak harus mampu dan bersedia mencapai kemajuan. Bernegosiasi 
dengan baik, dapat dilakukan dengan pendekatan yang tenang dan 
penuh pertimbangan. 


Dalam mencari penyelesaian, hendaknya kedua pihak memperoleh 
kekuasaan dan kemenangan atas kesepakatan yang telah disesuaikan 
atau dikatakan seri. Komunikasi yang jelas, sangatlah diperlukan dalam 
mencari penyelesaian, yang merupakan tingkat pertama dari seluruh 
proses komunikasi yang jelas, lebih memungkinkan berkembang 
menjadi komunikasi persuasif yang sangat mendukung bisnis. Hal ini 
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disebabkan komunikasi persuasif yang berhasil merupakan dasar kedua 
bagi terciptanya suatu negosiasi. 


Ada tiga dasar agar negara berhasil. Pertama, apa yang dilakukan, 
melibatkan semua teknik dan proses. Kedua, bagaimana melakukannya: 
perilaku yang ditampilkan dan yang berdampak pada teknik, serta 
proses bagi lawan negosiasi, ketiga, persiapan. Pertimbangkan persiapan 
terlebih dahulu, karena tak adanya persiapan yang memadai menjadi 
penyebab kegagalan beberapa negosiasi. 


a. Situasi Fall Back 


Situasi fall back sering terjadi dalam negosiasi apabila kedua belah pihak 
berada dalam posisi yang bersamaan untuk mencapai kesepakatan dan 
masing-masing menyadari hal tersebut. Bila muncul situasi itu, maka 
kedua belah pihak tidak mungkin mencapai kemajuan dalam negosiasi 
betapapun besar keinginan kedua belah pihak untuk mencapai solusi.“ 


Untuk mengatasi situasi fall back tersebut, masing-masing pihak 
perlu mempersiapkan dan menerapkan BATNA sebelum bernegosiasi. 
BATNA adalah Best Alternatif to a Negosiated Agreement atau Alternative 
Terbaik untuk mencapai kesepakatan melalui negosiasi. Dengan adanya 
BATNA, maka masing-masing pihak dapat meneruskan negosiasi secara 
fleksibel, yaitu dengan mengetahui alternatif terbaik dari kegagalan 
dan memperkirakan nilai BATNA menurut tawaran terbaik yang ada. 


Persiapan sebelum bernegosiasi sangatlah diperlukan dan 
dipertimbangkan untuk mengetahui dengan siapa kita akan bernegosiasi 
sehingga mengetahui segala sasaran dan prioritas. Dengan adanya 
persiapan, maka situasi fall back mungkin atau tidak mungkin akan 
terjadi. 

Dalam situasi fall back seperti itu, penting bagi kedua belah 
pihak untuk mempertahankan suasana yang sangat membantu 
memberikan jalan keluar yang kreatif agar mencapai kesepakatan yang 
menguntungkan kedua pihak. Mengetahui dan menerima BATNA 
dari satu pihak, kemungkinan dapat menguntungkan pihak yang lain 
dari pada mempertahankan BATNA sendiri, sehingga dapat dicapai 
kesepakatan dengan cara yang kreatif. Tetapi jangan menawarkan 


“Ibid., hlm. 157. 
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usul yang baru pada tahap yang sudah sangat terlambat. Hal ini dapat 
mengganggu usaha yang telah dibangun. 


b. Mengakhiri Negosiasi 


Negosiasi sering gagal karena memang tidak ada negosiasi di dalamnya. 
Ingatlah bahwa persuasi melalui negosiasi sangatlah mendukung bisnis 
dengan cara pendekatan yang tepat. Orang takut terhadap poroses 
negosiasi, kita cenderung mencari jalan pintas. Ini melekat dalam 
proses negosiasi ketika kedua belah pihak merasa puas karena mencapai 
kesepakatan yang sesuai. Memenangkan setiap hal dengan menempuh 
semua risiko, merupakan hasil akhir yang lebih baik mungkin dicapai 
melalui cara pendekatan “menang-menang” yang akan menghasilkan 
hal-hal positif bagi kedua belah pihak. 


Bila hasil negosiasi mencapai kesepakatan, maka kesepakatan 
tersebut, hendaknya dituangkan secara tertulis dan ditandatangani 
kedua belah pihak demi mencegah kesalahan-kesalahan atau interpretasi 
keliru di kemudian hari. Penting untuk memutuskan bersama tentang 
cara kesepakatan tersebut akan dipublikasikan. Jika dilakukan secara 
bilateral dan simultan, maka kedua belah pihak akan mendapatkan 
komitmen bersama terhadap perjanjian yang telah dibuat. Sebelum 
negosiasi berakhir, perlu diambil tindakan nyata kedua pihak. Kappa, 
bagaimana urutannya, bagaimana cara memantau perkembangan, atau 
apakah membutuhkan pertemuan lain untuk memantau perkembangan 
lain untuk memantau perkembangan dan mengatur perkembangan 
administrasi lebih rinci yang tidak dapat dibahas sepenuhnya dalam 
pertemuan negosiasi. 


Cc. Perilaku dalam Negosiasi 


Saat negosiasi berlangsung, rasa percaya diri yang muncul dari adanya 
sikap persiapan, sangatlah diperlukan negosiator. Negosiator yang cakap 
dapat berjual-beli konsesi dengan biaya yang kecil, namun memiliki 
nilai yang tersirat. Nilai ini secara relatif menghasilkan lebih banyak 
konsekuensi yang berharga baginya, sehingga timbal balik dari pihak 
lain. 


Negosiator yang cakap selalu memperhatikan pihak-pihak 
lawannya. Dengan sikap berdiam diri sambil membuat catatan 
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penyimpulan, memperhatikan apa yang tersirat dengan berpikir terus- 
menerus secara perlahan-lahan perilaku pihak lawannya. Menjaga 
sikap yang netral setinggi dan selama mungkin, dengan tidak terburu- 
buru dalam membicarakan pokok pembahasan sehingga terhindar 
dari permasalahan yang buntu, hambatan, dan variabel dapat saling 
menggantikan. Siasat terletak dalam keselarasan dari apa yang hendak 
kita lakukan, melakukan pembicaraan tentang sesuatu sedemikian rupa 
sehingga dapat diterima pihak lain. Dan perilaku tersebut, dapat dirasa 
potensinya oleh orang lain. 


C. Posisi Politik Umat Islam 


Mencermati posisi ideologi partai sangat menentukan seluruh aktivitas 
politik berupa “merebut” suara umat Islam. Partai Islam mengalami 
“penggerogotan', baik dari segi ideologi maupun dari segi konstituen. 
Yang terjadi setelah itu adalah “tidak perlu partai Islam? dan minimnya 
partisipasi partai Islam. Selama Orde Lama 1959-1965, politik Islam 
sangat kuat, kemudian dihancurkan oleh PKI melalui tangan Soekarno. 


Selama Orde Baru 1966-1998 politik Islam mengalami de Islami, 
de Ideologisasi dan pemandulan baik dari segi SDM, infrastruktur 
maupun program-program politiknya. Pemilu 1999 setelah mengalami 
pukulan palu godam 1960, rentang 38 tahun mengalami “keterkejutan 
mental' sehingga terpolarisasi dalam 17 partai berbasis Islam yang 
faktanya secara keseluruhan kalah oleh Partai Nasionalis Sekuler. Pemilu 
2004, sebenarnya telah terjadi seleksi alam dan pengerucutan secara 
kuantitatif dari partai Islam tersebut. 


Namun UU No. 10 Tahun 2008 memberi ruang yang terlalu 
longgar, sehingga partai yang terdaftar sebagai peserta pemilu menjadi 
membengkak kembali dan hal ini sangat merugikan bagi aspirasi politik 
umat Islam. 


Umat Islam harus belajar dari kegagalan pada pemilu 1999 dan 
2004 dengan cara mempertegas partisipasinya dengan syarat: 


1. mengikuti pemilu secara sadar, 


2. memilih partai dan orang yang mengkomodir dan berusaha 
memenangkan Islam dan aspirasi umat Islam, 
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3. Memilih Presiden yang bisa diharapkan membimbing umat dan 
rakyat dari krisis multi dimensi dan memberi jalan keluar menurut 
kehendak Illahi: 


4. Kaum muslimin hendaknya menyadari hakikat berpolitik, fungsi 
partai politik, dan kekuasaan bagi umat Islam, sehingga Izzul Islam 
wal Muslimin dan penegakkan syariat Islam, menjadi potensial 
untuk dilaksanakan di samping memberi proteksi terhadap berbagai 
persoalan keumatan. 


5. Untuk itu, design parlemen harus menjadi perhatian serius karena 
komposisi dan persentase politisi di DPD, DPR, dan DPRD I 
maupun DPRD II diseluruh NKRI, sangat menentukan dinamika 
dakwah Islam. 


6. Dalam waktu yang singkat ini, seluruh elemen dan komponen 
umat Islam harus mengerahkan daya upaya untuk memobilisasi 
dukungan terhadap kemenangan partai politk Islam dan terpilihnya 
presiden yang cocok dengan aspirasi Islam dan Umat Islam. 


7. Umat Islam harus menyadari partisipasi politik merupakan suatu 
amal ibadah yang tidak berkaitan langsung dengan uang, artinya 
pilihan bukan karena uang. 


Hakikat Kemenangan Politik Umat Islam. Keleluasan pengembangan 
potensi umat di seluruh sektor kehidupan, dimulai dengan tersedianya 
SDM yang andal dan berkualitas secara IMTAO dan IPTEK. Adanya 
kemudahan dari segi proses dan pencapaian tujuan yang dengan 
peraturan atau undang-undang yang dihasilkan oleh proses politik 
yang dilalui. 

Kemerdekaan dalam dakwah, karena kekuasaan berada dalam 
bimbingan orang-orang sholeh, maka syiar Islam akan semakin semarak 
dan mengarah pada penerapan syariat Islam. Tercapainya masyarakat 
yang adil dan makmur yang akan memberi manfaat langsung bagi kaum 
muslimin dan seluruh umat warga NKRI dalam pengertian kebahagian 
lahir dan batin. 


Peluang untuk membuktikan bahwa syariat Islam segala pesoalan 
bisa diidentifikasi, didiagnosis, dan diterapi menuju penyembuhan 
secara lahir dan batin. Munculnya partai-partai Islam belakangan 
ini, telah menimbulkan perdebatan tersendiri kalau bukan masalah 


BAB 4 | Aplikasi Negosiasi dalam Komunikasi Politik Islam — 119 


kontroversi. Dalam pandangan sementara kalangan, fenomena itu 
dinilai sebagai perwujudan dari hadirnya kembali politik Islam, atau 
yang secara salah kaprah diistilahkan sebagai “repolitisasi Islam”. 
Penilaian yang pertama bernada positif, karena seperti agama-agama 
lain, Islam memang tidak bisa dipisahkan dari politik. Penilaian kedua, 
jika istilah itu dipahami secara benar, adalah negatif. Istilah “politisasi” 
(terhadapa apa saja) selalu merupakan bagian dari rekayasa yang bersifat 
pejorative atau manipulatif. Bisa dibayangkan apajadinya jika hal tersebut 
dikenakan pada sesuatu yang mempunyai sifat ilahiyah (devine) seperti 
agama Islam. 


Tidak diketahui secara persis apa yang dimaksud oleh sementara 
pihak yang melihat maraknya kehidupan politik Islam dewasa ini sebagai 
suatu fenomena yang dapat diberi label repolitisasi Islam. Meskipun 
demikian, kalau menilik indikator utama yang digunakan sebagai 
dasar penilaian itu adalah munculnya sejumlah partai politik yang 
menggunakan simbol dan asas Islam atau yang mempunyai pendukung 
utama komunitas Islam, maka tidak terlalu salah untuk mengatakan 
bahwa yang dimaksud adalah fenomena munculnya kembali kekuatan 
politik Islam. Hal yang demikian itu di dalam perjalanannya selalu 
terbuka kemungkinan untuk “memolitikkan” bagian-bagian yang 
menjadi dasar ideologi partai-partai tersebut. 


Politik ialah cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat 
dengan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan 
dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia.” 


Politik Islam ialah aktivitas politik sebagian umat Islam yang 
menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. 
Pendukung perpolitikan ini belum tentu seluruh umat Islam (baca: 
pemeluk agama Islam). Karena itu, mereka dalam kategori politik dapat 
disebut sebagai kelompok politik Islam, juga menekankan simbolisme 
keagamaan dalam berpolitik, seperti menggunakan perlambang Islam, 
dan istilah-istilah keislaman dalam peraturan dasar organisasi, khittah 
perjuangan, serta wacana politik. 


Salim Ali al-Bahnasawi, Wawasan Sistem Politik Islam (Jakarta: Pustaka Al- 
Kautsar, Cet. I). 
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Politik Islam secara substansial merupakan penghadapan Islam 
dengan kekuasan dan negara yang melahirkan sikap dan perilaku 
(political behavior), serta budaya politik (political culture) yang berorientasi 
pada nilai-nilai Islam. Sikap perilaku, serta budaya politik yang 
memakai kata sifat Islam, menurut Dr. Taufik Abdullah, bermula dari 
suatu keprihatinan moral dan doktrinal terhadap keutuhan komunitas 
spiritual Islam. 


Dalam penghadapan dengan kekuasaan dan negara, politik 
Islam di Indonesia sering berada pada posisi dilematis. Dilema yang 
dihadapi menyangkut tarik-menarik antara tuntutan untuk aktualisasi 
diri secara deferminan sebagai kelompok mayoritas dan kenyataan 
kehidupan politik yang tidak selalu kondusif bagi aktualisasi diri 
tersebut. Sebagai akibatnya, politik Islam dihadapkan pada beberapa 
pilihan strategis yang masing-masing mengandung konsekuensi dalam 
dirinya. 

Pertama, strategi akomodatif justifikatif terhadap kekuasaan negara 
yang sering tidak mencerminkan idealisme Islam dengan konsekuensi 
menerima penghujatan dari kalangan “garis keras” umat Islam. 


Kedua, strategi isolatif-oposisional, yaitu menolak dan memisahkan 
diri dari kekuasaan negara untuk membangun kekuatan sendiri, dengan 
konsekuensi kehilangan faktor pendukungnya, yaitu kekuatan negara 
itu sendiri, yang kemudian dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak lain. 


Ketiga, strategi integratif-kritis, yaitu mengintegrasikan diri ke 
dalam kekuasaan negara, tetapi tetap kritis terhadap penyelewengan 
kekuasaan dalam suatu perjuangan dari dalam. Namun, strategi ini 
sering berhadapan dengan hegemoni negara itu sendiri, sehingga 
efektivitas perjuangannya dipertanyakan. 


Salah satu isu politik yang sering menempatkan kelompok 
Islam pada posisi dilematis yang sering dihadapi politik Islam adalah 
pemosisian Islam vis a vis negara yang berdasarkan Pancasila. Walaupun 
umat Islam mempunyai andil yang sangat besar dalam menegakkan 
negara melalui perjuangan yang panjang dalam melawan penjajahan 
dan menegakkan kemerdekaan, namun untuk mengisi negara merdeka 
kelompok Islam tidak selalu pada posisi yang menentukan. Pada awal 
kemerdekaan, kelompok Islam yang mempunyai andil yang sangat 
besar dalam mengganyang PKI dan menegakkan Orde Baru tidak 
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terwakili secara proporsional pada BPUPKI atau PPKI dan karenanya 
tidak memperoleh kesempatan untuk ikut menyelenggarakan roda 
pemerintahan. Mereka bagaikan “orang yang mendorong mobil mogok, 
setelah mobil jalan mereka ditinggal di belakang”. 


Sekarang pada era reformasi, gejala demikian mungkin terulang 
kembali. Peran kelompok Islam, baik tokoh Islam maupun mahasiswa 
Islam dalam mendorong gerakan reformasi sangat besar. Namun, pada 
perkembangan selanjutnya, gerakan reformasi tidak selalu berada dalam 
pengendalian kelompok Islam. 


Situasi dilematis politik Islam sering diperburuk oleh 
ketidakmampuan untuk keluar dari dilema itu sendiri. Hal ini antara lain 
disebabkan oleh kurang adanya pemaduan antara semangat politik dan 
pengetahuan politik. Semangat politik yang tinggi yang tidak disertai 
oleh pengetahuan yang luas dan mendalam tentang perkembangan 
politik, sering mengakibatkan terabainya penguatan taktik dan strategi 
politik. Dua hal yang sangat diperlukan dalam politik praktis dan 
permainan politik. 


Dilema politik Islam berpangkal pada masih adanya problem 
mendasar dalam kehidupan politik umat Islam. Problema tersebut, ada 
yang bersifat teologis, seperti menyangkut hubungan agama dan politik 
dalam Islam. Tetapi, ada yang bersifat murni politik, yaitu menyangkut 
strategi perjuangan politik itu sendiri dalam latar kehidupan politik 
Indonesia yang kompleks dengan kelompok-kelompok kepentingan 
politik majemuk. Selain problem yang berasal dari dikotomi santri 
abangan di kalangan umat Islam (dikotomi ini adalah konsekuensi 
logis dari proses islamisasi yang tidak merata di berbagai daerah 
nusantara, serta perbedaan corak tantangan kultural yang dihadapi), 
politik Islam juga menghadapi problema yang berkembang dari adanya 
kemajemukan di kalangan kelompok Islam itu sendiri. Adalah suatu 
kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa kelompok politik Islam 
bukanlah merupakan suatu kelompok kepentingan tunggal. Hal ini 
ditandai oleh banyaknya partai-partai yang bermunculan di kalangan 
kelompok Islam, baik yang berdasarkan diri pada ideologi dan simbol 
keislaman maupun yang berbasis dukungan umat Islam. 


Pada era reformasi dewasa ini, terdapat banyak partai Islam atau 
partai yang berbasis dukungan umat Islam, seperti Partai Persatuan 


122 Komunikasi Politik Perspektif Komunikasi Islam 


Pembangnunan (PPP), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai 
Umat Islam (PUI), Partai Masyumi Baru, Partai Bulan Bintang (PBB), 
Partai Keadilan (PK), Partai Nahdhatul Ummat (PNU), Partai Amanat 
Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan yang lainnya. 
Fenomena maraknya partai Islam dan partai berbasis dukungan umat 
Islam merupakan refleksi dari kemajemukan umat Islam dan keragaman 
kepentingan kelompok Islam. Kelahiran partai-partai tersebut, 
merupakan buah eforia politik yang tidak terelakkan dari proses 
reformasi. Proses reformasi yang terjadi memang memberikan angin 
segar kebebasan bagi warga negara untuk berserikat dan berkelompok 
yang selama 30 tahun telah terkungkung oleh kekuasaan absolut 
sentralistik. 


Pluralisme politik Islam merupakan refleksi dari pluralisme 
masyarakat Islam. Sementara pluralisme masyarakat Islam itu sendiri, 
merupakan kensekuensi logis dari proses islamisasi di sebuah negara 
kepulauan, yang dari satu tempat ke tempat yang lain berbeda 
intensitasnya. Dalam konteks hubungan antardaerah yang tidak 
mudah di masa lampau, maka terbuka kemungkinan bagi berkembang 
kelompok atau organisasi Islam yang mempunyai ciri-ciri dan jati 
diri masing-masing. Kelompok yang kemudian mengkristal menjadi 
berbagai organisasi ini, selain mempunyai titik temu pandangan, 
juga mempunyai dimensi kultural tertentu yang membedakan dengan 
kelompok umat Islam lain. Pada tingkat tertentu, komitmen kultural 
ini telah mengembangkan rasa solidaritas kelompok di kalangan umat 
Islam yang mengalahkan rasa solidaritas keagamaan mereka. 


Dimensi kultural pada berbagai kelompok Islam, mengakibatkan 
mereka sulit bersatu dalam kehidupan politik. Oleh karena itu, 
penggabungan partai-partai Islam ke dalam satu wadah tunggal nyaris 
menjadi utopia. Eksperimen pada masa Orde Lama melalui Masyumi, 
umpamanya, mengalami kegagalan dengan keluarnya NU dari PSII. 
Begitu juga eksperimen pada masa Orde Baru melalui fusi beberapa 
partai Islam: belum sepenuhnya berhasil mengkristalkan kepentingan 
unsur-unsur yang bersatu. 
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D. Perilaku dan Realitas Politik Islam 


Mengamati perilaku politik dan realitas politik, maka tipologi masyarakat 
madani dapat dijadikan contoh yang diadopsi dari istilah yang diambil 
dari semangat pengelolaan pemerintahan Madinah yang dibangun oleh 
Nabi Muhammad Saw. dengan tingkat masyarakat yang heterogen. 
Istilah itu dijadikan acuan bagi pembangunan masyarakat sesudahnya. 
Islam yang di bawah oleh Nabi Muhammad Saw. hadir dan berinteraksi 
secara sosial politik dalam lingkungan masyarakat yang plural. Pluralitas 
tersebut terlihat pada komposisi penduduk Madinah yang dihuni oleh 
berbagai golongan suku bangsa Arab dan Yahudi yang menganut agama 
dan keyakinan yang berbeda, yaitu: Muhajirin, Ansor, kaum Munafik, 
Musyrik, Yahudi dan Nasrani yang tinggal di Madinah. Selama kurang 
lebih sepuluh tahun (622-632), Nabi Muhammad mampu mencairkan 
bangunan komunalisme tersebut menjadi sebuah komunitas yang 
berdaulat dan integrated. Ia menawarkan suatu gagasan baru untuk 
membentuk sebuah tatanan masyarakat baru, yang kemudian disepakati 
menjadi pegangan hidup bagi masyarakat kota yang dinamai Madinah, 
sebelumnya bernama Yasrib. 


Konstruksi masyarakat saat itu memang diakui masih sangat 
sederhana dan lokal setingkat perkembangan peradabannya. Bentuk 
masyarakat lebih luas, lebih kompleks, dan lebih plural tercapai semasa 
kepemimpinan Al-Khulafa Al-Rasyidun dan sesudahnya. Kawasan 
masyarakatnya bukan lagi kota Madinah saja, melainkan meliputi 
seluruh Semenanjung Arabia, Persia, dan menaklukkan seluruh wilayah 
Asia di bawah kekaisaran Romawi, kecuali Anatolia (Turki Modern). 
Di zaman Modern ini, mau tidak mau Islam harus berinteraksi dengan 
sederetan fenomena yang secara global disebut negara bangsa (nation 
state). Menghadapi zaman ini tidak mudah bagi kaum muslimin untuk 
mencernakan keharusan historis melakukan interaksi demikian. 


Kesulitan inilah yang sebenarnya melandasi kegaduhan dialog 
intern dalam Islam beberapa abad terakhir ini. munculnya para 
pemikir dan pembaru, seperti Jamal al-Din al-Afgani (1865-1879 M), 


Hasan Ibrahim Hasan, Tarikh Al-Islam, jilid 1 (Kairo: Maktabah Nahdiyah al- 
Misriyah, ttp.), hlm. 102, dan lihat pula Muhammad Zafrullah Khan sebagaimana 
yang dikutip oleh Suyuti Pulungan dalam Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam 
Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Gur'an, hlm. 55. 
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Muhammad Abduh (1849-1905 M), Muhammad Rasyid Ridha (1865- 
1935 M) yang kemudian melahirkan apa yang disebut fundamentalis 
Islam, modernisme Islam, tradisionalisme Islam, sosialisme Islam, 
sekularisme dalam Islam dan nasionalisme Islam adalah bentuk-bentuk 
riil dari interaksi intensif antara Islam dan wawasan kebangsaan. 
Kebutuhan adanya prinsip-prinsip dasar bagi Islam untuk menghadapi 
kenyataan pluralitas dan negara-negara menjadi sebuah keharusan. 
Karenanya, dianggap relevan untuk tetap memperbincangkan kaitan 
Islam dengan pluralitas masyarakat-bangsa, suatu masyarakat yang 
timbul sebagai konsekuensi logis dari lingkungan hidup sosial negara- 
bangsa. 


Dengan demikian, yang menjadi persoalan adalah kenyataan 
bahwa negara bangsa dengan wawasan kebangsaannya adalah fakta 
yang tidak dapat dihindari. Dengan kata lain, idealisme Islam sebagai 
kuntruksi sosial yang ideal, dan kadang utopis - hanyalah merupakan 
pelarian dari kenyataan. Hanya ada dua pilihan dari hal yang akan 
menjadi pencarian semacam itu, meneruskan utopisme itu kepada usaha 
operasional untuk menjadikan Islam sebagai sistem alternatif terhadap 
konsep negara bangsa umumnya, atau langsung meninggalkan wawasan 
Islam sama sekali. Hal ini jelas sekali dalam pandangan Abdurrahman 
Wahid, memilih salah satu dari dua hal di atas, sama sekali tidak 
konstruktif karena di dalamnya terkandung sikap apatis terhadap 
kehidupan masyarakat bangsa yang mesti dihadapi.” Membicarakan 
“Islam” kaitannya dengan “sosial politik” dewasa ini tentu saja tidak 
bisa hanya menunjuk pada masa awal Islam. Masa Rasul dan Al-Khulafa 
Al-Rasyidun sekalipun, yang selalu dipandang “ideal” untuk saat itu, 
tidak terlalu tepat untuk dijadikan sebagai satu-satunya cermin dalam 
menghadapi pluralitas modern. 


Dengan luasnya hamparan ruang memanjangnya rentang waktu 
kehadiran Islam, kita tidak bisa mengasumsikan Islam begitu saja. 
Islam yang diterima sekarang ini tidak lain adalah Islam yang telah 
menjelma melalui proses pergulatan sejarah manusia dalam segala 
dimensinya, Islam yang telah menyejarah (Islam historis). Karena itu, 
realitas pluralitas, modernisme, sekularisme, dan hegemoni nation state 


"Lihat Abdurrahman Wahid, Islam dan Masyarakat Bangsa, dalam PESANTREN 
No. 3/vol. VI 989 (Jakarta: P3M, 1999), hlm. 11. 
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— sebagai realitas kepolitikan kontemporer — harus menjadi agenda 
dalam diskursus sosial politik Islam kontemporer. Bukan sekadar 
itu, seluruh rana kebudayaan dan peradaban, termasuk roh dari 
setiap perkembangan zaman, penting menjadi pertimbangan dalam 
memahami dan merumuskan Islam pada zamannya. Seperti dijelaskan 
oleh An-Na'im, jika kita ingin memahami semua yang terjadi di masa 
lalu dan sedang terjadi sekarang di dunia Muslim, seyogianya kita 
mengapresiasi watak universalitas dan posisi sentral agama sebagai 
suatu faktor dalam kehidupan Islam. Berbeda dengan agama-agama 
besar dunia lainnya. Islam sejak kehadirannya, berinteraksi secara 
langsung dengan sosial politik dalam lingkungan masyarakatnya. 
Identitas agama dan pemerintahan melekat tak terhapuskan dalam 
angan-angan umat Islam, yang dibentuk oleh teks-teks suci, sejarah, 
dan pengalaman mereka. 


Lebih dari itu, tidak mengherankan jika kebanyakan gerakan sosial 
dan politik yang penting dalam sejarah modern umat Islam sebagai 
kekuatan pemersatu dan pemberi dorongan.' Tidak mengherankan, jika 
para pemikir Muslim merasa kesulitan dalam menentukan “hubungan 
sosial politik” yang sesuai dengan kehendak ajaran Islam, termasuk 
dalam kesulitan ini adalah melakukan respons terhadap wujud negara 
yang telah berubah sedemikian rupa dewasa ini. Selain tidak ada nash 
(teks) yang tegas dan jelas dalam menentukan bentuk negara sebagai 
klaim Islam, juga bukti-bukti historis-sosiologis di dalam masyarakat 
Muslim menunjukkan ketiadaan bentuk tunggal negara, apalagi dalam 
metamorfosis negara sekarang. Itulah sebabnya kita menyaksikan dalam 
sejarah politik umat Islam, relasi agama-negara (din-dawlah) menjadi 
demikian plural. 


Ada yang meyakini agama (Islam) dan negara tidak dapat 
dipisahkan (integrated), seperti yang dianut oleh kalangan Syi'ah. 
Ada yang memandang agama dan negara harus berhubungan secara 
simbiotik, hubungan timbal balik dan saling memerlukan. Pandangan 
ini dapat ditemukan dalam pemikiran al-Mawardi (w. 450 H/1058 M), 
Ibn Taimiyah (w. 728 H/1328 M), dan Ibn Khaldum (w. 808 H/1406 


Abdullah Ahmed An-Na'im, Demokrasi Syari'ah, terjemahan Ahmad Suaedi 
dan Aminullah Arrani dari Toward Islamic Reformation Civil Liberties, Human Right 
and International Law (Yogyakarta: LKIS, 1994), hlm. 7-8. 
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M). Sementara, ada yang berpandangan bahwa agama dan negara harus 
dipisahkan atau sekularistik. Pandangan seperti ini dianut oleh Ali 
Abd al-Razig (w. 1966 M). Masing-masing penganut pandangan ini, 
mengklaim dan bersandarkan pada sumber ajaran Islam.? Tampaknya 
Islam memang sengaja didesain untuk bisa menata kehidupan sosial 
yang pluralistik, sebagaimana yang terdapat dalam rumusan dan 
pelaksanaan butir-butir Piagam Madinah. 


Karena itu Piagam Madinah merupakan sebuah terobosan yang 
luar biasa dalam mengarahkan sejarah kemanusiaan. Islam hadir 
mempertaruhkan gagasan baru bagi suatu bentuk tatanan masyarakat 
baru secara universal yang disebut umat dalam sejarah umat manusia. 
Melihat prosesnya, Piagam Madinah adalah dukumen politik penting 
yang dibuat oleh Nabi bersama dengan penduduk Madinah sebagai 
perjanjian antara golongan-golongan Muhajirin, Ansar, dan Yahudi, 
serta sekutunya. Dukumen itu mengandung prinsip atau peraturan- 
peraturan penting yang menjamin hak-hak mereka dan menetapkan 
kewajiban-kewajiban mereka sebagai dasar bagi kehidupan bersama 
dalam kehidupan sosial politik. 


Terlepas dari polemik historis penyusunan otentisitas naskah Piagam 
Madinah, tampak dari berbagai studi yang dilakukan oleh para ahli.' 
Piagam Madinah yang digunakan adalah yang telah disistematisasikan 
menjadi 47 pasal. Piagam ini tidak saja menggambarkan komposisi 
penduduk Madinah saat itu, melainkan menjadi bukti historis situasi 
sosial politik komunitas Madinah yang menjalani perjanjian. Sebagai 
perjanjian segi tiga — Muhajirin, Ansar, dan Yahudi. Paling tidak bisa 
dilihat karena dua alasan. Pertama karena perjanjian itu merupakan 
suatu usaha Nabi Saw. untuk mengadakan sekonsiliasi antara suku- 
suku sebagai perjanjian persahabatan untuk meleburkan diri dalam satu 
komunitas yang integrated. Untuk itu, Nabi Muhammad Saw. bekerja 
keras menumbuhkan sikap loyal mereka kepada agama komunitas baru 
itu. Kedua, perjanjian itu sebagai suatu aliansi antara suku-suku Arab 
sebagai satu golongan dan suku-suku Yahudi sebagai satu golongan lain. 


?M. Din Syamsuddin, “Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah 
Pemikiran Politik Islam”, Jurnal Ulumul Gur'an, No. 2, Vol. IV, th. 1993, hlm. 4-9. 
10Suyuthi Pulungan tentang Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah 
Ditinjau dari Pandangan Al-Gur'an (Jakarta: LSIK dan Raja Grafindo Persada, 1994). 
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Tetapi, setiap suku dari Yahudi adalah satu bangsa dengan orang- 
orang beriman, sekalipun mereka (Yahudi) tetap dalam agama mereka." 
Oleh karena itu, diakui bahwa dengan penetapan (arrangement) ini, 
Nabi Muhammad berhasil membangun masyarakat yang bersatu dari 
pluralisme, yaitu Muslim, Yahudi, dan penganut Paganisme. Ini tidak 
lain karena Nabi Muhammad Saw., tatkala membuat Piagam Madinah 
tersebut bukan hanya memperhatikan kepentingan dan kemaslahatan 
masyarakat non-Muslim. Dengan kata lain, paradigma sosial yang 
digunakan Nabi, baik dalam membaca realitas maupun mengambil 
keputusan politik, adalah inklusifisme-egalitarian. Oleh karenanya, 
ketetapan-ketetapan dalam Piagama Madinah menjamin hak semua 
kelompok sosial dengan memperoleh persamaan dengan segala masalah 
politik, sosial, dan politik. Fakta historis ini, menurut Philip K. Hitti, 
merupakan bukti nyata atas kemampuan Nabi Muhammad melakukan 
negosiasi dan konsolidasi dengan berbagai golongan masyarakat 
Madinah. 


Dalam konteks ini, tidak berlebihan jika piagam itu dinyatakan 
untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan semua unsur pluralisme 
(suku, agama, golongan, dan kepentingan) menjadi satu bangsa (umat) 
untuk hidup berdampingan secara damai, menjunjung tinggi moralitas, 
ketentuan-ketentuan hukum, dan keadilan sosial atas dasar keimanan 
dan ketakwaan. Dengan kata lain, angan-angan sosial politik Islam 
adalah satu masyarakat yang modern di dalam segala hal, di mana di 
dalamnya berlaku nilai-nilai Islam secara konsisten, harmonis dengan 
sifat-sifat asasi manusia, yakni suatu masyarakat egaliter, adil, makmur 
dan sejahtera bagi setiap warganya, tanpa perbedaan di antara mereka. 


Di dalam tatanan masyarakat demikian ini, akan hidup dengan 
rukun dan damai segala macam ragam manusia dari seluruh aliran 
agama dan suku bangsa. Jadi, Islam bertujuan mengembangkan 
etika sosial yang memungkinkan tercapainya kesejahteraan hidup 
manusia, melalui bentuk masyarakat yang bermakna negara maupun 
di luarnya. Dengan demikian, universalitas Islam dapat difungsikan 
sepenuhnya dalam sebuah masyarakat bangsa, terlepas dari bentuk 
negara yang digunakan. Untuk mencapai tujuan ini, cita-cita politik 
umat Islam harus dibimbing oleh komunitas politik. Islam sebagai 


1Suyuthi Pulungan, Op. Cit., hlm. 209. 
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asosiasi pluralistik-desentralistik yang lebih berdasarkan pilihan 
ketimbang paksaan. Gagasan-gagasan ini, menganjurkan tuntutan 
etik sentral dari Islam yang lebih sesuai dengan asosiasi bebas bagi 
kerja sama komunitas yang saling menguntungkan (mutualistik), 
ketimbang konsep modern negara sentralistik yang memaksa. 
Dengan demikian, kalau dilihat dari fungsi agama dalam kehidupan 
masyarakat, Islam bertugas melestarikan sejumlah pola perilaku 
sosial yang mempertalikan pencapaian tujuan dengan kemulian cara 
yang digunakan untuk itu. Tata nilai dan pola perilaku itu sering 
disebut al-akhlag al-karimah. Maka jelaslah bahwa Islam berfungsi 
dalam kehidupan sebuah masyarakat dan sebuah bangsa, melalui 
pengembangan nilai-nilai dasarnya sebagai etika masyarakat yang 
bersangkutan. Islam berfungsi bagi kehidupan masyarakat bangsa, 
tidak sebagai bentuk kenegaraan tertentu, melainkan sebagai etika 
sosial yang akan memandu jalannya kehidupan bernegara dan 
bermasyarakat itu sesuai dengan martabat luhur dan kemuliaan 
derajat manusia. 


Prinsip-prinsip substansi semacam ini, memang betul-betul 
terefleksikan secara eksplisit dalam diktum naskah Piagam Madinah. 
Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip kesatuan umat, bangsa, 
komunitas, kolektivitas, dan solidaritas sosial, perlindungan dan 
pembelaan terhadap yang lemah dan tertindas, keadilan sosial, 
perdamaian antarsesama dan lingkungan, persamaan di depan hukum, 
kebebasan beragama, menjunjung tinggi HAM, nasionalisme, egualitas 
sosial dan musyawarah. Prinsip di atas, merupakan prinsip universal 
yang diakui oleh kalangan internasional hingga sekarang sebagai 
prasyarat untuk mewujudkan kehidupan sosial politik yang egaliter 
dan demokratis. 


Tampaknya, ide pokok kajian ini dapat dipahami dengan terlebih 
dahulu dikemukakan apa yang dimaksud dengan sekularisasi 
politik. Dalam kamus-kamus Bahasa Eropa mengatakan bahwa kata 
“sekularisasi” berasal dari kata latin saeculum, yang berarti abad 
(age, century). “sekular” berarti “se abad”. Umpamanya, secular games 
(permainan yang terjadi sekali dalam seratus tahun) dan secular trees 
(pohon yang berumur se abad).? Selanjutnya, “sekular” mengandung 


2Mario Pei, Lexicon Webster Dictionary, vol. II (America: The English-Lenguage 
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arti “bersifat duniawi” atau yang berkenaan dengan hidup “dunia 
sekarang” (temporal, worldly). Lawannya ialah “bersifat ukhrawi atau 
bersifat keagamaan” (religious, sacred, kerkelijk, ecclesiastical), pendidikan 
sekular (secular education) misalnya, pendidikan duniawi yang tidak 
mempunyai sifat keagamaan.8 Dalam bahasa Arab, kata sekular ini 
diterjemahkan menjadi duniawi." 


Kalau sekular berarti “bersifat duniawi”, maka sekularisme menurut 
Harun Nasution berarti “doktrin atau keadaan menduniawikan, 
yaitu melepaskan hidup duniawi dari ikatan-ikatan agama”.'$ Dan 
“sekularisasi” adalah proses penduniawian, yaitu proses melepaskan 
hidup duniawi dari kontrol agama”.!8 Ditinjau dari sudut sosiologi 
modernisasi, terdapat kaitan yang erat antara politik dengan paham 
sekularisasi. Karena politik dapat melepaskan diri dari ikatan-ikatan 
agama. Dalam arti menolak determinasi Islam akan bentuk-bentuk 
tertentu dari pada negara. 


Pada awalnya, sekularisasi yang terjadi pada institusi politik, 
ditandai dengan adanya upaya melepaskan diri dari sultan/khalifah 
yang dianggap sebagai pengganti Nabi Muhammad untuk memimpin 
agama Islam, diyakini berkuasa secara mutlak dalam soal pemerintahan. 
Sekularisasi di sini membawa pada gerakan konstitusionalisme dengan 
maksud untuk membatasi kekuasaan mutlak sultan dan raja-raja Islam. 
Setelah gerakan konstitusionalisme, timbul ide untuk melepaskan diri 
dari tradisi khilafah, meskipun mendapat tantangan dari umat Islam 
sesudah sistem khalifah itu dihapus oleh Kemal Attaturk di Turki.” 
Sekarang sekularisasi khalifah ini, sudah berjalan begitu jauh, sehingga 
tidak ada lagi pikiran untuk kembali ke sistem pemerintahan yang 
bersandar pada Al-Our'an dan hadis Rasulullah. 


Institute of America, 1971), hlm. 869. 

3Jbid. 

4Munir Ba'albaki, Al-Mawarid: Kamus English-Arabic (Bairut Libanon: Dar 
El-ILM lil Malayem, 1979), hlm. 282. 

1$Harun Nasution, Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran, cet. empat (Bandung: 
Mizan, 1996), hlm. 188. 

'eJbid. 

“Ibid., hlm. 191, dan lihat pula M. Din Samsuddin, Op. Cit., hlm. 49. 

18Jbid. 
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Usaha untuk melepaskan diri dari kekhalifahan sebagaimana 
yang dikemukakan Din Samsudin, karena sistem kekhalifahan tidak 
mempunyai dasar yang kuat baik dalam Al-Our'an maupun dalam 
hadis Nabi. Kedua sumber Islam ini, tidak menyebutkan istilah khilafah 
dalam pengertian kekhilafahan yang pernah ada dalam sejarah. Lebih 
dari itu, tidak ada petunjuk yang jelas dalam Al-Our'an dan hadis yang 
menentukan suatu bentuk sistem politik untuk didirikan oleh umat 
Islam. 


Adapun konsep kekhilafahan yang berkembang di kalangan para 
ulama pada dasarnya tidak benar. Kekhilafahan adalah sesuatu yang 
merupakan “amaliyah duniawiyah, pekerjaan duniawi yang profan, 
yang jelas-jelas terpisah dari tugas kerasulan.?' Dengan demikian, 
maka tidak menjadi sebuah keharusan atau kewajiban bagi umat 
Islam untuk menegakkan kekhalifahan itu berdasarkan perintah 
agama (syar'1). Bahkan dengan sangat ekstrem mengemukakan bahwa 
keberadaan institusi kekhalifahan dalam sejarah perjalanan umat Islam 
merupakan sebuah bencana dan suatu kebobrokan.? Kesimpulan ini 
merupakan antitesa atas pemikiran yang berkembang dalam dunia 
Islam dan diyakini oleh para juris Sunni, sebagai suatu kewajiban untuk 
membangun sebuah institusi kekhalifahan Islam yang didasarkan pada 
ketentuan syar'i. 


Menurut Pahrurroji, bahwa pendapat para ulama tersebut terlalu 
berlebihan dalam mengambil kesimpulan terhadap teks keagamaan. 
Karena menurutnya, teks-teks Al-Our'an tidak ada yang memerintahkan 
secara langsung yang kemudian membawa kepada suatu kewajiban 
untuk mendirikan institusi kekhalifahan. Tetapi, kalaupun sifat tersebut 
terkesan telah ada pada masa Nabi, maka hal itu hanya merupakan 
sesuatu yang tanpak wajar sebagai konsekuensi logis dari kepemimpinan 
dan pemerintahan Nabi terhadap kaumnya yang berlandaskan kepada 
risalah kenabian. Oleh karena itu, makna maksimal yang bisa diperoleh 
dari dua teks ayat Al-Our'an yang dijadikan dasar oleh para ulama, yaitu 
Surah An-Nisa ayat 59 dan 83. Pada ayat 59 berbunyi: “Hai orang-orang 


"M. Din Samsuddin, Op. Cit., hlm. 50. 

20Pahrurroji M. Bukhari, Membebaskan Agama dari Negara, cet. pertama (Jogja: 
Pondok Edukasi, 2003), hlm. 140. 

2Tbid., hlm. 141. 
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yang beriman, ta'atilah Allah dan Rasul (Nya), dan ulil Amri di antara 
kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Our'an) dan Rasul (sunnahnya), 
jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang 
demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (O.S. An- 
Nisa, 4: 59). 


Sementara, ayat 83 berbunyi: “Dan apabila datang kepada mereka 
suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu 
menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan 
Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui 
kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan 
Ulil Amri). Kalau tidaklah kerena karunia dan rahmat Allah kepada 
kamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja (di 
antaramu) (O.S. An-Nisa, 4: 83). 


Kedua ayat di atas, hanya menunjukkan adanya sebuah anjuran 
untuk pengumpulan sekelompok orang yang bisa dijadikan rujukan bagi 
penyelesaian permasalahan umat, dan itu tidak harus dalam sebuah 
bingkai kekhilafahan dan bisa pula dalam bentuk yang lain.2 


Kemudian, kalau benar Nabi menyebutkan tentang istilah bai'at, 
imamah, khilafah dan sebagainya, itu bukan otomatis langsung menjadi 
sebuah indikasi tentang adanya suatu kewajiban untuk mendirikan 
sebuah pemerintahan yang berdasarkan atas perintah syar'i. Akan tetapi 
dari teks-teks tersebut, perlu dibuat sebuah analisis lebih dahulu akan 
urgensinya bagi masyarakat Islam. Bahkan kemungkinan bisa jadi, 
maksud yang dituju oleh teks-teks tersebut adalah berlawanan dengan 
apa yang nampak tersurat. Seperti, adanya penyebutan keharusan untuk 
memelihara perjanjian dengan kaum musyrik dan masalah perbudakan 
dalam Al-Our'an, maka jelas itu bukan berarti bahwa Allah meridai 
akidah musyrik dan sistem perbudakan. Demikian halnya dengan 
masalah ijma'. 


Akan tetapi, kalau pun terbukti bahwa sepanjang waktu berikutnya, 
umat ini bersikap apatis dalam persoalan pemberian bai'at kepada imam, 
maka sikap seperti itu disebut “ijma sukuti”yaitu bersikap diam, tidak 
menolak dan tidak menerima kesepakatan atas pengangkatan khalifah 


2Pahrurroji M. Bukhari, Loc., Cit. 
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atau imam tersebut. Kondisi ini tercipta karena adanya penekanan- 
penekanan dan pemaksaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap 
rakyatnya.? Pandangan di atas, menurut Din Samsuddin, sesungguhnya 
tidak bermaksud mengatakan bahwa Islam tidak menganjurkan 
pembentukan suatu negara. Sebaliknya, Islam menurut pandangannya, 
memandang penting kekuasaan politik. 


Tetapi hal ini tidak berarti bahwa pembentukan negara atau 
pemerintahan itu merupakan salah satu ajaran dasar Islam. Dalam 
ungkapan lain, kekuasaan politik diperlukan oleh umat Islam, tetapi 
bukan karena tuntutan agama, melainkan karena tuntutan situasi itu 
sendiri. Pandangan serupa ini, juga dikemukakan Pahrurroji, bahwa 
Islam memerlukan sebuah pemerintahan di dalam umat Islam yang 
bertujuan untuk menertibkan, mengatur dan memberikan keadilan 
bagi warganya, dan bahkan agama pun mengakui akan arti penting dari 
sebuah pemerintahan ini. Hanya saja, bahwa model pemerintahan yang 
dimaksud adalah bukan pemerintahan yang berbentuk kekhalifahan. 
Sebab baginya, hal itu tergantung kepada kesepakatan yang ada pada 
umat Muslim sendiri, dengan mempertimbangkan kondisi politik, 
ekonomi dan pendapat dari para pakar atau cendekiawan. 


Sementara itu, Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa 
meskipun menyadari bahwa Islam tidak mengenal adanya pemisahan 
agama dari politik, bahkan Islam tidak akan pernah lepas dari 
politik, namun tidak ada perintah untuk mendirikan negara Islam, 
berdasarkan ketiadaan konsepnya dalam Al-Our'an, juga tidak ada 
model pergantian kekuasaan pada masa para sahabat. Karena tidak 
ada konsep ad-Daulatu (negara, pemerintahan), dan tidak diaturnya 
model suksesi yang tetap. Pada hal suksesi adalah persoalan yang 
sangat penting dalam suatu konsepsi model pemerintahan. Dengan 
begitu, maka menjadi jelas bahwa tidak ada konsep negara dalam 
Islam, yakni tidak adanya suatu konsep teori kenegaraan yang berbeda 
dari konsep-konsep yang lainnya.?5 


2Jbid., hlm. 142. 

4M. Din Samsuddin, Op. Cit., hlm. 51. 

2Pahrurroji M. Bukhari, Loc. Cit. 

26A bdurrahman Wahid, Prisma Pemikiran Gus Dur (Yogyakarta: LKiS, 1999), 
hlm. 54. 
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Dalam konteks ini, lanjut Abdurrahman Wahid, kaum muslimin 
Indonesia harus menerima konsep nation-state, paham kebangsaan, 
sebagai sebuah pilihan di masa sekarang. Pilihan ini didasarkan kepada 
tiga hal. Pertama, hal itu sudah merupakan sebuah fakta objektif yang 
tidak terbantahkan. Bahwa dikebanyakan dunia ketiga Islam, yang 
diterima adalah konsep nation-state dengan paham nasionalismenya. 
Kedua, adanya dalil pembenar dari Al-Our'an yang mengatakan dan 
“Kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa”.” Ketiga, 
paham kebangsaan ini sudah terlebih dahulu ditawarkan oleh Ibnu 
Khaldum dalam karyanya, al-Mugaddimah mengatakan bahwa untuk 
membentuk sebuah negara tidak cukup dengan modal keagamaan saja, 
tetapi juga diperlukan rasa keterikatan atas suatu kawasan (asabiyyah). 
Dengan demikian, maka relasi yang harus dibangun antara Islam dan 
negara atau politik adalah relasi simbolik, di mana satu sama lain 
saling membutuhkan. Meskipun pada dasarnya, Abdurrahman Wahid 
pun mengakui bahwa persoalan pemilihan format kenegaraan yang 
akan dipakai dan dipergunakan diserahkan sepenuhnya kepada umat 
itu sndiri.” 


Islam bagi Abdurrahman Wahid harus ditempatkan sebagai agama 
yang benar-benar rahmatan lil alamin, termasuk bagi mereka yang 
non-Muslim tanpa harus memeluk Islam sebagai agamanya. Dengan 
demikian, Islam datang sebagai agama yang dapat dinikmati oleh semua 
orang. Hal ini menurut Abdurrahman Wahid, bisa terwujud tanpa harus 
menjelmakan Islam sebagai “ideologi negara” yang sifatnya mengikat 
seluruh warga negara. Menjadikan Islam atau agama apa pun, juga 
sebagai “ideologi alternatif” dalam negara yang pluralistik, justru akan 
memicu terjadinya disintegrasi bangsa. 


Selain menolak diberlakukannya agama sebagai “ideologi 
alternatif”, Abdurrahman Wahid juga menolak diberlakukannya agama 
sebagai sebuah suplemen (pelengkap) dalam negara, yang justru akan 
mengakibatkan kecilnya penghargaan negara terhadap hak asasi manusia 
dan tidak mendukung tegaknya kedaulatan hukum serta kecilnya ruang 


29. S Al-Hujurat, 49: 13. 

2A bd. Rahman Ibn Muhammad Ibn Khaldum, Op. Cit., hlm. 120, dan lihat 
Pahrurroji M Bukhari, Op. Cit., hlm. 143. 

2 Abdurrahman Wahid, Loc. Cit. 
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gerak bagi kebebasan berbicara dan berpendapat. Dengan posisinya 
yang bersifat suplementer, hubungan agama dan negara, justru akan 
bersifat manipulatif, yaitu sekadar menyediakan simbol-simbol agama 
sebagai legitimasi bagi kekuasaan.” 


Pandangan serupa ini, juga dikemukakan Nurcholish Madjid, bahwa 
meskipun Islam tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan politik, namun 
beliau tidak sependapat untuk menjadikan Islam sebagai ideologi 
negara, termasuk negara Indonesia. Baginya, dengan diterimanya 
Pancasila sebagai ideologi negara sudah cukup. Sebab Pancasila sebagai 
ideologi tidak bertentangan dengan Islam dalam arti nilai-nilai Islam 
atau prinsipnya masuk ke dalam sila dari Pancasila. 


Pandangan itu, merupakan implikasi dari gerakan sekularisasi yang 
dipahami Nurcholish Madjid, yaitu sekularisasi tidak dimaksudkan 
sebagai penerapan sekularisme, pemisahan agama dari negara, 
tetapi dimaksudkan untuk menduniawikan nilai-nilai Islam yang 
sudah semestinya bersifat duniawi dan melepaskan umat Islam 
dari kecenderungan untuk mengukhrawikannya. Dengan demikian, 
kesediaan mental untuk selalu menguji dan menguji kembali kebenaran 
suatu nilai di hadapan kenyataan material, moral, ataupun historis, 
menjadi sifat kaum muslimin.? 


Paham inilah yang kemudian mengantarkan Nurcholish Madjid 
di Indonesia melakukan gerakan pembaruan yang berlandaskan pada 
paham sekularisasi yang memasuki rana politik dan hukum Islam. 
Sekularisasi dalam ranah politik, Nurcholish Madjid, menawarkan 
nilai-nilai Islam yang ideal terhadap realitas politik dengan apa yang 
disebutnya “etika dan moralitas agama”. Usaha ini dilakukan karena 
memang Al-Our'an tidak membicarakan secara ril tentang negara, tetapi 
hanya menawarkan nilai-nilai berupa etika dan moral yang tersirat dari 
term-term seperti hukm, adil, musyawarah, dan sebagainya. 


Mencermati pemikiran yang selalu memformalkan institusi politik 
seperti darul Islam (negara Islam) dan darul harb (negara kafir), menurut 


30Jbid. 

“1Nurcholish Madjid, Cendekiawan dan Religiussitas Masyarakat (Jakarta: Tabloit 
TEKAD-Paramadina, 1999), hlm. 139-142. 

22Adian Husaini dan Muin Hidayat, Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan 
dan Jawabannya, cet. pertama (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 30. 
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Madjid tidaklah tepat, sebab negara Islam yang formalistik itu tidak 
pernah digunakan, baik oleh nabi sendiri maupun penggantinya selama 
berabad-abad lamanya, dan jelas sekali bahwa ia muncul di kalangan 
umat hanya sebagai gejala di zaman modern ini saja. Kemunculannya 
itu bisa dikaji dalam kaitannya dengan bentuk interaksi umat dengan 
golongan-golongan lain, dan akan jelas bahwa ide itu, apalagi sebutan 
formalnya, adalah suatu variabel historis sosiologis, bukan esensi agama 
Islam itu sendiri.” 


Istilah dar-al-Islam dan al-harb tersebut, lebih melihat pada tataran 
substantif penyelenggaraan sistem pemerintahan dan proses politik 
yang berlangsung, yaitu suatu kondisi politik dalam sistem politik yang 
memberikan jaminan kebebasan menjalankan agama, dengan kekuasaan 
politik di tangan orang lain. 


Marcel A. Boisard, mengukuhkan pandangan Nurcholish Madjid 
di atas bahwa suatu negara yang penguasanya bukan Muslim, yang 
tidak mengancam masyarakat Islam dan mempunyai lembaga-lembaga 
yang mengajarkan sikap hormat kepada ke adilan yang menjamin 
kemerdekaan beragama, negara tersebut akan dianggap di luar kawasan 
perang dalam arti bukan tergolong dar al-harb, akan tetapi tergolong 
dar al-Islam (negara Islam). Dalam konteks ini, lanjut Boisard bahwa 
konsep darul Islam vs darul harb bukan berdasarkan wilayah geografisnya, 
melainkan indikator kualitatif, yaitu keadilan, keselamatan dan 
kemerdekaan beragama bagi warga negaranya. 


Negara Islam bagi Nurcholish Madjid, seperti yang dikemukakan 
Boisard, yaitu apabila penduduk suatu negara sebagian besar beragama 
Islam, ideologinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, 
tersedianya perangkat penegakkan hukum dan keadilan, demokratisasi 
berjalan dengan baik, menghargai pluralisme agama, dan lebih khusus 
penghargaan terhadap kemajemukan agama-agama, sudah cukup untuk 
menyebutnya sebagai negara Islam.” 


28Muhammad Hari Azharir, Op. Cit., hlm. 259. 

“Marcel A. Boisard, Humanisme Dalam Islam terjemahan HM Rasjidi Yakarta: 
Bulan Bintang, 1980), hlm. 228-240. 

35Ibid., hlm. 139. 

36fbid., hlm. 203. 
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Agak berbeda dengan pandangan Nurcholish Madjid di atas, 
Soekarno yang menghendaki pemisahan agama dari kekuasaan politik 
dengan argumen: 1) penyatuan itu bertentangan dengan prinsip 
demokrasi, 2) hal itu dimungkinkan oleh watak hukum Islam yang 
lentur, dan 3) tidak ada konsensus ahli agama tentang bersatunya 
agama dengan politik.” Meskipun Soekarno mengemukakan demikian, 
namun beliau tetap memberi peluang bagi umat Islam untuk berjuang 
melalui jalan politik, yakni berjuang di parlemen, dan jika menguasai 
kursi di parlemen, dapat menentukan kebijakan dan hukum-hukum 
negara. Jika proses konstitusional ini dapat dilalui umat Islam, maka 
persatuan agama dan negara adalah sah. Ini berarti bahwa meskipun 
Soekarno memisahkan agama Islam dari negara, namun pandangan 
ini tidak mendasar, karena sesungguhnya pandangan beliau bersifat 
“lunak”, terhadap ide sekularisasi yang diajukan. Hal ini dapat dilihat 
dari pernyataannya bahwa “ini bukan berarti penghapusan aturan- 
aturan Islam. Karena peraturan itu bisa dimasukkan ke dalam undang- 
undang dan peraturan dari negara, asal sebagian besar dari wakil- 
wakil rakyat di dalam perwakilan (DPR) itu terdiri dari wakil-wakil 
Islam. Pandangan beliau ini, menunjukkan bahwa negara memberi 
peluang bagi masuknya nilai-nilai Islam ke dalam undang-undang 
dan peraturan negara. 


Jika sekularisasi pemikiran politik dari Barat yang bermaksud 
memisahkan agama dan negara secara total, proses politik menutup 
rapat bagi ruang agama dan ruang politik, sedangkan Bung Karno di 
Indonesia memisahkan agama dan negara secara “lunak”, dalam arti 
poses politik demokrasi dapat membuka corak Islam pada negara, maka 
pada Nurcholish Madjid ada pembatasan yang fundamental, yakni 
menolak proses mengideologikan Islam karena penerimaan: konsep 
Islam sebagai agama sipil dan penerimaan pluralitas berbasis nilai 
agama untuk menumbuhkan demokrasi. 


Pemikiran sekularisme di dunia Islam, seperti dikemukakan di atas, 
jelas berbeda dengan pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman 
Wahid. Bagi kedua tokoh yang disebutkan terakhir ini pemikirannya 


Muhammad Hari Zamharir, Op. Cit., hlm. 81. 
38Jbid., hlm. 82. Lihat Deliar Nuer, Pengantar ke Pemikiran Politik (Jakarta: 
Rajawali Press, 1983), hlm. 189-195. 
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mengenai sekularisasi di Indonesia berada pada spektrum yang lebih 
“dekat” dengan “jalan tengah”, yakni agama sebagai roh negara atau 
saling membutuhkan satu sama lain, sedangkan sekularisasi yang 
dikenal di dunia Islam dan di Barat, cukup jauh dari poros atau jalan 
tengah. 


Bertolak dari perspektif di atas, kalangan modernis Muslim, seperti 
Al-Afghani, berusaha mencari posisi tengah antara kecenderungan 
penolakan yang dipegangi banyak pimpinan agama dan kecenderungan 
akomodatif terlalu besar yang ditunjukkan elite Muslim westernis- 
sekuler. Sejarah mencatat bahwa penyerapan pemikiran dan peradaban 
Barat sekuler oleh umat Islam menyangkut konsep politik membuahkan 
terjadinya evolusi pemikiran pembaruan sejak dari pan-Islamisme 
(khilafatisme universal). Pan-Arabisme, Regionalisme sampai kepada 
Nasionalisme lokal. 


Dalam evolusi pembaruan ini, jelas terlihat bahwa Islam (termasuk 
dalam bidang politik), mengalami proses periferalisasi (marjinalisasi), 
kalau tidak dikatakan terlalu kompromistis dengan Barat, sehingga 
nyaris tidak mempunyai kedudukan signifikan dalam berbagai bentuk 
pembaruan. Semua ini mengundang reaksi balik, kembali kepada 
Islam secara ketat dan eksklusif. Tuntutan untuk kembali kepada 
Islam tersebut dapat dimaklumi, karena secara tradisional, perbedaan 
antara kekuasaan spiritual dan temporal yang masyhur di Eropa, tidak 
mendapat ruang dalam Islam. 
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BAB 5 


PARTISIPASI DALAM 
KOMUNIKASI POLITIK ISLAM 


A. Partisipasi Politik dan Pemilihan Umum 


Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi, asumsi 
yang mendasari demokrasi dan partisipasi ialah orang yang paling tahu 
tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri yang dibuat 
dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan memengaruhi 
kehidupan warga masyarakat, maka warga masyarakat berhak ikut serta 
menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu, yang dimaksud 
dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam 
menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi 
hidupnya.! 

Komunikasi politik, sosialisasi politik, citra politik, dan pendapat 
umum, pada akhirnya menuju ke sasaran dan tujuan, yaitu terciptanya 
partisipasi politik dan kemenangan para politikus dan partai politiknya 
dalam pemilihan umum. Keikutsertaan khalayak atau rakyat dalam 
memberikan suara dalam pemilihan umum, merupakan konsekuensi 
atau efek komunikasi yang sangat penting. Pemilihan umum hanyalah 
salah satu bentuk partisipasi politik dari rakyat. Hal ini merupakan efek 
motorik atau behavior dari komunikasi politik yang bersifat mekanistis.? 


'Peter Berger, Pyramides of Sacrifice: Politics Etchis and Social Change (New York 
Ancor Books, 1976), hlm. xii dan 60. 
2Anwar Arifin, Komunikasi Politik: Paradigma, Teori, Aplikasi, Strategi Komunikasi 
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Partisipasi politik peran serta masyarakat, merupakan kata lain 
dari istilah standar dalam ilmu politik, yaitu partisipasi politik. Dalam 
ilmu politik, partisipasi diartikan sebagai upaya warga masyarakat, 
baik secara individu ataupun kelompok, untuk ikut serta memengaruhi 
pembentukan kebijakan publik dalam sebuah negara. Partisipasi ini 
dilakukan dengan berbagai macam cara, antara lain secara langsung 
ataupun tidak langsung, secara langsung dilakukan dengan melalui 
kontak-kontak dengan para pejabat negara yang ikut menentukan dalam 
pembuatan kebijakan politik, sedangkan secara tidak langsung dapat 
dilakukan melalui media massa yang ada, misalnya dengan menulis 
pimkiran pembaca pada koran ataupun majalah tentang hal-hal yang 
menjadi agenda publik. Partisipasi dapat dilakukan secara konvensional 
maupun secara tidak konvensional. 


Partisipasi secara konvensional dilakukan melalui cara-cara yang 
umum dikenal dalam sistem politik tertentu, misalnya dengan menjadi 
anggota partai politik dan organisasi kepentingan, sementara partisipasi 
secara tidak konvensional, dapat dilakukan dengan cara unjuk rasa, 
bahkan ada yang menempuh cara-cara kekerasan. Sejumlah kepustakaan 
dalam ilmu politik, dapat dijadikan bahan rujukan tentang makna dan 
model partisipasi politik. 


Faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik yaitu, 
kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah. Faktor tersebut 
dipengaruhi faktor lain, antaranya faktor sosial, status ekonomi, aplikasi 
politik orang tua dan pengalaman berorganisasi. Dalam melakukan 
kajian terhadap perilaku politik dapat dipilih tiga kemungkinan unit 
analisis, yakni individu aktor politik, agregasi politik, dan tipologi 
kepribadian politik. Yang dimaksud dengan agregasi adalah individu 
aktor politik secara kolektif, seperti kelompok kepentingan, birokrasi, 
partai politik, lembaga-lembaga pemerintahan dan bangsa. Adapun yang 
dipelajari dalam tipologi kepribadian politik adalah tipe-tipe kepribadian 
pemimpin otoriter, machiavelist, dan demokrat. 


Politik di Indonesia (Jakarta: Balai-Pustaka, 2003), hlm. 130. 
3Afan Gaffar, “Merangsang Partisipasi Politik Rakyat”, dalam Syarofi Arba, 
Demotologisasi Politik Indonesia (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1998), hlm. 240. 
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Menurut model ini, ada 4 faktor yang memengaruhi perilaku politik 
seorang aktor politik. 


1. Lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, 
sistem ekonomi, sistem budaya, dan sistem media massa. 


2. Lingkungan sosial politik langsung, yang memengaruhi dan 
membentuk kepribadian aktor, seperti keluarga, agama, sekolah, 
dan kelompok pergaulan. 


3. Struktur kepribadian, yang tercermin dalam sikap individu. 
4. Faktor lingkungan sosial politik langsung, berupa situasi' 


Pada umumnya, partisipasi politik rakyat ada yang sifatnya mandiri 
(autonomous), di mana individu melakukan kegiatan atas inisiatif dan 
keinginan dari yang bersangkutan semata-mata kerena rasa tanggung 
jawabnya dalam kehidupan politik, atau karena didorong oleh keinginan 
untuk mewujudkan kepentingannya ataupun kepentingan kelompoknya. 


Akan tetapi, tidak jarang juga ditemukan partisipasi yang dilakukan 
bukan karena kehendak dari individu yang bersangkutan, tetapi karena 
diminta atau digerakkan oleh orang lain ataupun kelompoknya, bahkan 
tidak jarang dipaksa untuk ikut mengambil bagian dalam berperan 
serta. Partisipasi dalam bentuk yang terakhir ini adalah partisipasi 
yang digerakkan atau apa yang dikenal sebagai mobilized political 
participation. Peran serta atau partisipasi politik warga masyarakat dapat 
dikategorikan dalam bentuk-bentuk yang berikut ini. 


Electoral Actirity, yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung 
ataupun tidak langsung berkaitan dengan pemilu. Termasuk dalam 
kategori ini adalah ikut serta memberikan sumbangan untuk kampanye 
partai, menjadi sukarelawan dalam kegiatan kampanye partai politik, 
ikut mengambil bagian dalam kampanye atau rally politik partai, 
mengajak seseorang untuk mendukung dan memilih partai politik 
atas nama partai itu, memberikan suara dalam pemilu, mengawasi 
pelaksanaan pemberian dan perhitungan suara, menilai calon-calon 
yang diajukan, dan lain-lainnya. 


“Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia, 1999), hlm. 
132-133. 

5Afan Gaffar, “Merangsang Partisipasi Politik Rakyat”, dalam Syarofi Arba, 
Demotologisasi Politik Indonesia (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1998), hlm. 241. 
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Lobbying, yaitu tindakan seseorang ataupun sekelompok orang 
untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik dengan 
tujuan memengaruhi pejabat ataupun tokoh politik tersebut yang 
menyangkut masalah tertentu tentang yang memengaruhi kehidupan 
mereka. Kegiatan ini biasanya dilakukan untuk memperoleh dukungan 
ataupun untuk memobilisasi dukungan atau tantangan terhadap 
masalah-masalah tertentu yang hendak ditangani oleh pemerintah atau 
lembaga perwakilan rakyat. 


Organizational Activity, yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalam 
berbagai organisasi sosial dan politik, apakah itu sebagai pimpinan, 
aktivis, ataukah sebagai anggota biasa. Organisasi tersebut mempunyai 
fungsi memengaruhi pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik, ada 
organisasi yang memusatkan perhatian terhadap isu-isu yang sifatnya 
sangat spesifik, seperti misalnya Wahana Lingkungan hidup Indonesia 
WALHI), dan adapula yang mempunyai kepentingan berbagai macam 
isu, seperti misalnya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia 
(YLBHI) yang mempunyai kepedulian terhadap masalah hukum, dan 
demokrasi. Ada organisasi yang memusatkan perhatiannya terhadap 
masalah keagamaan, menjadi anggota saja sudah menunjukkan elemen 
dari partisipasi sekalipun seseorang belum tentu terlibat secara langsung 
memengaruhi pemerintah. Ini yang disebut sebagai participation by proxy 
ungkap Samuel Huntington dan Joan M. Nelson (1994). 


Contacting, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh warga negara 
dengan secara langsung (mendatangi ke tempatnya bertugas, 
menghubungi lewat telepon) pejabat pemerintah ataupun tokoh politik, 
baik dilakukan secara individual ataupun dalam kelompok orang yang 
sangat kecil jumlahnya. Biasanya, bentuk partisipasi seperti ini akan 
mendatangkan manfaat bagi orang yang melakukan partisipasi tersebut. 


Violence, cara-cara kekerasan untuk memengaruhi pemerintah 
juga dapat dimasukkan ke dalam kategori partisipasi politik, hanya 
saja cara yang ditempuh untuk memengaruhi pemerintah dengan 
melakukan pengrusakan (by doing physical damage) terhadap barang 
ataupun individu. 


Partisipasi politik rakyat biasanya bersumber pada basis-basis 
sosial politik tertentu. Kecuali partisipasi yang mengambil model 
contecting, partisipasi politik pada umumnya merupakan tindakan 
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kolektif. Oleh karena itu, mengamati partisipasi politik sebaiknya juga 
mengamati basis sosial dari partisipasi politik tersebut. Dan biasanya 
yang merupakan basis sosial bagi partisipasi adalah: pertama, class, yaitu 
individu-individu yang terlibat dalam partisipasi karena memiliki sosial 
status, income, dan lapangan pekerjaan yang sama. Kedua, communal 
group, yaitu individu-individu yang terlibat karena memiliki ras, agama, 
bahasa, dan etnisitas yang sama. Ketiga, neighborhood, individu-individu 
yang terlibat karena memiliki tempat tinggal yang dekat sama lain. 
Keempat, faction, yaitu individu-individu yang terlibat dalam partisipasi 
karena mereka disatukan oleh interaksi pribadi yang sangat tinggi satu 
sama lain yang ditopang pula oleh pola-pola hubungan yang bersifat 
clientilistic. 


Kecenderungan warga masyarakat untuk memilih langkah tertentu 
untuk berperan serta, akan sangat ditentukan oleh keyakinan mereka 
bahwa cara itulah yang terbaik dalam mencapai tujuan yang telah 
dirumuskan. 


Dalam mendiskusikan tingkat partisipasi politik rakyat, kita juga 
harus ingat untuk memperhatikan dua subdimensi yang sangat penting, 
yaitu pertama, mencakup ruang lingkup dari partisipasi, yaitu apakah 
menyangkut berbagai dimensi mulai dari kegiatan yang berkaitan 
dengan pemilu sampai dengan terlibat dalam tindak kekerasan untuk 
memaksakan kehendak. Selain dari itu, kita juga harus memperhatikan 
subdimensi yang lain, yaitu yang menyangkut intensitas atau skala, 
atau durasi, serta pentingnya model peran serta yang diambil, artinya, 
di antara kelima dimensi partisipasi seperti yang diungkapkan di atas 
yang manakah yang paling sering dipilih atau yang paling sering tampak 
dimanfaatkan oleh masyarakat guna memengaruhi pemerintah dalam 
pembuatan kebijakan publik. 


Berdasarkan paparan di atas, partisipasi politik, adalah keterlibatan 
individu sampai pada bermacam tingkatan di dalam sistem politik, 
aktivitas politik bisa bergerak dari ketidakterlibatan sampai dengan 
aktivitas jabatannya. Partisipasi politik itu bervariasi, berbeda pada satu 
masyarakat dengan masyarakat lainnya, begitu juga bisa bervariasi di 
dalam masyarakat khusus, karena itu pentinglah mempelajari konsep 
mengenai apathy politik dan alienasi, serta peranan mereka dalam 
ketidakterlibatan dan keterlibatan mereka yang terbatas, partisipasi 
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itu juga bisa menumbuhkan motivasi untuk meningkatkan partisipasi 
dalam bentuk pengadaan bermacam-macam tipe jabatan dan tercakup 
di dalamnya proses pengrekrutan politik. 


Samuel P. Huntinton dan Joan Nelson, mendefinisikan partisipasi 
politik sebagai kegiatan privat warga negara (privat citizen) yang 
bertujuan memengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah, 
berdasarkan definisi Huntington dan nelson tersebut, ada empat aspek 
penting yang menjadi catatan. Pertama, ia mencakup kegiatan-kegiatan, 
tetapi bukan sikap. Sebaliknya, pakar lain mendefinisikan partisipasi 
politik mencakup mencakup banyak orientasi para warga negara 
terhadap politik, serta perilaku politik mereka yang nyata. Pengetahuan 
tentang politik, minat terhadap politik, perasaan mengenai kompetisi 
dan keefektifan politik, persepsi tentang relevasi politik, itu semua 
sering kali dapat berkaitan erat dengan tindakan politik, tetapi kadang- 
kadang juga tidak berkaitan.f 


Kedua, peranan kegiatan politik warga negara perorangan sebagai 
pribadi warga Negara. Dengan demikian, ada batas antara partisipasi 
politik dan orang profisional di bidang politik. Menurut konsep ini, 
partisipasi politik tidak mencakup kegiatan pejabat pemerintah, 
pejabat partai, politikus dan lobi profesional yang bertindak di dalam 
banyak peranan, kecuali mencakup kegioatan pejabat itu apabila ia 
memberikan suaranya dalam pemilihan atau berbicara pada rapat 
umum di dalam kota, misalnya pejabat negara seperti menteri ikut 
berkampanye. 


Berarti kegiatan politik para partisipan (partisipasi) itu sambilan 
dan terputus-putus. Sambilan, biasanya sebagai pekerjaan avocational 
(sesewaktu) atau bersifat sekunder saja, apabila dibandingkan dengan 
peranan sosial lainnya. Dengan demikian, berarti banyak kegiatan 
politik yang bukan partisipasi politik, termasuk bagian terbesar kegiatan 
mereka yang paling aktif dan politik. 


Ketiga, yang menjadi pokok perhatian adalah kegiatan yang 
dimaksudkan untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. 
Kegiatan demikian, difokuskan pada pejabat umum, mereka pada 


6Samuel P. Huntinton dan Joan Nelson, No Easy Choice Political Partisipation in 
Develing Countries (Cambridge, Harvard, 1976), hlm. 6. 
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umumnya diakui mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan 
dan yang final mengenai pengalokasian nilai-nilai secara otoritatif dalam 
masyarakat. Sebagian besar politik dan pengalikasian sumber daya ke 
berbagai golongan masyarakat, dapat berlangsung tanpa campur tangan 
pemerintah. Dengan demikian, partisipasi politik dapat berlangsung 
melalui pemogokan di perusahaan agar dapat menaikkan upah (UMR). 
Begitu juga unjuk rasa para pegawai bank yang kena likuidasi yang 
menuntut kenaikan pesangon yang mereka terima. 

Para partisipan dapat berusaha menghentikan para pengambil 
keputusan pada waktu itu dengan orang lain yang mereka harapkan 
akan lebih tanggap terhadap preferensi (pilihan) dan kebutuhan 
mereka. Ringkasannya, partisipasi politik dapat diarahkan untuk 
mengubah keputusan pejabat yang sedang berkuasa, menggantikan atau 
mempertahankan para pejabat itu. Atau mempertahankan organisasi 
sistem politik yang ada, dan aturan permainan politiknya. Semuanya 
itu merupakan cara untuk memengaruhi keputusan dan tindakan 
pemerintah. 


Dengan demikian, unjuk rasa, demonstrasi, dan malahan bentuk 
kekerasan yang dimaksudkan untuk memengaruhi pejabat pemerintah, 
dapat dikategorikan sebagai bentuk partisipasi politik. Namun semua 
aktivitas itu dapat dimaksudkan ke dalam partisipasi politik apabila 
seseorang secara penuh melibatkan diri dalam usaha yang ilegal 
untuk memengaruhi pemerintah. Jadi, ia hanya merupakan satu 
jenis profesional politik, seorang revolusioner, sekali lagi, dia tidak 
termasuk partisipasi politik. 


Keempat, definisi Huntington dan nelson mencakup semua 
kegiatan yang dimaksudkan untuk memengaruhi pemerintah. Tak peduli 
apakah kegiatan itu benar-benar mempunyai efek, jadi berbeda dengan 
pandangan pakar lainnya. Yang hanya memasukkan usaha yang berhasil 
saja ke dalam pengertian partisipasi politik. Karena menurut Huntington 
dan Nelson, partisipan partai politik bisa saja berhasil atau tidak, atau 
bias berkuasa atau tidak. Partisipan berhasil, diukur, sejauh mana ia 
benar-benar memengaruhi keputusan pemerintah yang ia pengaruhi. 


Berdasarkan pengertian ini, partisipan politik mempunyai kekuasaan 
yang kecil saja, dan hanya beberapa partisipan saja yang mencapai 
sukses yang cukup besar dalam politik. Dengan demikian, partisipasi 
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yang luas dalam politik tidak perlu berarti bahwa pemerintahan yang 
bersangkutan demokratis, bertanggung jawab secara representatif. 


1. Pemilihan Umum 


Kegiatan pemilihan umum yang berkaitan langsung dengan komunikasi 
politik adalah kampanye dan pemungutan suara. Kampanye pemilihan 
umum adalah usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif 
(tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, public relations, 
komunikasi massa, dan lobi. Meskipun agitasi dan propaganda di negara 
demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, 
teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para 
kandidat atau politikus selaku komunikator politik. 


Bentuk-bentuk komunikasi politik yang diperlukan dalam kampanye 
politik pada pemilu, sangat tergantung kepada sistem pemilihan umum, 
secara garis besar sistem pemilihan umum dapat dibagi dua, yaitu sistem 
distrik dan sistem proporsional. Di beberapa negara, dikembangkan 
variasi kedua sistem tersebut (distrik dan proporsional). 


Pemilihan umum sistem distrik kepertarungan antara kandidat 
yang dicalonkan oleh partai-partai dalam wilayah yang kecil (daerah 
pemilihan) untuk mencari satu wakil. Kandidat dicalonkan oleh partai 
politik, rakyat yang sudah dewasa memilih tanda gambar, kandidat 
yang menang akan mewakili daerah itu dalam parlemen, dan suara 
kandidat yang kalah tidak diperhitungkan lagi. Jadi suara itu dianggap 
hilang namun kandidat, yang menang tidak lagi mewakili partainya, 
tetapi mewakili daerah pemilihan itu dan harus memperjuangkan 
kepentingan-kepentingannya. 

Dalam pemilu sistem distrik, yang harus ditonjolkan dalam 
kampanye politik adalah program dan ketokohan kandidat, artinya 
yang akan dipilih oleh rakyat adalah program dan orang yang akan 
melaksanakan program itu. Itulah sebabnya, dalam distrik partai-partai 
politik yang mengikuti pemilu harus berusaha menampilkan program 
dan tokoh yang menarik dan disukai oleh rakyat. 


Pemilihan umum sistem proporsional, justru menunjuk 
kepertarungan antara partai politik dalam daerah pemilihan yang 
besar untuk mencari beberapa orang wakil. Partai politik mencalonkan 
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banyak kandidat dalam daftar dengan nomor urut dan rakyat tidak 
perlu memilih nama, tetapi cukup dengan memilih tanda gambar 
partai politik yang terdaftar atau kontestan. Suara yang diperoleh oleh 
setiap kontestan (partai politik dihitung), kemudian setiap kontestan 
akan memperoleh jumlah kursi secara proposional dengan suara yang 
diperoleh. Kandidat yang dipilih mewakili daerah itu, ditetapkan 
berdasarkan nomor urut dari atas ke bawah. Dalam hal, ini tidak ada 
suara pemilih yang hilang. 

Dalam sistem proporsional, yang harus ditonjolkan dalam 
kampanye politik adalah program partai dan ketokohan para kandidat 
karena yang dipilih oleh rakyat adalah gambar partai, justru itu, partai 
politik harus menampilkan program dan tokoh-tokoh (kandidat) yang 
menarik, disukai, dan didukung oleh rakyat. Kelemahan dari sistem ini, 
jalah kandidat yang memiliki ketokohan tidak terpilih karena namanya 
dalam daftar calon yang ada di urutan atas adalah justru kandidat yang 
kurang dikenal. 


Ada empat tipe pemberi suara dalam dalam pemilihan umum, 
yaitu: tipe rasional pada hakikatnya adalah memberi suara yang rasional, 
(aksional diri), yaitu sifat yang instrinsik pada setiap karakter pribadi 
pemberi suara yang turut memutuskan pemberian kepada warga negara. 
Tipe orang yang rasional itu ada lima: 1. selalu dapat mengambil 
keputusan bila dihadapkan pada alternatif, 2. memilih alternatif secara 
sadar, 3. menyusun alternatif secara transitif: 4. selalu memilih alternatif 
yang peringkat preferensinya paling tinggi: dan 5. selalu mengambil 
putusan yang sama bila dihadapkan pada alternatif yang sama. 


Pemberi suara rasional berminat berminat secara aktif terhadap 
politik, serta bertindak berdasarkan prinsip yang tidak hanya untuk 
kepentingan diri sendiri, tetapi juga kepentingan umum, demikian 
juga pemberi suara rasional mampu bertindak secara konsisten dalam 
menghadapi tekanan dan kekuatan politik. 


Tipe reaktif, adalah pemberi suara yang memiliki keterkaitan 
emosional dengan partai politik. Ikatan emosional dengan partai 
sebagai identifikasi partai, yakni sebagai sumber utama aksi diri dan 
pemberi suara yang reaktif. Identifikasi dengan partai meningkatkan 
citra yang lebih menguntungkan tentang catatan dan pengalamannya, 
kemampunanya, atau atribut pribadinya. Berarti, identifikasi dengan 
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partai meningkatkan tabir perceptual sehingga individu dapat melihat 
keuntungan bagi orientasi kepartaiannya. Semakin kuat ikatan partai 
itu, semakin dibesar-besarkan proses seleksi dan distorsi persepsinya. 


Tipe responsif adalah pemberi suara yang mudah berubah dengan 
mengikuti waktu, peristiwa politik, dan kondisi-kondisi sesaat. 
Meskipun memiliki kesetiaan pada partai, tetapi afiliasi itu ternyata 
tidak memengaruhi perilakunya dalam pemberian suara. Hubungannya 
dengan partai lebih rasional ketimbang emosional. Pemberi suara yang 
responsif lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor jangka pendek yang 
penting dalam pemilihan umum tertentu, dibanding oleh kesetiaan 
jangka panjang kepada kelompok dan atau kepada partai. 


Tipe aktif, adalah pemberi suara yang terlihat aktif dalam 
mengiterpretasikan peristiwa, isu, partai, dan personalitas, dengan 
menetapkan dan menyusun maupun menerima, serangkaian pilihan 
yang diberikan para pemberi suara merumuskan citra politik tentang 
apa yang diperhitungkan oleh mereka dengan berbagai variasi. 


Memberikan suara pada dasarnya adalah tindakan politik, yang 
menurut paradigma pragmatis merupakan komunikasi politik yang 
mempunyai pola dan dapat diprediksi, seperti telah dijelaskan di muka. 
Dalam paradigma pragmatis (paradigma berarti tindakan) disimpulkan 
bahwa bertindak adalah berkomunikasi. 


2. Perspektif dan Persepsi Pemberi Suara 


Tindakan memberi suara dalam pemilihan umum, didasarkan pada 
berbagai pertimbangan. Berbagai teori komunikasi politik yang telah 
dijelaskan di muka, memunjukkan kuatnya peranan individu dalam 
menghadapi semua pengaruh yang berasal dari luar dirinya. Theori 
Khalayak Kepala Batu, telah menjelaskan beberapa faktor yang membuat 
khalayak atau pemberi suara melakukan seleksi terhadap tindakan 
politik yang harus dilakukan. 


Faktor-faktor yang membuat individu memberi suara menyaring 
semua pengaruh dari luar itu, antara lain keyakinan politik atau 
ideologi, persepsi politik, motivasi politik, sikap politik, dan dorongan 
politik, di antara semua faktor itu ternyata bahwa faktor ideologi 
atau keyakinan politik, merupakan faktor penangkal yang kuat bagi 
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individu. Meskipun demikian semua faktor khalayak kepala batu itu, 
dalam menentukan pilihan dapat dirangkai dalam dua konsep, yaitu 
perspektif dan persepsi. 


Perspektif menurut Fisher adalah sudut pandang bagi individu 
yang menjadi kerangka acuan dalam menilai. Menanggapi, dan 
menindaki sesuatu yang berasal dari luar dirinya.” Persepsi menurut 
Jalaluddin Rahmat adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau 
hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi 
dan menafsirkan pesan. Justru itu perspektif dan persepsi sangat 
ditentukan oleh faktor personal para pemberi suara. 


Selain itu, Dan Nimmo (2000: 175-177) menyebutkan tiga hal 
sangat penting dalam mempersepsi komunikasi tentang isu dan 
kandidat yang diterima selama kampanye, yaitu atribut, perspektif, dan 
persepsi pemberi suara.” 


Pemberi suara mengalihkan pilihannya dari satu partai ke partai 
lain atau satu kandidat ke kandidat yang lain karena adanya atribut 
sosial dan demografi. Artinya pemberi suara menjatuhkan pilihan ke 
partai atau ke kandidat tertentu yang memiliki program, yang berkaitan 
dengan kepentingan sosial dan demografinya. 


Misalnya, karyawan akan memberi perhatian ke partai yang akan 
memberi jaminan sosial perbaikan kepada karyawan tersebut. Begitu 
juga pengusaha akan memberi perhatian ke isu tentang perbaikan 
ekonomi dan keringanan pajak. 


B. Media dan Kebersamaan dalam Komunikasi 
Politik 
Langkah strategis ketiga yang harus dilakukan untuk mencapai 


tujuan komunikasi politik adalah menciptakan kebersamaan antara 
politikus dengan khalayak (rakyat). Dengan cara mengenal khalayak 


'B.Aubrey Fisher, Teori-teori Komunikasi (Bandung: Rosdakarya, 1990), hlm. 
13-89. 

SJalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi (Bandung: Rosdakarya, 1996), 
hlm. 64. 

?Dan Nimmo, Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan dan Media (Bandung: 
Rosdakarya, 1999), hlm. 175-177. 
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dan menyusun pesan yang homofilis. Hal tersebut diperlukan agar 
komunikator politik dapat melakukan empati (pribadi khayal atau 
pribadi mobil).' 


Komunikasi akan lebih efektif pada kondisi homofili dari pada 
heterofili. Suasana homofili yang harus diciptakan adalah persamaan 
bahasa (simbol komunikasi), persamaan busana, persamaan kepentingan 
dengan khalayak, terutama mengenai pesan politik, metode, dan media 
politik. Namun, yang sangat penting adalah siapa tokoh yang melakukan 
komunikasi kepada khalayak. Artinya, politikus atau aktivitas telah 
memiliki banyak persamaan dengan khalayaknya." 


Homofili merupakan salah satu syarat membangun dan merawat 
ketokohan bagi politikus, aktivis dan profesional sebagai komunikator 
politik. Untuk menciptakan homofili dan melakukan empati melalui 
persamaan kepentingan tersebut, komunikator politik harus terlebih 
dahulu mengenal, mengerti, dan memahami daya tangkal dan daya 
serap khalayak, baik yang bersifat psikologis maupun yang bersifat 
sosio-budaya. Hal ini memerlukan berbagai aktivitas seperti penjajakan 
dan survei atau penelitian. 


Memahami Khalayak. Komunikasi politik yang ditunjukkan 
kepada khalayak (rakyat) atau individu yang selalu berinteraksi dan 
berinterelasi dengan individu-individu lain, dalam wadah yang disebut 
massa. Khalayak itu sama sekali tidak pasif melainkan sangat aktif. 
Bahkan, khalayaklah yang sesungguhnya menentukan bentuk dan isi 
pesan yang harus disusun oleh komunikator politik, kalau ingin diterima 
oleh khalayak.'? 


Berdasarkan teori khalayak kepala batu dan paradigma psiko- 
logis, maka komponen psikologi yang harus dikenal pada diri khalayak 
yang berkaitan dengan politik adalah keyakinan, kepentingan, dan 
motivasi khalayak, baik yang bersifat politik maupun yang nonpolitik. 
Di antara semua komponen tersebut, ternyata yang kuat pengaruhnya 


'0Anwar Arifin, Komunikasi Politik: Paradigma, Teori, Aplikasi, Strategi Komunikasi 
Politik di Indonesia (Jakarta: Balai-Pustaka, 2003), hlm. 154. 

“Dan Nimmo, Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan dan Media (Bandung: 
Rosdakarya, 1999), hlm. 262. 

2Anwar Arifin, Komunikasi Politik: Paradigma, Teori, Aplikasi, Strategi Komunikasi 
Politik di Indonesia (Jakarta: Balai-Pustaka, 2003), hlm. 154. 
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pada diri khalayak adalah keyakinan atau ideologi, termasuk agama 
dan tradisi. 


Beberapa hasil studi menunjukkan bahwa para pemilih memberikan 
suaranya kepada partai atau kandidat, yang sesuai dengan ideologi 
politiknya. Artinya, partai atau kandidat yang tidak sesuai dengan 
ideologi politiknya akan ditinggalkan. Itulah sebabnya harus dibuat 
peta tentang ideologi, agama, dan tradisi setiap individu atau pola yang 
ada dalam masyarakat. 


Selain itu, kebutuhan dan motivasi individu-individu yang akan 
menjadi khalayak politik itu harus juga dikenali, diketahui, dan 
dipahami. Demikian juga pengetahuan dan kemampuan khalayak 
dalam mengakses pesan-pesan politik, baik langsung maupun melalui 
media. Hal ini meliputi kondisi kepribadian dan fisik khalayak, yang 
terdiri atas (1) pengetahuan khalayak mengenai pokok persoalan, 
(2) kemampuan khalayak untuk menerima pesan-pesan melalui 
media yang digunakan, dan (3) pengetahuan khalayak terutama 
perbendaharaan kata yang digunakan. 


Faktor lain yang harus juga dipahami ialah pengaruh kelompok dan 
masyarakat, serta nilai-nilai dan norma-norma dalam kelompok dan 
masyarakat yang ada, serta situasi di mana kelompok itu berada. Anwar 
Arifin mengutip Laswell, terdapat tiga bentuk pengaruh kelompok, 
yaitu: (1) attention area, (2) public area, dan (3) sentiment area. 


Attentiomn area merupakan bidang di mana perhatian individu 
identik dengan masyarakat. Kendatipun bidang perhatian ini dipengaruhi 
oleh pengalaman sendiri, tetapi yang menjadi pokok perhatian adalah 
bagaimana seseorang mengambil tindakan terhadap persoalan tertentu 
yang sama atau berbeda dengan tindakan masyarakat. 


Public area adalah bidang yang memberi pengaruh terhadap 
seseorang karena adanya keterikatan psikologis yang amat kuat antara 
kelompok dan individu. Dengan keterkaitan ini, seseorang merasa 
sangat terikat oleh kelompoknya sehingga ia tidak suka menyeleweng 
dari tindakan-tindakan yang sesuai dengan norma-norma yang mengikat 
kelompok itu. 


BAnwar Arifin, Komunikasi Politik: Paradigma, Teori, Aplikasi, Strategi Komunikasi 
Politik di Indonesia (Jakarta: Balai-Pustaka, 2003), hlm. 113-114. 
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Sentiment area adalah sesuatu yang dalam diri seseorang terdapat 
ikatan-ikatan yang sangat sukar dijelaskan dan hanya dirasakan 
kebenarannya saja. Justru itu, sentiment area ini merupakan bidang yang 
lebih besar pengaruhnya terhadap seseorang. 


Lasswell selanjutnya memperkenalkan juga apa yang disebut 
activity and organization area sebagai dasar dari pembentukan filter 
konseptual seseorang. Hal ini dimaksudkan bahwa sikap atau tindakan 
seseorangan sangat dipengaruhi oleh keaktifan seseorang terhadap 
kelompok organisasinya. Artinya, makin aktif seseorang dalam 
kelompok organisasinya, pengaruh kelompok itu makin besar pada 
dirinya. 

Kini dapat dipahami bahwa memang sebagian standar nilai-nilai 
hidup manusia diperoleh dari kelompok dan masyarakatnya. Individu 
cukup yakin bahwa nilai-nilai dan norma-norma dari kelompoknya 
sangat menjamin ketertiban dan keserasian dalam hidup berkelompok. 
Justru itu, ketaatan kepada nilai-nilai dan standar kelompok dan 
masyarakat perlu diwujudkan, agar keserasian dalam kehidupan sosial 
itu tetap terpelihara dan harus tetap lestari. 


Ketiga bidang di atas, tergolong dalam psychological area manusia 
yang akan menentukan dan merupakan symbol area dari pengalaman dan 
pengaruh masyarakat atas diri seseorang. Bidang ini akan menentukan 
relasi atau sistem hubungan masyarakat dengan diri seseorang, serta 
pengaruh masyarakat itu sehingga menjadi bagian dari kerangka 
acuannya. 


Makin terikat seseorang dengan kelompoknya, makin besar pula 
pengaruh kelompok tersebut atas diri orang itu. Selanjutnya, makin 
identik pula dan sama kerangka acuannya dengan masyarakat yang 
melingkupinya. Kelompok itu pun memiliki daya pengikat kepada 
anggotanya. Hal inilah yang disebut dalam ilmu jiwa sosial group 
cohesiveness. Daya pengikat kelompok inilah yang kemudian menjadi 
penentang utama pengaruh dari luar kelompok. 


Dalam proses komunikasi politik dan komunikasi pada umumnya, 
stimulasi yang mengandung nilai-nilai dan menyentuh individu, 
responsnya dibuat dalam kelompok, sedikit-dikitnya pesan politik 
yang merangsang itu dievaluasi apakah disetujui atau tidak disetujui 
oleh kelompok, khususnya dan masyarakat pada umumnya. Jadi, pada 
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dasarnya sikap seseorang itu selalu diukur dengan kacamata kelompok 
primernya. 


Di sinilah sesungguhnya posisi sosial kontrol menemukan 
eksistensinya. Kontrol sosial memberikan sorotan setiap saat pada 
individu warganya. Setiap orang sesungguhnya cenderung untuk taat 
pada kontrol sosial itu karena manusia pada umumnya tidak ingin 
dicela apalagi dihukum, oleh masyarakat maupun kelompoknya, karena 
baginya kelompok dan masyarakatnya itu mempunyai nilai-nilai yang 
tinggi untuk hidupnya. Hal ini merupakan kecenderungan umum pada 
diri manusia. 


1. Menyusun Pesan Persuasif 


Bertolak dari paradigma khalayalk aktif di negara demokrasi, 
sesungguhnya khalayaklah yang menentukan pesan politik yang harus 
disampaikan oleh para politikus dalam kampanyenya politiknya, baik 
dalam menggunakan retorika politik (pidato) maupun melalui media 
politik. Pesan politik disusun setelah mengetahui kondisi khalayak, hal 
itulah dapat disebut sebagai persuasi dalam arti yang sesungguhnya 
(positif). 

Syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam menyusun pesan 
politik yang bersifat persuasif ialah menentukan tema dan materi 
yang sesuai dengan kondisi dan situasi khalayak. Syarat utama 
dalam memengaruhi khalayak dari pesan tersebut ialah harus 
mampu membangkitkan perhatian, selain keinginan khalayak untuk 
menyaksikan politikus yang akan meyakinkan pesan-pesan politik 
tersebut. 


Harus disadari bahwa individu-individu dalam saat yang bersamaan 
selalu dirangsang oleh banyak pesan dari berbagai sumber, termasuk 
pesan politik. Akan tetapi, tidaklah semua rangsangan itu dapat 
memengaruhi khalayak karena tidak menimbulkan perhatian atau 
pengamatan yang terfokus. Artinya, tidak semua yang diamati dapat 
menimbulkan perhatian, kecuali pesan yang memenuhi syarat. 


WAnwar Arifin, Komunikasi Politik: Paradigma, Teori, Aplikasi, Strategi Komunikasi 
Politik di Indonesia (Jakarta: Balai-Pustaka, 2003), hlm. 161. 
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Selanjutnya, Wilbur Schramm mengajukan syarat-syarat 
berhasilnya pesan yaitu: (1) pesan harus direncanakan dan disampaikan 
sedemikian rupa sehingga pesan itu dapat menarik perhatian khalayak, 
(2) pesan haruslah menggunakan tanda-tanda yang sudah dikenal oleh 
komunikator dan khalayak sehingga kedua pengertian itu bertemu, (3) 
pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi dari pada sasaran dan 
menyarankan agar cara-cara tersebut tepat mencapai kebutuhan itu: 
dan (4) pesan harus menyarankan sesuatu jalan untuk memperoleh 
kebutuhan yang layak bagi khalayak." 


Syarat-syarat yang dikemukakan di atas pada prinsipnya hanyalah 
terdiri atas intensitas dan pokok persoalannya. Jika titerapkan dalam 
komunikasi politik, intensitas komunikasi politik dapat dilakukan, 
misalnya pada tanda-tanda komunikasi (sign of communication) dan isi 
komunikasi politik. Isi pesan komunikasi politik menarik perhatian 
apabila membuat pemenuhan kebutuhan pribadi (personal needs) dan 
kelompok (social needs) dalam masyarakat. Pesan politik hanya akan 
menarik perhatian selama ia memberikan harapan atau hasil yang kuat 
relevansinya dengan persoalan kebutuhan (needs) tersebut. 


Pesan yang dapat menimbulkan perhatian adalah pesan yang 
mudah diperoleh (availability) dan karena itu harus menyolok 
perbedaanya (kontrol) dengan pesan-pesan yang lain. Kedua pesan ini 
ditujukan terutama dalam penggunaan tanda-tanda komunikasi (sign 
of communication) dan penggunaan medium. 


Dengan demikian, pesan komunikasi politik itu harus mudah 
diperoleh khalayak, sebab dalam persoalan yang sama orang selalu 
memilih yang paling gampang, yaitu yang tidak terlalu banyak meminta 
energi atau biaya. Pesan yang disampaikan juga harus menggunakan 
tanda-tanda dan medium yang memiliki perbedaan yang tajam (kontrol) 
dengan keadaan sekitarnya sehingga ia kelihatan atau kedengaran 
sangat menyolok dan mudah ditangkap oleh pancaindra. Sesuatu yang 
menyolok itu disebabkan karena lebih nyaring, lebih terang, lebih besar, 
atau merupakan gerak yang tiba-tiba, perubahan pada suara tiba-tiba, 
intensitas dan irama. 


Anwar Arifin, Komunikasi Politik: Paradigma, Teori, Aplikasi, Strategi Komunikasi 
Politik di Indonesia (Jakarta: Balai-Pustaka, 2003), hlm. 163. 
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Jadi, kesimpulannya bahwa dalam komunikasi politik yang 
bertujuan mengubah sikap khalayak kepadanya harus disodorkan 
konsepsi yang positif, bukan konsepsi yang negatif. Memberikan hal-hal 
yang baik kepada khalayak yang sama sekali tidak mencela pendapat- 
pendapat dan sikapnya selama ini. 


Pesan politik akan lebih efektif jika tidak mempersoalkan 
masalahnya saja, melainkan menghubungkan masalah itu dengan 
orang-orang tertentu yang cukup dikenal, disegani, dan berpengaruh 
dalam masyarakat. Misalnya para pahlawan yang mengagumkan, dan 
tokoh masyarakat lainnya. Selain itu, masalah yang kurang penting atau 
prinsipal bagi khalayak biasanya lebih mudah diterima oleh khalayak. 
Sebaliknya, masalah yang prinsipal lebih atau yang penting (relevance- 
guotient) seperti masalah agama, keyakinan, atau ideologi politik akan 
mengalami kesukaran untuk diterima. Hal ini disebabkan masalah 
tersebut dianggap oleh khalayak suatu hal yang perlu pemikiran yang 
matang dan sungguh-sungguh. Selain itu, penggunaan bahasa dalam 
penyusunan perlu diperhatikan. Bahasa politik harus dibedakan dengan 
bahasa ilmiah. Bahasa politik harus lebih persuasif, dalam penyajian 
lisan harus menggunakan retorika atau seni bicara. Unsur-unsur 
persuasi dalam retorika telah dijelaskan bab yang lalu. 


Dalam pidato politik, pesan politik harus dilengkapi dengan pesan 
nonverbal (tidak terucapkan) berupa gerakan, pakaian, dan asesoris 
lainnya. Dalam bab yang lalu, telah dijelaskan bahwa pesan nonverbal 
menurut Mark L. Knapp (1972: 9-12) mempunyai fungsi repetisi 
(menolak), komplemen (melengkapi), dan eksentuadi (menegaskan) 
pesan-pesan politik yang sudah disajikan secara verbal. Selanjutnya, 
Dale G. Leathers menguraikan enam fungsi pesan non verbal yang 
sangat penting dalam komunikasi politik. Keenam hal tersebut ialah 
(1) menentukan makna dalam komunikasi antarpersonal, (2) perasaan 
dan emosi lebih cermat disampaikan lewat pesan nonverbal ketimbang 
pesan verbal, (3) menyampaikan makna dan maksud yang relatif bebas 
dari penipuan, distorsi, dan kerancuan: (4) meta komunikatif atau lebih 
memperjelas makna pesan, (5) lebih efisien, dan (6) sebagai sarana 
sugesti yang paling tepat.!$ 


Dale G. Leathers, Nonverbal Communication System (Sydney,1976), hlm. 4-7. 
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Ada enam jenis atau klasifikasi pesan nonverbal yang dapat 
digunakan dalam komunikasi politik yanng disesuaikan dengan kondisi 
khalayak, seperti yang disebutkan oleh Dencen dalam Rakhmat. Keenam 
jenis tersebut ialah: (1) kinetik atau gerak tubuh, (2) paralinguistik atau 
suara, (3) proksemik atau penggunaan ruangan personal dan sosial, 
(4) oflaksi atau penciuman, (5) sensivitas kulit, dan (6) faktor arti- 
faktual seperti busan dan kosmetik. Selanjutnya, Jalaluddin Rakhmat 
menyederhanakan keenam jenis pesan nonverbal itu ke dalam tiga 
jenis saja, yaitu visual, auditif, dan nonvisual-nonauditif.” Akhirnya, 
penyusunan pesan politik yang tepat sesuai dengan kondisi dan 
khalayaknya, sangat tergantung dari politikus dan partai politiknya. Jika 
politikus itu tidak cermat, pesan-pesan politiknya selain tidak mencapai 
tujuan juga dapat menjadi bumerang baginya. 


2. Menetapkan Metode 


Langkah strategis ketiga dalam upaya mencapai tujuan komunikasi 
politik, adalah memilih metode penyampaian dan metode menyusun 
ini pesan politik yang sesuai. Pemilihan metode dan media ini harus 
disesuaikan dengan bentuk pesan, keadaan khalayak, fasilitas, dan 
biaya. Dalam komunikasi politik dikenal adanya momentum penting 
yang harus dilewati yang hasilnya dapat diukur secara matematis, 
yaitu pemilihan umum. Suara yang diraih dalam pemilihan umum 
akan merupakan hasil konkret keseluruhan kerja politik termasuk 
komunikasi politik, khususnya yang berkaitan dengan metode yang 
digunakan. Dalam literatur ilmu komunikasi, dikenal beberapa metode 
yang dapat diterapkan dalam strategi komunikasi politik. Anwar Arifin 
telah menawarkan beberapa metode yang dapat dipilih sesuai dengan 
kondisi dan situasi khalayak, yaitu (1) redundancy, (2) canalizing, (3) 
informative, (4) persuasif, (5) educative, dan (6) cursive. 


Penerapan metode tersebut dalam komunikasi politik dapat 
berupa metode redundancy atau repetition, yang dapat diartikan sebagai 
upaya mempengaruhi dengan jalan mengulang-ulang pesan politik 
kepada khalayak seperti yang dilakukan dalam iklan perusahaan yang 


“Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi (Bandung: Rosdakarya, 1996), 
hlm. 305. 
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menawarkan barang dan jasa di dalam siaran radio dan televisi. Dengan 
metode ini, dapat manfaat yang dapat ditarik. Manfaat itu antara lain 
adalah khalayak akan lebih memperhatikan pesan itu, karena pesan 
dilakukan berulang dan kontras dengan pesan lain yang tidak diulang- 
ulang sehingga akan lebih menarik perhatian. Manfaat lainnya ialah 
khalayak tidak mudah melupakan pesan-pesan itu karena disampaikan 
secara berulang-ulang. Dengan metode repetition ini, komunikator 
politik dapat memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahan- 
kesalahn yang tidak disengaja dalam penyampaian-penyampaian 
sebelumnya. 

Kendatipun demikian, metode repetition ini pada tingkat tertentu 
akan kehilangan magisnya. Pengulangan yang dilakukan terlampau 
banyak, dapat menvapai titik kekenyangan (saturation point), menurut 
para pakar sebagai pengulangan yang berkelebihan. Manusia hanya 
memiliki kapasitas tertentu saja dalam menangkap atau menerima 
pesan yang ditujukan kepadanya (decoding eddiciency). Itulah sebabnya, 
penyampaian yang diulang-ulang dalam waktu dan frekuensi tertentu 
serta dengan variasi-variasi yang menarik tidak membosankan. 


Mengubah pendirian, pendapat, sikap, dan perilaku seseorang 
bukanlah hal yang mudah. Seperti yang telah dikemukakan di depan 
bahwa hal-hal yang mengikat individu dalam penerimaan rangsangan 
adalah kerangka acuan (frame of references) dan lapangan pengalaman 
(field of experience). Segala sesuatu yang tidak cocok dengan itu 
akan ditolak oleh khalayak. Oleh sebab itu untuk memengaruhi 
khalayak haruslah terlebih dahulu mengerti tentang kerangka 
acuan dan lapangan pengalaman dari khalayak tersebut, kemudian 
menyusun pesan dan metode yang sesuai dengan itu. Hal tersebut 
dimaksudkan agar khalayak pada permulaan dapat menerima pesan 
yang kita lontarkan kepadanya, kemudian secara perlahan-lahan dapat 
mengubah pemikiran dan sikap mereka ke arah yang kita kehendaki. 
Cara inilah yang disebut metode canalizing. Maksudnya, komunikator 
politik menyediakan saluran-saluran tertentu untuk menguasai motif- 
motif yang ada pada khalayak. 


Jadi, dalam proses komunikasi politik komunikator politik terlebih 
dahulu mengenal khalayaknya dan mulai melontarkan gagasan politik 
sesuai dengan kepribadian, sikap, dan motif khalayak. Dapat pula 
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komunikator politik memulai komunikasinya dengan cara memulai 
dari posisi khalayak berada (start where the audience) kemudian diubah 
sedikit demi sedikit ke arah tujuan komunikator politik. Juga termasuk 
dalam proses canalizing ialah memahami dan meneliti pengaruh 
kelompok terhadap individu atau khalayak. Seperti dijelaskan di atas, 
untuk berhasilnya komunikasi politik, haruslah dimulai dari memenuhi 
nilai-nilai dan standar kelompok dan masyarakat. Kemudian secara 
berangsur-angsur, mengubahnya ke arah yang dikehendaki. Apabila hal 
ini tidak mungkin, kelompok tersebut secara perlahan-lahan dipecah 
sehingga anggota kelompok itu sudah tidak memiliki hubungan yang 
erat. Dengan demikian, pengaruh kelompok akan menipis dan akhirnya 
akan hilang sama sekali. Dalam keadaan demikian, pesan politik yang 
dilontarkan akan mudah diterima oleh komunikan. 


Selain itu, dikenal juga satu teori dari K. Berlo seperti yang 
telah disinggung di muka, yaitu Inference Theory if Empathy atau teori 
penurunan dari penempatan diri kedalam diri orang lain. Artinya, 
komunikator mengandaikan dirinya (pribadi khayal) sebagai 
komunikan. Dengan adanya pribadi khayal ini, komunikator politik 
menemukan dan mengidentifikasi persamaan serta perbedaan dengan 
khalayak, selanjutnya komunikator politik itu dengan mudah pula 
melakukan penyesuaian diri dengan khalayak tersebut. Metode 
komunikasi yang dapat diaplikasikan dalam komunikasi politik 
adalah metode informatif, yaitu bentuk isi pesan yang bertujuan 
mempengaruhi khalayak dengan cara (metode) memberikan 
penerangan. Artinya, menyampaikan pesan yang sesuai dengan fakta, 
data, dan pendapat yang benar. Penerangan mempunyai fungsi (1) 
memberikan informasi tentang fakta semata-mata, juga fakta yabng 
bersifat kontroversial, atau (2) memberikan informasi atau menuntun 
khalayak ke arah pendapat tertentu. 


Jadi, dengan penerangan (information) berarti, pesan-pesan 
yang dilontarkan, berisi tentang fakta dan pendapat yang dapat 
dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan demikian, komunikan 
diberi kesempatan untuk menilai, menimbang-nimbang, dan mengambil 
keputusan atas dasar pemikiran yang sehat. Metode ini lebih ditujuakan 
kepada penggunaanakal pikiran khalayak dan dilakukan dalam bentuk 
pernyataan berupa keterangan, penerangan, dan berita. 
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Metode lain yang sangat penting dalam komunikasi politik ialah 
metode persuasif (persuasif), yaitu memengaruhi khalayak dengan 
cara membujuk. Dalam hal ini, khalayak akan diduga jalan pikirannya, 
dan terutama perasaannya. Metode persuasif ini merupakan satu 
cara untuk memengaruhi khalayak dengan jalan tidak memberi 
kesempatan untuk berpikir kritis. Bahkan kalau perlu, khalayak itu 
dapat terpengaruh secara tidak sadar (suggestive). Dengan demikian, 
penggunaan metode ini menganjurkan komunikator agar terlebih 
dahulu menciptakan situasi di mana komunikan mudah terkena 
sugesti (suggestible). 


3. Memilah dan Memilih Media 


Penggunaan medium (tunggal) atau media (jamak) dalam komunikasi 
politik, perlu dipilah dan dipilih dengan cermat agar sesuai dengan 
kondisi dan situasi khalayak, dengan memperhatikan sistem komunikasi 
politik di suatu negara bangsa. Hal ini merupakan langkah strategis 
yang sangat penting, setelah mengenal khalayak, untuk penyusunan 
pesan dan menetapkan metode. 


Sesuai dengan eksistensi media sebagai perpanjangan indera 
manusia McLuhan, dengan sendirinya medium atau media hanya 
diperlukan untuk komunikasi jarak jauh. Untuk komunikasi jarak dekat 
atau tatap muka (komunikasi antarpersona kelompok), tentu media 
tidak diperlukan. Khusus untuk berkomunikasi jarak jauh dengan 
orang banyak (masa), diperlukan media massa atau media interaktif 
(internal). 


Dalam komunikasi politik, seluruh media dapat digunakan karena 
tujuannya adalah membentuk dan membina pendapat umum, serta 
mempengaruhi pemberi suara dalam pemilihan umum. Selain itu, 
komunikasi politik juga bertujuan mempengaruhi kebijakan atau 
keputusan dalam pembuatan peraturan dan perundang-undangan. 
Itulah sebabnya semua bentuk kegiatan komunikasi politik diperlukan 
seperti lobi, tindakan, retorika, public relation politik, dan komunikasi 
massa. Artinya, semua jenis media diperlukan dalam proses komunikasi 
politik. 


8McLuhan, Understanding Media (New York, 1964), hlm. 87. 
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Telah dijelaskan bahwa media terdiri atas media yang dapat dilihat 
oleh mata saja (visual media) seperti surat kabar, majalah, poster, 
dan spanduk, serta media yang hanya dapat didengar saja (the audial 
media), seperti radio, telepon, sirene, dan gendang. Selain itu, terdapat 
juga media yang dapat ditangkap oleh mata dan telinga sekaligus dan 
bahkan kelihatan hidup (audio-visual media), seperti film dan televisi, 
serta media interaktif melalui jaringan komputer (internal) atau yang 
disebut cyber media. 


Penggunaan salah satu di antara semua media yang tersedia 
itu sangat tergantung pada kebutuhan atau kemampuan khalayak 
menerima dan mencerna pesan-pesan politik yang akan disampaikan. 
Jadi, media didasarkan pada kemampuan, kebutuhan, dan kepentingan 
serta lokasi khalayak yang dijadikan sasaran komunikasi politik. 
Apalagi, setiap media memiliki keunggulan dan kelemahan masing- 
masing. Radio, misalnya, sebagai media yang hanya dapat ditangkap 
oleh telinga saja, memiliki kekurangan yang mendasar, karena siaran 
radio bersifat einmalig atau sekali jalan. Artinya, isi siaran hanya 
dapat didengar sekali saja, dan sesudah itu hilang dan tidak dapat 
didengar lagi. Selain itu, siaran radio sangat terikat oleh waktu, karena 
sekali pesan itu disampaikan berarti sudah lepas dari sumbernya, dan 
tidak dapat dikoreksi lagi serta mempunyai waktu siaran tertentu. 
Meskipun demikian, siaran radio memiliki sejumlah keunggulan, 
terutama karena radio memiliki aspek bunyi suara manusia sebagai 
ciri utamanya, sehingga media ini mempunyai sifat persuasif yang 
tinggi, dan mampu menciptakan keakraban dengan khalayak. Justru 
itulah khalayak dapat berpartisipasi dalam kesempatan yang bersifat 
seremonial. Para pendengar dapat memperoleh sesuatu perasaan 
partisipasi personal dari radio, yang dapat menimbulkan approach 
untuk face to face contact. 


Lazarsfeld, Bersons, dan Gaudad, dalm Arifin, (1998: 100) selanjutnya 
mengatakan bahwa khalayak menerima siaran radio sebagai kesempatan 
seremonial dan pendengar mempunyai sense of personal access, corak 
partisipasi yang hidup. Selain itu, siaran radio memiliki pendekatan untuk 
face to face contact. Kemudian L.W.Dood menambahkan lagi bahwa radio 
mempunyai keunggulan yang unik, dibanding dengan media cetak, yakni 
kecepatannya, terutama mengenai penyebaran atau penyiaran berita. Selain 
itu, para pendengar radio dapat membentuk dirinya sebagai kelompok, 


160 Komunikasi Politik Perspektif Komunikasi Islam 


karena secara simultan para pendengar itu menggabungkan diri dalam 
mendengarkan materi yang sama. Kemudian, kelompok tersebut dapat 
mengembangkan dan memperkuat sugestibilitas dari khalayak itu. 


Surat kabar dan majalah memang memiliki kelemahan besar, karena 
hanya dapat dibaca dan tidak memiliki aspek bunyi suara manusia 
seperti radio, sehingga kurang persuasif dan aspek hiburannya amat 
lemah. Surat kabar dan majalah hanya dapat disimak oleh khalayak 
yang berpendidikan dan memiliki kebiasaan membaca (reading ebility) 
yang tinggi. 

Meskipun demikian, surat kabar, majalah, atau pers dalam 
arti yang sempit memiliki keunggulan lain sebagai alat komunikasi 
massa, yang memiliki medium dari golongan the printed writing (yang 
berbentuk tulisan) atau medium dari golongan the visual media (yang 
hanya dapat ditangkap oleh mata), dalam memengaruhi pikiran dan 
perilaku khalayak. Menggugah dan menyentuh emosi dan sentimen 
khalayak, surat kabar dan majalah hanya bersifat sederhana dan tidak 
terlalu mengikat khalayak dalam penerapannya. Surat kabar dan majalah 
relatif lebih mampu menyampaikan materi yang panjang dan masalah 
yang kompleks. Dengan demikian, media massa menghendaki kondisi 
intelegensi tertentu dan kemampuan membaca dari khalayak yang 
bersangkutan. 


Jadi, kompleksitas dan panjangnya materi ditambah pula variasinya 
yang tidak terbatas, sangat berpengaruh pada penerimaan khalayak 
terhadap materi yang disuguhkan kepadanya. Hal ini berarti, bahwa 
jika ada materi pesan politik yang panjang dan kompleks, maka materi 
tersebut lebih baik disajikan melalui surat kabat dan majalah dibanding 
media lain. 


Selanjutnya, Lazarfeld L. W. Dood dan Berelson dalam Arifin, 
mengemukakan bahwa surat kabar dan majalah memberikan 
kesempatan kepada pembaca untuk memilih materi yang sesuai dengan 
kemampuan dan kepentingannya. Bahkan, pembaca lebih lanjut dapat 
membacanya, kemudian melanjutkannya lagi. Juga, pembaca dapat 
membuat ikhtisar atau ringkasan kalau dianggap perlu. Itulah sebabnya 


Anwar Arifin, Komunikasi Politik: Paradigma, Teori, Aplikasi, Strategi Komunikasi 
Politik di Indonesia (Jakarta: Balai-Pustaka, 2003), hlm. 177. 
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keunggulan surat kabar dan majalah tidak dijumpai pada medium yang 
lain, seperti radio, film, dan televisi.? 


C. Opinion Leader dalam Komunikasi Politik 


Opinion leader merupakan salah satu aspek yang tak bisa dipisahkan saat 
mengkaji komunikasi politik. Kajian tentang pemimpin opini di awal 
perkembangannya muncul di Amerika seperti yang pernah ditunjukkan 
oleh Paul Lazarfeld dan kawan-kawan. Oleh karena itu, model-model 
arus informasi yang lebih mendekati untuk membahas pemimpin 
opini ini adalah model two steps flow. Asumsi dasarnya, media massa 
tidak langsung mengenai audience, tetapi melalui pemimpin opininya. 
Kemudian, pemimpin itu meneruskan informasi tersebut kepada para 
pengikutnya. Memang benar bahwa di satu sisi, pemimpin opini masih 
punya pengaruh yang kuat di dalam usaha memengaruhi sikap dan 
perilaku pengikutnya, tetapi di sisi lain audience (atau pengikut) sering 
menentukan sikap dan perilakunya sendiri. 


Pemuka pendapat (opinion leader) yang dimaksud di sini, yakni 
seseorang yang relatif sering dapat memengaruhi sikap dan tingkah 
laku orang lain untuk bertindak dengan cara tertentu, secara informal. 
Mereka ini (pemuka pendapat) sering diminta nasihatnya dan 
pendapatnya mengenai sesuatu hal oleh anggota masyarakat lainnya. 
Pemuka pendapat punya pengaruh terhadap proses penyebaran inovasi, 
mereka bisa mempercepat diterimanya inovasi oleh anggota masyarakat 
tetapi bisa pula mereka menghambat tersebarannya inovasi ke dalam 
sistem masyarakat.' 


1. Opinion Leader dalam Kehidupan Politik 


Selama ini kalian tentang pemimpin opini lebih banyak dikaitkan 
dengan perannya dalam masyarakat. Ini artinya, peran pemimpin opini 
lebih banyak dikaitkan dengan bahasan dalam bidang sosial. Padahal, 
pemimpin opini juga bisa dikaji dalam bidang politik. Pemimpin 


20Jbid. 
21Rogers dan Shoemaker, Communication of Innovation (New York: The Free 
Press, 1978), hlm. 31. 
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opini mempunyai otoritas tinggi, serta mampu menentukan sikap 
dan perilaku pengikutnya. Mereka diikuti bukan dari kedudukan atau 
jabatan politik, tetapi karena kewibaan, ketundukan, kharisma, mitos 
yang melekat padanya atau karena pengetahuan, serta pengalaman yang 
dimilikinya. Sebab, banyak para pemimpin politik yang mempunyai 
kedudukan dihormati dan disanjung lebih karena kedudukan atau 
jabatannya saja. 


Dalam beberapa hal, Ibu Megawati dan Gus Dur bisa ditempatkan 
sebagai pemimpin opini dalam politik. Sebab, dua orang itu bisa 
menentukan sikap dan perilaku pengikutnya pada gambar atau 
tokoh siapa aspirasi politik warga masing-masing harus menentukan 
pilihannya. 

Mengapa Gus Dur dan Megawati dianggap sebagai pemimpin 
opini? Setidaknya, ada tiga alasan yang menyertainya: Gus Dur 
dan Ibu Megawati menjadi panutan pengikutnya. Mereka ikut 
menentukan apa yang harus dilakukan para pengikutnya. Peran 
kedua orang itu juga mengukuhkan bahwa media massa punya 
pengaruh yang sangat kecil di dalam memengaruhi sikap dan perilaku 
masyarakatnya.? Hubungan antara pemimpin opini dalam politik 
dengan masyarakat di Indonesia, bisa ditarik benar merah sebagai 
berikut: Pemimpin sangat berpengaruh di dalam memengaruhi proses 
kebijakan politik di Indonesia. Pemimpin opini juga bisa menolak 
kebijakan pemerintah. Pemimpin opini tidak boleh dipandang sebelah 
mata agar berbagai keinginan pemerintah, misalnya pembangunan 
belum berhasil. 


2. Opinion Leader dalam Kehidupan Sosial 


Peran opini dalam kehidupan soial di Indonesia juga tidak bisa dibilang 
rendah. Karena pemimpin opini sangat dipercaya masyarakatnya, ia 
ikut menentukan perilaku masyarakatnya. Di Indonesia, pemimpin 
opini ikut menentukan apakah program Keluarga Berencana (KB) 
yang dikampanyekan pada tahun 70-an oke atau tidak. Nyata bahwa 
keokean program KB tidak lepas dari pemimpin opini. 


2Nurudin, Sistem Komunikasi Islam (Jakarta, Rajawali, 2004), hlm. 172-173. 
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Ini bisa dilihat dari perkembangan penurunan angka kelahiran 
rata-rata penduduk di Indonesia. Pada periode 1961-1971 pertambahan 
penduduk rata-rata setahun sebesar 2,190 pada periode 1971-1980 
sebear 2,329o, dan pada periode 1980-1990 menurun menjadi 1,987 
(Masri Singarimbun 1996: 3). Mekipun Singarimbun tidak menyebutkan 
tidak menyebutkan secara eksplisit apa yang memengaruhi penurunan 
angka kelahiran rata-rata per tahun, dalam hal ini pemimpin opini bisa 
dianggap sedikit perannya. Ini artinya bahwa pemimpin opini (terutama 
di desa) akan menjadi faktor utama berhasil tidaknya penurunan angka 
kelahiran yang menjadi salah satu program KB. 


Pemimpin opini juga berperan di dalam menentukan hari apa yang 
baik untuk mencocok tanam bagi warga desa. Bukan berarti warga desa 
khususnya tidak mengetahuinya, tetapi meminta legitimasi pemimpin 
opini akan lebih mantap daripada diputuskan sendiri. Apalagi tidak 
jarang para pemimpin opini itu melegetimasi dirinya dengan “ Kekuatan 
gaib” Misalnya, ketika ada orang meminta bantuan “kekuatan gaib” 
sebelum memutuskan. Cara seperti ini, tentu akan semakin menguatkan 
kedudukan pemimpin opini di mata pengikutnya. 

Peran seorang kiai dalam kehidupan masyarakat sebagai salah 
satu agen perubahan. Clifford Geertz dalam bukunya The Jaranese Kiai: 
The Changing Roles of A Cultural Broker Comparative Studies in society 
and History mengatakan bahwa kiai hanya berperan sebagai makelar 
budaya (cultural broker). Ini artinya, pengaruh kiai hanya terletak pada 
pelaksanaan fungsi makelar. Bahkan secara politik kiai tidak mempunyai 
pengalaman dan keahlian tak mampu memimpin dengan baik hubungan 
masyarakat-bangsa yang modern. Tesis ini sudah banyak digugat oleh 
banyak peneliti, salah satunya adalah Hiroko Horikushi. Tesis yang 
ditulis pada 1976 ini menyatakan bahwa kiai telah berperan sebagai 
pengambil keputusan menggerakkan orang desa untuk mendukung 
keputusan masyarakat. 


Kiai berperan dalam perubahan dalam sosial dengan keunggulan 
kreativitasnya, yakni “adaptis-kreatif” dengan kemampuannya 
memelihara yang baik tradisi lama dan mengambil yang lebih baik dari 
perubahan yang baru. Sehingga, dalam hal ini secara langsung atau 
tidak kiai telah berperan dalam memelihara keteraturan sosial dan 
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kontiunitas sosial.8 Kiai punya alasan dikatakan sebagai pemimpin 
opini yang punya kekuatan. Setidaknya, bisa dilihat dari dua hal: 1) 
Memiliki kemanpuan perasaan kemasyarakatan yang dalam dan tinggi 
(highty developed sosial sence): dan 2) selalu melandaskan sesuatu pada 
kesepakatan bersama (general consensus). 


Kiai dianggap orang yang punya pengaruh karena keilmuannya. Ia 
ahli dalam bidan agama sehingga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. 
Bahkan ia menjadi patron masyarakat atau ia sanggup melayani 
kliennya (masyarakat). Bahkan ia bisa berperan sebagai pressure group 
dan ruling class di pedesaan. Ia mampu menolak kebijakan pemerintah 
yang bertolak belakang dengan adat istiadat, aspirasi, atau norma 
di wilayahnya. Ia dengan kemampuan kharismatisnya melakukan 
perlawanan (pressure group) terhadap kebijakan tertentu. 


a. Masa Depan Opinion Leadership di Indonesia 


Bagaimana masa depan kepemimpinan opini di Indonesia. Untuk 
menjawab pertanyaan ini, Nurudin menyatakan setidak-tidaknya ada 
empat poin penting: Masuknya teknologi komunikasi di pedesaan, telah 
menyebabkan munculnya jarak sosial antara pemimpin opini dengan 
masyarakatnya.“ 


Dengan masuknya teknologi komunikasi pula, hubungan intim 
yang selama ini terbina antara pemimpin opini dengan masyarakat 
atau antara masyarakat itu sendiri sudah kian memudar. Tak 
bisa dipungkiri, teknologi komunikasi yang masuk ke desa telah 
mengubah muatan penting dalam komunikasi. Meskipun terancam 
keberadaannya, yang disebabkan oleh tingkat pendidikan yang kian 
meningkat atau masuknya teknologi komunikasi, pemimpin opini 
di Indonesia masih sangat berperan dalam memengaruhi sikap dan 
perilaku pengikutnya di desa. 


Selanjutnya, ada tujuh ciri pemimpin opini beserta proses 
komunikasi yang dijalankan, seperti uraian berikut. 


26oelaiman, Dinamika Masyarakat Transisi (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998), 
hlm. 147. 
2Tbid., hlm. 182-183. 
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Pertama, komunikasi intrapersonal mempunyai struktur 
jaringan yang telah tertentu (umpamanya, kerabat, keluarga besar, 
suku dan sebagainya) yang sangat kuat, karena ikatan yang telah 
lama ada, kebiasaan-kebiasaan setempat yang telah lama tertanam, 
dan sebagainya dan setiap struktur mempunyai pemuka-pemuka 
pendapatnya. Kedua, Komunikasi di dalam masyarakat Indonesia 
ditandai oleh ciri-ciri sistem komunikasi feodal. Ada garis hierarki 
yang ketat sebagai bawaan dan sistem tradisional, pemuka pendapat 
sudah tertentu dan mempunyai pengaruh yang jelas, sementara arus 
komunikasi cenderung berjalan satu arah. 


Ketiga, pemuka-pemuka pendapat ini, dianggap telah dikenali 
dan dapat diketahui dengan mudah dan fungsi mereka masing-masing 
dalam pranata-pranata informal yang telah berakar dalam masyarakat 
seperti alim ulama, pemuka adat, guru swasta, atau pendidikan 
informal, dukun dan yang sejenisnya. Keempat, sejalan dengan 
itu jaringan komunikasi yang ada dalam masyarakat juga dengan 
sendirinya dianggap telah dikenali pula, yaitu jaringan yang berkaitan 
dengan masing-masing jenis pranata atau pemuka pendapat tersebut, 
seperti jaringan atau jalur komunikasi keagaamaan, adat. Pendidikan 
informal, kesehatan tradisional, dan lain sebagainya. Kelima, pemuk- 
pemuka pendapat tidak hanya mereka yang memegang fungsi dalam 
pranata informal masyarakat, tetapi juga pemimpin-pemimpin formal, 
termasuk menempati kedudukan karena ditunjuk dari luar. 


Keenam, pemuka pendapat di Indonesia bersifat polimorfik, 
yaitu serba tahu atau tempat menanyakan segala rupa hal. Adanya 
asumsi ini terlihat dari kecenderungan untuk menyalurkan segala 
macam informasi (politik, pertanian, keluarga berencana, wabah, 
dan sebagainya) kepada para pemuka pendapat yang sama. Ketujuh, 
Pemuka pendapat pasti akan meneruskan informasi yang diterimanya 
kepada para pengikutnya, meskispun dengan perubahan-perubahan. 
Terkadang pula dalam hal ini adalah para pemuka itu cukup dekat 
dengan jaringan pengikutnya. 
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b. Zaman Revolusi: Komunikasi Politik Berifat Satu Arah/Top Down 


Sistem dan budaya politik Demokrasi Pancasila praktis belum hadir, 
dan bersamaan dengan itu, komunikasi politik yang berakar, hidup, 
dan bersamaan dengan itu, komunikasi politik yang berakar, hidup dan 
berkembang di dalamnya dengan sendirinya juga belum memperlihatkan 
sosoknya. Yang ada adalah sistem, budaya dan komunikasi politik 
revolusi yang kadang-kadang memperlihatkan kehadiran gejala-gejala 
anarkisme yang membahayakan. 


Komunikasi politik yang berkembang di zaman revolusi, boleh 
dikatakan didominir oleh charisma dwitunggal Soekarno-Hatta, 
terutama Soekarno, sebagai pemimpin dan simbol revolusi. Secara jujur, 
kita akui bahwa komunikasi politik di zaman revolusi lebih banyak 
bersifat satu arah, yaitu dari atas ke bawah. Sifat komunikasi politik 
yang cenderung satu arah, dari atas ke bawah, ini rupanya memang 
merupakan jawaban yang tepat untuk menyelamatkan revolusi, bangsa, 
dan negara dari ancaman bahaya serangkaian kemelut politik yang 
menjerus ke arah anarkisme. Benih-benih pertentangan ideologi yang 
makin tumbuh dan berkembang pada waktu itu. Jika dibiarkan begitu 
saja, dapat melemahkan perjuangan bangsa dan negara kita membela 
kemerdekaan di mana mereka berdua adalah proklamatornya. 


c. Zaman Demokrasi Liberal 


Di zaman Demokrasi Liberal, kehidupan politik bangsa dan negara kita 
mengalami suasana kebebasan yang luar biasa. Nyaris tak terbatas atau 
hampir tak terkendali. Sistem politik yanga ada dan berlaku memiliki 
kecenderungan yang keras ke arah anarkisme, labil, dan jauh dari sehat. 
Ancaman bahaya perpecahan selalu mengintai. Konsensus nasional 
sulit dicapai, karena kepentingan nasional biasanya dikalahkan oleh 
kepentingan partai atau golongan yang bersifat primordial. Krisis politik 
terus berlanjut, kadang-kadang diwarnai oleh percobaan kudeta, upaya 
asasinasi, dan pemberontakan berdarah. Hal ini sekaligus mencerminkan 
kehadiran budaya politik yang amat diwarnai oleh sikap dan tingkah 
laku politik yang cenderung anarkis, yaitu mau benar dan mau menang 
sendiri. Budaya politik semacam ini diperkuat oleh komunikasi politik 
yang berakar,hidup, dan berkembang di dalamnya. 
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Bagaimana pun juga, Pancasila yang boleh dikatakan masih menjadi 
pandangan hidup atau ideologi resmi bangsa dan negara kita pada waktu 
itu, menemukan dirinya berada dalam posisi yang sangat lemah sebagai 
lem perekat kehidupan bersama mereka. Dalam realita kehidupan 
politik, ia terbenam dalam, kalaulah tidak dapat dilumpuhkan atau 
dikalahkan oleh hiruk-pikuknya suasana liberalism yang hidup dan 
makin berkembang ke arah anarkisme pada zaman itu. 


Suasana liberalisme yang nyaris anarkis itu, merangsang 
pertentangan ideologi dan politik yang tajam, yang pada gilirannya 
membawa bangsa dan negara kita ke dalam kancah kemelut politik 
yang berkepanjangan yang mengancam keberlangsungan hidupnya. 
Komunikasi politik yang ada dan berlaku berperan penting dalam 
memelihara, menghadapi, dan mengembangkan suasana kehidupan 
politik yang jauh sehat. Ia ikut berperan dalm mengembangkan sikap dan 
tingkah laku saling mencurigai, saling memburukkan dan membenci, 
yang mudah bermuara pada sikap dan tingkah laku saling memusuhi. 
Hal ini tercermin dengan jelas antara lain dalam halaman-halaman 
surat kabar dan majalah, dalam suasana rapat, konferensi, kongres dan 
rapat umum yang diselenggarakan oleh orpol dan ormas, dan dalam 
kampanye-kampanye pemilu 1955. 


Komunikasi politik didominir oleh isi yang merangsang sikap dan 
tingkah laku emosional-konfrontatif. Komunikasi politik yang bersifat 
rasional persuasif bukannya tidak ada, tetapi hanya pada kalangan 
yang amat terbatas sehingga tenggelam oleh hiruk pikuknya suasana 
yang dikembangkan oleh komunikasi politik yang bersifat emosional- 
konfrontatif. 


Paling kurang ada dua dimensi peran komunikasi politik yang 
menyeret dan memperburuk suasana liberalism ke arah anarkisme di 
zaman Demokrasi Liberal. Pertama, komunikasi politik sangat berperan 
memperkuat ikatan batin atau emosional yang didasari oleh kesamaan 
ideologi atau primordalisme (apalagi kalau keduanya menyatu atau 
menunggal). Komunikasi politik vertikal ini, biasanya lebih banyak 
bersifat dari atas ke bawah, mengembangkan hubungan emosional yang 
dalam yang menjurus ke arah cinta buta atau pengkultusan pemimpin 
oleh para pengikutnya. Kedua, secara horizontal komunikasi politik 
berperan penting dalam merangsang emosional-konfrontatif antara 
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partai dan golongan yang bersaing, sebagaimana tercermin dalam 
pertentangan ideologi dan politik yang tajam. Sikap dan tingkah laku 
mereka saling memburukkan, mendiskreditkan, mencurigai. Bahkan 
saling memusuhi lawan ideologi dan politik. Berdasarkan uraian di 
atas, dapat kita lihat bagaimana dua dimensi peran komunikasi politik 
di zaman Demokrasi Liberal menyeret atau memperburuk suasana 
liberalism ke arah anarkisme. 


d. Kondisi Komunikasi Politik di Era Orde Baru 


Perkembangan sukses komunikasi politik ini, juga diwarnai oleh 
atau berjalinan dengan cerita yang kurang begitu menggembirakan. 
Kadang-kadang, kita terlihat bahwa komunikasi politik kita nyaris lepas 
kendali. Pada waktu-waktu kampanye ini, komunikasi politik yang 
terjadi secara intens sekali mudah tergelincir atau kehilangan kontrol, 
terutama komunikasi politik dalam bentuk tatap muka di rapat-rapat 
umum beserta pawai-pawai yang menggerakkan massa yang mudah 
merangsang suasana emosional-konfrontatif. 


Sejauh ini, komunikasi politik kita tampak belum begitu berhasil 
merangsang bekerjanya mekanisme demokrasi yang wajar dan sehat 
dalam banyak parpol dan ormas kita. Dulu, hal itu sebagian penting 
mungkin disebabkan oleh adanya campur tangan dari luar, yaitu dari 
apa yang disebut sebagian orang atau sebagai pusat-pusat kekuasaan 
yang berada di luar orpol atau ormas itu. Dalam perkembangannya, 
kecenderungan untuk campur tangan dari pihak luar itu sudah 
sangat berkurang. Bahkan kalangan pemerintah tampak ada masih 
memperlihatkan kecenderungan yang cukup dari kalangan dalam 
sebagian orpol dan ormas untuk mengundang pihak luar atau 
pemerintah mencampuri urusan mereka, antara lain karena sebagian 
tokohnya masih merasa perlu mencari gantungan buat menjamin 
posisi dan kedudukannya. Kembali pada segi posistif dari komunikasi 
politik yang berkembang selama Orde Baru ini, antara lain melihat 
berhasilnya bangsa mengurangi primordalisme dan sekaligus 
mempertinggi tingkat aspirasi dan kepentingan nasional dalam isi 
komunikasi politik mereka. 
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e. Partisipasi dan Teladan Politik Islam 


Menyoal relevansi kajian politik dan tingkat partisipasi politik umat 
Islam harus jadi teladan politik dalam partisipasi politik umat Islam 
harus menjadi sumber nilai dan tauladan dalam partisipasi politik, serta 
pelopor dalam amar ma'ruf nahi mungkar yang menyuarakan nilai-nilai 
moral, kebenaran dan keadilan. Umat Islam sudah selayaknya berperan 
menjalin ukhuwah Islamiyah, serta persatuan dan kesatuan, khususnya 
dalam menghadapi situasi dan kondisi pada Pemilu 2004 nanti, karena 
demokrasi tidak ada gunanya tanpa persatuan dan kesatuan. 

Menyikapi realitas ini sejatinya para pemimpin Partai Politik 
agar dapat mengarahkan dan mengendalikan satgas dan kadernya 
sesuai dengan rule of laws, serta memegang komitmen antara KPU, 
Partai Politik dan Polri dalam menyukseskan pelaksanaan kegiatan 
politik. Dalam hal ini, perlu bertindak sesuai dengan rule of laws 
dan komitmen, serta mengambil tindakan tegas bagi para pengacau 
baik dari dalam maupun dari luar negeri. Bangsa Indonesia tengah 
memasuki Tahun Baru Islam 1425 Hijriyah yang di dalamnya ada 
agenda-agenda politik yang memerlukan konsentrasi kita semua, 
khususnya kota Jakarta sebagai ibukota negara yang merupakan 
arena sentral interaksi politik. 


Interaksi politik semakin tajam diakibatkan oleh tingkah laku 
para elit politik, sebagaimana kita saksikan bersama bagaimana 
manuver para politisi dalam memperjuangkan kepentingannya untuk 
mencapai “tangga kekuasaan” yang menjadi target partai politik. 
Belajar dari pengalaman sejarah situasi pemilu di Indonesia selalu 
membawa ekses. Apalagi dalam Pemilu 2004 lalu dapat diprediksikan 
munculnya berbagai peristiwa, baik konflik maupun ketegangan. 
Fenomena yang kita lihat selama ini, menunjukkan bahwa para elit 
politik masih banyak yang belum menjunjung tinggi rule of laws, 
komitmen terhadap akhlak dan moral berpolitik, serta kurangnya 
konsolidasi demokrasi yang mengakibatkan demokrasi kebablasan. 
Sebagai bangsa yang relegius kita masih optimis bahwa ada kekuatan 
yang mendorong bangsa ini untuk bangkit dan keluar dari berbagai 
kemelut yang membelenggu selama ini, baik kemelut politik, ekonomi 
dan sebagainya, yakni kekuatan dari Allah Swt. 
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Proses politik diharapkan menghasilkan para pemimpin yang 
amanah dan berakhlak, serta mampu membawa bangsa ini keluar dari 
krisis multidimensional. Karena, masalah kepemimpinan dewasa ini 
merupakan kunci utama dalam menuju negara dan masyarakat yang 
bermoral sehingga bangsa ini dapat hijrah dari masa krisis menuju 
masa yang cemerlang Baldatun Thoyybatun Warabbun Ghofur. Peranan para 
pemimpin sungguh sangat menentukan dalam kehidupan masyarakat, 
karena rusaknya rakyat akan rusak pula penguasa, dan rusak penguasa 
karena rusak ulamanya. Harapan itu untuk menyaksikan jalannya 
Pemilu yang aman, damai dan sukses menghasilkan pemimpin yang 
bisa menjadi teladan, sehingga teladan yang baik akan memberikan 
hasil yang baik, dan demikian pula sebaliknya. Pemimpin yang dapat 
berlaku adil, serta dapat mempersatukan bangsa Indonesia, bukannya 
sebaliknya (membuat perpecahan dan permusuhan). 


D. Implementasi Prinsip Politik Islam 


1. Prinsip Musyawarah 


Musyawarah bukanlah sesuatu hal yang baru bagi Islam, sebab Nabi 
Muhammad Saw. sendiri selama hidupnya senantiasa mengamalkannya. 
Dengan musyawarah, maka Islamic political cause dapat diperjuangkan. 
Sehingga kepentingan-kepentingan Islam dalam arti yang luas 
akan padat terlindungi dengan baik. Islam menggunakan istilah 
musyawarah ini sebagai pondasi utama dalam kehidupan politik, di 
samping elemen-elemen lain yang juga berperan penting.2 Al-Our'an 
mengajarkan kepada kita tentang pentingnya. Nurcholish Madjid 
memberikan komentar tentang ayat 38 di atas, bahwa musyawarah, 
merupakan kata kunci dalam pengelolaan umat, dan menunjukkan cara 
ideal yang harus ditempuh oleh seseorang dalam berbagai urusannya, 
sehingga di satu pihak, ia tidak terlalu egoistis dan di pihak lain ia tidak 
mudah meninggalkan tanggung jawab yang dibebankan atas dirinya, 


2Afan Gaffar, Islam dan Demokrasi: Pengalaman Empirik yang Tertindas Dalam 
Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 tahun Prof Dr. Munawir Sjadzali, MA (Jakarta: 
Paramadina, 1995), hlm. 348. 
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dan sebagai pribadi yang dalam perkembangannya akan diperhatikan 
dalam pandangan Tuhan.? 


Prinsip ini, sepenuhnya dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Saw. 
dalam kehidupannya, baik sebagai pribadi, maupun sebagai bagian dari 
kelompok masyarakat, dan sepenuhnya diikuti oleh para penguasa pada 
masa awal Islam, yakni masa Khulafa Al-Rasyidin. Secara fungsional, 
musyawarah adalah untuk membicarakan kemaslahatan masyarakat dan 
masalah-masalah yang berkaitan dengan masa depan pemerintahan. 
Dengan musyawarah, rakyat akan menjadi terdidik dalam mengeluarkan 
pendapat dan mempraktikkannya. 


Dalam Musyawarah terkandung sejumlah elemen yang dengan 
sendirinya akan kita temukan berkaitan dengan proses politik, yaitu 
apa yang disebut dengan istilah partisipasi, kebebasan, keadilan, dan 
persamaan. Hal ini karena tidak mungkin sebuah musyawarah itu 
dijalankan tanpa kehadiran elemen-elemen tersebut. Ikut sertanya 
seseorang dalam proses musyawarah untuk memutuskan sebuah 
perkara atau persoalan-persoalan yang sedang dihadapi, dengan 
sendirinya secara substansi mempunyai makna partisipasi politik. 
musyawarah juga tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya kebebasan 
untuk menyatakan pendapat. Unsur yang berkaitan erat dengan adanya 
keadilan dan tak kalah pentingnya dalam musyawarah dalam rangka 
mengambil keputusan itu, haruslah didasari oleh semangat persamaan 
atau eguality.” 


Musyawarah sebagai institusi politik merupakan perpanjangan 
dari tradisi orang-orang Arab yang selalu bermusyawarah dalam 
menyelesaikan urusan-urusan kabilah atau daerah-daerah mereka. 
Institusi musyawarah yang dikenal sebelum Islam datang adalah 
sebagai urat nadi yang kegiatannya berpusat di Dar Al-Nadwah. Tradisi 
ini, dilestarikan oleh Islam sebab sejalan dengan dasar-dasar ajaran 
Islam.? Ketika Nabi Muhammad Saw. masih berusia belia, beliau 


2Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban (Jakarta: Paramadina, 1992), 
hlm. 12. 

2Afan Gaffar, Op., Cit., hlm. 350. 

2Departemen Agama RI, Ensiklopedia Islam (Jakarta: Djambatan, 1993), hlm. 
1165. 
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sudah ikut berpartisipasi dalam musyawarah yang dilakukan oleh 
orang-orang Ouraisy Mekkah, misalnya keterlibatannya dalam Hilf 
al-Fudhul, yaitu perjanjian yang bertujuan untuk melindungi hak-hak 
orang tertindas. Peristiwa itu terjadi pada dua puluh tahun sebelum 
kerasulan Muhammad.? 


Pada perkembangan selanjutnya, Muhammad selalu menerapkan 
musyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya 
terutama setelah beliau diangkat menjadi Nabi, sehingga pada 
saat itu masyarakat Arab dianggap sebagai cikal bakal penyusunan 
emperium dunia Islam. Dalam hubungan ini, Robert N. Bellah, 
seorang ahli sosiologi agama kenamaan mengatakan bahwa, di bawah 
kepemimpinan Muhammad masyarakat Arab ketika itu, telah membuat 
lompatan ke depan yang luar biasa dalam kompleksitas sosial dan 
kapasitas politik ketika struktur yang telah mulai terbentuk di bawah 
pimpinan Nabi itu, kemudian dikembangkan oleh para khalifah 
pertama untuk menyediakan dasar empirium dunia Islam. Hasilnya 
adalah sesuatu yang untuk masa dan tempatnya luar biasa modern. 


Ia modern dalam hal tingkat komitmen, keterlibatan, dan 
partisipasi tinggi yang diharapkan dari semua lapisan masyarakat. 
Ia modern dalam hal keterbukaan posisi kepemimpinannya terhadap 
kemampuan yang dinilai menurut ukuran-ukuran universal, dan 
dilambangkan dalam usaha untuk melembagakan kepemimpinan 
puncak yang bukan bersifat warisan. Meskipun pada saat-saat awal 
mengalami beberapa kendala tertentu dalam mewujudkan prinsip- 
prinsip tersebut, namun komunitas itu berhasil juga mewujudkannya. 
Bangunan komunitas nasional modern itu, untuk melukiskan 
komunitas Islam pertama, yang menunjukkan bahwa adanya emperium 
dunia Islam tersebut, sebagai contoh munculnya nasionalisme 
partisipan yang egaliter, dan sama sekali bukanlah suatu fabrikasi 
ideologi yang tidak historis.” 


Madinah sebagai sebuah negara yang baru bagi umat Islam saat 
itu, Nabi Muhammad Saw. adalah segala-galanya. Beliau adalah Rasul 


2pja'far Subhani, The Massage, Terjemahan oleh Muhammad Hasyim dan 
Meth Kieraha (Jakarta: Lentera Basritama, 1984), hlm. 123. 

2Robert N Bellah, Islamic Traditions and Problems of Modenization (New York: 
Harper and Row, 1976), hlm. 151. 
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Allah dengan otoritas yang berlandaskan kenabian sekaligus sebagai 
pemimpin masyarakat atau kepala negara. Demikian pula dalam hal 
perilaku beliau. Hubungan antara umat Islam dengan beliau adalah 
hubungan antara pemeluk agama yang beriman dengan ketaatan, serta 
loyalitas yang utuh dari seorang pemimpin pembawa kebenaran yang 
mutlak dengan wahyu Ilahi sebagai sumber dan rujukan, bertanggung 
jawab kepada Tuhan. 


Nabi Muhammad selalu berpedoman kepada Al-Our'an di 
dalam menentukan sesuatu. Akan tetapi apabila ada perkara-perkara 
yang belum diatur di dalam Al-Our'an, Nabi Muhammad mengajak 
para sahabatnya untuk bermusyawarah. Beliau sering kali meminta 
saran dan pendapat mereka dalam soal-soal yang berkaitan dengan 
kemasyarakatan, kenegaraan, kemiliteran, dan masalah-masalah sosial 
lainnya. Kadang-kadang, beliau bermusyawarah atau meminta pendapat 
dengan sahabat-sahabatnya yang ahli dan cendekia, kadang-kadang 
pula beliau hanya meminta pendapat dari salah seorang di antara 
mereka. Akan tetapi, apabila masalahnya penting dan berdampak luas 
bagi kehidupan sosial masyarakat beliau menyampaikannya dalam 
pertemuan yang lebih besar mewakili semua golongan." 


Implementasi konsep musyawarah yang dilakukan oleh Nabi 
Muhammad Saw tersebut, dapat dilihat pada periode Madinah. 
Ketika beliau mendapat mendapat berita bahwa kaum Ouraisy 
telah meninggalkan kota Mekkah untuk berperang melawan 
kaum muslimin, beliau belum menentukan sikap, kecuali setelah 
memperoleh persetujuan dari kaum Muhajirin dan Ansar. Untuk itu, 
beliau bermusyawarah dengan mereka untuk membicarakan kondisi 
mereka, seperti belanja perang dan jumlah pasukan mereka. Beliau 
juga secara khusus meminta sikap dan pendapat kaum Ansar sebagai 
golongan terbesar kaum muslimin dalam menghadapi perang tersebut. 
Hal ini disebabkan karena kaum muslimin yang berjuang bersama 
Rasulullah bukan tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Mereka 
tahu benar apa yang tersirat dalam operasi-operasi militer, dan siap 
mengorbankan segala sesuatu untuk membela dan melindungi agama. 
Bahkan dalam menentukan posisi strategis menghadapi pertempuran 


31Syaraf Miuhammad dan Muhammad, Ali Abdul Mu'ti, Al-Fikr al-Syasi fi al- 
Islam (Iskandaria: Dar al-Jami'at al-Mishriyyah, 1978), hlm. 72-73. 
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itu, Nabi mengikuti saran seorang sahabat dari golongan Ansar, yaitu 
Hubab Ibn Mundzir. Peperangan ini terjadi pada tahun kedua Hijrah 
dan dikenal dengan sebutan perang Badar, suatu peperangan yang 
merupakan kotak senjata pertama bagi kaum muslimin dan berhasil 
membawa kemenangan di pihak Islam dengan membawa sejumlah 
tawanan perang.” 


Dalam menghadapi perang Uhud tahun ke 3 H, Nabi juga 
bermusyawarah dengan pemuka-pemuka Muslim Madinah mengenai 
taktik dalam menghadapi musuh, apakah mereka bertahan di dalam 
kota Madinah atau keluar dan menyongsong musuh dari Mekkah 
itu. Nabi kemudian berpendapat bahwa lebih baik kita bertahan di 
dalam kota, tetapi karena mayoritas sahabat berpendapat bahwa 
lebih baik keluar dari kota, beliau mengikuti pendapat mayoritas 
tersebut. Dalam musyawarah ini, tanpak sekali Nabi begitu terbuka 
menerima pendapat para sahabatnya. Hal serupa terlihat pula dalam 
menghadapi perang Ahzab atau perang Khandag tahun ke 5 H. beliau 
menerima pendapat Salman Al-Farisi agar kaum muslimin membuat 
parit di sekitar kota Madinah dan memperkuat pertahanan dalam kota. 
Pendapat ini semula ditentang oleh kaum Muhajirin dan Ansar, tetapi 
akhirnya mereka bersedia menerima dan melaksanakannya setelah 
mendapat persetujuan dari Nabi Muhammad Saw.? Kendatipun Nabi 
selalu bermusyawarah, tetapi beliau tidak selalu mengikuti pendapat 
para sahabatnya. 


Dalam beberapa peristiwa, Nabi mengambil keputusan yang 
bertentangan dengan pendapat para sahabat, dan bila keputusan yang 
diambil Nabi itu salah, maka turunlah wahyu yang membenarkannya. 
Seperti terlihat pada masalah tawanan perang Badar. Pada peristiwa 
itu, Nabi sependapat dengan pendapat yang disampaikan oleh Abu 
Bakar untuk melepaskan tawanan perang karena mereka berasal dari 
suku Nabi, bahkan keluarga Nabi - dengan mengambil imbalan berupa 
tebusan tunai untuk kepentingan umat Islam yang pada waktu itu serba 
kekurangan, sedangkan Umar yang menyarankan untuk membunuh 
tawanan tersebut sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan terhadap 


22) Suyuthi Pulungan, Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau 
dari Pandangan Al-Gur'an (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 210. 
38Jbn Al-Atsir, Al-Kamil fi al-Tarikh, jilid INI (Bairut: Dar Shadir, 1965), hlm. 178. 
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orang-orang di Mekkah dahulu, tidak begitu diperhatikan oleh Nabi. 
Setelah para sahabat melepaskan tawanan itu atas petunjuk dari Nabi, 
turunlah wahyu Surah Al-Anfal ayat 67 yang tidak membenarkan 
pengambilan tebusan dari tawanan. Sewaktu Umar menemukan Nabi 
dan Abu Bakar yang menangis, Nabi menjawab bahwa beliau menangisi 
mereka yang meminta tebusan bagi para tawanan, dan seandainya hari 
itu turun azab, maka tidak seorang pun selamat, selain Umar dan Sa'ad 
Ibn Muadz yang mendukung pendapat Umar. 


Kasus yang lain adalah perlakuan Nabi terhadap jenazah Abdullah 
Ibn Ubay Ibn Salul, seorang tokoh utama kelompok munafik, di 
mana seorang anaknya menghadap kepada Nabi dan memohon 
kepada beliau untuk menyembahyangi jenazah ayahnya, dan Nabi 
menyatakan bersedia memenuhi permohonan itu. Mendengar hal 
itu, dan mengingat pula perbuatan Abdullah semasa hidupnya yang 
banyak merugikan Islam dan Nabi sendiri, Umar menentangnya dan 
mengingatkan Nabi akan firman Allah Surah Al-Taubah ayat 80, yang 
menyatakan bahwa tidak ada faedahnya memintakan ampun orang 
munafik, dan meskipun dimintakan ampun sampai tujuh puluh kali 
Allah tidak akan mengampuni mereka. 


Namun, Nabi tetap pada pendiriannya dan menyembahyangi 
jenazah Abdullah. Tidak lama kemudian, turunlah wahyu seperti 
yang tertera dalam Surah Al-Taubah ayat 84 yang melarang Nabi 
menyembahyangi jenazah orang-orang munafik yang meninggal 
dan mengunjungi kuburannya. Turunnya ayat tersebut merupakan 
penjelasan terhadap ayat 80 surah yang sama yakni ayat yang 
diajukan Umar untuk memperingatkan Nabi. Pada kesempatan yang 
lain Nabi kadang-kadang mengambil keputusan sendiri tanpa lebih 
dahulu berkonsultasi dengan para sahabat. Hal ini beliau lakukan 
bila masalahnya urusan agama atau wahyu. Hal lain yang penting 
untuk dikemukakan adalah bahwa selain orang-orang Muslim, Nabi 
juga bermusyawarah dan berkonsultasi dengan golongan lain yang 
hidup bersama dengan Nabi di Madinah, seperti konsultasi dengan 
komunitas non-Nuslim, Yahudi, Nasrani, dan golongan lain yang 
menjadi bagian dari masyarakat Madinah. 


4Suyuthi Pulungan, Op., Cit., hlm. 213. 
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Dalam kehidupan bernegara di Madinah, Piagam Madinah yang 
merupakan kesepakatan bersama antara berbagai golongan yang ada 
di negara Madinah yang harus dilaksanakan sebagai undang-undang. 
Selain mengadakan musyawarah dengan golongan lain yang ada di 
Madinah, Nabi di dalam musyawarah juga memperlihatkan toleransi 
yang sangat luar biasa kepada orang lain sekalipun kepada lawan 
politiknya. Hal itu terlihat ketika diadakan musyawarah yang kemudian 
melahirkan apa yang oleh sejarah Islam dicatat sebagai Perjanjian 
Hudaibiyah. Pada waktu itu, Nabi akan melaksanakan ibadah Umrah 
dengan para pengikutnya. Karena tujuannya adalah beribadah, Nabi 
tidak membawa senjata seperti halnya orang yang akan berperang. 
Maksud tersebut, ternyata dihalang-halangi oleh orang-orang Ouraisy 
Mekkah. Akhirnya, Nabi dan pengikutnya berhenti di Hudaibiyah dan 
mulai mengadakan perundingan dengan orang Mekkah dengan kirim 
mengirim utusan. Sekalipun negosiasi sudah berkali-kali dilakukan, 
persetujuan nampaknya sulit tercapai karena begitu alotnya urusan 
kaum Ouraisy yang mempertahankan prinsip-prinsip nereka. 


Nabi Muhammad Saw., begitu tolerannya kepada tuntutan yang 
diajukan oleh Suhayi Ibn Amr, seorang utusan kaum Ouraisy Mekkah 
yang menolak redaksi perjanjian dari Rasul, yaitu kalimat “Dengan 
nama Tuhan yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih” dan diubah 
menjadi “Dengan nama-Mu Ya Tuhan”, dan kalimat “Muhammad utusan 
Allah” diubah menjadi “Muhammad anak Abdullah”. Tentu saja hal 
ini membuat marah dan dongkol para sahabat Nabi, terutama Umar 
Ibn Khaththab.?s Hal-hal tersebut tampaknya merupakan petunjuk 
dan ikhtiar Nabi bagi umatnya. Mereka mempunyai kebebasan untuk 
menentukan bentuk dan sistem musyawarah, serta mekanismenya 
agar disesuaikan dengan tuntutan zaman dan tempat. Yang penting 
dalam pelaksanaan musyawarah itu dan prosedur pengambilan 
keputusannya mereka tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip 
ajaran Islam. Pendapat yang menjadi keputusan akhir bukan melihat 
kepada siapa yang mengemukakan pendapat itu, pendapat mayoritas 
atau minoritas, tetapi bagaimana kualitas pendapat itu dan dampaknya 
bagi kemaslahatan umat, bukan hanya kemaslahatan bagi yang 


85Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: 
Ul-Press, 1993), hlm. 19. 
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bermusyawarah saja. Ditegaskan pula bahwa ketetapan Piagam 
Madinah tentang musyawarah dan praktik Nabi membudayakannya 
mengandung arti bahwa pelaksanaan musyawarah, merupakan sesuatu 
yang penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam 
rangka menyelesaikan berbagai masalah yang timbul secara proposional. 
Karena itu, prinsip ini menjadi bagian pembahasan ilmu ketatanegaraan 
dan politik, dan salah satu ciri yang prinsipil secara konstitusional bagi 
negara modern. 


Maka bila dikaitkan dengan konsep negara modern yang jauh lebih 
kompleks seperti sekarang ini, proses musyawarah yang dijalankan 
pada zaman Nabi, sebenarnya secara substantif tidak berbeda dengan 
apa yang diperlihatkan dalam proses politik sekarang, yaitu apa yang 
kita kenal dengan representative democracy, karena kita juga memahami 
bahwa Nabi melakukan musyawarah kadang-kadang tidak melibatkan 
segenap warga negara yang telah memiliki political franchise, akan tetapi 
musyawarah yang melibatkan sahabat-sahabat yang tentu saja sangat 
berpengaruh dalam lingkungan masyarakat. 


Perspektif di atas, kiranya dapat dikemukakan bahwa praktik 
musyawarah yang dilakukan Nabi dari sudut kualitas pesertanya dan 
kualitas masalah yang beliau musyawarahkan, diindikasikan dengan 
praktik musyawarah kepala negara atau pemerintahan di zaman 
modern sekarang ini. Sebab, dalam kenyataannya antara berbagai 
pemerintahan dan negara sekalipun sama-sama mengaku menjunjung 
tinggi prinsip-prinsip musyawarah atau demokrasi, namun dalam 
prakteknya tidak menunjukkan keseragaman. Bila Nabi mengadakan 
musyawarah dengan peserta yang besar jumlahnya mewakili semua 
golongan, bisa diidentikakan dengan seorang Presiden atau pemerintah 
yang meminta pendapat atau saran dari wakil-wakil rakyat. Bila beliau 
meminta pendapat dari beberapa sahabat terkemuka bisa diidentikkan 
dengan seorang Presiden yang meminta pendapat kepada para menteri- 
menteri sebagai pembantu Presiden. Sementara, bila beliau meminta 
pendapat dari seorang sahabat saja, bisa diidentikkan dengan seorang 
Presiden yang berkonsultasi dengan sahabat Presiden. Adapun bila 
beliau mengambil suatu keputusan tanpa melalui musyawarah atau 
konsultasi, bisa diidentikkan dengan seorang Presiden atau kepala 
negara yang mempunyai hak istimewa untuk memutuskan hal-hal 
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yang penting dan strategis. Pengidentikan ini, semata-mata penafsiran 
terhadap fakta-fakta historis yang ada. 


2. Prinsip Persamaan 


Dalam kajian politik Islam, persamaan atau egalitarian dalam 
pengelolaan sosial politik didasarkan pada kerangka pemikiran rasional 
yang dibangun melalui Al-Our'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. 
yang menjadi landasan konseptual dalam pengelolaan kehidupan 
bersama atau pengelolaan sosial politik yang menjadi dasar sistem 
politik dan undang-undang. Bahkan, menjadi dasar hubungan antara 
pemerintah dengan rakyat. Dalam konteks teoretis Louis Marlow, 
Al-Our'an menjelaskan tentang prinsip kesetaraan.” Penegasan 
mengenai keesaan Tuhan dan menegakkan prinsip kesetaraan di 
antara manusia yang diciptakan-Nya.” Secara prinsip lanjut, Marlow 
agama-agama monoteisme menganggap pengikutnya bersaudara 
walaupun asal mereka berbeda. Namun, pandangan itu tidak keluar 
dari satu keyakinan bahwa manusia adalah setara di hadapan Tuhan.8 
Egalitarialisme religius atau moral terkandung, baik dalam kitab suci Al- 
Our'an maupun dalam kitab suci agama lain. Al-Our'an, sebagaimana 
kitab-kitab sebelumnya, banyak menerangkan mengenai moral dalam 
pengelolaan kehidupan sosial, tetapi menyerahkan kepada manusia itu 
sendiri untuk menerapkannya di dunia.” 


Hal yang disebutkan terakhir, yakni pengelolaan kehidupan 
sosial, manusia diletakkan sebagai khalifah “pengelola” dan 
“penguasa” di bumi, tanpa membedakan antara satu sama lain. Dalam 
Al-Our'an seperti dikemukakan di muka, terdapat dua ayat yang 
berbicara tentang khalifah, di antaranya pada ayat 62 Surah Al-Naml 
dan ayat 165 Surah Al-An'am. Surah Al-Naml ayat 62 berbunyi: “Dan 
Ia (Allah) menjadikan kalian sebagai penguasa-penguasa di bumi,” 
dan ayat 165 Surah Al-An'am yang berbunyi: “Ia (Allah) adalah 
yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di bumi.” Perkataan 
“kalian” dalam dua ayat tersebut mengandung pengertian umat 


86Louis Marlow, Op. Cit., hlm. 16. 
70. S. An-Nisa, 4: 1. 

38 O. S. Al-Hujurat, 49: 13. 
39bid. 
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manusia seluruhnya,“ baik Muslim maupun non-Muslim. Pengelolaan 
dan penguasaan kehidupan bersama di muka bumi, meliputi aspek 
sosial, politik dan lain-lain. Adalah suatu yang naif kalau pengelolaan 
dan pengusaan bumi ini hanya diperuntukkan kepada orang-orang 
tertentu dan agama tertentu saja. Prinsip kekhilafahan ini, menjadi 
landasan teori politik modern bahwa semua orang mempunyai hak 
politik yang sama untuk menjadi penguasa dan pengelola bumi secara 
keseluruhan, dalam istilah yang lebih populer yakni kepala negara, 
siapa saja, termasuk non-Muslim sepanjang mereka memiliki kualitas 
dan kemampuan dalam bidang itu. 


Berdasarkan kerangka ini, maka kaum minoritas non-Muslim 
yang menjadi warga negara dalam komunitas mayoritas Muslim 
harus dihormati dan dilindungi hak-hak asasinya, termasuk hak-hak 
politiknya. Bila tidak akan timbul banyak kesulitan dalam mengelola 
sebuah pemerintahan. Sebab sulit dibantah, kehidupan berbangsa dan 
bernegara akan mengalami banyak kendala, manakalah kepentingan 
kelompok yang satu diakomodasi sementara yang lain diabaikan. 
Karena itu, ada baiknya bila kaum minoritas non-Muslim yang menjadi 
warga negara sebuah komunitas Muslim dapat diberi jaminan untuk 
mempergunakan hak-hak politiknya secara penuh, termasuk hak untuk 
menjadi penguasa atau pemimpin politik dalam pemerintahan. 


Landasan filosofis bagi satu pemerintahan yang baik, harus 
meninggalkan perilaku politik yang bersifat diskriminatif, sektarian dan 
tirani kekuasaan, menjadi suatu sistem pemerintahan konstitusional 
dan demokratis, rakyat tanpa kecuali non-Muslim menentukan proses 
perjalanan suatu pemerintahan. Dalam konteks demokrasi yang 
mempunyai makna sebagai pemerintahan rakyat, kekuasaan tertinggi 
dipegang oleh rakyat dan dilakukan oleh mereka, baik langsung atau 
tidak melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan 
dengan cara mengadakan pemilu yang diadakan secara priodik, tidak 
ada distingsi kelas atau privelese berdasarkan agama, keturunan dan 
kesewenang-wenangan. 


Sistem pemerintahan konstitusional sangat kompatibel dengan 
aspek-aspek demokrasi. Apabila dapat melepaskan diri dari ikatan 


“Munawir Sjadzali, Loc. Cit., hlm. 173. 
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label, distingsi kelas atau privelese berdasarkan identitas tersebut, 
maka akan didapatkan bahwa pemerintahan konstitusional, 
memiliki setidaknya tiga unsur pokok yaitu: pertama, Konstitusional. 
Pemerintahan esensinya merupakan sebuah pemerintahan yang 
konstitusional, di mana konstitusi tersebut mewakili kesepakatan 
rakyat untuk diatur oleh sebuah kerangka hak dan kewajiban yang 
ditentukan dan disepakati oleh semua rakyat, termasuk di dalamnya 
warga negara non-Muslim. 


Kedua, Partisipatoris. Bahwa sistem politik adalah partisipatoris, 
dari pembentukan struktur pemerintahan institusional. Sistem 
ini bersifat partisipatoris, dalam arti bahwa kepemimpinan dan 
kebijaksanaan akan dilakukan dengan basis partisipasi rakyat secara 
penuh melalui proses pemilihan. Umat Islam dapat memanfaatkan 
kreativitas mereka berdasarkan petunjuk Islam dan preseden Nabi 
sebelumnya untuk melembagakan dan memperbaiki proses-proses 
itu. Aspek partisipatoris ini disebut proses syura dalam Islam. 


Ketiga, Akuntabilitas. Poin ini menjadi akibat wajar esensial bagi 
sistem konstitusional/partisipatoris. Kepemimpinan dan pemegang 
otoritas, pada tataran praksis akuntabilitas berkaitan dengan rakyat, 
dan oleh karena itu pemimpin harus bertanggung jawab pada rakyat. 
Analisis tentang hak-hak politik non-Muslim yang menjadi warga 
negara dalam suatu pemerintahan, lebih menekankan pada status 
kewarganegaraannya, bukan yang lain. Secara epistimologi, sebagian 
pemikir politik seperti Abdullah Ahmed An-Na'im, tidak lagi 
membedakan status dan hak-hak politik warga negara non-Muslim 
(dzimm?) dengan warga negara Muslim dalam pemerintahan, sebagai 
warga negara sama dan sederajat dalam partisipasi politik," meskipun 
di sisi lain masih ada juga pemikir yang tetap membedakannya. Ilmuan 
yang disebutkan pertama menghindari kesan dikotomis dan diskriminasi 
politik terhadap warga negara. Pandangan ini memahami bahwa non- 
Muslim yang menjadi warga negara Islam adalah warga negara penuh, 
yang memiliki hak-hak politik yang sama dengan orang Islam dalam 
mengelola pemerintahan.? 


“Abdullah Ahmed An-Na'im, Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa 
Depan Syari'ah, cet. Pertama (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007), hlm. 197. 

2A. Rahman I. Doi, Shari'ah: The Islamic Law, cet, duabelas (Kuala Lumpur: 
A.S. Noor Deen, 2002), hlm. 426-7. 
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Karena non-Muslim memiliki hak-hak politik yang sama dengan 
umat Islam, maka tidak tepat kalau larangan mengangkat non-Muslim 
dalam mengelola pemerintahan dikaitkan dengan ayat 28 Surah 
Ali Imran sebagaimana yang dikemukakan di muka, sebab ayat ini 
turun disaat hubungan umat Islam dengan non-Muslim tidak saling 
menguntungkan, sebab dalam situasi bermusuhan. Kalau ayat ini 
melarang umat Islam melakukan aliansi politik dengan non-Muslim 
adalah sesuatu yang wajar karena kondisi politik yang demikian itu. 
Akan tetapi, pada saat yang lain Allah tidak melarang kamu (umat 
Islam) berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak 
memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu 
sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. 


Berbuat baik dan berlaku adil dalam konteks ini termasuk 
mengakui hak-hak politik non-Muslim dan tidak melakukan 
diskriminasi politik terhadap warga negara dengan latar belakang 
agama dan keyakinan dalam pengelolaan kehidupan bersama. 
Berkaitan dengan ini, bagaimana dengan Indonesia, apakah non- 
Muslim memiliki hak-hak politik dalam mengelola pemerintahan. 
Abdurrahman Wahid mengatakan tidak ada masalah. Non-Muslim 
memiliki hak penuh dalam pengelolaan pemerintahan. Sebab hal 
tersebut sesuai dengan semangat dan roh UDD 1945.“ Dalam 
hubungan ini, Munawir Sjadzali lebih menekankan pada aspek 
kemampuan/prestasi dan keadilan dalam pengelolaan pemerintahan, 
bahwa siapapun tanpa membedakan, Muslim atau non-Muslim 
mempunyai hak yang sama dalam mengelola pemerintahan sepanjang 
dapat menciptakan kesejahteraan dan kestabilan politik.“ Pendapat 
ini diperkuat dengan mengutip ungkapan Ibn Taimiyah, bahwa kepala 
negara yang adil meskipun kafir adalah lebih baik dari pada kepala 
negara yang tidak adil meskipun Islam.$ 


Pandangan di atas, sesuai dengan teori “konstitusi” bahwa 
setiap warga negara termasuk non-Muslim memiliki hak politik 
yang sama untuk mengambil peran politiknya dalam mengelola 


80. S. Al-Muntahanah, (60): 8. 
“Abdurrahman Wahid, Op. Cit, hlm. 30-5. 
“SMunawir Sjadzali, Op. Cit., hlm. 173-4. 
“6Jbid., hlm. 89-90. 
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suatu pemerintahan (Pasal 28C: (2) dan (3) UUD 45.” Sementara 
pemikir yang disebutkan kedua, masih tetap membedakan dengan 
mempertahankan konsep dzimm harbi, seperti yang dikemukakan Al- 
Maududi, bahwa non-Muslim (dzimm2) tidak mempunyai hak politik 
untuk mengelola negara seperti menjadi presiden dalam pemerintahan 
Islam, sebab pengelolaan negara dalam arti kepala negara hanya milik 
umat Islam saja dalam rangka meneruskan misi kenabian dengan 
berideologi Islam.“8 Karena negara Islam itu berdasarkan ideologi 
Islam. Setiap negara yang berideologis, kata Al-Maududi, posisi-posisi 
penting dalam pemerintahan, utamanya kepala negara, gubernur, wali 
kota dan bupati pastilah hanya akan diberikan kepada orang-orang 
yang memiliki kepercayaan sepenuhnya kepada ideologinya dan yang 
mampu menyelenggarakannya sesuai dengan isi dan jiwa ideologi itu 
sendiri. Pandangan yang disebutkan pemikir pertama, menggunakan 
pendekatan substantif dalam melihat negara atau pemerintahan Islam. 
Pendekatan substantif cenderung melakukan substansiasi agama ke 
dalam aksi-aksi politik dengan menawarkan nilai-nilai Islam yang 
ideal. 


Pemerintahan Islam dalam perspektif substantif bukanlah dilihat 
dari wilayah geografisnya, darul Islam (negeri Islam) atau penduduknya 
beragama Islam dan darul harb (negeri non-Muslim) atau penduduknya 
non-Muslim, melainkan indikator kualitatif, yaitu tersedianya 
perangkat penegakkan keadilan: kemerdekaan, menghargai persamaan 
hak-hak setiap warga negara, keselamatan dan kemerdekaan beragama, 
terselenggaranya sistem politik yang demokratis dan pluralis, secara 
khusus diterimanya kemajemukan agama-agama.” Atas dasar inilah, 
Syekh Syaukat Hussain memandang, Islam tidak mengenal dikotomi 
antara kehidupan temporal (duniawi) dengan kehidupan spiritual. 
Pada dasarnya, struktur Islam adalah religio-politic yang dalam sistem 
ini, negara hanyalah suatu usaha untuk mencapai tujuan spiritual 
dalam organisasi manusia. Persatuan manusia dalam kehidupan 
temporal dan spiritual, sebenarnya untuk saling melengkapi dan secara 
total dilaksanakan secara bersama-sama, dan tujuan temporal itu 


“UUD '45 yang sudah diamandemen dengan penjelasannya, Op. Cit., hlm. 21. 
8Abu Ala Al-Maududi, Op. Cit., hlm. 247. 
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tidak hanya bisa dilakukan oleh umat Islam, tetapi siapapun termasuk 
non-Muslim.!' Sementara pandangan pemikir yang disebutkan kedua, 
menganut pemikiran formalistik. 


Pemikiran ini cenderung mementingkan bentuk dari pada isi. 
Pendekatan ini akan menampilkan konsep tentang negara atau 
pemerintahan dengan simbolisme keagamaan, seperti tampak pada 
pandangannya yang mengaitkan kekuasaan itu dengan istilah ideologis 
Islam untuk melaksanakan hukum-hukum Tuhan (syari'at), demikian 
juga menggunakan model-model pemerintahan Islam atau partai 
Islam yang bersifat formalistik. Kajian ini menganut pandangan yang 
disebutkan pertama di atas, karena kajian ini memusatkan perhatian 
pada berkembangnya paham kebangsaan atau nation state yang menjadi 
tempat semua warga negara sama dan sederajat dengan warga negara 
lain tanpa membedakan agama, Muslim dan non-Muslim dalam 
pengelolaan pemerintahan. Paham kebangsaan ini menjadi tuntutan 
masyarakat modernitas dewasa ini yang lebih menekankan pada 
prinsip persamaan (egalitarian), toleransi, keadilan dan demokratisasi, 
sehingga hak-hak politik warga negara benar-benar dapat diwujudkan 
dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Sementara 
Islam dalam arti nilai-nilainya tetap menjadi acuan dalam mewarnai 
pengelolaan kehidupan sosial politik dan pemerintahan. 


3. Prinsip Keadilan 


Politik yang adil bagi setiap umat dimaksudkan sebagai pengaturan 
urusan umat dalam pengelolaan urusan bersama atau politik dengan 
menerapkan sistem dan peraturan yang menjamin keamanan bagi 
setiap warga negara yang berasas keadilan, serta untuk merealisasikan 
kemaslahatan umat. Islam menjamin politik semacam itu. Asas keadilan 
dijadikan acuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia pada 
setiap zaman dan tempat karena dua hal. Pertama, bahwa dasar dan 
sumber utama ajaran Islam adalah Al-Our'an, meskipun Al-Our'an 
tidak menjelaskan sistem tersebut secara rinci, namun Al-Our'an 
menetapkan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang bersifat umum tentang 
sistem pengaturan dan pengelolaan urusan umat dalam pemerintahan. 


51Syekh Syaukat Hussain, Op. Cit., hlm. 9. 
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Kaidah-kaidah tersebut sangat relevan dengan situasi dan kondisi yang 
bersifat plural atau majemuk, karena setiap umat terus berusaha untuk 
mewujudkan kemaslahatannya. 


Pengaturan semacam itu tidak dirinci oleh Al-Our'an dengan 
sistem yang jelas dan konkret dalam pengelolaan pemerintahan, dan 
juga tentang sistem kedaulatan, serta keharusan memiliki wakil-wakil 
rakyat, akan tetapi Al-Our'an hanya menyodorkan prinsip-prinsip 
dasar yang harus dijadikan acuan dalam pengelolaan pemerintahan 
demi mewujudkan keadilan sosial, dan supaya umat manusia tidak 
terpecah-belah. Konsep keadilan itu, sudah ditegaskan oleh Allah Swt. 
“Dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 
menetapkan dengan adil”. (O.S. An-Nisa: 58), demikian juga tentang 
konsep dan asas musyawarah “Dan bermusyawarahlah dengan mereka 
dalam urusan itu.” (O.S. Ali-Imran: 159), begitu pula asas persamaan 
“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara”. (O.S. Al- 
Hujurat: 10). Selain dasar-dasar yang dikemukakan itu, berkaitan 
dengan sistem yang tidak dikemukakan di atas, seyogianya para 
pemimpin hendaknya membuat sistem dan membentuk pemerintahan, 
serta menjadikan majelis pemerintahan yang relevan dan sejalan 
dengan kemaslahatan, asalkan tidak melampaui batas keadilan, 
musyawarah dan asas persamaan. 


Dalam konteks ini, Abdul Wahhab Khallaf, mengatakan bahwa 
dalam Islam tidak membatasi ketentuan-ketentuan hukuman, kecuali 
pada lima golongan yang melanggar hukum, yaitu orang memerangi 
Agama Islam, berbuat kerusakan di muka bumi, membunuh tanpa 
hak, menuduh zina, mencuri, serta laki-laki dan wanita yang berzina. 
Sementara semua tindakan kriminal seperti tindakan pidana dan 
pelanggaran-pelanggaran hukumnya tidak ditentukan. Akan tetapi, 
pemimpin harus membuat hukuman itu demi menjaga stabilitas 
keamanan dan sesuatu yang tidak diinginkan, karena ketetapan hukum 
akan sangat berbeda-beda menurut situasi dan kondisi lingkungan 
setempat.” Oleh karena itu, lanjut Wahhab, pemimpin harus 
menetapkan aturan hukum yang relevan dengan kondisi dan situasi 


52Lihat Abdul Wahhab Khallaf, Al-Siyasah al-Syar'iyyah (al-Oahirat: Dar al- 
Ansar, 1977), hlm. 19. 
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umat.? Dalam hubungan ini, Allah Swt. telah memberikan petunjuk ke 
arah itu, bahwa dasar umum hukuman adalah harus seimbang dengan 
tindakan pelanggaran, “Dan jika kamu memberikan balasan, maka 
balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang dilimpahkan 
kepadamu.” (O.S. An-Nahl: 126). 


Adapun aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara 
manusia (muamalah), hanya cukup menjelaskan adanya tuntutan 
kebutuhan dan menolak bahaya. Dasar yang harus diperpegangi 
dalam konteks ini adalah asas kerelaan, seperti yang dijelaskan Allah 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan 
yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”. (O.S. An-Nisa: 
29). Aturan main dalam bidang muamalah juga termasuk dalam 
bidang politik, rincian hukumnya diserahkan kepada penguasa atau 
pemimpin, dengan tidak mengesampingkan asas kerelaan. Islam hanya 
mensinyalir larangan berpolitik atau bermuamalah yang menimbulkan 
persengketaan dan permusuhan. Allah mengharamkan riba dan judi 
karena ada unsur mudharat di dalamnya. Dan Islam tidak merinci hukum 
juz'i dalam muamalah, dengan maksud agar para pemimpin membuat 
aturan sendiri sesuai dengan lingkungan mereka. 


Dalam masalah politik, secara umum Al-Gur'an menjelaskan 
hubungan antarumat Islam, seperti yang dipahami dari Al-Our'an 
“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil 
terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan 
tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya, Allah 
menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya, Allah hanya 
melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang 
memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu 
dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa 
menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang 
yang zalim”. (O.S. Al-Muntahanah: 8-9). Al-Our'an tidak menerangkan 
secara rinci tentang urusan umum semacam itu. Ketidakrincian itu 
ternyata mempunyai hikmahh, yaitu untuk memberi peluang setiap 
umat untuk membuat sistem sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi 
mereka dalam merealisasikan tuntutan kemaslahatan umat. 


58Lihat Ibid. 
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Esensi kedua, adalah bahwa tujuan Islam adalah untuk merealisa- 
sikan asas kemaslahatan umat manusia, serta menolak kemudharatan. 
Prinsip ini dapat dipahami dari Al-Our'an “Dan dalam gishash itu ada 
(jaminan kelangsungan) hidup bagimu”. (O.S. Al-Bagarah: 179). Pada 
ayat lain dikatakan “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak 
menghendaki kesukaran bagimu”. (O.S. Al-Bagarah: 185), demikian 
pula dalam surat Al-Haj “Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk 
kamu dalam agama suatu kesempitan”. (O.S. Al-Haj: 78). 


Berdasarkan prinsip yang terkandung dalam ayat di atas, dapat 
dikemukakan bahwa tujuan Islam adalah untuk memperbaiki tatanan 
kehidupan manusia, menegakkan keadilan dan prinsip kemudahan, 
serta menghilangkan kesulitan, maka dari sini dapat dipastikan 
bahwa Islam menjamin politik yang adil. Islam mengandung prinsip 
menghendaki kemaslahatan dan tidak mengesampingkan pengaturan 
urusan pemerintahan. Jika politik Islam benar-benar menjamin 
politik yang adil dan menerima setiap sistem yang menghendaki 
kemaslahatan umat, serta tidak mengesampingkan urusan umat, lalu 
kenapa sebagian pemerintahan Islam harus mentransfer aturan-aturan 
berupa hukum produk luar negeri, dan tidak mengikuti ajaran Islam 
sebagai sistem hukum atau aturan main dalam pemerintahan. Atau 
dengan ungkapan lebih tegas, kenapa pemerintahan Islam, seperti 
negara Mesir, mentransfer hukum perdata, hukum pidana, hukum 
acara dari luar? 


Apa yang dikemukakan itu, bukan karena kelemahan sumber 
Islam yang menjadi aturan main dalam pengelolaan pemerintahan, 
akan tetapi kelemahan umat Islam sendiri. Islam sebenarnya sudah 
menentukan aturan main berupa hukum-hukum tersebut, termasuk 
pula ketetapan dasar metodologi istimbat atau petunjuk kemaslahatan 
pada setiap masa. Hal itu dimaksudkan agar di kalangan intelektual 
maupun para pakar dalam mengamati urusan keduniaan dapat 
membuat sendiri aturan main berupa aturan-aturan yang dijadikan 
pegangan dalam pengelolaan kehidupan bersama dalam sebuah 
pemerintahan. Selain itu, agar mereka mampu menggerakkan 
perkembangan zaman dan manusia mampu mengistinbatkan berbagai 
peristiwa hukum yang relevan dengan berbagai kondisi, ruang dan 
tempat dengan berdasarkan kepada kemaslahatan manusia. 
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4. Prinsip Ketaatan Kepada Pemimpin 


Aspek penting dikaji mencakup hubungan antara penguasa dengan 
rakyat yang lebih penting adalah bagaimana rakyat dapat merasakan 
keadilan dan kemakmuran, serta kesejahteraan, baik lahir maupun 
batin. Jika kita berbicara tentang negara, maka unsur yang terpenting 
dalam konteks ini adalah pemerintah, rakyat, wilayah dan konstitusi. 
Keempat persyarakatan itu mutlak harus ada dalam sebuah negara yang 
berdaulat. Ketiadaan salah satu unsur tersebut, maka keabsahan suatu 
negara akan diragukan, bahkan tidak diakui sebagai sebuah negara. 
Penguasa atau pemimpin sebuah negara, apapun namanya — apakah 
khalifah, raja, kaisar, presiden atau kekuasaan lainnya — yang dalam 
menjalankan tugasnya sejalan dengan semangat Islam, maka kewajiban 
bagi rakyat untuk mentaatinya dan itu tidak bisa dihindari, apalagi 
penguasa itu dipilih dan ditetapakan atas dasar kesepakatan bersama. 
Prinsip ketaatan kepada pemimpin merupakan perintah agama.” 
Ketaatan kepada pemimpin, dilakukan selama dalam kerangka kebaikan 
dan bukan sebaliknya, menentang perintah Allah dan Rasulnya atau 
untuk maksiat adalah hak bagi pemimpin. Jika sebaliknya diperintahkan 
melakukan kemaksiatan, maka tidak ada hak baginya untuk mendengar 
dan mentaatinya. 


Hak selalu diikuti dengan kewajiban. Istilah hak dan kewajiban 
merupakan dua kata yang sulit untuk dipisahkan. Di mana ada 
kewajiban, di sana ada hak. Dalam satu kaidah dikatakan “kullu haggin 
yugabiluhu wajib”. Namun tidak layak bagi seseorang untuk menuntut 
hak sebelum menjalani kewajiban. Islam lebih banyak berbicara 
kewajiban ketimbang hak, terutama pada masalah yang bersifat 
“ghairu agil al-ma'na”, Hal ini sejalan dengan keterangan yang terdapat 
dalam Al-Our'an dan hadis Nabi, seperti, “hai orang yang beriman, 
jika kalian membela (agama) Allah, maka Dia pun akan menolongmu 
dan mengokohkan kedudukanmu”, artinya apabila kita menunaikan 
kewajiban, dalam hal ini membela agama Allah, maka Allah pun akan 
memberikan hak kita, yaitu Allah akan menolong dan mengokohkan 
kedudukan kita. 


$#Al-Our'an Surah 4: 59. 
55Al-Our'an Surah 47: 7. 
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Demikian pula halnya dalam politik, seorang penguasa jika telah 
menunaikan kewajibannya, maka ia juga pantas mendapatkan haknya 
untuk diikuti dan ditaati. Abu Bakar dalam pidatonya menyatakan 
“Taatilah aku selama aku taat kepada Allah. Tetapi jika aku menyimpang, 
maka tidak layak lagi bagiku untuk ditaati”. 


Di balik kewajiban ada juga hak bagi pemimpin atau penguasa 
yang diberikan oleh rakyat kepadanya. Jika pemimpin itu telah 
disepakati dan telah melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, 
maka layaklah ia mendapatkan haknya. Di antara hak-haknya itu adalah 
mentaatinya dengan cara yang makruf, membelanya atau menolongnya 
dan sebagainya. Meskipun kewajiban untuk taat kepada pemimpin, 
namun tidak menafikan untuk melakukan koreksi terhadap penguasa 
itu sendiri, selama penguasa atau pemimpin itu melakukan tindakan 
yang dianggap penyimpang dari aturan, baik aturan negara mupun 
aturan agama. Karena penyelewengan dan penyimpangan dari aturan- 
aturan tersebut, termasuk kemungkaran yang wajib disingkirkan. 
Sementara amar ma'ruf nahi mungkar, merupakan suatu kewajiban 
untuk dilakukan. Mencegah kemungkaran para penguasa dapat 
dilakukan dalam berbentuk koreksi atas segala penyimpangannya, 
dan ini merupakan tugas dan kewajiaban warga negara, khususnya 
orang-orang yang beriman, sebab, “orang yang beriman, baik laki-laki 
maupun perempuan satu sama lain adalah penolong, melaksanakan 
yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar.” 


Taat yang diwajibkan setiap warga negara atau orang beriman 
kepada pemimpinnya bukan berarti mendiamkan mereka atas segala 
penyimpangan dan penyelewengan yang dilakukan. Taat adalah 
kewajiban, namun melakukan koreksi terhadap penyimpangan penguasa 
juga sama wajibannya. Mendiamkan mereka dalam kemungkaran 
berarti melalaikan tugas sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Hal ini dapat 
dipahami pernyataan Rasulullah, “siapa saja yang melihat kemungkaran, 
hendaknya ia meluruskan (mengubah) dengan kekuasaannya, jika 
tidak mampu, maka dengan pikiran dan pandangannya, dan jika tidak 


sSuyuthi Pulungan, Op., Cit., hlm. 108. 
57Al-Our'an Surah 9: 71. 
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mampu maka dengan hatinya. Dan yang terakhir merupakan selemah- 
lemahnya iman”. 


Dengan demikian, rakyat khususnya kaum muslimin, memiliki 
dualisme kewajiban, taat selagi pemimpin berjalan di atas jalan 
kebenaran, dan mengoreksinya jika menyimpang di jalan kebenaran, 
terutama yang bernilai keagamaan. 


58Muslim, Ahmad, Turmuzi, Abu Daud, al-Nasai, dan Ibn Majah dari Abu Sa'id. 
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BAB 6 


MEDIA, PENCITRAAN, DAN 
KEPEMIMPINAN POLITIK ISLAM 


A. Media dan Kebersamaan dalam Komunikasi Politik 


Langkah strategis ketiga yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan 
komunikasi politik adalah menciptakan kebersamaan antara politikus 
dengan khalayak (rakyat). Dengan cara mengenal khalayak dan 
menyusun pesan yang homofilis. Hal itu diperlukan agar komunikator 
politik dapat melakukan empati.! Komunikasi akan lebih efektif pada 
kondisi homofili dari pada heterofili. Suasana homo filis yang harus 
diciptakan adalah persamaan bahasa (simbol komunikasi), persamaan 
busana, persamaan kepentingan dengan khalayak, terutama mengenai 
pesan politik, metode, dan media politik. Namun, yang sangat penting 
adalah siapa tokoh yang melakukan komunikasi kepada khalayak. 
Artinya, politikus atau aktivitas telah memiliki banyak persamaan 
dengan khalayaknya.? 


Homofili merupakan salah satu syarat membangun dan merawat 
ketokohan bagi politikus, aktivis dan profesional sebagai komunikator 
politik. Untuk menciptakan homofili dan melakukan empati melalui 
persamaan kepentingan tersebut, komunikator politik harus terlebih 


'Anwar Arifin, Komunikasi Politik: Paradigma, Teori, Aplikasi, Strategi Komunikasi 
Politik di Indonesia Jakarta: Balai-Pustaka, 2003), hlm. 154. 

Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi (Bandung: Rosdakarya, 1996), 
hlm. 262. 
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dahulu mengenal, mengerti, dan memahami daya tangkal dan daya 
serap khalayak, baik yang bersifat psikologis maupun yang bersifat 
sosio-budaya. Hal ini memerlukan berbagai aktivitas seperti penjajakan 
dan survei atau penelitian. 


B. Citra Parpol Islam Meredup 


Fenomena meredupnya citra Parpol Islam disebabkan oleh banyaknya 
kader partai yang tidak merefleksikan amanat partai ke dalam lingkungan 
masyarakat, terutama partai yang identik dengan kaidah atau ajaran 
Islam. “Artinya kalau memang ada kader partai melayani masyarakat 
dengan tulus dan baik, maka hasilnya akan positif. Terkadang ada 
juga kader partai yang mengaku Islam, tetapi dalam keseharian di 
lingkungan masyarakat, kelakuannya tidak mencerminkan ke-islamian. 
Tak aneh apabila masyarakat akan mengecilkan partai yang diusung. 
Tidak hanya itu, terseretnya kader-kader yang berasal dari Parpol Islam 
dalam beberapa kasus belakangan ini, merupakan dampak langsung 
dari merosotnya citra tersebut. Solusinya, Parpol Islam diharuskan 
menyeleksi ketat kader yang akan diusung melalui pembinaan. Kader 
yang kedapatan korupsi dapat berefek langsung mencoreng nama besar 
partai. Pembinaan tetap terus dilaksanakan secara berkala dan selalu 
dijaga, terlebih Parpol Islam yang setiap melakukan tindakan harus 
sejalan dengan ajaran ataupun kaidah Islam. 


Sementara di Sulawesi Selatan, para penganut agama Islam dapat 
dikatakan mayoritas dan sentra pendidikan Islam dan pengkaderan 
umat Islam. Oleh karena itu, setiap warga Sulawesi Selatan merantau 
pasti diindentikkan sebagai orang yang beragama Islam. Sebutan istilah 
Sulawesi Selatan atau Bugis-Makassar pasti diasosiasikan dengan 
Islam. Tatanan kehidupan berpemerintahan umat Islam, dinilai sangat 
respek untuk menduduki jabatan pemerintahan di Sulawesi Selatan. 
Terbukti bahwa hampir semua jabatan-jabatan strategis (jabatan 
politik) di daerah mulai bupati, walikota atau gubernur didominasi 
oleh orang Islam. Oleh karena itu, kalau berbicara perpolitikan 


?Asep Saeful Muhtadi, Pemikiran dan gerakan politik Nahdlatul Ulama: Pergulatan 
Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif (Jakarta: LP3ES, 2004). 
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umat Islam di Sulawesi Selatan frekuensinya sangat tinggi. Bahkan 
dinamika politik lokal di Sulawesi Selatan, sering menjadi sorotan 
media nasional. 


Namun, ada sisi lain yang tidak bisa diabaikan terkait konstalasi 
politik lokal di Sulawesi Selatan. Perpolitikan umat Islam biasanya 
bertabrakan dengan perpolitikan antaretnis sampai pada koalisi 
antaretnis. Umat Islam sendiri terpecah dalam etnis dan lebih menguat 
pada tatanan perpolitikan etnis dari pada perpolitikan umat Islam. 
Sepintas akan terlihat bahwa koalisi etnis Bosowa (Bone, Soppeng, 
Wajo) dan Masarrengpulu, secara politik pasti berhadapan dengan 
umat Islam lain yang berasal dari etnis Bugis lain dan etnis Makassar, 
serta etnis lainnya di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, kebutuhan 
menjaga sinergitas Islam, maka umat Islam harus mampu memahami 
politik secara benar. 


Menurut sejarah kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, bahwa 
para raja-raja atau bangsawan cenderung berpikir demokratis. Perilaku 
politik masyarakat sangat tergantung oleh orientasi politik tuannya/ 
rajanya/pimpinannya. Fenomena seperti inilah yang kemudian 
perilaku politik masyarakat, khususnya umat Islam sulit diprediksi. 
Kalau sudah terjadi hubungan sinergitas atau hubungan patron-clien 
seperti ini, maka sebagian besar penggarap (umat Islam) sangat sulit 
memilih partai khususnya partai-partai Islam karena sebagian besar 
pemilih umat Islam punya ketergantungan yang sangat besar terhadap 
orang lain atau lingkungannya. Buktinya, bahwa pada zaman orde 
baru Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sangat sulit menang di 
Sulawesi Selatan. 


Kasus Pemilu di Sulawesi Selatan pada era reformasi, menurut 
Undang-Undang Pemilu No. 3 Tahun 1999 Pasal 5 ayat 2 sub c, daerah 
tingkat 1 yang jumlah penduduknya 5.000.000-7.000.000 jiwa mendapat 
65 kursi. Enam puluh lima kursi ini, diperebutkan oleh 48 partai politik 
peserta pemilu. Hasil pemilu memperlihatkan sebanyak 11 partai 
politik yang memperoleh kursi. Jumlah kursi tahun 1999 adalah sebagai 
berikut. Golkar 48 kursi, PPP 6 kursi, PDIP 5, PAN 3, PKB 1, PBB 1, 
PDKB 1, PSII 1, PK 1, PP1. Data ini menunjukkan bahwa umat Islam 
di Sulawesi Selatan memiliki minat yang sangat kecil untuk memilih 
partai politik Islam. Pada sisi yang lain secara metodologi politik partai 
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Islam sangat kurang berpengaruh terhadap pemilih umat Islam yang 
mayoritas di Sulawesi Selatan. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa, 
umat Islam Sulawesi Selatan dalam menyampaikan aspirasi politik, 
tidak harus melalui partai politik Islam atau partai yang berbasis Islam. 
Kondisi ini masih tidak jauh berbeda dengan hasil pemilu tahun 2004 
dan 2009. Pemilu tahun 2004 sudah terjadi perubahan objek yang dipilih 
oleh pemilih. Kalau pemilih tahun 1999, memilih tanda gambar partai, 
pemilih tahun 2004 langsung memilih gambar orangnya atau calon dari 
partai dan pemilih juga bisa memilih tanda gambar apabila pemilih tidak 
mengenal dan mengetahui nama orang yang dicalonkan oleh salah satu 
partai yang ikut pemilu. Hasil Pemilu anggota legislatif pemilu tahun 
2004, bisa dilihat sebagai berikut. Golkar 32, PDK 8, PAN 8, PPP 7, PKS 
8, PDIP 6, Demokrat 1, P Merdeka 1, PDS 1, PBR 1, PBB 1. 


Data di atas, menunjukkan bahwa pemilu 2004 pemilih umat Islam 
memperlihatkan orientasi yang meningkat untuk memilih calon-calon 
legislatif yang dicalonkan partai Islam atau partai yang berbasis Islam. 
Pemilu tahun 1999 partai-partai Islam mampu mandapat kursi 14 
anggota DPR Provinsi dari 65 kursi yang tersedia. Sementara pemilu 
tahun 2004 partai Islam atau partai yang berbasis Islam, memperoleh 
kursi yang meningkat 25 kursi dari 75 kursi yang disediakan atau 3076 
kursi yang diperoleh. Pemilu 2009 juga tidak jauh berbeda dengan 
pemilu-pemilu sebelumnya, Golkar mendapat suara 925.842 suara, 
Demokrat: 578.470, PKS: 328.537, PAN: 293.782, Hanura: 172.929, 
PPP: 151.624, PDIP: 119.745, dengan tingkat partisipasi pemilih hanya 
7090. Dari 5.633.977 daftar pemilih tetap (DPT), hanya 3.685.400 
yang memilih. Berarti yang tidak memilih sekitar 1.948.577.4 Namun, 
jumlah kursi yang diperoleh jika dibandingkan dengan pemilih umat 
Islam masih belum berimbang. Kalau dilihat dari sudut keterwakilan 
politik, maka dari ke 75 kursi anggota DPRD ini harus direbut oleh 
partai-partai Islam atau partai yang berbasis Islam sebanyak 70-72 kursi. 


Dalam kasus perilaku pemilih di Sulawesi Selatan dalam sebuah 
penelitian, mendapat sebuah fakta bahwa ada hubungan antara sistem 
pemilihan, budaya politik dengan sikap pemilih. Sistem pemilihan dapat 
diartikan sebagai seperangkat regulasi formal yang menata bagaimana 


“Sumber: KPU Sulawesi Selatan, 2009. 
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seluruh aspek dalam proses pemilihan itu barlangsung, sementara 
budaya politik dapat diartikan sebagai perangkat nilai yang tumbuh 
dan berkembang di antara institusi-institusi politik. 


Hubungan timbal balik antara kedua aspek ini seharusnya menjadi 
faktor determinan dalam membentuk sikap politik pemilih, di mana 
pilihan politik didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional. 
Menurut John Stuart Mill, bahwa hanya pemilih yang rasional yang 
bisa menjamin demokrasi bisa berjalan dengan baik. Demokrasi bisa 
menyeleksi pemimpin yang paling bijaksana, paling jujur, dan paling 
tercerahkan di antara warga negaranya sendiri. Fenomena yang lain juga 
terlihat bahwa kondisi Umat Islam di Sulawesi Selatan berada dalam 
beragam etnis. Umat Islam berada dalam sebuah polarisasi politik yang 
dibentuk oleh perbedaan ras, suku, dan lingkungannya yang secara 
tidak langsung akan memengaruhi budaya politik mereka. Dari data 
yang telah dijelaskan di atas, konstalasi politik lokal di sulawesi selatan 
sangat jelas bahwa ada pergeseran/perubahan perilaku pemilih dari 
setiap pemilihan umum dilakukan. 


Pergeseran atau perubahan perilaku tersebut tidak hanya pada 
pilihan politik saja, akan tetapi sikap dan reaksi politik mereka. 
Perilaku politik umat Islam terlihat bukan hanya dipengaruhi oleh 
faktor religiuitas (keagamaan), akan tetapi ada faktor-faktor lain 
yang membuat mereka berbeda dalam sikap politik mereka. Perilaku 
pemilih yang senantiasa berubah, baik pada tingkat legislatif maupun 
pada tingkat eksekutif. Terkadang konsisten dan tidak konsisten dalam 
menentukan pilihannya atau bahkan disertai dengan sikap memilih 
(berpartisipasi) atau tidak memilih (tidak berpartisipasi). Mengapa 
misalnya daerah yang lain dengan penduduk mayoritas Islam seperti 
halnya disulawesi Selatan tidak mempunyai kesamaan perilaku politik. 


Mencermati fenomena pergeseran perilaku politisi Islam justru 
mengingatkan bahwa kualitas pembinaan saat pengkaderan partai 
merupakan titik penting dalam citra Partai Politik (Parpol) kedepan, 
termasuk partai-partai berlatar belakang kaedah Islam yang kini makin 
meredup di mata publik. Kader yang baik bukan disebabkan oleh 
kebesaran atau landasaan Parpol, akan tetapi kualitas pembinaan yang 
ada di dalam suatu partai. Hal itu sesungguhnya titik permasalahan 
yang tepat, makanya terkadang partai Islam pun tidak bisa menghindari 
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redupnya reputasi. Adapun penyebab rendahnya keterpilihan Partai 
Islam dilatari menurunnya keterpilihan partai-partai Islam merupakan 
gejala umum partai. Karena masyarakat tak menemukan sesuatu yang 
berbeda dari partai Islam dibandingkan partai sekuler. Terkait itu, 
survei Lembaga Survei Nasional (LSN) tentang rendahnya keterpilihan 
Partai Islam. LSN, berdasarkan survei yang dilakukannya pada 10-20 
Juni 2012, menyatakan semua partai Islam hanya memiliki elektabilitas 
5 persen ke bawah, yakni PKS sebesar 5,1 persen, PAN 3,8 persen, 
PPP 3,5 persen, PKB 3,3 persen. Sementara Golkar unggul dengan 
elektabilitas sebesar 20,1 persen, PDI Perjuangan 14 persen dan 
Demokrat 10,5 persen. 


Tampaknya bendera Islam yang digunakan partai Islam bisa 
menjadi beban bila sekadar simbol, apalagi bila perilaku politiknya 
bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti korupsi dan lain-lain. 
Tapi, Islam bisa menjadi modal strategis bila mereka mampu menjadi 
alternatif di tengah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kondisi 
partai yang didominasi oleh partai sekuler. Survei tersebut, sejatinya 
menjadi pelecut parpol Islam untuk mengeksistensikan dirinya di 
tengah rendahnya kepercayaan masyarakat pada parpol sekuler karena 
keterlibatan kadernya dalam beragam deviasi. Partai Islam harus 
mencerminkan nilai-nilai Islam yang agung melalui sikap dan perilaku 
politik yang terpuji. Tanpa itu, simbol Islam justru akan menambah 
beban partai Islam. 


C. Kharisma dan Kepemimpinan Politik Profetik 


Konsep kharisma di sini, mengacu pada konsep Charismatic Authority dari 
Tischer. Hal ini relevan, kharisma politisi partai Islam pada masyarakat 
tradisional menjadi alasan utama yang menyebabkan politisi partai islam 
menjadi agen perubahan sosial. Pola komunikasi sangat dipengaruhi 
aspek ini. Otoritas kharismatik menurut Tischer, berperan sebagai 
sumber inspirasi di antara pengikutnya. Untuk itu, penpolitisian ini akan 
menggunakan teori kharismatik yang berbasis pada kajian sosiologis, 
terutama yang menjadi bagian pemikiran Max Weber. 


Kemudian teori yang relevan adalah teori pilihan rasional (rational 
choice). Relevansi teori rational choice dengan objek penpolitisian 
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ini secara praktis adalah menempatkan pola perilaku Partai islam 
dalam menentukan pilihan politiknya yang cenderung emotional choice 
dibanding rational choice. Meskipun selama pasca Orde Baru, citra 
politik cenderung rasional, meski tampak masih terbatas, seperti 
melakukan perlawanan politik terhadap keinginan politisi yang cukup 
dominan dalam komunitas . Keterlibatan elite politik atau politisi Islam 
partai Islam dalam pentas politik pasca Orde Baru menjadi penting 
untuk menjaga kesinambungan kehidupan politik di tanah air. Meski 
menghadapi sejumlah tantangan, ditandai kian meredupnya partai yang 
mengusung simbol-simbol Islam, tetap berupaya tetap eksis dengan 
melakukan rekonstruksi paradigma. 


Realitas politik ini mengharuskan para partai Islam partai Islam 
secara intens melakukan komunikasi politik dalam mensosialisasikan 
pemikiran dan gerakan politiknya, sehingga pendukung partai-partai 
Islam tetap solid sebagai konstituen yang memiliki ideologisasi partai, 
khususnya perbaikan citra partai pasca Orde Baru. Reformasi politik 
pasca Orde Baru berhasil mengubah konstelasi politik di tanah air. 
Era ini memberi ruang bagi kaum partai Islam untuk terlibat aktif, 
karenanya, mereka diniscayakan untuk membangun pemikiran dan 
gerakan politik sekaligus meningkatkan kualitas kemampuannya 
bersaing dengan partai yang menjadi kompetitor. Kemampuan partai 
Islam partai Islam menjalankan komunikasi politiknya terukur dari 
kemahirannya membangun opini publik untuk pencitraan partai. 


Dalam konteks ini, partai Islam politik yang tergabung dalam 
partai Islam mengiringi proses transformasi politik di Indonesia yang 
terjadi sejak rezim Orde Baru berakhir ditandai mundurnya Soeharto 
sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Era ini kerap disebut era 
reformasi, yang melahirkan liberalisasi dan relaksasi politik. Pada era 
ini, konstelasi politik di tanah air mengalami transformasi paradigma 
dan sistem cukup signifikan. $ Implikasi politik dari perubahan sistem 
politik Indonesia pasca Orde Baru tersebut, di antaranya memengaruhi 
perubahan pemikiran dan gerakan politik para partai Islam, dalam hal 
ini kaum partai Islam dituntut untuk turut memainkan perannya sebagai 
respons dan partisipasi terhadap realitas politik yang berjalan dinamis. 


$Bachtiar Effendi, Repolitisasi Islam: Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik? 
(Bandung: Mizan, 2000), hlm.195. 
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Sejak era reformasi, partai Islam mengubah orientasi politiknya 
seiring terbukanya ruang politik bagi mereka tanpa diskriminasi, sifatnya 
lebih kompetitif, siapa yang mampu memengaruhi opini publik, niscaya 
kelak meraup suara konstituen yang signifikan. Dalam merespons 
perubahan politik pasca orde baru, partai Islam menghadapi godaan 
politik cukup menjanjikan, sekaligus menjadi tantangan. Partisipasi 
politik kaum partai Islam yang signifikan adalah mereka yang memiliki 
basis politik dengan terlibat di organisasi partai Islam atau partai 
politik tertentu di tubuh partai Islam. Penelitian ini lebih difokuskan 
pada kiprah partai Islam dalam membangun citra untuk menjaga 
eksistensinya di tengah dinamika politik. Sejumlah partai Islam yang 
eksis hingga kini sebut misalnya, PPP dan PKS. PPP merepresentasikan 
partai Islam berbasis pada masyarakat Muslim berbagai lapisan yang 
mengusung ideologi Islam, basis massanya seperti komunitas NU, 
partai ini eksis sejak masa Orde Baru. Sementara, PKS sebagai partai 
dengan ideologi neo-wahabisme, kini menjadi partai Islam yang cukup 
fenomenal. Kehadirannya di era politik pasca Orde Baru, berhasil 
meraup simpati masyarakat. Kedua partai ini, dikaji melalui paradigma 
pemikiran politiknya, kemudian dilihat dari perilaku politiknya, serta 
tingkat kepercayaan publik terhadapnya. 


Kiprah politik kaum partai Islam melalui partai Islam tersebut, tetap 
mengukuhkan partai yang mengusung ideologisasi gerakannya dengan 
semangat keislamannya, sejumlah politisi yang berkiprah melalui partai 
Islam, konsisten mempertahankan citra politiknya disertai dukungan 
undang-undang yang meniscayakan politisi berkiprah dalam kancah 
politik praktis. Maka politisi tersebut, kemudian mengambil keputusan 
politik bahwa, secara individual sebagai warga negara dapat berpolitik 
praktis dalam partai atau parlemen. Implikasinya, perilaku politik 
partai Islam yang terjun ke panggung politik praktis, justru selalu 
memanfaatkan institusi partai dengan kemampuan berpolitik meliputi 
kekuasan jaringan dan pola pemikiran dan gerakan politiknya. 


Sementara pada sisi lain, realitas politik menunjukkan keterlibatan 
partai Islam partai Islam cenderung membangun jaringan komunikasi 
atas kesadaran keagamaan, namun acapkali berperilaku pragmatis. 
Politisi partai-partai Islam terlibat dalam kancah politik praktis melalui 
partai sebagai kebijakan politik yang didasarkan pada rasionalisasi 
segaligus sentimen keagamaan. Problemnya, mereka berhadapan 
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realitas politik yang didominasi partai pengusung ideologi nasionalis. 
Menyikapi realitas politik pasca Orde Baru dan menguatnya tuntutan 
terpenuhinya kepentingan politik kaum partai Islam tersebut menjadi 
faktor determinan bagi pengurus partai Islam untuk mengakomodir 
hak politik partai Islam untuk diberdayakan ke dalam jalur politik 
praktis. Mereka secara intens melakukan komunikasi dan konsolidasi 
melalui pertemuan-pertemuan terbatas dalam membahas politik, guna 
memenuhi aspirasi politik kaum partai Islam. 


Upaya politisi partai Islam dalam membangun pemikiran dan 
gerakan, serta partisipasi politik kaum muslimin, guna memenuhi 
aspirasi politik mereka sehingga hak-hak politiknya juga tertunaikan. 
Dinamika ini mencerminkan artikulasi pemikiran dan gerakan politik 
partai Islam, khususnya politisi partai Islam pasca Orde Baru mengalami 
perubahan, ditandai adanya upaya melibatkan kaum partai Islam yang 
tersebar seantero nusantara, dengan berbagai latar belakang aktivitas 
dan pendidikan. Kesadaran partai Islam partai melibatkan partai Islam 
secara aktif merupakan bagian upaya maksimal untuk membangun 
pemikiran dan gerakan politik partai Islam sejak awal reformasi ditandai 
keterlibatannya secara langsung atau tidak langsung dalam partai-partai 
Islam. 


Pergulatan politik partai Islam guna meningkatkan kemampuan 
politiknya, diniscayakan mampu membangun citra partai sehingga 
popularitas dan elektabilitasnya berjalan dengan intensitas dengan 
berpijak pada pemikiran dan gerakan politik berdasarkan pada ideologi 
Islam. Dalam komunitas partai Islam, semata-mata untuk membangun 
citra dirinya, sosialisasi program untuk mendulang popularitas. 
Pemikiran dan gerakan politik politisi partai Islam memiliki penafsiran 
universal, yakni segala bentuk komunikasi yang bermuatan pesan-pesan 
politik, serta respons, sikap dan keputusan politik untuk mencapai 
kekuasaan sebagai tujuan politiknya. 


Pemikiran dan gerakan partai Islam dalam konteks ini, tentu tidak 
selamanya didefinisikan sebagai gerakan perebutan kekuasaan atau 
pemilihan pemimpin negara dan urusan pemerintahan, tetapi juga 
dapat diartikan serangkaian kegiatan yang dirancang partai Islam untuk 
memelihara berjalannya keputusan-keputusan yang dapat memberi 
pemahaman dan kepuasan atas kebutuhan dan aspirasi politik umat 
Islam yang direpresentasikan partai Islam tersebut. Proses panjang 
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pembentukan citra politik partai Islam dibangun melalui komunikasi 
dan konsolidasi internal untuk merajut soliditas sekaligus melebarkan 
sayap partai, namun dalam kenyataannya tetap tidak mampu 
mengakomodir keinginan atau kepentingan sebagian partai Islam yang 
lain. Keikutsertaan partai Islam dalam pentas politik memengaruhi 
perolehan suara dan kursi masing-masing partai di parlemen. 


Aspirasi politik partai Islam terbatas dan sulit dipenuhi karena 
keterbatasan partai Islam yang andal, sebagian masih bersifat partisan, 
padahal basis massa partai Islam cukup signifikan. Atas dasar ini, 
politisi partai Islam senantiasa melakukan pemberdayaan kadernya atau 
kaderisasi, terutama dalam wilayah pencitraan politik dengan intensitas 
komunikasi, perluasan jaringan dan peningkatan kualitas kinerja sumber 
daya manusia kadernya. 


Peluang membangun jaringan dan pemikiran dan gerakan politik 
partai Islam tidak terpisahkan dari terbukanya ruang demokrasi 
bagi mereka, untuk terlibat langsung dalam kancah politik praktis, 
sekaligus membangun pemikiran dan gerakan politik yang intens. 
Di antaranya untuk mengubah opini publik, serta meraup pengaruh 
sebagai salah satu tujuan politiknya. Hal ini tercermin sejak sejumlah 
partai Islam terlibat dalam konstelasi politik praktis yang larut dalam 
euforia politik. 


Berdasarkan realitas politik itu, menunjukkan sejumlah 
problematika partai Islam dalam membangun citra seiring dengan 
terjadinya perubahan pola pemikiran dan gerakan politik pasca 
Orde Baru. Sirkulasi jaringan pemikiran dan gerakan politik partai 
Islam dalam menciptakan intensitas pemikiran dan gerakan politik 
yang dialogis di kalangan partai Islam sepanjang pasca Orde Baru, 
menjadi penting dikaji. Aspek ini juga menjadi urgen, sebab selama 
ini fokus kajian mengenai partai Islam politik di pelbagai partai masih 
didominasi kajian dalam perspektif secara normatif yang mengabaikan 
peran dan partisipasi politik kaum partai Islam. Sementara, aspek 
pemikiran dan gerakan politik partai Islam masih terabaikan, padahal 
segmen pemikiran dan gerakan politik di lingkungan partai Islam 
menjadi aspek kajian cukup menarik. 


Berbagai persoalan yang mengiringi pola dan intensitas pemikiran 
dan gerakan politik partai Islam dalam komunitas umat Islam, menarik 
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dicermati dalam paradigma akademik. Justru aspek pemikiran dan 
gerakan politik partai Islam cukup menarik, tetapi nyatanya belum 
mendapat perhatian akademik yang baik, yakni: pada dimensi pemikiran 
dan gerakan politik partai Islam yang kini dalam realitasnya kian redup 
citranya, menjadi minoritas di tengah mayoritas umat Islam. 


Adapun alasan memilih persoalan ini karena belum banyak 
mendapat perhatian akademis, padahal cukup urgen setidaknya turut 
berkontribusi dalam membangun kesadaran politik umat Islam untuk 
meningkatkan kesadaran dan partisipasi politiknya terhadap partai Islam 
untuk memperjuangkan hak-hak politik umat Islam. Sementara itu, elite 
partai Islam juga diharapkan secara intens membangun komunikasi 
politik untuk membangun citra partainya sehingga popularitas dan 
elektabilitasnya di mata umat Islam meningkat. 


Dalam konteks pemikiran dan gerakan politik partai Islam, terdapat 
kecenderungan mengikuti paradigma politik normatif dengan perspektif 
politik merupakan suatu keharusan atas partisipasi politik mereka 
sebagai realisasi politik representatif. Kajian ini membangun argumen- 
argumen ilmiah meningkatkan kesadaran dan partisipasi politiknya 
terhadap partai Islam untuk memperjuangkan hak-hak politik umat 
Islam dan elite partai Islam juga diharapkan secara intens membangun 
komunikasi politik untuk membangun citra partainya secara sinergis, 
sebab selama ini justru terjadi polarisasi dan keragaman argumen, 
bahkan asumsi ihwal politik, partai Islam yang berkiprah di partai 
Islam secara keliru, untuk meraih kekuasaan semata-mata dengan 
menghalalkan segala macam cara, bahkan aspek pemikiran dan gerakan 
politik dalam mengamati perpolitikan partai Islam, justru diabaikan. 
Pemahaman subjektif mengenai politik partai Islam yang demikian 
berpeluang terjadinya pandangan publik yang keliru. 


Karena itu, diharapkan melalui penelitian ini, persoalan tersebut 
dapat dipecahkan secara ilmiah-akademis. Yakni, melihat realitas 
pemikiran dan gerakan politik partai Islam partai-partai Islam secara 
komprehensif, khususnya di lingkungan Partai Islam, meliputi setting 
sosial politik yang melatari terjadinya perubahan perilaku atau 
partisipasi pemikiran dan gerakan politik kaum partai Islam secara 
intens pasca Orde Baru. Perilaku politisi partai Islam diharapkan mampu 
meningkatkan bargaining position guna meningkatkan nilai jual politiknya 
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sehingga kelak posisinya sebagai bagian dari partai-partai peserta pemilu 
yang mampu bersaing dengan jutaan basis massa pendukung yang 
militan yang dimobilisasi dengan spirit ideologi Islam. 


Dalam perkembangannya, tampak partai-partai Islam tampil 
sebagai kompetitor politik yang pamornya menurun, sejak awal 
reformasi yang cukup diperhitungkan para partai Islam di kalangan 
partai Islam lintas partai. ' Dengan demikian, sifat keberadaan politisi 
partai Islam turut memperjuangkan upaya dalam dalam peneguhan 
kembali nilai-nilai tradisi sosial politik yang bermartabat dan memiliki 
kepedulian yang telah melembaga dalam jaringan struktur pada pola 
hidup yang lebih mapan dalam partai. Sementara itu, partai Islam 
berupaya memberdayakan kader dan simpatisan sebagai wujud 
kepeduliannya terhadap nasib kaumnya, di samping melakukan 
pendidikan politik untuk melepaskan umat Islam dari pengaruh 
kekuasaan yang diskriminatif. 


Atas pijakan itu, partai Islam selaiknya berkiprah dengan beragam 
kegiatan politiknya, baik dalam urusan internal maupun kontribusinya 
dalam memberi kontribusi pada konstituennya. Partai Islam yang 
diasosiasikan sebagai gerakan partai pembela hak politik umat Islam 
dengan corak modern, berkiprah secara konkret setelah terjun ke dalam 
kancah kehidupan berbangsa dan bernegara untuk pemberdayaan 
kesejahteraan rakyat. 


Sementara itu, dalam merespons aplikasi gerakan sosial politik 
partai Islam dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan wawasan 
politik umat Islam itu sendiri. Hal ini menjadikan penulis concern 
meneliti pemikiran dan gerakan politik partai Islam yang tampaknya 
mesti mendapatkan respons akademis sebagai organisasi politik yang 
kiprahnya dalam membangun citra politik memiliki nilai positif dan 
kontribusi yang riil dalam pemberdayaan politik pada umat Islam. Atas 
dasar inilah, penulis memilih judul ini, yaitu: Strategi Pencitraan Politik 
Islam dalam Perspektif Komunikasi Politik, sebagai upaya melacak aktivitas 
gerakan politik partai Islam di tengah-tengah proses transformasi sosial 


6Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: 
UI Press, 1990). 

'Saiful Mujani, Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik 
di Indonesia Pasca Orde Baru (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007). 
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yang kian tak terbendung dengan berbagai problem dan dinamikanya 
sendiri melalui jaringan komunikasi politik serta hambatan-hambatan 
yang berujung konflik yang sering melanda partai-partai Islam. 


Pemikiran dan gerakan politik dilakukan untuk mengembangkan 
dan mensosialisasikan pesan dalam program partai, terutama yang 
terkait masalah partai Islam secara kontekstual sesuai dengan 
kebutuhan zaman, melalui berbagai aktivitas yang menjadi rangkaian 
dari implementasi gerakan politik partai Islam, guna membangun 
pemikiran dan gerakan politik secara intens dan berkualitas. Aspek 
rasionalitas dalam konteks pemikiran dan gerakan politik relatif kecil. 
Sebab dalam komunitas, aspek emotional choice-nya masih dominan 
karena mengikuti otoritas politisi partai islam yang dominan. Dalam 
perspektif Allan G. Johnson yang menegaskan bahwa sistem sosial 
dalam struktur organisasi sebagai alternatif menguatnya pengaruh 
individu.? Jika perspektif ini diadopsi, maka tampaknya rasionalitas 
masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya masih terbatas pada 
dominasi politisinya. 

Argumentasi dalam pemikiran dan gerakan politik, jika sistem 
politik kita diandaikan sebuah mesin kebijakan, maka pemikiran dan 
gerakan politik seharusnya sebuah proses koneksi yang mengintegrasikan 
bagian-bagian dari sistem itu. Kata kuncinya adalah dialog atau dalam 
bentuk, demonstrasi yang melontarkan kritik atau opini, diliput media, 
mendapat tanggapan, dan tercipta dialog adalah sebuah pemikiran 
dan gerakan politik. Di sana ada aktivitas menyampaikan gagasan 
atau informasi, tanggapan, serta proses deliberasi maju kesepahaman. 
Berbicara dalam konteks masyarakat terbuka, di mana setiap orang 
ataupun pers memiliki kebebasan berekspresi yang luas. Jangan 
bayangkan Indonesia pada zaman Soeharto. Saat itu, pemerintah bahkan 
tidak membutuhkan strategi pemikiran dan gerakan politik khusus. 
Berpijak pada teori-teori tersebut, penelitian ini difokuskan pada aspek 
pemikiran dan gerakan politik politisi. 


8Stephen W. Littlejohn, Theoris of Human Communication (sevent edition), (New 
Mexico, 2002) dan David Crowley dan David Mitchell, (ed), Communication Theory 
Today (Oxford, 1998) dan Allan G. Johnson, The Blackwell Dictionary of Sociology: A 
User's Guide to Sosiological Language (USA: First Publiseh, 1995), hlm. 225. 
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Maka untuk melihat secara ilmiah mengenai pemikiran dan 
gerakan politik politisi, penulis berpijak pada bangunan teori yang 
terkait dengan pemikiran dan gerakan politik. Salah satu karya yang 
mengungkap landasan teoritis tentang pemikiran dan gerakan politik 
terungkap dalam buku Political Communication, Issues and Strategies 
for Research. Buku yang disunting Steven H. Chaffee (1975) ini juga 
mengungkap kasus di lapangan yang masih terbatas pada kegiatan- 
kegiatan politik praktis. 

Aplikasi teori pemikiran dan gerakan politik politisi yang dibagi 
ke dalam tiga poros, yakni: pertama melalui jalur organisasi, proses 
komunikasinya dilakukan dengan pengambilan keputusan melalui 
munas sehingga keputusan melalui jalur tersebut disosialisasikan 
kepada kaum politisi melalui jalur struktural organisasi. Kedua, melalui 
jalur politisi atau tokoh politisi yang memiliki otoritas dan kemampuan 
berpolitik. Ketiga melalui poros pluralitas politisi, pemikiran dan 
gerakan politik terbangun dari keragaman politisi dilihat dari latar 
belakang dan kepentingan politiknya. 


Masing-masing poros tersebut, bersinergis sebagai jaringan 
pemikiran dan gerakan politik politisi sehingga pesan-pesan politik dari 
komunikator memberi efek dan pemaknaan secara verbal dan nonverbal 
kepada komunikan politisi. Dalam tradisi pemikiran dan gerakan politik, 
jenis komunikator informal inilah yang menjadi “pemain' paling penting, 
terutama pada masyarakat menengah ke bawah. Masyarakat pedesaan 
pada umumnya lebih percaya dan menerima “pendapat” atau “arahan” 
para buruh atau pembantu dan ibu rumah tangga. 


Memasuki bulan Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriyah, umat 
Islam memperingatinya dengan merayakan maulid atau kelahiran Nabi 
Muhammad Saw., sosok yang menjadi teladan seantero dunia dan 
sepanjang zaman. Keteladanan kepemimpinan Nabi menjadi dibicarakan 
relevan di tengah masyarakat Sulsel menghadapi pemilihan pemimpin 
melalui Pilgub. Aspek keteladanan nabi didasari pada peran utamanya 
selaku pemimpin agama sekaligus pemimpin negara. Posisi sebagai 
kepala negara tersebut menjadi menarik didedahkan, kaitannya dalam 
melakukan revitalisasi kepemimpinan politik kontemporer, tidak 
terkecuali proses politik yang mengiringi pemilihan anggota legislatif 
melalui sistem kepartaian. 
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Demikian halnya, pemilihan bupati, gubernur hingga presiden. 
Meskipun sistem politik di Indonesia tidak mengadopsi sistem 
perpolitikan yang sesuai sistem politik Islam, bukan negara agama. 
Namun sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, 
sejatinya, nilai-nilai Islam senantiasa mewarnai segala perilaku politisi 
yang mendedikasikan kinerjanya demi kemaslahatan umat, memberi 
manfaat bagi masyarakat luas. 


Selama kepemimpinan, Nabi selaku pemimpin negara yang 
berpusat di Madinah, tidak membentangkan garis demarkasi antara 
agama dan negara, justru terintegrasikan. Relasi agama dan negara 
tidak terpisahkan. Hal yang berbeda dengan realitas politik di Indonesia, 
agama berjarak dengan negara dalam konteks tertentu. Pada masa Nabi, 
totalitas nilai-nilai agama mewarnai konstitusi pemerintahan Nabi 
dalam Piagam Madinah. 


Dalam perspektif politik, posisi Nabi sebagai pemimpin politik 
dan pemimpin negara berhasil meletakkan sistem pemerintahan yang 
mengedepankan kemaslahatan umatnya. Seluruh aspek dan sendi-sendi 
kehidupan masyaraskat berjalan dinamis. Kunci keberhasilan Nabi, 
terletak pada keteladannya dalam memimpin. 


Aspek keteladanan inilah yang menjadi penting diwarisi para 
pemimpin negara. Sosok kenegarawan Nabi, acapkali diabaikan karena 
semata diposisikan sebagai pemimpin spiritual belaka. Akibatnya dunia 
politik berjarak dari spirit agama, justru yang sering dijumpai hanya 
menjadi alat, bukan mewarnai apalagi menjadi tujuan. Tegasnya, agama 
hanya diperalat sehingga agamawan dan politisi berkolaborasi dalam 
kubangan politisasi agama. Kesucian agama tereduksi pragmatisme 
politik kekuasaan. 


Kemimpinan Islam berpijak dari keteladanan kepemimpinan 
Nabi. Selama dalam pemerintahannya selaku pemimpin negara, Nabi 
berpijak pada prinsip-prinsip pemerintahan melalui konstitusi Piagam 
Madinah. Stabilitas politik sepanjang pemerintahan Nabi tercipta, 
kuncinya isi Piagama Madinah dapat dijalankan. Prinsip-prinsip pokok 
pemerintahan Nabi yang termaktub dalam Piagam Madinah mencakup 
aspek keumatan, persaudaraan, persatuan, persamaan, dan kebebasan 
beragama. Kerukunan hidup setiap warga negara lintas agama terjalin 
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baik karena masing-masing pihak memiliki komitmen atas konstitusi 
yang disepakatinya. 

Selain itu, aspek keteladanan kepemimpinan politik Nabi dalam 
negara-bangsa Madinah yang berperadaban, dilatari pada supremasi 
hukum, penegakan keadilan secara merata sehingga keadilan sosial 
terwujud tanpa sedikitpun menimbulkan rasa ketidakadilan seperti 
yang kini melanda negeri ini. 

Spirit kepemimpinan Islam yang berpijak pada nilai-nilai dasar 
Al-Our'an dan sunnah Nabi, diatur dalam konstitusi Piagam Madinah. 
Salah satu pasal di dalamnya menjelaskan, bila terjadi perselisihan atau 
beda pendapat, maka rujukan penyelesaiannya adalah kembali kepada 
Allah dan Nabi Muhammad Saw. 


Konsitusi Piagam Madinah ditaati seluruh warga negara tanpa 
melihat latar belakang agama dan sukunya. Artinya, Nabi menjadi 
pemimpin sekaligus pemersatu masyarakat Madinah Kehadiran Nabi 
sebagai pemimpin, mampu mengatasi berbagai fragmentasi yang 
terjadi melalui mekanisme pemimpin dengan segenap fungsinya 
berjalan optimal. Masyarakat Madinah yang majemuk, multikultural 
dan multiagama dapat dipersatukan di tengah karakter masyarakat 
Arab yang dikenal sering konfrontatif antarkafilah. Namun setelah 
Nabi menjadi pemimpin, negara mampu mempersatukan masyarakat 
melalui supremasi konstitusi. 


Kemampuan meredam konflik menjadi ukuran keberhasilan 
seorang pemimpin. Sulit memimpikan masyarakat sejahtera dan 
makmur jika aspek keamanan tidak terjamin. Realitas politik 
di Indonesia, khususnya yang terjadi di Bima yang dilatari 
ketidakadilan sosial, konflik Sidomulyo Lampung yang berlatar 
SARA mengindikasikan pemimpin di negeri ini dapat dikategorikan 
gagal. Sejatinya, meneladani kepemimpinan Nabi dalam mewujudkan 
pemerintahan yang berwibawa. Keberhasilan kepemimpinan 
Nabi Muhammad Saw. tidak terlepas dari aspek keteladanan dan 
kepribadiannya. Karakteristik kepemimpinan politik Nabi sebagai 
negarawan berpijak pada sifat-sifat kenabian yang melekat pada 
dirinya. 

Maka aspek terpenting diteladani dari Nabi dalam konteks politik 
adalah kepemimpinan politiknya yang didasarkan pada empat sifat 
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kenabian yang meliputi, amanah (tanggung jawab), Siddigh (terpercaya), 
fathonah (cerdas), tabligh (penyampai). 


Substansi kepemimpinan politik Nabi tersebut yang kemudian 
penulis redaksikan sebagai politik profetik, yakni konsep perpolitikan 
yang berdasar pada nilai-nilai kenabian. Politik profetik atau politik 
kenabian meniscayakan sosok pemimpin yang bertanggung jawab atas 
kepemimpinannya, dapat dipercaya dan memiliki kecakapan, serta 
mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik. 


Politik profetik yang merujuk pada sifat kenabian Nabi Muhammad 
Saw., itu dapat dinarasikan sebagai berikut. Pertama, amanah. Seorang 
pemimpin harus memiliki komitmen amanah yang diharuskan 
bertanggung jawab atas masyarakat atau negara yang dipimpinnya. 
Kedua, sosok pemimpin politik profetik diniscayakan memiliki sifat 
siddig atau terpercaya. Kegagalan para pemimpin belakangan ini karena 
hilangnya rasa kepercayaan publik terhadap dirinya. 


Selain amanah dan siddig. Seorang pemimpin politik profetik mesti 
memiliki kecakapan, terutama cakap bertindak cepat dalam mengatasi 
masalah. Selama ini, sejumlah pimpinan negara lamban dalam bertindak 
ketika negaranya menghadapi krisis, bahkan lebih dominan pemimpin 
yang kaku dalam aturan birokratis yang dibuatnya sendiri. 


Sikap pemimpin yang cakap diwariskan Nabi melalui sifat fathonah. 
Seorang pemimpin harus cerdas secara intelektual juga memiliki 
kesigapan bertindak yang benar demi kemaslahatan umat. Kunci 
keberhasilan kepemimpinan politik Nabi karena memiliki kemampuan 
bertablig. Nabi memiliki kefasihan beretorika, sangat komunikatif, baik 
komunikasi secara verbal maupun nonverbal. 


Karena itu, dalam momentum Maulid Nabi yang bersamaan dengan 
hiruk-pikuk politik menghadapi Pilgub Sulsel, sejatinya meneladani 
kepemimpinan politik Nabi yang berpijak pada kepemimpinan politik 
profetik, politik yang menginternalisasikan sifat kenabian dalam 
kepemimpinannya. 


D. Masa Depan Partai Politik Islam di Indonesia 


Memperhatikan perbandingan perolehan suara partai Islam dalam 
pemilu 1955, yaitu 45,13 Yo dengan pemilu tahun 1999 yaitu 18,6 Yo, 
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maka dapat disimpulkan bahwa perolehan kursi dan dukungan pemilih 
terhadap partai partai Islam dalam pemilu demokratis tahun 1999 sangat 
menurun, yaitu kehilangan dukungan sebesar 26,539o. Demikian pula 
jika dibandingkan perolehan kursi partai-partai Islam dalam pemilu 
1955 sebesar 45,137o dengan gabungan partai-partai Islam dan partai- 
partai yang berbasis massa Islam dalam pemilu tahun 1999 sebesar 
3790, juga mengalami penurunan yang signifikan, yaitu sekitar 8,13 Yo. 


Ke mana suara dukungan terhadap partai Islam yang hilang 8,376 
tersebut? Diyakini bahwa sebagian suara untuk Islam itu masuk dalam 
Partai Golkar, Masih kuatnya pengaruh birokrasi yang memberikan 
dukungan pada Partai Golkar pada pemilu 1999 yang lalu, di samping 
banyak tokoh-tokoh dari keluarga Masyumi maupun NU yang masuk 
dalam Partai Golkar karena sistem politik yang dikembangkan oleh Orde 
Baru yang sangat kuat. Hal ini terlihat pada sikap moderat dari para 
politisi partai Golkar atas tuntutan dan pandangan yang diajukan oleh 
partai-partai Islam atau partai yang berbasis massa Islam. 


Bukanlah hal yang mudah bagi partai-partai Islam untuk kembali 
menempati posisi seperti yang dihasilkan oleh pemilu tahun 1955. 
Banyak perubahan dan pergeseran yang terjadi akibat politik Orde Baru. 
Pemilu tahun 1999, masih terpengaruh oleh suasana kejatuhan Orde 
Baru dan masa transisi yang masih memberikan harapan kepada partai 
partai Islam untuk memperoleh suatu yang lebih baik pada pemilu- 
pemilu berikutnya. 


Bagaimanapun juga kemenangan besar PDIP pada pemilu 1999 
yang lalu adalah karena kuatnya tekanan rezim Soeharto terhadap 
Megawati dan PDIP, sehingga mendapat simpati rakyat yang sangat kuat. 
Seperti dikatakan oleh Paide Johnson (Panduan Parlemen Indonesia 
2001:144), PDIP adalah partai yang sangat personalistik. Megawati telah 
mewarisi pengikut ayahnya yang sangat kharismatis. Para pendukung 
partai mencintai Ibu Mega. 


Pada sisi lain, kemenangan Partai Golkar sangat terkait dengan 
pengaruh birokrasi yang sangat kuat yang sebelumnya merupakan mesin 
pemenangan bagi Partai Golkar. Hal ini nampak pada kemenangan 
Golkar yang sangat besar pada daerah-daerah luar Jawa. Peluang bagi 
partai-partai Islam adalah adanya pergeseran pilihan pemilih yang 
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sebelumnya memilih PDIP dan Partai Golkar, serta dari para pemilih 
pemula. Hal itu hanya bisa dicapai dengan kemampuan konsolidasi 
internal dari partai-partai Islam agar dapat mengorganisir, memobilasi, 
merumuskan, serta menyuarakan kepentingan-kepentingan umat Islam 
dengan lebih baik. Jargon-jargon politik aliran dan ideologi masih layak 
untuk disuarakan oleh partai-partai Islam di samping menawarkan 
program-program yang lebih baik dan menyentuh kepentingan rakyat 
secara luas. 


Dalam kajian ini, relevan mengulas penelitian Syahrir Karim yang 
menganalisis perilaku politisi partai Islam dalam pemilu dan pilres 
1999 dan 2004, khususnya di Sul-Sel. Menurutnya, di Indonesia, 
seiring dengan berkembangnya kehidupan perpolitikan nasional ketika 
memasuki era reformasi, jalur-jalur demokrasi dibuka seluas-luasnya 
bagi masyarakat untuk turut berpartipasi dalam berbagai proses politik 
secara sukarela. Era reformasi juga memasuki babakan baru dengan 
mendatangkan liberalisasi politik.” 


Situasi ini telah memungkinkan lahirnya partai-partai politik 
dalam jumlah yang sangat banyak. Di antara organisasi-organisasi 
politik yang muncul itu adalah partai-partai yang mempunyai 
sosial origin Islam. Partai politik pun mulai “kembali menemukan 
momentum” dirinya untuk memikat masyarakat. Simbol-simbol 
agama mulai kembali menjadi “komoditas” yang dianggap mampu 
meningkatkan perolehan suara. Sebagai kelanjutan dari asal-usul sosial 
demikian itu, ada partai yang menegaskan diri sebagai partai Islam. Ini 
terutama tampak dalam simbol dan asas partai. Ada pula yang merasa 
tidak perlu menyatakan diri sebagai partai Islam. 


Meskipun begitu, publik tetap menganggapnya sebagai partai 
Islam. Hal ini sesuai dengan realitas yang ada, bahwa secara mencolok 
pendukung partai-partai itu, baik yang menyatakan secara resmi 
partai Islam atau tidak, adalah komunitas Islam. Hanya dalam waktu 
beberapa bulan setelah reformasi dimulai, Indonesia mempunyai lebih 
dari 170 partai. Partai-partai yang menggunakan label agama sudah 
berada di atas angka 50-an, termasuk partai-partai Islam. Meskipun 


?Nurcholish Madjid, “Budaya Nasional, Masyarakat Madani, dan Masa 
Depan Bangsa”, dalam Tim Maulana (eds.), Jika Rakyat Berkuasa: Upaya membangun 
Masyarakat Madani dalam Kultur Feodal (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999). 
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demikian, melalui proses verifikasi, hanya 48 partai yang dinilai layak 
mengikuti pemilu. 


Dalam konteks Islam, perkembangan ini telah melahirkan 
penilaian tersendiri. Yang paling umum adalah pandangan mengenai 
munculnya kembali kekuatan politik Islam. Pandangan ini dianggap 
sah-sah saja, karena satu hal yang harus diingat bahwa mayoritas 
penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Langsung atau tidak, 
kenyataan ini akan mempunyai implikasi politik. Dengan kata lain, 
kekuatan politik apa pun, lebih-lebih partai politik, akan sangat 
memperhitungkan realitas demografis seperti itu. Artinya, bahwa 
massa Islam bakal diperebutkan oleh kekuatan-kekuatan politik guna 
mencari dukungan. 


Realitas di atas, seakan mempertegas bahwa fenomena agama 
selalu mengiringi perjalanan sejarah perpolitikan di Indonesia. 
Berawal dari tanggal 22 Juni 1945 ketika Panitia Sembilan berhasil 
merumuskan rancangan mukadimah (pembukaan) Hukum Dasar yang 
memuat tentang Pancasila. Rancangan ini, kemudian diberi nama 
oleh Mr. Moehammad Yamin sebagai Jakarta Charter atau Piagam 
Jakarta, di mana Sila Pertama berbunyi Ketuhanan dengan kewajiban 
menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.'? Selain itu, 
dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat alinea yang berbunyi “Atas 
berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan dorongan oleh 
keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka 
rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya". Kalimat ini 
merupakan ungkapan hati nurani bangsa Indonesia yang diungkapkan 
sebelum Proklamasi Kemerdekaan, sehingga dapat disebut Declaration 
of Indonesian Independence. Dua contoh di atas, semakin menegaskan 
bahwa perpolitikan di Indonesia selalu dilingkupi oleh nuansa-nuansa 
agama. 


'William Liddle, Islam, Politik dan Modernisasi (Jakarta, Sinar Harapan, 1997). 
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BAB / 


PENUTUP 


Komunikasi politik Islam menjadi bagian dari kajian komunikasi 
kontemporer. Hal ini menarik dikaji, mengingat posisi ulama 
diniscayakan untuk menjadi pengayom umat, dalam soal sosial 
keagamaan dan politik kebangsaan. Namun di sisi lain, realitas 
menunjukkan adanya kecenderungan ulama justru masuk dalam arena 
politik praktis. 

Realitas inilah acapkali dipahami sebagai tindakan yang paradoks. 
Namun, alasan sebagian ulama masuk dalam kancah politik praktis 
termasuk menjadi pendiri atau pengurus partai, semata-mata untuk 
memberi kontribusi agar kekuasaan tidak disalahgunakan yang berakibat 
pada kesengsaraan rakyat. 


Namun, niat baik sebagian ulama yang memiliki ijtihad politik 
bergabung dalam politik praktis ternyata menghadapi persoalan pelik. 
Misalnya, seorang kiai kharismatik dengan pengikut fanatik dalam soal 
keagamaan, namun ketika sang ulama berkiprah dalam partai, justru 
perlahan ditinggalkan jemaahnya karena dianggap inkonsisten atau 
tidak istikamah. 

Persoalan lain yang muncul di tengah euforia politik yang 
melibatkan sejumlah kiai dalam partai politik, tingginya fragmentasi 
politik yang terjadi dalam partai-partai Islam atau berbasis ormas. Sebut 
misalnya, keterlibatan sejumlah ulama di partai berbasis Nahdliyin, 
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PKNU. Sejumlah ulama kharismatik tergabung dalam partai tersebut, 
namun sepanjang perjalannya disesaki dengan konflik internal sehingga 
membuat partai tersebut tidak berkembang, akibatnya sejumlah ulama 
tersebut tidak bisa mengembangkan misi politiknya untuk kemaslahatan 
ulama melalui partai politik. 


Orientasi politik ulama untuk mewujudkan kekuasaan pro-umat 
ternyata mengalami disorientasi. Menyikapi kegagalan ulama berkiprah 
secara maksimal dalam kancah politik praktis juga dilatari dari 
keterbatasan kaum pesantren tersebut dalam mengembangkan jaringan 
melalui komunikasi politik. Hal inilah menjadi kajian substansial buku 
ini. 


Buku ini dikembangkan dari disertasi penulis yang lebih spesifik 
mengkaji komunikasi politik ulama pasca Orde Baru. Kajian dari aspek 
ini, cenderung diabaikan. Terbatasnya literatur mengenai komunikasi 
politik Islam, menjadikan penulis secara serius mengkajinya. Hal ini 
menjadi penting sebab kajian mengenai perilaku politik ulama menjadi 
fenomenal dalam kancah perpolitikan di pentas nasional. 


Komunitas ulama yang berbasis pada pesantren dan jemaah 
fanatik menjadi investasi politik, namun sering mengalami kebuntuan, 
fragmentasi hingga kegagalan. Hal ini dilatari akibat gagalnya kaum 
ulama dalam menyalurkan aspirasi politiknya dalam frame komunikasi 
politik yang memungkinkan akan memuluskan jalurnya menggapai 
kekuasaan. 


Problem mengemas pesan-pesan politik secara artikulatif dalam 
konten komunikasi politik menjadi keniscayaan. Maka kontribusi 
yang dapat diapresiasi secara akademis melalui kajian ini, setidaknya 
mampu mengurai problem kebuntuan komunikasi politik ulama dalam 
meraih kekuasaan yang diimpikannya melalui partisipasinya dalam 
partai politik. 


Basis massa yang riil memberi peluang bagi ulama mendulang 
suara, namun potensi tersebut bukanlah serta merta menjadi garansi 
atau jaminan memperoleh kekuasaan yang diharapkannya. Kemampuan 
mengatur strategi dan jaringan politik menjadi keharusan bagi 
para ulama yang secara aktif berkiprah dalam politik, bahkan turut 
berpartisipasi dalam pilkada kabupaten, propinsi hingga nasional, 
dari caleg hingga capres. Tampaknya alasan mereka menjadi riil dan 
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logis dalam takaran nalar dan logika politik, tetapi harus didukung 
pemahaman politik yang memadai. 


Partisipasi ulama dalam kancah politik praktis, tidak selalu mulus 
akibat pemahaman mereka tentang sistem politik yang dianut di 
Indonesia, keliru. Misalnya, mereka merujuk pendapat ulama pada 
sejumlah kitab kuning, satu di antaranya kitab al-Ahkam al-Sulthaniyah 
karya ulama klasik yang ditulis dalam konten politik yang berbeda di 
tanah air. Keterbatasan pemahaman undang-undang politik itu menjadi 
problem tersendiri. 


Selain itu, problem komunikasi politik ulama juga acapkali 
diperhadapkan pada kenyataan ketidakmampuannya memobilisir 
massa secara baik. Hal ini sering dialami tokoh-tokoh Nahdlatul 
Ulama yang berkiprah dalam kancah politik praktis. Padahal, posisinya 
sebagai organisasi sosial keagamaan dengan basis massa menjadi 
cukup signifikan dalam kalkulasi politik yang realistis. Karenanya sulit 
dipisahkan dari politik, tetapi karena ormas tersebut bukanlah partai 
politik menjadikan lahirnya berbagai kepentingan untuk menjadikannya 
sebagai pendulang suara. Hal ini dilakukan ulama sehingga terjadi tarik 
menarik kepentingan yang melibatkan ormas tersebut dalam ranah 
konflik. Untuk itu, penting membangun komunikasi politik lebih intens 
menjadi penting untuk mengeliminir konflik atas nama kepentingan 
politik secara pribadi dan golongan. 


Fragmentasi yang selama ini lahir akibat cara personal meraih 
kekuasaan justru menjadi sumber konflik, serta pengaruh intervensi 
media dalam “memelihara” konflik yang melibatkan ulama yang 
menggerus kewibawaannya sebagai tokoh agama yang sejatinya 
menjadi panutan umat, tetapi selalu ditampilkan dalam pusaran konflik 
berkesinambungan. Penggunaan simbol-simbol agama yang pada 
dasarnya tidak tepat dan tanpa dasar pijakan ilmiah. Namun, simbol 
agama diusung dengan beragam latar belakang kepentingan, akibatnya 
beragam pula kepentingan yang melingkupinya. 

Salah satu kontribusi buku ini, menjabarkan artikulasi komunikasi 
politik ulama dalam era reformasi menunjukkan adanya pergeseran 
sigfikan. Otoritas kiai masih memiliki pengaruh, namun tidak signifikan 
seiring rasionalitas umat selaku konstituen dalam menentukan 
politiknya secara praktis. Fenomena ini bukan berarti kiai kharismatik 
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mengalami delegitimasi, tetapi kesadaran politik umat meningkat 
sebagai artikulasi pemaknaan pesan-pesan politik yang diakses melalui 
media, yang kemudian berpengaruh terhadap sikap politiknya. 


Isu-isu pokok yang dibahas buku ini antara lain, pola komunikasi 
politik Islam yang dikembangkan ulama beserta capaiannya, tujuan 
yang ingin dicapai, strategi yang ditempuh, bentuk-bentuk pesan, 
media komunikasi yang digunakan, dan implikasinya terhadap umat 
selaku komunikan. 


Buku ini bertajuk ulama politik-politik ulama berangkat dari spirit 
mengkaji perilaku politik ulama, baik melalui jalur politik praktis 
maupun melalui politik kebangsaan nonpartai. Namun masing-masing 
pola tersebut, berorientasi pada perbaikan nasib umat sehingga untuk 
merealisasikannya perlu signifikansi terapan komunikasi politik islam 
yang menjadi pisau analisis kajian buku ini. Pola komunikasi politik 
ulama diorientasikan untuk mencapai tujuan politik praktis ulama 
dalam meraih kekuasaan politik untuk melakukan perubahan. Namun 
penulis juga mengetengahkan perspektif lain dengan melihat kontribusi 
politik ulama melalui jalur nonkekuasaan. 


Untuk mencapai tujuan tersebut, ulama politik diniscayakan 
mampu membangun komunikasi politik, baik secara individual 
maupun institusional, untuk meraih dukungan politik dari umat, demi 
mendapatkan pengaruh, materi dan kekuasaan. Tujuan komunikasi 
politik Islam yang dikembangkan ulama politik adalah menyalurkan 
aspirasi politik melalui kampanye kepada konstituen. Pesan-pesan 
politik dikemas guna membentuk pencitraan dirinya sehingga memiliki 
tingkat keterpilihan dari basis massanya. 


Sementara, pesan-pesan politik ulama bermuatan isu-isu politik 
nasional, seperti meningkatkan kesejahteraan rakyat dan keadilan 
sosial yang dibungkus dengan muatan keagamaan. Pesan politik ulama 
tersebut disampaikan dengan bahasa agama sesuai kultur masyarakat. 
Hal ini didukung dengan pemanfaatan media sebagai sarana komunikasi 
politik yang digunakannya. Selain pemanfaatan media massa, juga 
melalui kegiatan keagamaan yang melibatkan kiai kharismatik, seperti 
istighasah, pengajian akbar dan bahtsul masa'il. 


Maka implikasi atau efek komunikasi politik ulama tidak selamanya 
efektif. Budaya patron klien atau komunikasi tidak berpengaruh dalam 
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politik. Dalam bidang agama, pola komunikasi yang demikian itu 
cukup efektif dan signifikan, tetapi tidak demikian halnya dalam hal 
politik, karena yang terjadi justru melahirkan fragmentasi antarulama 
dan polarisasi umat. Hal ini juga dipengaruhi tingkat rasionalitas umat 
dalam menentukan pilihan politiknya. Corak komunikasi politik ulama 
pasca Orde Baru tidak selalu sinergis dengan perubahan perilaku dan 
partisipasi politik umat dari emotional choice menjadi rational choice. 
Rasionalitas pilihan politik umat pasca Orde Baru, tidak terlepas dari 
akses informasi dari media massa dan meningkatnya kesadaran politik 
warga masyarakat secara umum. 


Sirkulasi komuniksi politik ulama politik masih diwarnai 
fragmentasi antarulama sendiri yang berkompetisi berebut pengaruh 
sehingga melahirkan polarisasi di kalangan umat selaku masyarakat 
pemilih atau konstituen. Ulama politik meyakini dirinya memiliki 
kemampuan mengelola kekuasaan yang memperkuat dorongan 
berpolitik karena memiliki basis massa yang jelas. Namun nyatanya, 
hal inilah yang justru kemudian melahirkan fragmentasi dan konflik 
internal partai yang berkepanjangan. Hal ini mencerminkan pola 
komunikasi politik ulama tidak efektif untuk membangun jaringan 
politik yang signifikan. 

Realitas politik ulama tersebut hendaknya diselaraskan dengan 
idealitas teori komunikasi politik yang dirancang-bangun oleh 
ilmuan komunikasi politik Dan Nimmo bahwa tujuan komunikasi 
politik pada umumnya adalah untuk meraih kekuasaan, materi dan 
pengaruh. Komunikasi politik ulama, baik sebagai secara individual 
sebagai praktisi partai hendaknya ditempuh guna meraih kekuasaan, 
materi dan pengaruh politik terhadap penguasa demi kemaslahatan 
politik umat. 


Transformasi politik yang memberi ruang bagi ulama terlibat aktif 
dalam partai politik mengindikasikan bahwa mereka melihat peluang 
peluang untuk meraih kekuasaan. Perubahan perilaku komunikasi, 
dari yang sebelumnya partisipan menjadi pemain, mengharuskan para 
elit itu menyesuaikan pola dan perilaku komunikasi mereka dengan 
membangun citra sebagaimana layaknya seorang figur politik yang 
ulung. Berbagai inovasi dalam menjaring konstituen dilakukan lewat 
ekspansi politik dengan menggunakan komunikasi yang efektif. 
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Keterlibatan ualama dalam dunia politik melalui partai politik 
berbasis pesantren atau situs-situs bersimbol agama dilakukan guna 
meraih kekuasaan, materi dan pengaruh politik tertentu. Mereka 
membangun komunikasi politiknya melalui deal-deal politik antarelite 
untuk memperoleh suatu jabatan politik tertentu. 


Pergulatan para elit NU yang telah meningkatkan intensitas 
komunikasi di kalangan komunitas itu memiliki makna universal, 
yakni segala bentuk komunikasi yang bermuatan pesan, respons, 
sikap dan keputusan politik. Meski realitasnya, ulama politik 
bergulat dalam kegagalan beruntun. Kegagalan ulama politik tersebut 
diakibatkan karena strategi komunikasi politiknya tidak optimal, justru 
mengembangkan politik primordial dan emosional ideologis an sich. 
Padahal umat tidak bisa diseragamkan dalam hal politik, berbeda dengan 
soal keagamaan. Dalam hal agama, umat sangat taat dengan kiainya, 
tetapi tidak demikian dalam hal politik. Umat mulai mengedepankan 
rasionalitas dengan logika politik sebagai bentuk menguatnya akses 
mereka terhadap media-media sebagai saluran komunikasi politik yang 
melahirkan kedewasaan sikap politik dan kemaslahatan umat. 
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226 Komunikasi Politik Perspektif Komunikasi Islam 


Pokok kajian buku ini difokuskan pada perspektif komunikasi Islam dalam 
komunikasi politik, Hal ini dianggap urgen, sebab selama ini, komunikasi politik 
sedikit pun tidak dipertautkan dengan dimensi Islam. Sementara itu, nilai-nilai Islam 
diniscayakan untuk diaktualisasikan dalam kehidupan umat, tidak terkecuali dalam 
konteks komunikasi politik. 


Adapun pokok-pokok bahasan buku ini, meliputi bagian pertama mengulas hakikat 
komunikasi politik Islam. Bagian kedua membahas paradigma komunikasi politik 
Islam dibagi dalam tiga paradigma yang selama ini dikembangkan dalam kajian 
komunikasi politik, yaitu paradigma mekanistis, paradigma psikologis, dan 
paradigma pragmatis. Berpijak dari ketiga paradigma itulah, dikembangkan dimensi 
keislamannya. Bagian ketiga tentang tujuan komunikasi politik Islam. Pada bagian 
ini, dijelaskan tentang upaya membangun citra politik Islam, membentuk opini 
publik umat Islam, dan mengoptimalkan partisipasi politik demi kemaslahatan umat 
Islam. 


Pada bagian keempat, diulas strategi komunikasi politik Islam yang difokuskan pada 
kajian mengenai upaya merawat ketokohan politik, memantapkan kelembagaan 
dan partai Islam, dan membangun konsensus dalam Politik Islam. Pada bagian 
kelima, pokok kajiannya ditekankan pada aplikasi dan media komunikasi politik 
Islam. Aspek yang diuraikan terkait hal itu mencakup pengelolaan dan pemasaran 
politik, memahami agenda politik media massa, serta propaganda dan lobi politik. 
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